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RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan roadmap APINDO ini dilakukan pada titik perubahan penting bagi
Indonesia agar pertumbuhan ekonomi dapat selaras dengan perkembangan
makro dan global yang sangat menantang saat ini. Transformasi ekonomi
diperlukan supaya Indonesia dapat menghadapi tantangan dan perubahan,
memanfaatkan peluang, dan melakukan transisi ke ekonomi yang
berkelanjutan dan inklusif dalam mewujudkan visi Indonesia menjadi negara
maju. Roadmap ini mencakup masukan mengenai peran dan kontribusi dunia
usaha dalam transformasi ekonomi, dengan visi dan aspirasi agar dunia usaha
dan SDM Indonesia dapat bersaing secara internasional, berkembang dan
bekinerja namun juga berkontribusi kepada inklusivitas dan berkelanjutan.

TREN MAKROEKONOMI DAN PERUBAHAN GLOBAL

Kinerja perekonomian Indonesia cukup baik hamun belum memadai dimana
pertumbuhan ekonomi lima tahun terakhir berkisar 5-5.3% p.a cukup baik
dibanding dengan negara lain. Pertumbuhan ekspor masih belum cukup tinggi
untuk meningkatkan peran ekspor Indonesia di dunia dan masih didominasi oleh
produk yang berbasis sumber daya alam. Sedangkan dividen demografi Indonesia
memang masih bisa dinikmati beberapa tahun kedepan, namun perlu peningkatan
produktivitas tenaga kerja, partisipasi angkatan tenaga kerja, termasuk pekerja
perempuan, dan antisipasi aging.

Indonesia dan dunia menghadapi perkembangan makro dan krisis
multidimensi yang sangat menantang: melambannya tren pertumbuhan dunia
dan Indonesia pasca pandemi COVID-19; ketidakpastian karena perang, konflik
dan tensi geopolitik; ketegangan hubungan AS-RRT dan fragmentasi global value
chain; dan krisis perubahan iklim. Disamping itu terjadi perubahan teknologi dan
ekonomi digital sampai dengan intelijen buatan (Al) yang pesat.

Indonesia dan dunia usaha di Indonesia harus mengantisipasi perkembangan
tersebut dan menyusun strategi bersama untuk justru memanfaatkan peluang
dari perubahaan global yang tengah terjadi untuk bertransformasi menjadi
ekonomi maju. Ada peluang karena terjadi diversifikasi global value chain dan
inovasi produk maupun proses baru yang bisa muncul dengan digitalisasi.
Mengatasi perubahan iklim dan berbagai tantangan lingkungan lainnya adalah
sangat penting - tidak hanya untuk kesejahteraan sosial dan masa depan yang
berkelanjutan, tetapi juga untuk strategi pertumbuhan itu sendiri dan karena
daya saing saat ini mulai ditentukan oleh keberadaan di dalam sustainable supply
chain. Perubahan-perubahan ini memberikan peluang bagi perekonomian dan
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perusahaan yang dapat beradaptasi dengan cepat, tetapi juga membawa risiko
besar bagi yang tidak dapat beradaptasi.

Untuk mencapai pertumbuhan lebih tinggi yang inklusif dan berkelanjutan,
Indonesia memerlukan transformasi ekonomi dan mengatasi berbagai kendala
pertumbuhan. Kestabilan makroekonomi tetap harus dijaga dan prioritas terletak
pada kunci transformasi yaitu peningkatan investasi yang dapat meningkatkan
produktivitas (menurunkan Investment Capital Output Ratio - investasi terhadap
PDB) dan daya saing dalam negeri dan internasional, serta diversifikasi
sumber pertumbuhan. Peningkatkan produktivitas dapat dilaksanakan dengan
investasi prasarana fisik dan SDM; penyebaran teknologi dan inovasi; dan
penyempurnaan tata kelola (governance). Selain itu, perbaikan pada sistem
intermediasi keuangan dalam negeri untuk penyediaan dana dan peningkatan
investasi langsung dari luar (PMA) kususnya untuk sektor yang berorentasi
ekspor, industri hijau, dan sektor jasa-jasa modern yang akan membawa akses
untuk modal, dan teknologi, juga penting. Selain itu transformasi ekonomi juga
mutlak berlandaskan inklusitivitas untuk distribusi pendapatan dan akses
pendidikan dan kesehatan serta mengatasi kemiskinan dan permasalahan
lingkungan. Indonesia telah mengumumkan peningkatan Nationally Determined
Contribution (NDC) Paris Agreement untuk mencapai target penurungn emisi
lebih tinggi sebesear 31,89% (tanpa syarat) dan 43,2% (dengan syarat) pada
2030, dan target net zero pada 2060 atau sebelumnya dengan dukungan.

PANDANGAN DUNIA USAHA

Pasca pandemi, pertumbuhan yang rendah dirasakan oleh dunia usaha walaupun
ada optimisme ke depan. Berdasarkan survei dunia usaha APINDO, 72 persen
menyatakan mengalami lambannya penjualan dengan 15% yang mengalami
penurunan, 27% yang mengalami stagnasi dan 29% yang mengalami pertumbuhan
penjualan kurang dari 3%. Meskipun demikian, dunia usaha optimis terhadap
prospek pertumbuhan perusahaan dalam 5 tahun ke depan. Pelaku usaha telah
menyiapkan berbagai strategi untuk mencapai pertumbuhan tersebut, termasuk
ekspansi bisnis, investasi, dan sumber pembiayaan usaha. Berdasarkan hasil
survei dunia usaha APINDO, mayoritas responden memproyeksikan pertumbuhan
perusahaan dalam 5 tahun ke depan akan tetap positif, dengan rata-rata
pertumbuhan di atas 5%. Dunia usaha melihat keadaan makroekonomi stabil
namun 58% menilai kurs rupiah tidak kompetitif dan 509% menilai suku bunga
kredit saat ini kurang memadai.

Dengan menghadapi konteks tersebut dan agar dunia usaha dapat optimis
menjadi pengerak transformasi ekonomi, Visi APINDO adalah agar dunia
usaha bisa tangguh menghadapi dan menmanfaatkan peluang dari perubahan
yang tengah dihadapi, dan pada saat yang bersamaan juga berkontribusi
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kepada keberlanjutan dan inklusivitas. Transformasi ekonomi tidak mungkin
terjadi tanpa inovasi dan kewirausahaan (entrepreneurship) dari dunia usaha,
namun kebijakan pemerintah diperlukan untuk menciptakan iklim yang kondusif
untuk inovasi dan kepastian agar swasta melakukan perencanaan dan investasi
jangka panjang.

Roadmap APINDO dimaksud untuk identifikasi kendala dan rekomendasi
perubahan kebijakan publik, kelembagaan dan tata kelola yang diperlukan
lima tahun ke depan untuk mewujudkan Visi APINDO. Roadmap ini
merupakan sumbangan APINDO kepada pemerintah yang dilakukan setiap
lima tahun dan berbasis dari berbagai sumber: hasil survey APINDO yang
dilakukan pada bulan Juli-Agustus 2023 dengan 1984 reponden dari dunia
usaha seluruh Indonesia yang anggota APINDO maupun bukan anggota
APINDO; focused group discussion (FGD) per sektor dan tema; penyusunan
matriks kebijakan oleh para pengurus masing-masing sektor dan tema; dan
masukan dari Dewan Pakar APINDO serta berbagai mitra kerjasama (knowledge
partners) antara lain AT Kearney, Boston Consulting Group, Bank Dunia, dan
PROSPERA (Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian).

Ada lima tema ranah kebijakan yang menjadi rekomendasi dunia usaha yang
semua mengandung unsur efisensi dan daya saing, keberlanjutan dan inklusivitas,
strategi dan dasar fundamental:

Prioritas pertama terkait dengan perbaikan keadaan yang dihadapi dunia
usaha saat ini melalui kepastian hukum dan kebijakan serta perbaikan
kelembagaan dan koordinasi dalam hal implementasi kebijakan. Memang
ini bukan hal baru dan kerap kali muncul dengan perbedaan penekanan dan
munculnya isu baru. Berdasarkan survei APINDO hanya 13,8% pelaku usaha
yang menilai bahwa tata kelola pemerintahan telah dijalankan berdasarkan
prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan konsistensi kebijakan dan
kepastian hukum secara umum dinilai beresiko tinggi (20.5%) dan sangat tinggi
(5.5%). Rekomendasi yang disampaikan baik untuk isu lintas sektor dan per
sektor membahas penyempurnaan dari proses konsultasi sampai regulasi dan
penerapannya; peningkatan koordinasi, termasuk usul pembentukan tim nasional
atau lembaga baru; dan evaluasi bahwa beban dari penerapan regulasi berbeda
antara perusahaan besar, menengah dan kecil. Ada dua isu lintas sektoral
yang menonjol. Pertama formulasi regulasi UU Cipta Kerja karena kurang
melibatkan pihak-pihak terkait, pada akhirnya menghasilkan regulasi implemetasi
yang inkonsisten, menurunkan kepercayaan investor dan sentimen positif pelaku
usaha atas reformasi struktural, terutama di bidang ketenagakerjaan. Kedua
perbaikan kelembagaan birokrasi dalam perijinan usaha melalui OSS (online
single submission yang menurut pandangan dunia usaha masih belum berjalan
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dengan baik akibat kurangnya komitken K/L, tidak sinerginya platform teknologi
informasi, ketidaksiapan SDM dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Prioritas kedua kebijakan terkait peran teknologi dan SDM untuk mendukung
lompatan produktivitas yang diperlukan untuk transformasi ekonomi.
Tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya ketrampilan, termasuk literasi
digital, tingkat pendidikan tenaga kerja dan kelangkaan talenta berkualitas.
Sedangkan tantangan untuk teknologi adalah rendahnya tingkat adopsi teknologi
oleh perusahaan, kekurangan dalam melakukan benchmarking dan best practices
untuk inovasi, dan rendahnya pengeluaran untuk riset, pengembangan dan
teknologi. Ranah teknologi mencakup teknologi saat ini dan kedepan termasuk
teknologi digital dan untuk mencapai keberlanjutan (teknologi dan industri hijau).
Arah dari usul kebijakan adalah strategi peningkatan kualitas SDM dan pengunaan/
pengembang teknologi yang jelas a.l melalui dukungan program atau lembaga
pemerintah, fasilitasi serta insentif dan kerangka kebijakan dan regulasi yang
mendukung, dengan tidak melupakan unsur UMKM dan pentingnya partisipasi
tenaga kerja yang inklusif. Mengingat peran PMA untuk askes dan penyebaran
teknologi, strategi dan kebjakan untuk menarik PMA terkait dan menciptakan
ekosistem untuk penyebaran dan peningkatan kapasitas dalam negeri, juga
penting.

Prioritas ketiga terkait dengan kebijakan industri, perdagangan, investasi
dan persaingan yang sehat (level playing field). Dunia usaha mendukung arah
kebijakan pemerintah untuk meningkatkan produksi dalam negeri dan peran
dari perusahaan dalam negeri, termasuk BUMN, namun dalam implementasi
beberapa instrumen kebijakan ternyata telah menyebabkan hambatan maupun
dampak yang mempengaruhi kinerja dunia usaha dan transformasi ekonomi. Ada
beberapa usul penyempurnaan kebijakan perdagangan dan investasi dan antara
lain termasuk kebijakan TKDN, neraca komoditas dan hilirisasi. Rekomendasi
penyempurnaan berdasarkan beberapa prinsip. Pertama pelaksanaan yang
transparen dan bertahap menuju sektor/industri yang bisa bersaing di dalam
negeri maupun luar negeri. Kedua pengunaan fasilitas, dukungan atau preferensi
kepada perusahaan/industri dilaksanakan dengan prinsip ada batas waktu
dan dikaitkan ke standar kinerja yang dicapai. Ketiga prinsip transparensi dan
pemberlakuan restriksi kebijakan perdagangan dan investasi yang berbasis kriteria
yang jelas serta evaluasi dampak kepada sektor/pihak lain, termasuk UMKM.
Keempat optimalisasi perjanjian perdagangan dan diplomasi ekonomi. Terakhir
menjamin level playing field antara perusahaan, besar dan kecil, swasta dan BUMN.

Prioritas keempat terkait dengan upaya bisnis dalam mengadopsi konsep
berkelanjutan karena perubahan makro dan global yang terjadi akan menuntut
perusahaan untuk bisa memenuhi standard ESG (Environment, Social and
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Governance) dan memanfaatkan peluang untuk mengembangkan industri
“hijau”. Praktek bisnis berkelanjutan sudah perlu menjadi bagian integral dari
model bisnis saat ini karena sudah mulai menjadi persyaratan untuk berbagai
hal terkait akses pasar, akses pendanaan, dan citra dari perusahaan. Tantangan
yang dihadapi adalah walaupun pelaku usaha besar dan berorientasi ekspor relatif
paham dan sudah menjalankannya, namun demikian, sebagian besar pelaku
usaha masih belum paham. Arah kebijakan terkait pentingnya informasi dan
edukasi yang perlu dilaksanakan bersama-sama antara pemerintah dan dunia
usaha, terutama untuk perusahaan skala UMKM dan memperkuat kebijakan dan
kelembagaan untuk agenda mengarusutamakan praktek bisnis berkelanjutan dan
investasi, maupun pendanaan yang berbasis keberlanjutan.

Prioritas kelima mencakup keberadaan infrastruktur, terutama transportasi,
konektivitas dan logistik; transisi sektor energi, dan parasana digital
yang efisien dan efektif. Dalam lima tahun terkahir, kebijakan dan regulasi
serta kualitas infrastruktur dinilai cukup bagus dalam mendukung aktivitas
usaha. Namun pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas
dianggap perlu diprioritaskan untuk mengurangi biaya transportasi dan logistik
yang dianggap tinggi. Arah kebijakan terkait prasarana ada aspek fisik terkait
pembangungan dan investasi infrastruktur terkait, desain sistem yang efisien,
efektif dan kejelasan mengenai program transisi ke sistem yang berkelanjutan (e.g.
just energy transition) dan juga unsur kebijakan, reformasi regulasi dan lembaga,
serta SDM yang diperlukan.

Rekomendasi rinci akan Roadmap Perekonomian 2024-2029 ini disusun oleh
APINDO dengan menyampaikan berbagai rekomendasi untuk perbaikan kualitas
kebijakan dan regulasi serta kelembagaan dan SDM di birokrasi agar dapat
mewujudkan dunia usaha sebagai pengerak transformasi ekonomi. Kalangan
dunia usaha menyadari tantangan perubahan iklim global yang dihadapi dan
melihat adanya peluang transformasi dari tren global, dan menyadari pentingnya
prinsip keberlanjutan karena proses produksi yang berkelanjutan dan pengunaan
energi terbarukan lambat laun akan menjadi syarat untuk memperoleh pendanaan
maupun untuk akses pasar.

Roadmap juga menawarkan solusi praktis atas persoalan persoalan dunia
usaha yang dihadapi sehari hari dengan berupaya mengangkat quick-wins low
hanging fruits yang dapat segera dilakukan untuk membangun optimisme
transformasi dunia usaha. Rekomendasi yang disampaikan adalah hal hal yang
dapat diimplementasikan dan dievaluasi pencapaiannya sebagai rujukan utama
APINDO dalam melakukan advokasi kebijakan usaha dalam kurun waktu 5 tahun.

Pilihan isu dalam roadmap diprioritaskan pada isu isu ekonomi yang
berdampak luas baik yang bersifat lintas sektor maupun yang spesifik untuk
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sektor tertentu. Isi isu lintas sektoral mencakup bidang: 1) Makroekonomi,
Perbankan dan Keuangan, 2) Perpajakan, 3) Pembangunan Berkelanjutan, 4)
Ketenagakerjaan, 5) Perdagangan Internasional & Investasi, 6) Ekonoimi Digital,
dan 7) Usaha Mikro Kecil Menengah. Sedangkan isu isu sektoral berfokus pada
sektor: 1) Infrastruktur, Transportasi dan Perhubungan, 2) Properti & Kawasan
Ekonomi, 3) Manufaktur), 4) Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, Peternakan
dan Perikanan, 5) Pariwisata, dan 6) Energi dan Sumber Daya Mineral.

REKOMENDASI LINTAS SEKTOR
Makroekonomi, Perbankan dan Sektor Keuangan

Stabilitas makroekonomi adalah syarat mutlak untuk kepastian berusaha dan
dunia usaha mendukung kebijakan fiskal dan moneter yang berkesinambungan
antara tujuan pertumbuhan dan kestabilan dan berharap bahwa kurs bisa lebih
kompetitif (58%) dan suku bunga lebih memadai (50%).

Ekspansi dunia usaha juga akan bergantung kepada tersedianya dana untuk
investasi dan beroperasi, dan hal tersebut berarti perlu pertumbuhan sektor
perbankan dan pendalaman sektor keuangan. Juga diperlukan sektor keuangan
yang mulai mengintegrasikan aspek sustainable finance. Saat ini sektor
perbankan masih mendominasi sektor keuangan dengan pangsa 78% dan market
capitalization IDX yang rendah di 48,5% atau jauh lebih rendah dari negara
sebanding. Sumber dana non bank seperti penerbitan obligasi (0,5% PDB) dan
dana jangka panjang dari asuransi dan dana pensiun (7,3%) juga masih minim.
Survei APINDO menunjukkan beberapa pola. Pertama sumber pembiayaan
paling banyak adalah modal pemilik (509%) dan perbankan (38%), sedangkan dari
pasar modal hanya 5%. Kedua setengah dari responden menyampaikan punya
masalah akses untuk pinjaman ke perbankan, dan yang mengalami kesulitan
oleh karena tingginya suku bunga dan tidak ada agunan. Ketiga sebagain besar
menyatakan tidak bersedia mengalang dana melalui pasar keuangan karena tidak
memahami. Tentunya persentase yang mengalami kesulitan jauh lebih tinggi di
kelompok usaha UMKM. Dunia usaha juga melihat pentingnya Local Currency
Settlement (LCS) untuk penyelesaian transaksi perdagangan internasional dalam
mata uang lokal dan tidak mengunakan USD yang bagi perusahaan lebih hemat
biaya, lebih efisien penyelesaianay dan mengurangi risiko mata uang asing, dan
dari segi neraca pembayaran seharusnya menghemat devisa. Saat ini baru 26,3%
responden survei APINDO yang mengetahui mengenai LCS.

Dengan konteks tersebut ada 5 rekomendasi jangka pendek (1-5 tahun):

1. Kebijakan fiskal: mendukung peningkatan pendapatan pemerintah tetapi
perlu dilakukan secara bertahap dan melalui perbaikan administrasi pajak
dan ekstensifikasi (lihat bagian perpajakan), dan belanja pemerintah yang
efektif
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2. Insentif pajak, deregulasi dan peningkatan keterbukaan informasi untuk
meningkatkan jumlah produk invesetasi dan investasi di sektor hijau

3. Reformasi sektor keuangan: perluasan, pendalaman dan peningkatan efisiensi

4. Program yang berkesinambungan untuk UMKM dapat akses pinjaman yang
digabung dengan peningkatan kapasitas, termasuk literasi digital.

5. Peningkatan pengunaan Local Currency Settlement.

Perpajakan

Bagi dunia usaha tiga hal fundamental terkait perpajakan untuk menjaga
iklim yang kondusif untuk melakukan investasi dan menjalankan usaha, yaitu
konsistensi regulasi kebijakan perpajakan di segala tingkatan, peningkatan kualitas
administrasi pajak dan maksimalisasi ekstensifikasi pajak.

Kondisi yang dihadapi saat ini menunjukkan berbagai kelemahan. Proses
administrasi perpajakan menjadi indikator penting terhadap upaya peningkatan
kesadaran WP dalam membayar pajak. Namun dari survei yang dilakukan, hanya
sekitar 36% pengusaha yang merasa puas terhadap proses administrasi, dan
hanya 38% pengusaha yang menyatakan puas dengan sistem perpajakan online
yang telah diterapkan. Hanya sekitar 27% pengusaha yang puas dengan simplifikasi
pajak dan restribusi daerah yang dilakukan tahun lalu. Dari pembahasan berbagai
FGD dengan dunia usaha, hal penting lainnya adalah dalam menjalankan upaya
peningkatan pendapatan negara, perlu berbasis keadilan dimana tidak saja
strategi intensifikasi bagi badan usaha yang sudah patuh bayar, tetapi perlu
ekstenfikasi perpajakan melalui peningkatan kepatuhan membayar pajak (tax
compliance) dengan penambahan wajib pajak baru (ekstensifikasi). FGD dan hasil
survey juga menunjukkan bahwa berbagai insentif untuk mendorong investasi di
bidang prioritas, termasuk untuk perubahan iklim, maupun untuk berbagai tujuan
lain seperti inovasi, penelitian dan pengembangan dan peningkatan SDM belum
optimal. Saat ini sekitar 55% responden menyatakan bahwa cukup mudah
dalam memperoleh berbagai insentif pajak dari Pemerintah, akan tetapi, masih
banyak pengusaha yang belum mengetahui jenis insentif pajak yang diberikan
Pemerintah, 68% tidak mengetahui jenis insentif pajak yang pernah diterima

Dengan adanya sejumlah tantangan di atas, APINDO mengusulkan sejumlah
kebijakan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah lima tahun kedepan:

1. Implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Core Tax Administration
System) secara penuh diiringi penyederhanaan dokumen administratif yang
mudah dimengerti oleh Wajib Pajak, pengusaha, serta seluruh kalangan
masyarakat.

2. Implementasi UU HKPD (Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah) dan peraturan pelaksana yang mendukung kondusivitas
iklim usaha di daerah.
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3. Mendorong peningkatan rasio perpajakan dengan mencakup sektor-sektor
usaha yang belum dikenakan pajak.

4. Penyederhanaan persyaratan untuk mendapatkan berbagai insentif kebijakan
perpajakan secara tepat sasaran bagi peningkatan penerimaan perpajakan.

Pembangunan Berkelanjutan

Kolaborasi berkeseimbangan antara Pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat
diperlukan untuk mengakselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)
2030. Akan tetapi, gagasan ini belum sepenuhnya dipahami sebagai suatu
konsensus bersama. Hasil survei menunjukkan bahwa baru 35% pelaku usaha
memiliki pengetahuan tentang konsep pembangunan berkelanjutan. Lebih lanjut,
66,1% pelaku usaha berpandangan bahwa 17 goals TPB yang ada saat ini terlalu
banyak dan tidak realistis untuk dicapai perusahaan. Oleh sebab itu, Apindo
menyarankan empat Langkah fundamental berkelanjutan untuk mendorong TPB.
Pertama, Konsistensi reformasi struktural kemudahan dan kepastian berusaha
bagi peningkatan ekonomi hijau untuk mencapai TPB. Kedua, reformasi kebijakan
fiskal untuk meningkatkan dan menjaga iklim investasi inklusif dan berkelanjutan.
Ketiga, Penguatan collaborative governance antara dunia dan pemerintah dalam
mencapai TPB yang partisipatif. Survei APINDO menunjukkan 67% dari pelaku
usaha menyatakan belum dilibatkan dalam perumusan kebijakan lingkungan
hidup. Keempat, pembenahan kebijakan ketenagakerjaan berkelanjutan untuk
mencapai TPB (lihat bagian ketenagakerjaan)

Berdasarkan survei APINDO, ada 5 rekomendasi jangka pendek

1. Mendorong kebijakan dan roadmap pembangungan berkelajnutan yang
akutanbel, partisipatif dan transparan

2. Menerapkan kebijakan insentif fiskal dan kemudahan bagi pelaku usaha
dalam menjalankan program atau kegiatan TPB. Survei APINDO menunjukkan
62,3% pelaku usaha sangat membutuhkan insentif berupa pemotongan pajak,
23,1% mengharapkan adanya subsidi bahan baku dan 13,1% mengharapkan
pemotongan bea impor.

3. Memperkuat kebijakan dan kelembagaan yang khusus untuk mengakselerasi
pencapaian agenda sustainable investment dan sustainable finance.

4. Mempercepat proses TJSL (Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan)
dan ESG (Environmental Social Govervance) terintegrasi dalam praktek dunia
usaha

5. Meningkatkan aktivitas produksi dan konsumsi yang ramah lingkungan
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Ketenagakerjaan

Untuk menciptakan perekonomian nasional yang kompetitif dunia usaha sepakat
diperlukan keselarasan norma norma standar ketenagakerjaan universal dengan
perlindungan sosial dan pengembangan ketrampilan pekerja.

Kondisi yang dihadapi saat ini adalah pengangguran terbuka saat ini tercatat
mencapai 5,4%, dimana hal ini disebabkan kecenderungan penyusutan daya
serap tenaga kerja kita yang tinggal seperempat hanya dalam 9 (sembilan) tahun
terakhir, dimana di tahun 2013 dari setiap 1 trilyun investasi tercipta 4.594 tenaga
kerja, di tahun 2022 menciptakan 1.081 tenaga kerja. Hal ini diperparah dengan
kondisi pasar tenaga kerja kita didominasi dengan tenaga kerja berketrampilan
rendah yang dilihat dari dominasi lulusan pendidikan dasar SD sejumlah 39.76
persen, SMP (18,24%), pendidikan menengah SMA dan SMK (28,49%) dan hanya
11,51 persen berpendidikan tersier (Diploma, S1,S2).

Guna mendorong perbaikan iklim ketenagakerjaan Indonesia, Apindo mengusulkan
empat Langkah fundamental berkelanjutan. Pertama, konsistensi reformasi
kebijakan ketenagakerjaan dan penguatan implementasinya. Kedua, penciptaan
lapangan kerja inklusif yang ramah terhadap disabilitas dan perempuan. Ketiga,
pengembangan ketrampilan SDM dalam merespon jenis jenis baru pekerjaan
termasuk green jobs untuk peningkatan produktivitas. Keempat pengelolaan
mekanisme bipartit dengan spirit kerjasama.

Langkah fundamental tersebut perlu disokong oleh kebijakan jangka pendek yang
tepat sasaran. Setidaknya terdapat lima kebijakan yang dapat dilaksanakan oleh
Pemerintah:

1. Formulasiyang adil dalam kebijakan Pengupahan/Upah Minimum (UM) dan Alih
Daya (Outsourcing) yang harus dilakukan sangat segera. APINDO memberikan
usulan terhadap lingkup cakupan dan definisi alih daya sejumlah sektor agar
masih memungkinkan fleksibilitasnya.

2. Realisasi norma pengupahan UKM berdasar UU Cipta Kerja tentang UM
khusus UKM berdasar kesepakatan bipartit pemberi kerja dan pekerja di
perusahaan masing masing agar UKM dapat beroperasi secara formal.

3. Antisipasi aging population melalui penguatan JHT (Jaminan Hari Tua) dan
JP (Jaminan Pensiun) dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

4. Dukungan implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dalam Jaminan
Sosial Kesehatan. Peninjauan efektifitas super tax deductible untuk
pengembangan ketrampilan pekerja. Kebijakan super tax deductible untuk
pelatihan peningkatan ketrampilan belum diketahui oleh sebagian besar
pelaku usaha.
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Perdagangan Internasional dan Investasi

Perdagangan internasional dan investasi mempunyai peran penting terhadap
pertumbuhan dan transformasi perekonomian Indonesia. Kondisi saat ini
menunjukkan pertumbuhan ekspor Indonesia sejak 2000 mengalami stagnasi dan
pangsa ekspor Indonesia tidak pernah melebihi 1,19 dari total ekspor dunia, jauh
dibawah rata-rata pertumbuhan negara-negara ASEAN yang lain. Disamping itu
ada periode-periode tertentu dimana terjadi boom ekspor yang terkait dengan
komoditas dan baru-baru ini karena program hilirisasi nikel ke besi baja. Di
dalam negeri, pelaku usaha melihat agenda industrialisasi, kebijakan industri dan
perdagangan internasional serta investasi tidak tersinkronisasi dan menciptakan
masalah bagi pelaku, karena tidak terjadi konsultasi secara konsisten (58%)
dan tidak diberikan sosialisasi dan waktu yang cukup sebelum diberlakukan
(57%). Mengingat bahwa pasokan impor diperlukan untuk produksi dalam negetri
maupun ekspor, keterbukaan dan kemudahan impor sangat mempengaruhi
daya saing produksi di dalam negeri maupun ekspor. Dari segi akses pasar
pengusaha menyambut baik berbagai perjanjian perdagangan internasional yang
sudah ada namun 79% pelaku usaha dari survei APINDO mengatakan tidak
pernah mengunakan manfaat FTA/CEPA karena kurangnya informasi, sosialisasi
dan edukasi pengunaan dan manfaatnya. Pengusaha juga mengangkat isu
pembiayaan perdagangan dan transportasi dan logistik yang tidak efisein sebagai
mempengaruhi daya saing ekspor.

Dunia usaha berharap kebijakan 5 tahun kedepan dapat mendukung keperluan
untuk diversifikasi ekspor dan industri Indonesia perlu dan juga kesempatan
meningkatkan ekspor dan investasi dalam rangka pergeseran global value chain
(GVC) yang terjadi karena perubahan global yang dibahas diatas. Kondisi ini
menuntut adanya review dan koreksi yang holistik terhadap kebijakan ekonomi
nasional terkait perindustrian, perdagangan, investasi dan kebijakn sektoral.
Selain itu transisi ke sektor baru seperti sektor “hijau” dan sumber pertumbuhan
baru dari digitalisasi ekonomi dan ekonomi berbasis jasa-jasa modern, juga perlu
didukung.

Dalam menghadapi kondisi tersebut ada lima rekomendasi di jangka pendek

(1-5 tahun):

1. Identifikasi, konsensus nasional dan formulasi rencana strategis per sektor
yang berdampak positif atau negatif berdasarkan ukuran daya saing dari
perdagangan internasional

2. Penerapan kebijakan perdagangan yang tidak menghambat: kebijakan non-
tarif perlu strategis dan sah, penyerdehanaan larangan terbatas (LARTAS)
ekspor dan impor, dan evaluasi penerapan Neraca Komoditas, TKDN dan
DHE.
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3. Fasilitasi ekspor dengan pembiayaan perdagangan yang terjangkau
dan peningkatan kapasitas dan efisisensi logistik perdagangan dan
penyerdehanaan prosedur berbasis digital.

4. Optimalisasi dan updating dari pemanfaatan perjanjian perdagangan
internasional dan diplomasi perdagangan untuk askes pasar, menjamin
perdagangan yang adil dan mencari mitra untuk membangun regional supply
chain.

Ekonomi Digital

Ekonomi digital harus diperlakukan sebagai penggerak dunia usaha untuk
penciptaan nilai bagi perekonomian, meningkatkan produktivitas dan sarana
untuk menambah lapangan pekerjaan baru serta meningkatkan inklusivitas.
Untuk mendorong pengembangannya, ada tiga langkah landasan berkelanjutan.
Pertama, mengadopsi teknologi/alat dan platform digital sebagai bagian dari
operasi bisnis sehari-hari. Kedua, meningkatkan sumber daya manusia Indonesia
di bidang teknologi/digital. Ketiga, menumbuhkan ekosistem ekonomi digital yang
kuat (termasuk platform, regulasi, infrastruktur, dll).

APINDO melihat bahwa terdapat sejumlah tantangan dalam pengembangan
ekonomidigital. Saat ini belum ada visi nasional ekonomi digital yang menyeluruh
danterpadu, sehingga terdapat 20 peta jalan digital yang tersebar di Kementerian/
Lembaga. Dalam hal infrastruktur TIK, berdasarkan survei APINDO kurang dari
50% puas dengan ketersediaan layanan telekomunikasi di wilayahnya, dengan
keterjangkauannya, dan dengan kualitas layanan telekomunikasi. Sedangkan ada
kesenjangan yang besar antara keperluan talenta digital/TIK dan pekerja yang
trampil (literasi digital) meningkat pesat, dan penyediaan SDM yang diperlukan.
APINDO juga melihat pesatnya adopsi teknologi digital dalam berbagai sektor
ekonomi di Indonesia. Berdasarkan survei APINDO, mayoritas pelaku usaha di
setiap sektor di Indonesia berpendapat bahwa adopsi digital, penelitian dan
pengembangan, dan inovasi masih dalam tahap awal/berkembang secara
umum, dan terutama untuk UMKM. Road map juga mengidentifikasi secara
spesifik adopsi digital teknologi apa yang diperlukan khusus di sektor tersebut
(manufaktur, ritel, ESDM, Parekraf, Pertanian, peternakan dan perikanan,
infrastruktur dan konstruksi, perbankan dan jasa keuangan, perhubungan dan
logistik, dan properti). Walaupun Indonesia sudah memiliki sejumlah decacorn
dan unicorn iklim usaha startup masih perlu disempurnakan, ekosistem
pendukung perlu dibangun, termasuk ekosistem keamanan siber, dan perbaikan
dari kebijakan dan peraturan TIK (e.g. regulator independen) maupun lintas
sektoral (e.g. Digital ID).

Ada 5 rekomendasi utama untuk kebijakan Pemerintah jangka pendek untuk
mendukung dunia usaha adopsi teknologi digital:
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1. Penyusunan strategi ekonomi digital nasional (6% responden survei APINDO)
dan memiliki lembaga tunggal (92% dari responden survei APINDO) atau unit
koordinasi di tingkat tinggi

2. Mendukung penerapan infrastruktur internet berkecepatan tinggi di wilayah
yang prioritas dan agar semua daerah/desa bisa memiliki akses

3. Mengurangi digital divide dengan mendesain berbagai program yang tepat
untuk meningkatkan ketrampilan kemampuan digital (digital literacy) bagi
tenaga kerja dan UMKM

4. Mendukung startup teknologi nasional dengan platform terpadu dan
ekosistem untuk akses pendanaan, matching dengan investor, sumber talenta
dan memperkuat jaringan

5. Membangun struktur peraturan ekonomi digital yang kuat dengan mendorong
kebijakan dan peraturan kunci, untuk mengaktifkan akselerasi digital lintas
pelaku bisnis, tenaga kerja, dan infrastruktur

UMKM dan Koperasi

Penguatan UMKM penting bukan saja dalam rangka agenda berkelanjutan
dan inklusif, tetapi juga untuk pertumbuhan ekonomi (sumbangan kepada
PDB 60,5%) dan penyerapan tenaga kerja (97%). Penguatan UMKM dari awal
pembentukan APINDO, merupakan prioritas tinggi dan mengusulkan ada
tiga langkah fundamental berkelanjutan. Pertama, dukungan pengembangan
kewirausahaan yang komprehensif, inklusif, dan pengunaan ekosistem digital
sebagai pengerak (enabler). Kedua, peningkatan kemudahan akses pendanaan
bagi UMKM, baik dalam bentuk instrumen investasi, kredit maupun asuransi
terkait pengembangan usaha. Ketiga, fasilitasi perluasan jaringan kemitraan
dan kerjasama antar pemangku kebijakan dan stakeholder pemungkin untuk
perluasan cakupan pasar, kapasitas dan rantai pasok.

UMKM menghadapi berbagai hambatan dan tatangan, dan memang bukan
hal yang baru. Berdasarkan survei APINDO berbagai hambatan yang dihadapi
adalah akses keuangan dan modal (519%) dan akses pemasaran/promosi (35%).
Sementara akses ke bahan baku dan teknologi, kurangnya regulasi dan birokrasi
yang mendukung dan keterbatasan keterampilan juga muncul sebagai kendal.

Oleh sebab itu, APINDO mengusulkan lima strategi kebijakan jangka pendek
untuk mendorong pengembangan UMKM nasional.

1. Peningkatan kapasitas kewirausahaan bagi UMKM melalui rangkaian
pendampingan teknis sesuai tingkat/fase pertumbuhan UKMnya.

2. Penguatan basis data UMKM sebagai dasar interoperabilitas kebijakan dan
insentif lintas kelembagaan pemangku kepentingan.
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3. Fasilitasi dan penguatan kerjasama dengan berbagai stakeholder pemungkin
baik di luar negeri dan dalam negeri (nasional dan daerah).

4. Peningkatan kemudahan melakukan usaha bagi UMKM sebagai bentuk
dukungan terhadap iklim usaha dan hubungan investasi yang baik, melalui
rangkaian masukan kebijakan, kajian, dan advokasi dengan kementerian dan
lembaga (K/L) terkait.

5. Dorongan lebih banyak usaha berprinsip inklusif dan lestari (berkelanjutan)
dengan mengacu kepada prinsip-prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(SDGs) serta Nationally Determined Contribution (NDC) yang berstandar
global.

REKOMENDASI SPESIFIK SEKTOR
Infrastruktur, Transportasi dan Perhubungan

Peningkatan kualitas infrastruktur dan transportasi nasional untuk mendukung
konektivitas dan mobilitas orang dan barang, serta logistik yang efisien dan
berdaya saing tinggi mempunyai peran penting untuk peningkatkan daya saing
berbagai sektor di Indonesia. Di bagian perdagangan telah disebut betapa
pentingnya efisiensi transportasi dan logistik untuk daya saing ekspor, dan juga
untuk menarik investasi.

Pelaku dunia usaha mengapresiasi upaya Pemerintah Indonesia yang terus
mengembangkan infrastruktur transportasi dan pembangunan dan infrastruktur
pelayanan dasar. Dalam 10 tahun terakhir perbaikan infrastruktur konektivitas
terutama jalan darat, perkeretaapian, laut, dan udara pada koridor logistik utama
dan kawasan strategis sangat dirasakan oleh dunia usaha. Namun proses
perbaikan perlu dilanjutkan mengingat penurunan kinerja peringkat Logistic
Performance Index Bank Dunia sebagai salah satu benchmark.

Guna mendorong peningkatan kualitas transportasi nasional, APINDO
mengusulkan tiga Langkah fundamental. Pertama, integrasi jaringan transportasi
untuk efisiensilogistik nasional. Kedua, penyelenggaraan angkutan umum massal.
Ketiga, pengembangan industri transportasi laut yang berkelanjutan. Keempat,
pengembangan transportasi udara yang sehat namun kompetitif.

Untuk mewujudukan langkah fundamental tersebut, APINDO merekomendasi
dalam jangka pendek (1-5 tahun):

1. Infrastruktur berkelanjutan termasuk infrastruktur kendaraan listrik untuk
mendukung dekarbonisasi

2. Adopsi digitalisasi dalam proses dan pelayanan logistik

Pemerintah perlu mendorong penyusunan rencana aksi pencegahan dan
penindakan overdimension overload (ODOL) yang komprehensif
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4. Memperbaiki ketentuan OSS, NIB, dan ketentuan berusaha di bidang usaha
forwarding serta kebijakan perpajakan lainnya.

5. Melanjutkan kebijakan subsidi bagi angkutan umum perkotaan, sesuai
Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2020 termasuk dengan melibatkan
pemerintah daerah

6. Pembentukan Sea and Coast Guard sesuai amanat UU 17/2008 tentang
Pelayaran untuk menjamin keamanan di laut

7. Diperlukan konsistensi mempertahankan asas cabotage serta revisi atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 65 Tahun 2020 dengan meningkatkan
DWT kapal.

8. Dukungan dalam pendanaan pengadaan kapal dan alat transportasi lainnya
oleh lembaga perbankan dan lembaga pembiayaan

9. Penghapusan PPN dan PBBKB untuk pembelian bahan bakar kapal.

10. Dalam hal angkutan udara, pemberlakuan ketentuan soal pengaturan tarif
penerbangan setiap 6 bulan tarif penerbangan sesuai ketentuan.

1. Selainitu, peninjauan kembali kebijakan harga avtur, terutama terkait kebijakan
transportasi yang dibebankan kepada harga avtur yang menjadikan harga
avtur tidak seragam dan mahal.

Properti dan Kawasan Ekonomi

Penciptaan ekosistem industri Properti dan Kawasan Ekonomi yang dalam, kuat,
tangguh, dan berkesinambungan mutlak diperlukan sebagai lokomotif strategis
pertumbuhan perekonomian nasional. Untuk mencapai hal tersebut, APINDO
mengusulkan tiga Langkah fundamental berkelanjutan. Pertama, percepatan
pembangunan properti dan kawasan ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi dan menyerap lapangan kerja. Kedua, penciptaan regulasi dan perizinan
yang menjamin kepastian iklim berusaha. Ketiga, reformasi kebijakan pengelolaan
lahan dan perumahan yang efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Sektor properti dan kawasan ekonomi menjadi salah satu leading sector dan
berperan strategis dalam perekonomian Indonesia. Perumahan, kawasan
industri, dan perkantoran memiliki kontribusi terbesar keempat terhadap realisasi
investasi pada tahun 2022 dengan nilai Rp 109, 4 triliun, dan pada kuartal I-Il 2023
berkontribusi Rp 58.3 triliun. Sektor properti dan kawasan ekonomi memberikan
multiplier effect secara forward-linkage maupun backward-linkage bagi sektor
industri pendukung lainnya.

Untuk mendorong pengembangan sektor properti dan Kawasan ekonomi, terdapat
sejumlah kebijakan jangka pendek yang dapat dilakukan.
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1.  Mendorong efektivitas penerapan Online Single Submission Risk Based
Approach (OSS-RBA) dan perizinan dasar berusaha untuk berbagai perizinan
yang diperlukan seperti Perizinan Lingkungan, dan Rencana Detail Tata Ruang
(RDTR) digital oleh Pemerintah Daerah dll.

2. Pembentukan Kementerian khusus yang menangani Perumahan dan Kawasan
Ekonomi.

3. Percepatan penyediaan infrastruktur konektivitas dan utilitas untuk Properti
& Kawasan Ekonomi.

4. Jaminan pasokan air baku bagi perusahaan industri didalam Kawasan Industri
(KI) dan penyediaan gas industri dengan harga yang bersaing.

5. Mendorong pertumbuhan Eco Industry.

6. Optimalisasi peluang investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan wilayah
penyangga dengan menjamin kepastian hukum dan kemudahan berusaha.

Manufaktur

Tujuan utama sektor manufaktur adalah menciptakan sektor Industri yang
berdaya saing tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Untuk mencapai
hal tersebut, APINDO mengusulkan lima Langkah fundamental berkelanjutan.
Pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia industri manufaktur.
Kedua, meningkatkan adopsi tekonologi dan inovasi dalam industri manufaktur
di jangka pendek, dan kreasi teknologi di jangka menengah. Ketiga, melakukan
reformasi regulasi industri manufaktur. Keempat, menciptakan iklim kebijakan
perdagangan dan investasi yang kondusif. Kelima, menarik lebih banyak investasi
hijau melalui pembangunan industri hijau.

Belajar dari pengalaman industrialisasi di Indonesia dan dari pengalaman negara-
negara lain, keberhasilan industrialisasi berpijak pada penerapkan kebijakan
yang “tepat”, serta keberhasilan membangun kelembagaan yang kondusif
bagi dunia usaha, infrastruktur dan SDM. Terkait kebijakan dan instrumen yang
tepat untuk industrialisasi, dunia usaha mendukung upaya peningkatan nilai
tambah dan diversifikasi ekspor melalui hilirisasi, TKDN dan neraca komoditas,
namun ada beberapa catatan untuk penyempurnaan supaya lebih efektif, tidak
menciptakan hambatan bagi dunia usaha dan tidak berdampak negatif kepada
sektor/perusahaan lain.

Saat ini ada beberapa tantangan yang dirasakan oleh sektor manufaktur selama
lima tahun terakhir. Dari survei APINDO, hampir 60% menyebut bahwa kualitas
dari tenaga kerja yang tidak memenuhi syarat dan sebanyak 40% merasa bahwa
hal tersebut menghambat produktivitas perusahaan. Peningkatan produktivitas,
efisiensi dan daya saing juga memerlukan adopsi dan integrasi teknologi dalam
industri manufaktur, dan sebanyak 55% responden sudah melakukan transformasi

Kontribusi APINDO bagi Kepemimpinan Nasional 2024 - 2029 | xxi



digital dalam proses produksinya. Yang belum siap menyatakan masalah
pendanaan dan ketidaksiapan SDM. Disamping itu struktur industri manufaktur
cenderung terpusat pada perusahaan kecil dan besar, dan terjadi “missing
middle” dari perusahaan skala menengah, dan tidak munculnya usaha-usaha
baru karena perbedaan beban regulasi yang dihadapi. Kecendrungan lain yang
perlu diatasi adalah bahwa Indonesia belum sepenuhnya berpartisipasi dalam
global value chain (GVC) dan jika ingin mengambil peluang dari diversifikasi dan
pola perubahan GVC perlu meningkatkan partisipasi di GVC. Kuncinya adalah
diperlukan kebijakan yang lebih terbuka, iklim investasi yang kondusif untuk
menarik PMA, peningakatan dari kualias sektor jasa-jasa yang dapat mendukung
efisiensi dan peningkatan keunggulan komparatif sektor manufakatur. Salah satu
sektor baru yang perlu dikembangkan adalah industri “hijau”, baik sebagai sektor
dan usaha baru, dan juga untuk mendukung agar produksi di Indonesia termasuk
sustainable supply chain, misalnya dengan sumber energi baru terbarukan jika
program transisi energi berjalan.

Oleh sebab itu, dalam jangka pendek terdapat lima kebijakan yang dapat diambil
oleh Pemerintah:

1. Meningkatkan investasi pada industri padat karya untuk menciptakan lapangan
kerja berkualitas yang selaras dengan program peningkatan ketrampilan SDM
(penyempurnaan program pendidikan dan pelatihan in house maupun Balai
Pelatihan Kerja Pemerintah)

2. Melakukan evaluasi instrumen kebijakan untuk hilirisasi industri agar lebih
optimal dan membuat peta jalan yang spesifik untuk tiap industri yang hendak
dihilirkan.

3. Mengidentifikasi industri manufaktur yang memiliki keunggulan komparatif
dan berfokus pada pengembangan industri tersebut.

4. Mengoptimalkan kebijakan-kebijakan peningkatan produksi dalam negeri
dengan prinsip berdaya saing dan tidak menciptakan beban kepada konsumen
pengguna atau konsumen akhir, termasuk kebijakan tingkat kandungan dalam
negeri (TKDN) dan neraca komoditas.

5. Reformasi regulasi sektor manufaktur: evaluasi regulasi secara rutin dan
benchmarking; kebijakan intervensi yang diputuskan secara tansaparen dan
partisipatif; analisa objektif dari dampak regulasi; dan program dukungan
pemerintah perlu sesuai target dan dukungan diberikan berbasis kinerja dan
dengan batas waktu tertentu (sunset)

Pertanian dan Kehutanan

Objektif utama dari sektor pertanian dan kehutanan adalah mewujudkan industri
pertanian dan kehutanan yang maju dan berkelanjutan melalui kemitraan inklusif
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dan kesinambungan data untuk mencapai ketahanan pangan dan peningkatan
daya saing. Untuk mencapai hal tersebut, APINDO mengusulkan empat Langkah
fundamental berkelanjutan. Pertama, mewujudkan ketahanan pangan dan gizi
melalui kemitraan antarpihak untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan
pangan. Kedua, mewujudkan kepastian hukum dan berusaha melalui simplifikasi
dan debottlenecking peraturan perundang-undangan sektor pertanian, kehutanan,
peternakan dan perikanan. Ketiga, meningkatkan penyediaan sarana prasarana,
akurasi data dan implementasi teknologi menuju industri pertanian dan kehutanan
yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan. Keempat, Kolaborasi aktif pemerintah
dan sektor privat dalam upaya mencapai target bauran Energi Terbarukan dan
Nationally Determined Contribution (NDC) melalui perdagangan karbon.

Agribisnis dan kehutanan merupakan sektor usaha yang krusial dan perlu
diprioritaskan untuk memastikan terwujudnya ketahanan pangan, mendorong
pertumbuhan ekonomi, meningkatkan lapangan kerja dan daya saing komoditas
ekspor di Indonesia. Untuk itu, dalam jangka pendek terdapat sejumlah kebijakan
yang perlu diambil oleh Pemerintah:

1. Pengembangan kerja sama multi-stakeholder untuk mendorong iklim dan
ekosistem kemitraan usaha.

2. Resonansi dan pengarusutamaan ‘narasi tunggal’ pada seluruh komoditas
pertanian dan kehutanan.

3. Penyelesaian permasalahan dan tumpang tindih penggunaan kawasan hutan/
lahan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan UU Cipta Kerja yaitu untuk
memberikan kepastian hukum dan berusaha.

4. Modernisasi pertanian dan kehutanan melalui percepatan mekanisasi dan
pemanfaatan teknologi digital.

Pariwisata

Tujuan utama pembangunan sektor pariwisata adalah menciptakan pariwisata
berkelanjutan dan berdaya saing dengan mempertimbangkan dampak ekonomi,
sosial, dan lingkungan, serta membangun sinergi antara pemerintah, industri,
dan masyarakat pariwisata. APINDO mengusulkan tiga Langkah fundamental
berkelanjutan. Pertama, pengembangan pariwisata berkelanjutan dengan
memperhatikan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan; memenuhi kebutuhan
pengunjung, mendukung komunitas lokal, menciptakan lapangan pekerjaan, dan
menjaga lingkungan. Kedua, optimalisasi pariwisata sesuai dengan potensi daerah
dan tren pariwisata untuk meningkatkan industri pariwisata. Ketiga, mendorong
kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha
untuk meningkatkan aksesibilitas, amenitas, dan atraksi wisata dalam rangka
pengembangan pariwisata untuk pengujung dalam negeri maupun dari luar negeri.
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Sektor pariwisata berkontribusi 4,2% terhadap PDB secara langsung dan lebih
besar lagi jika dihitung multiplier effect, dan menyerap sekitar 14,3 juta pekerja.
Kinerja dari sektor pariwisata diukur dari kunjugan wisata mancanegara (wisman)
yang belum sepenuhnya pulih pasca pandemi COVID-19 di posisi 5,89 juta
pengunjung dan wisata nusantara (wisnus) yang mencapai 734,86 juta perjalanan
atau sudah pulih kembali dan bahkan lebih tinggi sedikit (1,76%) dari sebelum
pandemi. Dengan demikian peluang penting untuk meningkatkan kinerja
pariwisata terletak pada wisnus dan peningkatan kualitas wisnus dan wisman (lama
tinggal dan pengeluaran). Untuk itu perlu meningkatkan peringkat daya saing
Indonesia di pariwisata melalui penyempurnaan strategi, modal sumber daya alam
dan warisan budaya yang kompeititif, kaitan yang erat dengan pengembangan
ekonomi kreatif (e.g. kriya, seni pertunjukan) dan industri pariwisata lain (e.g
akomodasi, transportasi dll). Dari pandangan dunia usaha adal tiga tantangan
yang perlu diperhatikan. Pertama adalah akses dan konektivitas ke destinasi
wisata, dimana konektivitas darat sudah dianggap baik, namun aksesibilitas
moda transportasi laut dan kereta api, serta transportasi dari titik penghubung
ke detinasi akhir (last mile) perlu diperbaiki. Kedua regulasi terkait operasional
sektor pariwisata antara lain revisi regulasi tata ruang dan penerapan regulasi
perizinan usaha dan penyempurnaan Visa on Arrival (VOA), yang dianggap oleh
70% dari responden telah mempunyai dampak signifikan dan berharap tetap
dilaksanakan dan bahkan dapat diperluas dan dipermudah. Ketiga adalah
manajemen destinasi yang berbasis pariwisata berkelanjutan, penciptaan nilai
tambah destinasi, strategi pemasaran dan peningkatan SDM.

Dalam jangka pendek Pemerintah dapat melakukan sejumlah kebijakan:

1.  Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur transportasi dan
konektivitas, terutama aksesibilitas moda transportasi laut dan kereta api
dan last mile.

2. Revisi regulasi perizinan yang memberatkan industri pariwisata guna
meningkatkan daya saing sektor pariwisata a.l revisi tata ruang, mengawasi
penerapan regulasi perizinan usaha, penyempurnaan VoA, regulasi bisnis
on line travel dan hotel assistant, dan regulasi dan pengawasan terkait
pengelolaan limbah dan pengunaan air

3. Penciptaan nilai tambah bagi destinasi wisata di seluruh daerah di Indonesia
melalui identifikasi dan penyusunan strategi berdasarkan karakteristik daerah
wisata.

4. Promosi destinasi wisata yang sinergis sesuai dengan potensi daerah untuk
meningkatkan investasi dan kunjungan wisatawan.

5. Meningkatkan kualitas SDM di sektor pariwisata dengan fokus pada pelatihan
yang dibutuhkan oleh tren pariwisata seperti literasi digital
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Energi, Sumber Daya Mineral dan Sektor Tenaga Listrik
Energi

Tujuan utama dari sektor energi adalah mempercepat transisi energi yang
berkeadilan, membuka peluang transisi energi untuk membangun ekonomi hijau
dan memastikan akses dan keterjanjuan energi untuk mendukung transformasi
ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan memerlukan energi yang sebagian besar
masih berbasis fossil fuel. Untuk mencapai target penurunan NDC di 2030
(31,89% tanpa syarat dan 43,2% dengan syarat) dan net zero emission pada
2060, sumbangan sektor energi sekitar 44% sehingga transisi energi ke energi
terbarukan berperan penting dalam menurunkan emisi, tetapi tanpa mengurangi
pertumbuhan atau akses dan keterjangkauan.

Untuk mencapai hal tersebut, APINDO merekomendasikan sejumlah kebijakan

jangka pendek (1-5 tahun):

1. Mengembangkan Jalur dan Rencana Energi Nasional yang Menjamin
Keamanan Energi dan Memfasilitasi Transisi.

2. Advokasi Kebijakan Energi Terbarukan, Minyak & Gas serta kebijakan yang
memungkinkan Transisi Energi.

3. Peningkatan dan Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja sebagai Respons
terhadap Transisi Energi.

4. Pembentukan Pusat Unggulan Dekarbonisasi Inovasi Teknologi dalam Transisi
Energi.

5. Percepatan Kegiatan Hilirisasi Sektor Gas dan Mineral Utama. Keenam,
program Pengembangan UMKM.

Sumber Daya Mineral

Objektif dari sektor SDM terutama untuk batu bara, adalah bagaimana memenuhi
dan mengelola kebutuhan untuk pertumbuhan, termasuk untuk kegiatan hilirisasi,
untuk beberapa tahun kedepan, dan saat yang bersamaan mengantisipasi adanya
stagnasi pertumbuhan permintaan batu bara dari AS, Uni Eropa dan Jepang
dalam rangka program transisi energi. Disamping itu pengelolaan deposit
mineral Indonesia, terutama mineral tertentu seperti nikel, diperlukan agar tidak
menipis dan habis, melakukan praktik pertambangan bertanggung jawab dan
penekanan pada pengelolaan sumber daya berkelanjutan, pengelolaan linkungan
dan keterlibatan masyarakat.

Tantangan yang dihadapi sektor SDA terkait dinamika peraturan dan pasar. Untuk
pertambangan batu bara kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dipandang
mengurangi daya saing perusahaan tambang, menghambat investasi, menurunkan
produksi dan menciptakan ketidakpastian karena peraturan dan implementasi
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yang tidak konsisten. Sektor pertambangan juga menghadapi tantangan untuk
memenuhi peraturan ESG dan praktek pertambangan berkelanjutan, dan hal
tersebut akan mempengaruhi strategi hilirisasi. Akses ke energiterbarukan untuk
hilirisasi dari produk tambang juga akan penting agar membangun supply chain
yang berkelanjutan. Untuk keberlanjutan dari sektor sumber daya mineral akan
diperllukan investasi teknologi pertambangan canggih, manajemen sumber daya
yang bertanggung jawab dan peningkatan ketramplian untuk memaksimalkan
potensi di sektor ini.

Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut dan untuk pengembangan
sektor SDA lebih lanjut yang berkelanjutan, berdaya saing dan bertambah nilai,
ada beberapa rekomendasi jangka pendek (1-5 tahun):

1. Iklim investasi yang kondusif dan memberi kepastian serta kejelasan dalam
implementasi antara lain melalui:

a. Insentif khusus untuk mengurangi risiko dan meningkatkan kegiatan eksplorasi
baru sehingga bisa menambah cadangan, dengan persyaratan memenuhi
pertambangan yang berkelanjutan;

b. Memperbaiki proses yang kompleks dan berlapis untuk divestasi kepemilikan
asing;

c. Konsistensi implementasi kebijakan yang ada, misalnya larangan ekspor
dalam bentuk mentah;

d. Pertimbangan untuk insentif, bukan saja larangan ekspor, dalam rangka
hilirisasi produk tambang

2. Menetapkan kebijakan dan dukungan untuk dekarbonisasi sektor
pertambangan yang berkaitan dengan transisi energi

3. Pengembangan SDM terampil dan investasi pada pendidikan dan pelatihan
dengan berkolaborasi dengan institusi/lembaga pendidikan dan insentif
khusus untuk mempercepat pelatihan SDM untuk dapat ketrampilan yang
diperlukan

4. Dukungan dan insentif untuk investasi di penelitian dan pengembangan serta
inovasi

5. Dukungan dari diplomasi ekonomi/perjanjian perdagangan internasional agar
produk olahan dari komoditas utama bisa masuk ke pasar ekspor utama
dengan adanya CBAM di pasar UE dan Critical Minerals Agreement untuk
bisa masuk ke pasar AS dan memperoleh subsidi yang diberikan untuk
kendaraan listrik di pasar AS.

Sektor Tenaga Listrik

Prioritas utama sektor listrik adalah memenuhi peningkatan permintaan,
memastikan keandalan dan stabilitas jaringan dan transisi energi dengan
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mempercepat phase out (pensiun dini) atau phase down (mengurangi kapasitas
operasional) PLTU, dan mengantikannya dengan energi baru terbarukan (EBT).

Responden survei APINDO mengarisbawahi perlunya kejelasan peraturan,
pelaksanaan transisi yang hemat biaya, dan peningkatan kesadaran mengenai
pentingnya dekarbonisasi dan transisi energi. Responden menyoroti tiga masalah
peraturan dan kebijakan yang menghambat pertumbuhan sektor ketenaga listrik:
perjanjian jual beli tenaga listrik dengan PLN; struktur pasar yang menghambat
percepatan energi baru terbarukan (EBT); dan prosedur perizinan yang rumit dan
fragmentasi peraturan sektor yang berarti koordiansi keibjakan berbagai K/L
diperlukan untuk strategi transisi energi bisa berhasil. Diperlukan pendekatan
yang komprehensif dalam transisi energi yang mencakup: kejelasan road map
phase out atau phase down PLTU, peningkatan EBT dan reformasi regulasi yang
diperlukan, modernisasi jaringan listrik untuk memastikan askes dan stabilitas
antara bauran baseload dan EBT, mengatasi dampak sosial dan lingkungan dari
transisi, dan pengunaan teknologi jaringan pintar untuk efisiensi. Disamping itu
saat ini PLN memiliki kelebihan daya dari pembangkit listrik.

Untuk mengatasi berbagai tantangan dan agar peluang transisi energi bisa
terealisasi diperlukan kebijakan dan peraturan yang saling terkait untuk perjanjian
jual beli listrik, tarif dan level playing field antara swasta dan BUMN. Beberapa
rekomendasi khusus di jangka pendek (1-5 tahun):

1. Insentif khusus yang melibatkan PLN, Independent Power Producer (IPP) dan
captive power producer untuk berpartisipasi dalam program pensiun dini
PLTU, dan penilaian ulang insentif fiskal/non fiskal untuk mendorong daya
saing EBT

2. Menyusun skema komersial bagi proyek terbarukan untuk pembagian risiko
lebih seimbang

3. Memasukan pengaturan power wheeling atau kerjasama jaringan ke dalam RUU
EBT dimana ada kewajiban bagi pemegang wilayah usaha untuk memenuhi
kebutuhan listrik dari sumber EBT sehingga dapat mempercepat kapasitas
terpasang EBT

4. Akses ke pendanaan yang menarik dan kompetitif (pinjaman lunak, hibah)
untuk mengurangi biaya dan risiko pembiayaan phase out/phase down,
percepatan EBT dan modernisasi jaringan transmisi, khususnya koneksi antar
pulau: blended finance.

5. Kejelasan kerangka kebijakan agar transisi dijalankan dengan prinsip “adil”
(just transition)

6. Diperlukan pengembangan SDM dan investasi pada pendidikan dan pelatihan
dengan kolaborasi dengan institusi/lembaga pedidikan dan diperlukan insentif
khusus untuk pelatihan SDM
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ROADMAP APINDO DAN
TRANSFORMASI EKONOMI INDONESIA

Penyusunan roadmap APINDO ini dilakukan pada titik perubahan penting bagi
Indonesia agar pertumbuhan ekonomi dapat selaras dengan perkembangan
makro dan global yang sangat menantang saat ini. Transformasi ekonomi
diperlukan agar Indonesia dapat menghadapi tantangan dan perubahan,
memanfaatkan peluang, dan melakukan transisi ke ekonomi yang
berkelanjutan dan inklusif dalam mewujudkan visi Indonesia menjadi negara
maju. Roadmap ini mencakup masukan mengenai peran dan kontribusi dunia
usaha dalam transformasi ekonomi, dengan visi dan aspirasi agar dunia usaha
dan SDM Indonesia dapat bersaing secara internasional, berkembang dan
bekinerja namun juga berkontribusi kepada inklusivitas dan berkelanjutan.

Indonesia dan dunia menghadapi perkembangan makro dan krisis
multidimensi yang sangat menantang. Pertama, pasca pandemi COVID-19
pertumbuhan dunia melamban dan tren tersebut diperkirakan akan berlanjut
hingga akhir dekade ini. Pertumbuhan di kawasan Asia pun diperkirakan hanya
berkisar 2/3 dari tren rata-rata sebelum pandemi. Kedua, ketidakpastian yang
meningkat akibat perang dan konflik di berbagai wilayah, mulai dari Ukraine dan
baru-baru ini di Gaza. Hal ini berdampak pada rantai pasok berbagai barang dan
jasa khususnya terlihat pada bergejolaknya harga pangan dan energi. Di wilayah
Asia, ketegangan antara RRT dan Taiwan mengenai isu South China Seas dan
semenanjung Korea juga menjadi flash points. Ketiga, peningkatan persaingan
geo politik dan geoekonomi antara AS dan RRT, yang juga memengaruhi
kebijakan eksternal Eropa dan “allies” AS. Yang terjadi adalah fragmentasi dari
global value chain yang selama ini menjadi bagian penting dari pertumbuhan
negara berkembang, terutama di Asia. Keempat, krisis perubahan iklim yang
telah mencapai point of no return dan menyebabkan peningkatan suhu dunia.
Empat tahun terakhir ini merupakan rekor terpanas dunia yang disertai dengan
peningkatan risiko bencana alam. Hal ini berdampak pada berbagai sektor
khususnya pertanian dan merugikan masyarakat rentan dan miskin yang banyak
bekerja di sektor tersebut. Kelima, cepatnya perubahan teknologi dari ekonomi
digital sampai dengan intelijen buatan atau artificial intelligence (Al).

Indonesia dan dunia usaha di Indonesia harus mengantisipasi perkembangan

tersebut dan menyusun strategi bersama untuk justru memanfaatkan peluang
dari perubahaan global yang tengah terjadi untuk bertransformasi menjadi
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ekonomi maju. Terdapat peluang untuk meningkatkan peran Indonesia dalam
global value chain yang tengah berubah. Salah satu dampak dari perang dagang AS
dan RRT sejak 2018 adalah penurunan ekspor RRT ke AS, namun terdapat relokasi
sumber ekspor dimana negara-negara ASEAN termasuk Indonesia mengalami
peningkatan ekspor, menggantikan peran RRT sebelumnya. Indonesia mempunyai
posisi strategis dala menjawab tantangan global. Misalnya dalam digitalisasi
dan perubahan iklim, dimana dunia usaha merespon dengan inovasi produk
dan proses. Namun, kebijakan yang ada saat ini belum cukup untuk menjawab
tantangan kebijakan kedepan dan kebutuhan untuk transformasi ekonomi.

Kinerja perekonomian Indonesia cukup baik nhamun belum memadai.
Pertumbuhan ekonomi dalam 5 (lima) tahun terakhir diluar masa pandemi tahun
2020-2021 ada di kisaran 5.0 - 5.3% cukup baik jika dibandingkan dengan negara
negara lain. Inflasi dalam lima tahun terakhir juga terjaga secara umum dibawah
4% meskipun sempat ada kenaikan imbas perang Rusia-Ukraina. Dengan
Produk Domestik Bruto (PDB) Rp.19.588 Trilyun, Indonesia telah masuk dalam
negara negara G20 yang memiliki peran penting dalam perekonomian dunia dan
kembali mencapai status negara berpenghasilan menengah tinggi (Upper Middle
Income - UMC) di 2022 dengan pendapatan perkapita Rp 71 juta (USD 4.784).
Pertumbuhan di kisaran 5% ini dibawah pertumbuhan sebelum global financial
crisis yang mencapai 6% dan di era 1990an yang sempat mencapai 7%. Kinerja
ekspor Indonesia memang terus meningkat beberapa tahun terakhir utamanya
karena sumbangan dari hasil produk hilirisasi nikel. Namun sumbangan ekspor
Indonesia ke dunia hanya dikisaran 1% dengan produk komoditas mendominasi
sekitar 60% dari produk ekspor Indonesia.

Dividen demografi Indonesia memang masih bisa dinikmati beberapa tahun
kedepan, namun perlu peningkatan produktivitas tenaga kerja untuk antisipasi
aging. Menurut RPJPN Bappenas, untuk mencegah kemungkinan tua sebelum
mencapai status negara maju/ berpendapatan tinggi, diperlukan pertumbuhan 7%
untuk mencapai status tersebut di 2038 dan baru di 2041 jika rata2 pertumbuhan
kedepan hanya 6%. Di sisi lain, banyak dari penduduk usia kerja di Indonesia
yang tidak mendapat kesempatan untuk berpatisipasi dalam angkatan kerja.
Hal ini terutama terlihat dalam tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di
Indonesia, yang pada bulan Februari 2022 mencapai 54,3%, berada jauh di bawah
tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan di negara-negara dengan pendapatan
menengah hingga tinggi.

Mengatasi perubahan iklim dan berbagai tantangan lingkungan lainnya adalah

sangat penting - tidak hanya untuk kesejahteraan sosial dan masa depan yang
berkelanjutan, tetapi juga untuk strategi pertumbuhan itu sendiri. Tantangan-
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tantangan ini mendorong perubahan cepat dalam teknologi dan preferensi sosial
yang memengaruhi semua aktivitas ekonomi. Produk dan pasar baru bermunculan,
sementara produk dan pasar lama - terutama yang berintensitas karbon tinggi,
menghasilkan polusi, atau berdampak negatif bagi keanekaragaman hayati — akan
semakin ditinggalkan. Perubahan ini memberikan peluang bagi perekonomian
yang dapat beradaptasi dengan cepat, tetapi juga membawa risiko besar bagi
yang tidak dapat beradaptasi.

Untuk mencapai pertumbuhan lebih tinggi yang inklusif dan berkelanjutan,
Indonesia memerlukan transformasi ekonomi dan mengatasi berbagai kendala
pertumbuhan. Kunci transformasi adalah investasi yang dapat meningkatkan
produktivitas, daya saing dan diversifikasi sumber pertumbuhan. Saat ini
Investment Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia ada di tingkat 6.8 (2015-19 ) yang
berarti diperlukan investasi sebesar 6.8% PDB untuk menambah pertumbuhan
sebesar satu persentase poin. Hal ini jauh diatas negara tetangga di Kawasan
seperti Filipina, Vietnam, Malaysia dan India yang berkisar antara 4.1-5.4 (2015-
2019). ICOR yang sangat tinggi menunjukkan investasi yang ada lebih banyak
mengalir ke sektor yang kurang produktif. Sehingga transformasi ekonomi adalah
transformasi untuk meningkatkan produktivitas (menurunkan ICOR) dengan
perbaikan dan investasi prasarana fisik dan SDM, inovasi dan penyempurnaan
tata kelola (governance). Selain itu, perbaikan pada sistem intermediasi keuangan
dalam negeri dan peningkatan investasi langsung dari luar (PMA) kususnya untuk
sektor yang berorentasi ekspor, green industries, sektor jasa-jasa modern serta
untuk penyebaran teknologi dan inovasi.

Transformasi ekonomi yang diperlukan adalah diversifikasi dari sumber
pertumbuhan sehingga tidak hanya bergantung pada kegiatan ekonomi
ekstraktif dari sumber daya alam, tetapi bertumpu pada pemanfaatan dan
pengelolaan modal alam (natural capital) secara berkelanjutan. Selain itu
transformasi ekonomi juga berlandaskan inklusitivitas untuk distribusi
pendapatan dan akses pendidikan dan kesehatan serta mengatasi kemiskinan
dan permasalahan lingkungan.

Dengan menghadapi konteks tersebut dan agar dunia usaha dapat berkontribusi
kepada transformasi ekonomi Indonesia, APINDO sebagai asosiasi pengusaha
yang memperjuangkan kepentingan perusahaan-perusahaan anggotanya di
seluruh Indonesia, memiliki visi agar dunia usaha bisa menjadi pengerak
transformasi ekonomi Indonesia dengan membangun dunia usaha yang
tangguh menghadapi dan menmanfaatkan peluang dari perubahan yang
tengah dihadapi, dan pada saat yang bersamaan juga berkontribusi kepada
keberlanjutan dan inklusivitas. Transformasi ekonomi tidak mungkin terjadi tanpa
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inovasi dan kewirausahaan (entrepreneurship) dari dunia usaha, namun kebijakan
pemerintah diperlukan untuk menciptakan iklim yang kondusif untuk inovasi dan
kepastian agar swasta melakukan perencanaan dan investasi jangka panjang.

Roadmap APINDO dimaksud untuk identifikasi kendala dan rekomendasi
perubahan kebijakan publik, kelembagaan dan tata kelola yang diperlukan lima
tahun ke depan untuk realisasi aspirasi dunia usaha untuk berkembang dan
merealisasi peluang yang terbuka dengan terjadinya berbagai perubahan makro
dan dunia. Roadmap ini merupakan sumbangan APINDO kepada pemerintah
yang dilakukan setiap lima tahun dan berbasis dari berbagai sumber: hasil survei
APINDO yang dilakukan pada bulan Juli-Agustus 2023 dengan 1571 reponden dari
dunia usaha seluruh Indonesia yang anggota APINDO maupun bukan anggota
APINDOQO; focused group discussion (FGD) per sektor dan tema; penyusunan
matriks kebijakan oleh para pengurus masing-masing sektor dan tema; dan
masukan dari Dewan Pakar APINDO (yang terdiri dari ekonom dari berbagai bidang
dan lembaga) serta berbagai mitra kerjasama (knowledge partners) antara lain
AT Kearney, Boston Consulting Group, Bank Dunia, dan PROSPERA (Program
Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian).

Secara garis besar, rekomendasi APINDO adalah agar kebijakan publik dapat
mendorong pengembangan berbagai sektor baik untuk menumbuhkan industri
dan produk baru, memperkuat daya saing dari industri yang sudah ada dengan
aplikasi teknologi baru, serta menggapai pasar baru. Transformasi tersebut akan
memerlukan dukungan untuk inovasi, kewirusahaan, sumber pendanaan baru,
dan iklim usaha yang kondusif. Transformasi ini berlandaskan industrialisasi
yang berdaya saing di pasar internasional. Strategi yang diambil harus bersifat
multipolar, yaitu disesuaikan dengan kebutuhan setiap wilayah sehingga relevan
bila dilihat dari luas geografis dan keragaman ekonomi Indonesia, serta untuk
memastikan bahwa masyarakat di semua provinsi bisa merasakan manfaatnya

Ada lima tema besar sebagai prioritias kebijakan yang menjadi rekomendasi
dunia usaha:

Prioritas pertama terkait dengan perbaikan keadaan yang dihadapi dunia usaha
saat ini melalui kepastian hukum dan kebijakan serta perbaikan kelembagaan
dan koordinasi dalam hal implementasi kebijakan. Hal ini dikarenakan kurangnya
konsultasi dan analisa dampak sebelum diberlakukan suatu perubahan atau
regulasi baru. Roadmap APINDO ini memaparkan usulan kebijakan untuk beberapa
sektor strategis, yang juga mencakup rekomendasi penyempurnaan regulasi
saat ini, rekomendasi penyempurnaan proses konsultasi, koordinasi regulasi dan
kebijakan, serta rekomendasi untuk pembentukan tim nasional atau lembaga baru.
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Ada dua kasus yang dapat menjadi pembelajaran bersama. APINDO ikut
berpartisipasi dalam penyusunan dan diterbitkannya UU Cipta Kerja, yang
memang menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk perbaikan iklim usaha.
Sayangnya formulasi regulasi tersebut tidak secara menyeluruh melibatkan pihak-
pihak terkait lainnya sehingga berujung pada putusan inkonstitusional bersyarat
dari Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini menimbulkan ketidakpastian yang
menurunkan kepercayaan investor dan menurunnya sentimen positif pelaku usaha
atas reformasi struktural. Apalagi ketika terdapat perubahan yang mengecewakan
pada beberapa komponen UU Cipta Kerja seperti aspek ketenagakerjaan sebagai
tindak lanjut keputusan yudisial tersebut.

Di sisi lain, perbaikan kelembagaan birokrasi dalam perijinan usaha melalui
OSS (online single submission) belum optimal pelaksanaannya. Lima tahun
yang lalu saat baru mulai diterapkan dunia usaha merekomendasi pentingnya
sinkronisasi kebijakan Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah agar
efektif pelaksanaanya. Saat ini walaupun secara konsep bagus, masih belum
berjalan dengan baik akibat lemahnya komitmen kementerian/lembaga di
pemerintah pusat terkait dengan penyesuaian peraturan teknis sektoral terkait,
tidak sinerginya platform teknologi informasi yang digunakan, ketidaksiapan
SDM pelaksana pelayanan OSS, serta permasalahan terkait relasi Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah dalam implementasi reformasi tersebut. Terkait
dengan isu ini, survei APINDO menunjukkan hanya 13,8% pelaku usaha yang
menilai bahwa tata kelola pemerintahan telah dijalankan berdasarkan prinsip
transparansi dan akuntabilitas.

Prioritas kedua berkisar dalam pemanfaatan peluang kedepan, penyusunan
strategi, dan penyelesaian kendala untuk dapat bersaing semua sektor mengangkat
pentingnya dukungan untuk meningkatkan riset dan pengembangan, dan upaya
agar pertumbuhan pendapatan sepadan dengan pertumbuhan produktivitas
dan ketrampilan. APINDO menilai kualifikasi SDM tidak mendukung untuk
lompatan produktivitas usaha. Output pendidikan formal didominasi lulusan
berketerampilan rendah, hanya 11,5% yang memiliki pendidikan tinggi (diploma
dan sarjana). Kondisi memprihatinkan ini menjadi indikator bahwa sebagian
besar tenaga kerja hanya dapat melakukan ragam pekerjaan berketrampilan
rendah - umumnya di sektor berproduktivitas rendah. Kondisi tersebut tentu
tidak sejalan dengan kebutuhan peningkatan adopsi teknologi yang sangat cepat
dan mensyaratkan SDM berketerampilan tinggi.

Prioritas ketiga terkait dengan optimalisasi kebijakan perdagangan

internasional, perjanjian perdagangan dan diplomasi ekonomi. Selama ini,
terdapat inkonsistensi kebijakan dalam perdagangan internasional yang berujung
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pada kebingungan pelaku usaha atas komitmen pemerintah dalam mendukung
aktivitas usaha agar menjadi kompetitif. Pemerintah diharapkan meninjau dan
memastikan keselerasan kebijakan perdagangan dan industri agar kondusif untuk
dunia usaha dan tidak menciptakan hambatan baik untuk produsen dalam negeri
untuk akses bahan baku dan barang penolong, eksportir dalam kebijakan terkait
ekspor dan investor dalam rangka kebijakan dan iklim yang kondusif dan tidak
restriktif untuk investasi. Misalnya dalam hal penetapan tarif bea masuk atas
bahan baku yang akan diolah di dalam negeri yang merugikan produsen dalam
negeri dan menguntungkan produsen dari negara kompetitor. Tarif bea masuk
atau bahkan terbatasnya akses terhadap bahan baku produksi pada akhirnya
membatasi daya saing produk Indonesia di luar negeri.

Prioritas keempat terkait dengan upaya bisnis dalam mengadopsi konsep
berkelanjutan dan inklusivitas. Praktek bisnis berkelanjutan dan inklusif secara
global telah semakin luas diadopsi dalam satu dekade terakhir, mencakup kebijakan
terkait lingkungan hidup, hak-hak normatif tenaga kerja, dan perlindungan bagi
kaum difabel di dunia kerja. Pelaku usaha besar yang berorientasi ekspor relatif
paham dan sudah menjalankan praktek bisnis berkelanjutan dan inklusif sebagai
prasyarat hubungan bisnis mitra usahanya di luar negeri. Namun demikian,
sebagian besar pelaku usaha masih belum paham dan tidak menjalankan
bisnisnya secara berkelanjutan dan inklusif. Hal ini terefleksi dalam rendahnya
jumlah pelaku usaha yang mengetahui konsep Sustainable Development Goals/
SDG (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB) - hanya 36,1% dari pelaku usaha
yang disurvei APINDQ. Selain itu, 66,1% pelaku usaha menganggap 17 objektif TPB
terlalu kompleks dan tidak realistis untuk dipenuhi dunia usaha. Hal ini menjadi
tantangan dalam pengarusutamaan Environmental Sosial Governance (ESG) di
tingkat global yang erat kaitannya dengan TPB.

Prioritas kelima mencakup keberadaan infrastruktur, terutama transportasi,
konektivitas dan logistik serta parasana digital yang mendukung dan
akselerasi penyesuaian terhadap perkembangan teknologi. Dalam lima tahun
terkahir, kebijakan dan regulasi serta kualitas infrastruktur dinilai cukup bagus
dalam mendukung aktivitas usaha, namun pembangunan infrastruktur untuk
meningkatkan konektivitas dianggap perlu diprioritaskan untuk mengurangi biaya
transportasi dan logistik yang dianggap tinggi. Sedangkan walaupun pelaku usaha
menimbang penggunaan teknologi berdampak positif, hanya sedikit pengusaha
besar yang dapat melakukan penyesuaian teknologi karena keterbatasan dana
investasi. Sementara itu pengusaha menengah dan kecil sulit untuk mengejar
ketertinggalan teknologi dalam menjalankan usahanya. Sebagian besar pelaku
usaha yang disurvei (71%) hanya mengalokasikan di bawah 3% dari pendapatan
usahanya untuk pengembangan teknologi digital perusahaan. Cukup menarik
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untuk diketahui bahwa terdapat sejumlah pelaku usaha yang merasa cukup dengan
teknologi yang dimilikinya saat ini tanpa perlu pengembangan karena target
spesifik pasarnya yang tidak terlalu mensyaratkan pemanfaatan teknologi tinggi.

Rekomendasi rinci Roadmap Perekonomian 2024-2029 ini disusun oleh APINDO
dengan menyampaikan berbagai rekomendasi untuk perbaikan kualitas kebijakan
dan regulasi serta kelembagaan dan SDM birokrasi agar dapat mewujudkan dunia
usaha sebagai pengerak transformasi ekonomi. Kalangan dunia usaha menyadari
tantangan perubahan iklim global yang dihadapi dan melihat adanya peluang
transformasi dari tren global, dan menyadari pentingnya prinsip keberlanjutan
karena proses produksi yang sustainable dan pengunaan energi terbarukan
lambat laun akan menjadi syarat untuk memperoleh pendanaan maupun untuk
akses pasar. Prinsip utama yang menjadi dasar dari rekomendasi yang disusun
adalah bahwa kebijakan industri atau sektor yang dijalakan oleh Pemerintah.

Roadmap juga menawarkan solusi praktis atas persoalan persoalan dunia
usaha yang dihadapi sehari hari dengan berupaya mengangkat quick-wins low
hanging fruits yang dapat segera dilakukan untuk membangun optimisme
transformasi dunia usaha. Rekomendasi yang disampaikan adalah hal hal yang
dapat diimplementasikan dan dievaluasi pencapaiannya sebagai rujukan utama
APINDO dalam melakukan advokasi kebijakan usaha dalam kurun waktu 5 tahun.

Pilihan isu dalam roadmap diprioritaskan pada isu isu ekonomi yang
berdampak luas baik yang bersifat lintas sektor maupun yang spesifik untuk
sektor tertentu. Isi isu lintas sektoral mencakup bidang: 1) Makroekonomi,
Perbankan dan Keuangan, 2) Perpajakan, 3) Pembangunan Berkelanjutan, 4)
Ketenagakerjaan, 5) Perdagangan Internasional & Investasi, 6) Ekonoimi Digital,
dan 7) Usaha Mikro Kecil Menengah. Sedangkan isu isu sektoral berfokus pada
sektor: 1) Infrastruktur, Transportasi & Perhubungan, 2) Properti & Kawasan
Ekonomi, 3) Manufaktur), 4) Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, Peternakan
dan Perikanan, 5) Pariwisata, dan 6) Energi dan Sumber Daya Mineral.
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BAGIAN A

Agenda Penguatan
Lintas Sektoral
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ROADMAP
PEREKONOMIAN
APINDO 2024-2029

DAN SEKTOR KEUANGAN

) OBJEKTIF 2

Keberadaan makroekonomi y

ang stabil untuk kepastian berusaha dan

pembangunan sektor keuangan yang tangguh dan berkelanjutan untuk

mendukung investasi transfo

REKOMENDASI
UTAMA

Peningkatan pendapatan
pemerintah secara bertahap melalui
perbaikan administrasi pajak dan
ekstenfikasi, dan belanja
pemerintah yang efisien dan efektif.

&

Reformasi sektor keuangan:
perluasan, pendalaman dan
peningkatan efisiensi.

rmasi ekonomi.

Fundamental Berkelanjutan

Kebijakan fiskal dan moneter yang
berkesinambungan antara tujuan
pertumbuhan dan keastabilan untuk
memberi kepastian bagi dunia usaha.

=

Pertumbuhan sektor perbankan dan
pendalaman sektor keuangan yang
tangguh dan berkelanjutan untuk
mendukung investasi dan
perkembangan dunia usaha.
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Kebijakan makro maupun sektor
keuangan yang juga mencapai
tujuan berkelanjutan dan inklusif.

Insentif pajak, deregulasi, dan
peningkatan keterbukaan
informasi untuk meningkatkan
jumlah produk investasi &
investasi di sektor hijau.

Jangka Pendek

(1-5 tahun)

Program berkesinambungan agar UMKM
dapat akses pinjaman yang digabung
dengan peningkatan kapasitas, termasuk
literasi digital.

Peningkatan penggunaan
Local Currency Settlement.



MAKROEKONOMI, PERBANKAN
DAN KEUANGAN

OBJEKTIF

Keberadaan makroekonomi yang stabil untuk kepastian berusaha dan
pembangunan sektor keuangan yang tangguh dan berkelanjutan untuk mendukung
investasi transformasi ekonomi

REKOMENDASI UTAMA

Fundamental Berkelanjutan

1.

Kebijakan makroekonomi dimana kebijakan fiskal dan moneter yang
berkesinambungan antara tujuan pertumbuhan dan kestabilan untuk memberi
kepastian bagi dunia usaha.

Pertumbuhan sektor perbankan dan pendalaman sektor keuangan yang
tangguh dan berkelanjutan untuk mendukung investasi dan perkembangan
dunia usaha.

Kebijakan makro maupun sektor keuangan yang juga mencapai tujuan
berkelanjutan dan inklusif.

Jangka Pendek (1-5 tahun)

1.

Peningkatan pendapatan pemerintah secara bertahap melalui perbaikan
administrasi pajak dan ekstenfikasi, dan belanja pemerintah yang efisien dan
efektif.

Insentif pajak, deregulasi, dan peningkatan keterbukaan informasi untuk
meningkatkan jumlah produk investasi & investasi di sektor hijau.

Reformasi sektor keuangan: perluasan, pendalaman dan peningkatan efisiensi.

Program yang berkesinambungan untuk UMKM dapat akses pinjaman yang
digabung dengan peningkatan kapasitas, termasuk literasi digital.

Peningkatan penggunaan Local Currency Settlement.
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PANDANGAN DUNIA USAHA

Stabilitas makroekonomi adalah syarat mutlak untuk mencapai pertumbuhan
jangka panjang dan mendorong transformasi ekonomi menuju status negara
maju. Dengan menjaga stabilitas makroekonomi, berbagai aktivitas ekonomi dapat
diprediksi dengan lebih baik, memungkinkan pertumbuhan ekonomi mendekati
tingkat optimal. Selain sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, stabilitas
makroekonomi juga menjadi indikator utama bagi investor asing dalam menilai
potensi investasi dan bisnis di Indonesia.

Peran sektor fiskal memiliki peran krusial dalam mendukung agenda
transformasi ekonomi Indonesia. Fondasi keuangan negara harus kokoh agar
transformasiini tidak membawa risiko fiskal yang dapat merugikan perekonomian.
Penerimaan negara, terutama melalui perpajakan, perlu ditingkatkan untuk
memenuhi kebutuhan pembiayaan program-program strategis nasional. Saat
ini, rasio penerimaan perpajakan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih
rendah dan mengalami penurunan dari 17,4% di 2008 menjadi 12,5% di 2022
dan rata-rata rasio tersebut untuk negara upper middle income adalah 17%.
Sementara belanja negara terus meningkat, menyebabkan defisit dan utang
terus bertambah. Fokus pada kualitas belanja negara menjadi penting, termasuk
peningkatan belanja produktif seperti belanja modal, sumber daya manusia, riset
dan inovasi, serta kesehatan yang masih terbatas.

Bagi investor, inflasi menjadi indikator utama dalam menilai daya saing
dan stabilitas suatu negara sehingga stabilitas inflasi mesti tetap menjadi
landasan utama dalam kebijakan moneter. Mempertahankan tingkat inflasi
yang terkendali menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang
stabil, di mana harga-harga barang dan jasa tetap terjaga pada tingkat yang
dapat diprediksi, menjaga daya beli masyarakat, menurunkan biaya intermediasi
perbankan dan stabilisasi ongkos produksi. Dengan menjadikan inflasi sebagai
anchor kebijakan moneter, otoritas moneter akan berperan dalam menciptakan
stabilitas mata uang dan memitigasi risiko fluktuasi harga yang dapat mengganggu
aktivitas ekonomi. Kurs yang mendukung dunia usaha adalah penting dimana
58% menyatakan kurs dirasakan tidak kompetitif.

Sektor keuangan yang lebih inklusif, kokoh, berkelanjutan, dan berkinerja
dengan baik untuk menjadi sumber pendanaan untuk keperluan jangka
panjang, modal kerja dan pinjaman konsumen. Sektor keuangan juga
perlu menjalankan fungsi intermediasi dalam mengalokasi pembiayaan
kepada sektor/pihak yang dapat melaksanakan kegiatan yang “produktif”
yang akan berkontribusi kepada pertumbuhan dan transformasi ekonomi.

4 | Roadmap Perekonomian



Meski demikian, sektor keuangan masih dihadapkan pada tantangan signifikan,
baik dari sisi domestik maupun global. Di tingkat domestik, tantangan utama
melibatkan pemeliharaan ketahanan sektor keuangan pasca berakhirnya
program restrukturisasi. Sementara itu, dampak gejolak ekonomi global masih
mempengaruhi sektor tersebut secara substansial. Dijangka pendek hal tersebut
perlu diwaspadai dan dikelola dengan baik oleh otoritas jasa keuangan.

Dalam lima tahun kedepan perlu meningkatkan peran sektor keuangan dan
pendalaman dari sektor keuangan. Di tahun 2022 sektor keuangan mencapai
120% dari PDB atau sekitar Rp. 1,3 Triliun dibandingkan dengan negara ASEAN
yang lain dan negara maju (300% dari PDB) dan rasio M2 terhadap PDB hanya
sekitar 45% (2021) atau di bawah negara sebanding yang lain. Sektor perbankan
masih mendominasi sektor keuangan atau 78% dari sektor dan pangsa turun
menjadi 33% dari PDB di 2022 dari 39%, yang lebih rendah dari negara sebanding.
Efisiensi sektor perbankan juga perlu ditingkatkan karena net interest margin
perbankan Indonesia yang lebih tinggi dari negara sebanding. Di samping itu
perlu pendalaman sektor keuangan untuk sumber pendanaan dari pasar modal
dan lembaga non-bank. Market capitalization IDX di 48,5% PDB (2022) lebih
rendah dari negara serupa seperti Thailand 1219% dan Singapura 189% dari PDB.
Penerbitan obligasi oleh lembaga non bank masih kecil di tingkat 0,5% PDB (2022)
dan sumber dana jangka panjang dari asuransi dan dana pensiun menurun dari
11,3% menjadi 7,3% di 2022.

Survei APINDO menunjukkan bahwa sekitar setengah dari responden masih
mempunyai masalah akses untuk pinjaman dari bank dan tingginya suku bunga:
40% responden menyatakan mudah untuk mengakses pinjaman, dan 50%
menyatakan tidak mudah tetapi tidak terlalu sulit, dan 42% menyatakan suku
bunga dianggap tinggi serta 50% merasa suku bunga memadai. Dalam tiga tahun
terakhir 50% pernah atau sedang meminjam dan 50% tidak pernah mengajukan
pinjaman karena tidak membutuhkan (43%), tidak ada agunan atau merasa tidak
akan disetujui (35%), dan bunga terlalu tinggi (18%). Sumber pembiayaan yang
paling banyak adalah dari modal pemilik (50%) dan perbankan (38%) sedangkan
dari pasar modal hanya 5%. Hal tersebut juga menunjukkan dominasi pembiayaan
dari modal pemilik dan sektor perbankan, dan minimnya pembiayaan dari pasar
modal dan lembaga non bank. Sebagian besar (709%) menyatakan tidak bersedia
mengalang dana melalui pasar keuangan (penerbitan saham maupun surat utang)
karena tidak memahami, walaupun yang menyatakan akan mengalang dana
melalui pasar keuangan (309%) menjawab dapat menghemat biaya.
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Dunia usaha juga melihat pentingnya program Local Currency Settlement
(LCS) dimana penyelesaian transaksi perdagangan internasional dapat dilakukan
dalam mata uang lokal dan tidak harus dengan USD. Program ini sudah berjalan
sejak 2013 dan berdasarkan data dari Bank Indonesia, nilai transaksi LCS Indonesia
mencapai Rp 2,4 triliun pada tahun 2022. Nilai ini meningkat sebesar 30% dari
tahun sebelumnya. Perkembangan positif tersebut menunjukkan bahwa pelaku
usaha Indonesia semakin menyadari manfaat LCS yang dapat membantu pelaku
usaha untuk mengurangi risiko mata uang asing, meningkatkan efisiensi, dan
meningkatkan daya saing.

Meskipun tren transaksi LCS meningkat, ternyata angka tersebut baru sebagian
kecil dari pelaku usaha yang mengetahuinya. Dalam survei yang dilakukan APINDO,
hanya 26,3% responden di dunia usaha yang mengetahui program tersebut dan
dari jumlah tersebut, kurang dari setengahnya yang sudah mengikuti program
LCS. Pelaku usaha yang menggunakan LCS mayoritas menggunakan LCS untuk
keperluan transaksi pengiriman dana, pembiayaan perdagangan, lindung nilai/
hedging, dan pembiayaan investasi. Salah satu manfaat LCS yang paling sering
dirasakan oleh dunia usaha adalah berkurangnya biaya konversi transaksi melalui
peningkatan efisiensi penyelesaian, mengurangi risiko mata uang asing dan
menghemat biaya, yang seharusnya dapat membantu perdagangan internasional.

Kebijakan sektor keuangan Indonesia juga perlu dikembangkan untuk
peningkatan inklusivitas, literasi, digitalisasi, dan pemantapan keuangan
masyarakat. Inklusi dan literasi keuangan terus berkembang seiring dengan
percepatan digitalisasi keuangan yang dipicu oleh pandemi COVID-19. Hasil
survei SNKI 2021 menunjukkan peningkatan angka inklusi keuangan Indonesia
dari 81,4 persen menjadi 83,6 persen. Meskipun terjadi peningkatan, capaian ini
masih di bawah target presiden yang ditetapkan sebesar 90 persen pada tahun
2024. Walaupun inklusi meningkat, literasi keuangan di kalangan masyarakat
Indonesia masih rendah, mencapai 38 persen pada tahun 2019 menurut catatan
OJK. Literasi keuangan terutama untuk individu dan UMKM perlu ditingkatkan
agar inklusivitas.

Perkembangan teknologi digital memiliki potensi besar untuk meningkatkan
akses dan peran sektor keuangan di perekonomian. Data Fintech Lending OJK
mencatat penyaluran pinjaman mencapai Rp455 triliun pada September 2022,
meningkat dari posisi pada 2018 sebesar Rp22,6 triliun. Namun, perlu dilakukan
regulasi yang sesuai dengan perkembangan digitalisasi sektor keuangan untuk
menghindari risiko. Perlindungan konsumen juga menjadi isu penting yang perlu
mendapat perhatian khusus dari regulator.
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Memperluas akses pembiayaan untuk UMKM, termasuk dalam hal formalisasi
dan digitalisasi UMKM. Dukungan finansial dan teknologi yang diberikan kepada
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) oleh pemerintah akan memiliki
dampak positif yang signifikan. Penyediaan akses mudah terhadap pinjaman
dengan suku bunga yang terjangkau serta fasilitas teknologi seperti platform
digital, pelatihan, dan infrastruktur teknologi informasi, memberikan dorongan
penting bagi pertumbuhan sektor UMKM. Keberhasilan ini menciptakan peluang
bagi UMKM untuk meningkatkan kapasitas produktivitas, menciptakan lapangan
kerja baru, dan merangsang inovasi dalam produk dan layanan. Selain manfaat
langsung bagi UMKM, dukungan ini juga berpotensi mengurangi disparitas
ekonomi antarwilayah dengan memberdayakan UMKM di daerah yang sebelumnya
terabaikan. Efek positifnya dapat terasa melalui pertumbuhan ekonomi lokal yang
merangsang ketahanan ekonomi yang lebih merata, sehingga secara keseluruhan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

REKOMENDASI

A. Kebijakan Makroekonomi dan Dunia Usaha

Sektor fiskal memegang peranan vital dalam mendukung Pembangunan
Indonesia. Untuk menopang pertumbuhan perekonomian nasional, esensial
untuk membangun fondasi keuangan negara yang kuat. Hal ini dapat dilakukan
dengan meningkatkan penerimaan negara, terutama melalui sektor perpajakan,
agar dapat memenuhi pembiayaan berbagai program strategis nasional. Saat
ini, rasio penerimaan perpajakan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), atau
yang dikenal sebagai tax ratio, masih menunjukkan tingkat yang relatif rendah.
Dunia usaha mendukung upaya peningkatan pendapatan negara terhadap PDB
secara bertahap dengan meningkatkan penyempurnaan administrasi pajak dan
prinsip keadilan. Fokus tidak hanya pada intensifikasi, tetapi juga ekstensifikasi
kepatuhan pada wajib pajak baru.

Dari sisi belanja, perbaikan kualitas, efisiensi dan efektivitas secara
menyeluruh menjadi agenda penting. Dunia usaha mendukung upaya-upaya
perbaikan tata kelola dan efisiensi seperti e-procurement. Khusus untuk
pembelanjaan pemerintah terkait kepentingan dunia usaha, diharapkan dapat
mendukung insentif pajak dan subsidi yang tepat terutama terkait prioritas
transformasi ekonomi. Terkait efektivitas, pemerintah perlu diprioritaskan untuk
mendukung transformasi ekonomi seperti untuk infrastruktur, modal SDM (human
capital) melalui belanja yang efektif untuk pendidikan dan kesehatan, peningkatan
ketrampilan tenaga kerja, dukungan untuk inovasi termasuk untuk hal-hal terkait
perubahan iklim, dan inklusivitas, misalnya UMKM.
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Memastikan rasio utang Pemerintah terhadap PDB tetap terkendali. Dengan
memelihara keseimbangan antara pendapatan dan utang, pemerintah mampu
menjaga daya tarik investor, menghindari kenaikan suku bunga yang dapat
berdampak negatif pada keberlanjutan ekonomi, dan memberikan fleksibilitas
fiskal yang krusial untuk menanggapi perubahan situasi ekonomi dengan cepat dan
efektif. Dengan menjaga parameter utang yang sehat, pemerintah membangun
dasar yang kokoh untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, menciptakan
lingkungan investasi yang stabil, dan memitigasi risiko finansial yang dapat timbul
akibat ketidakseimbangan dalam kebijakan fiskal.

Mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar dengan memperbaiki
sektor produksi dan meningkatkan cadangan devisa. Dengan menitikberatkan
pada peningkatan produktivitas serta menjaga kontinuitas produksi di dalam
negeri, pemerintah dapat mengurangi tekanan inflasi dan mencegah fluktuasi
yang dapat merugikan nilai tukar dalam kegiatan perdagangan internasional.
Fokus pada efisiensi dan keberlanjutan produksi lokal menciptakan fondasi yang
kuat untuk menjaga stabilitas ekonomi, mengurangi risiko ketidakstabilan harga,
dan meningkatkan daya saing di pasar global, terlebih lagi dalam menghadapi
dinamika kompleks ekonomi global.

B. Melaksanakan Agenda Reformasi Sektor Keuangan.

Reformasi regulasi menjadi dasar dari pembaharuan sektor keuangan Indonesia.
Sejumlah peraturan yang membatasi kemajuan institusi keuangan, termasuk
perbankan dan IKNB, perlu dikaji ulang. Melalui UU No. 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), reformasi sektor
keuangan disusun secara komprehensif untuk meningkatkan akses, daya saing,
dan efisiensi sektor keuangan. Ini mencakup pengembangan instrumen keuangan,
penguatan mitigasi risiko, perlindungan bagi investor dan konsumen, serta
peningkatan promosi sumber daya keuangan. Diharapkan implementasi UU ini
dapat memperluas, memperdalam, dan meningkatkan sektor keuangan. Sektor
keuangan Indonesia masih relatif kecil dibandingkan dengan negara sebaya dan
masih memerlukan peningkatan efisiensi, inklusivitas, serta literasi finansialnya.
Sektor keuangan juga masih didominasi oleh sektor perbankan dan mengalami
ketidaksesuaian antara sumber dana yang jangka pendek dan kebutuhan investasi
jangka panjang.
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Berikut adalah beberapa saran untuk prioritas dalam implementasi UU P2SK:
. Peningkatan Permintaan Sumber Pendanaan:

Mendorong akses digital untuk layanan dan penggunaan jasa keuangan
guna menurunkan biaya transaksi, meningkatkan kecepatan layanan,
transparansi, keamanan, dan menyediakan variasi produk dengan sistem
yang disesuaikan untuk segmen pasar berbeda, termasuk masyarakat
berpendapatan rendah dan UMKM.

Meningkatkan literasi keuangan bagi masyarakat dan UMKM melalui
edukasi dan sosialisasi terkait prinsip-prinsip dasar keuangan.

Memperluas sumber pendanaan jangka panjang, seperti dana pensiun,
asuransi, dan reksadana, agar dapat menjadi pelengkap pinjaman bank
dan mendukung pendalaman sumber pendanaan melalui pasar modal.

ll. Perluasan Pinjaman dan Penggunaan Jasa dan Produk Keuangan:

Memperluas program pemerintah untuk mencakup mereka yang
belum memiliki akses dan memperoleh layanan bantuan atau program
pemerintah, dapat memperluas basis konsumen dan peminjam, terutama
di tingkat bawah (bottom of the pyramid).

Memanfaatkan teknologi digital dalam pemberian pinjaman dapat
mengurangi kebutuhan agunan, khususnya untuk UMKM.

Menyusun kerangka regulasi untuk pengembangan pendanaan
berkelanjutan (sustainable finance), termasuk transparansi dan pelaporan,
green taxonomy (seperti yang telah diadopsi ASEAN Taxonomy on
Sustainable Finance), serta insentif dan fasilitasi.

Mengalokasikan pendanaan yang efisien dengan menggunakan teknologi
digital untuk pembiayaan melalui diversifikasi risiko dengan mengadopsi
inovasi, teknologi baru, dan analisis data. Perlu peningkatan infrastruktur
keuangan, termasuk sistem informasi kredit dan registrasi agunan, untuk
mendukung sektor keuangan yang efisien.

C. Penggunaan Local Currency Settlement (LCS) & Bilateral Currency Swap
Arrangement (BCSA) Untuk Menjaga Likuiditas Perbankan

Saat ini, penggunaan Dolar Amerika Serikat (Dolar AS) sebagai settlement currency
untuk transaksi bilateral Indonesia dengan negara-negara mitra perdagangan
masih cukup dominan, yaitu mencapai di atas 90% untuk transaksi ekspor
dan di atas 85% untuk transaksi impor, sehingga dapat dikatakan bahwa pada
struktur ekonomi Indonesia saat ini masih dominasi Dolar AS. Padahal RRT
merupakan partner perdagangan terbesar Indonesia, dilanjutkan dengan Amerika
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Serikat, Jepang, India, Singapura, Malaysia dan negara lainnya. Peningkatan dan
fasilitasi pengunaan Local Currency Settlement (LCS) dan Bilateral Currency Swap
Arrangement (BCSA) dapat membantu menjaga likuiditas perbankan, termasuk
untuk perdagangan antara Indonesia dan RRT agar dapat dilaksanakan dalam
Rupiah-Yuan. Langkah-langkah tersebut dapat mengurangi ketergantungan
bank pada mata uang Dolar AS dan mengurangi risiko likuiditas mereka,
mempercepat transaksi perdagangan internasional dan menghemat biaya.
Bagi dunia usaha bisa menghemat biaya dan waktu settlement.
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PERPAJAKAN

OBJEKTIF

Penciptaan regulasi perpajakan yang mendukung Ekosistem Dunia Usaha dan
Investasi di Indonesia melalui konsistensi regulasi kebijakan perpajakan dan
peningkatan kualitas administrasi perpajakan.

REKOMENDASI UTAMA

Fundamental Berkelanjutan

1.

Konsistensi regulasi perpajakan di segala tingkatan dari Undang-Undang,
Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, hingga Peraturan Ditjen Pajak.
Peningkatan kapasitas aparatur pajak di setiap KPP / Kanwil / DJP terhadap
keseragaman pengetahuan peraturan perpajakan.

Maksimalisasi ekstensifikasi perpajakan melalui peningkatan tax compliance
/ tax obedience dengan penambahan wajib pajak baru.

Jangka Pendek (1-5 tahun)

1.

12

Implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Core Tax Administration
System) secara penuh diiringi penyederhanaan dokumen administratif yang
mudah dimengerti oleh Wajib Pajak, pengusaha, serta seluruh kalangan
masyarakat.

Implementasi UU HKPD dan peraturan pelaksana yang mendukung
kondusivitas iklim usaha di daerah.

Mendorong peningkatan rasio perpajakan dengan mencakup sektor-sektor
usaha yang belum dikenakan pajak.

Penyederhanaan persyaratan untuk mendapatkan berbagai insentif kebijakan
perpajakan secara tepat sasaran bagi peningkatan penerimaan perpajakan.
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PANDANGAN DUNIA USAHA

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak sudah melakukan reformasi
pelayanan administrasi perpajakan menggunakan platform sistem perpajakan
berbasis online, namun pada praktiknya masih ditemukan kendala-kendala di
lapangan terkait implementasi dari sistem perpajakan online seperti kendala
dalam pengisian e-faktur dan e-bupot. Dalam hal kapasitas pemahaman petugas
pajak, mayoritas pelaku usaha juga mengeluhkan waktu pelayanan oleh Petugas
Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan standar pelayanan dan pemahaman
petugas pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan dimana tafsir atas
Undang-Undang Perpajakan dan turunannya sangat subjektif dan inkonsistensi.

Proses administrasi perpajakan menjadi indikator penting terhadap upaya
peningkatan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak. Saat ini, kondisi
rasio pajak Indonesia masih terbilang rendah di antara negara-negara di Kawasan
ASEAN. Berdasarkan data Bappenas, posisi rasio perpajakan Indonesia berada
di level 8,3% pada tahun 2020. Posisi ini jauh tertinggal dari Thailand yang
membukukan rasio sebesar 14,5%; Singapura (12,9%); dan Malaysia (10,9%). Hal
ini merupakan pekerjaan rumah besar bagi Pemerintah indonesia karena pada
kenyataannya masih banyak Wajib Pajak yang belum masuk ke basis pajak atau
belum memiliki NPWP, sementara beban pajak selama ini hanya dirasakan oleh
wajib pajak existing (beburu di kebun binatang).

Adapun, permasalahan perpajakan bukan hanya permasalahan di tingkat Nasional
namun juga merupakan permasalahan di tingkat daerah. Hal ini dikarenakan
adanya otonomi daerah yang membuat Pemerintah Daerah dapat menentukan
sendiri terkait mekanisme atau sistem pemberian fasilitas fiskal kepada Wajib
Pajak/retribusi. Salah satu implikasinya, keleluasaan Pemerintah Daerah untuk
metapkan besaran tarif pajak. Pada kenyataannya banyak daerah yang belum
menggunakan instrument pajak untuk merasang investasi tapi hanya sebagai
income generation sehingga berdampak pada adanya pajak daerah yang sifatnya
burdensome bagi Dunia Usaha.

Dalam kondisi iklim perpajakan tersebut, roadmap perekonomian ini disusun untuk
menjawab tantangan reformasi struktural bidang perpajakan terkait administrasi
perpajakan, simplifikasi pajak daerah, insentif perpajakan, pajak lingkungan, serta
ektensifikasi perpajakan dan peningkatan rasio perpajakan untuk meningkatkan
daya saing perekonomian Indonesia.

Kontribusi APINDO bagi Kepemimpinan Nasional 2024 - 2029 | 13



A. ADMINISTRASI PERPAJAKAN

Isu lama sistem administrasi perpajakan di Indonesia dinilai cukup rumit.
Sistem yang rumit dan prosedur pengumpulan pajak yang kurang baik
menyebabkan sistem pajak Indonesia menjadi inefisien (Prasetyo, 2016).
Regulasi perpajakan Indonesia masih menimbulkan kesulitan bagi dunia usaha
untuk menerapkan peraturan tersebut pada lingkungan bisnis yang terus
berkembang (Oxford Business Group).

Proses administrasi perpajakan menjadi indikator penting terhadap upaya
peningkatan kesadaran WP dalam membayar pajak. Dari survei yang dilakukan,
hanya sekitar 36% pengusaha yang merasa puas. Selebihnya 54% merasa
biasa saja dengan perbaikan proses administrasi perpajakan yang telah
dilakukan, yang berarti bahwa perbaikan proses administrasi perpajakan selama
5 tahun terakhir ternyata belum berjalan secara serius dan menyeluruh. Beberapa
administrasi perpajakan yang dikeluhkan oleh dunia usaha adalah seperti kendala
pada pengisian e-faktur, e-bupot, dan keluhan atas sanksi bunga.

Program Sosialisasi WP yang bertujuan untuk mengkomunikasikan solusi
dari Pemerintah sekaligus mencarikan upaya dan solusi dalam mengatasi
hambatan perpajakan dinilai belum optimal oleh Dunia Usaha. Dari survei yang
dilakukan, hanya 35% pengusaha yang merasa puas. Selebihnya 57% merasa
biasa saja dengan kualitas Program Sosialisasi WP kepada Perusahaan yang sudah
diterapkan selama ini. Kondisi ini seharusnya menjadi pendorong bagi Pemerintah
untuk menyempurnakan program Sosialisasi WP khususnya sosialisasi terkait
system perpajakan online ke berbagai skala usaha.

Sistem perpajakan juga menjadi insight penting untuk ditampilkan. Berdasarkan
hasil survei, hanya 38% pengusaha yang menyatakan puas dengan sistem
perpajakan online yang telah diterapkan. Mayoritas pengusaha yang tidak puas
dan kurang puas beralasan bahwa masih kurangnya sosialisasi terkait pengunaan
system perpajakan online. Dalam hal kapasitas pemahaman petugas pajak, 37%
pengusaha merasa puas terhadap kapasitas pemahaman petugas pajak di
masing-masing KPP/Kanwil/DJP dalam memberikan layanan administrasi
perpajakan, dan 56% selebihnya merasa biasa saja dengan upaya peningkatan
kapasitas petugas perpajakan. Mayoritas pengusaha yang tidak puas dan kurang
puas beralasan lama waktu pelayanan oleh Petugas Pajak tidak seperti ketentuan
standar pelayanan dan Pemahaman Petugas Pajak tidak sesuai dengan ketentuan
Peraturan dimana tafsir atas Undang-Undang Perpajakan dan turunannya sangat
subjektif dan inkonsistensi.
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Hal penting lainnya yang harus dipastikan dalam administrasi perpajakan
adalah dijunjung tingginya prinsip-prinsip keadilan. Prinsip keadilan bukan
hanya berasal dari prinsip keadilan vertikal dan horizontal, hamun juga harus
mempertimbangkan tax compliance antar pelaku bisnis WP, atau ekstensifikasi
pajak. Ekstensifikasi pajak diharapkan mampu meningkatkan tax compliance bagi
WP yang belum memiliki NPWP, sehingga mampu meningkatkan pendapatan
pajak negara. Dengan demikian, penurunan tarif pajak dapat dikompensasi
dengan peningkatan basis WP baru, dengan demikian bukan menekankan pada
strategi intensifikasi bagi badan usaha yang telah patuh membayar pajak dan
disaat bersamaan meningkatkan pendapatan pemerintah.

Adapun, Dunia usaha menyambut positif upaya pemerintah dalam melakukan
reformasi perpajakan melalui penerapan Core Tax Administration System
(“CTAS”) atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan (“SIAP”) yang rencananya
akan diimplementasikan pada tahun 2024. Penerapan CTAS secara penuh diiringi
penyederhanaan dokumen administratif yang mudah dimengerti oleh Wajib Pajak,
pengusaha, serta seluruh kalangan masyarakat, dinilai dapat memudahkan dunia
usaha.

B. SIMPLIFIKASI PAJAK DAERAH

Upaya simplifikasi pajak dan retribusi daerah yang diatur dalam Undang-
Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) (“UU HKPD”) tidak terlalu memberikan
dampak yang fundamental, baik terhadap pendapatan asli daerah, maupun
implikasinya terhadap bagaimana UU ini dijadikan sebagai instrumen untuk
menstimulus perkembangan dunia usaha di daerah. Dari survei yang dilakukan,
hanya sekitar 27% pengusaha yang merasa puas. Mayoritas pengusaha yang
merasa kurang puas beranggapan bahwa terlalu besarnya diskresi Kepala Daerah
dalam menentukan pemberian fasilitas pajak dan retribusi daerah. Meskipun
telah diatur pertimbangan yang menjadi syarat pemberian fasilitas insentif pajak
dan retribusi dalam Pasal 101 ayat (3) UU HKPD dan Pasal 99 PP 35/2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retibusi Daerah (“KUPD>), syarat tersebut
tergolong umum dan tidak ketat. Pasal 100 ayat (3) PP 35/2023 mengatur bahwa
ketentuan administrasi dan tata cara pemberian insentif fiscal diatur dengan
Peraturan Kepala Daerah. Dengan kata lain, daerah bisa menentukan sendiri
mekanisme atau system pemberian fasilitas fiskal itu kepada wajib pajak/retribusi.
Salah satu implikasinya, keleluasaan Pemerintah Daerah untuk metapkan besaran
tarif pajak di rentang yang diatur dalam UU dikhawatirkan akan menetapkan
batas tarif tertinggi.
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Selain itu, dalam pengaturan yang baru, beberapa pajak tidak searah dengan
apa yang menjadi ekspektasi Dunia Usaha, contoh pada Pajak Barang dan Jasa
Tertentu (“PBJT”) untuk Tenaga Listrik. Dari survei yang dilakukan, hanya sekitar
28% pengusaha yang merasa puas. Mayoritas pengusaha yang merasa kurang
puas beranggapan bahwa pemanfaatan listrik yang dihasilkan sendiri tetap
terkena pajak seperti UU sebelumnya.

Dunia usaha mencatat mengenai penggunaan listrik ini, ada substansi dan pokok
keluhan sebagai tindak lanjut dari keputusan MK atas permohonan judicial review
terkait pajak penerangan jalan yang tidak diakomodir dalam UU HKPD. Dunia usaha
melihat pajak penggunaan listrik yang dihasilkan secara mandiri ini tidak hanya
persoalan terkait pajak penerangan jalan, namun juga penarik pajak atas pengguna
listrik yang dihasilkan sendiri. Ada dua indikasi dalam aturan ini. Pertama, adanya
keterbatasan pemerintah dalam menyediakan infrastruktur dan adanya inisiatif
masyarakat secara mandiri dalam peningkatan perekonomian daerah. Ini perlu
menjadi dipertimbangan terkait penentuan tarif untuk diatur dalam Perda agar
tetap memperhatikan keseimbangan antara listrik yang dihasilkan sendiri dan
kontribusi pemilik listrik yang dihasilkan sendiri terkait ekonomi daerah.

Selain itu, Dunia Usaha juga menilai bahwa ketentuan PBJT atas tenaga listrik
belum mendukung pengembangan infrastruktur energi baru dan terbarukan
(“EBT™), dikarenakan tidak mengecualikan konsumsi tenaga listrik berbasis EBT.
UU HKPD hanya memberikan ruang untuk mengecualikan konsumesi listrik lainnya
dari pengenaan PBJT. Oleh karena itu, pembebasan PBJT atas listrik berbasis
EBT sangat bergantung pada diskresi daerah melalui perda. Oleh karena itu,
Dunia usaha menilai Pemerintah perlu menerapkan tarif PBJT yang lebih rendah
atas konsumsi listrik berbasis EBT untuk mendorong minat investasi pengusaha
di bidang pembangkit listrik EBT.

Terkait pajak lainnya, di sektor properti (untuk Pajak Bumi Bangunan) terdapat
peningkatan tarif dari 0,3 ke 0,5, hal ini akan berdampak negatif terhadap
pertumbuhan usaha di sektor yang berkaitan dengan PBB. Pajak air tanah dan
air permukaan juga menjadi concern bagi para pengusaha.

Hingga saat ini, Pemda masih ragu-ragu untuk menerapkan insentif fiskal pajak
dan retribusi daerah. Sejatinya sudah ada PP No 24 tahun 2019 tentang Pemberian
Insentif dan Kemudahan Investasi di daerah, serta PP No 10 tahun 2021 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan
Berusaha dan Layanan Daerah yang mengatur hal terkait, dan PP No 35 Tahun
2023 tentang KUPD.
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APINDO mendorong pengusaha untuk mendampingi proses perancangan Perda
terkait pajak dan retribusi daerah. Berdasarkan hasil survei 55% pengusaha
bersedia berkontribusi dalam Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak
Daerah. Target pada Februari 2024, Perda pajak dan retribusi daerah harus
sudah rampung, dimana UU HKPD mengamanatkan semua pajak dan retribusi
daerah harus diatur dalam satu Perda saja. Hal ini menjadi peluang bagi Dunia
Usaha dalam satu tahun kedepan untuk terlibat aktif dalam proses perancangan
perda. Misalnya pada ketentuan tarif maksimal untuk mendapatkan tarif yang
berkeseimbangan bagi Pemda dan dunia usaha.

C. INSENTIF PAJAK

Dalam memperoleh berbagai insentif pajak tersebut, 55% pengusaha
menyatakan bahwa cukup mudah dalam memperoleh berbagai insentif
pajak dari Pemerintah, namun sedikit pengusaha yang mengetahui tentang
berbagai insentif pajak yang diberikan oleh Pemerintah. Hal ini terlihat dari
hasil survei dimana 68% pengusaha tidak mengetahui jenis insentif pajak
yang pernah diterima Perusahaannya, 15% pengusaha menyatakan menerima
insentif Tax Holiday, 9% Tax Allowance, 6% Super Tax Deductible; dan 12%
pengusaha menyatakan memperoleh jenis insentif pajak yang lain. Peran
Asosiasi Usaha dalam hal ini sangat penting dalam membantu Pemerintah untuk
mensosialisasikan berbagai insentif pajak yang disediakan oleh Pemerintah.

Mudah dipahami bahwa meluasnya insentif pajak yang diterima pengusaha
terutama ditunjang oleh munculnya beberapa kebijakan insentif pajak dalam 10
tahun terakhir. Terdapat beberapa kebijakan insentif pajak yang sudah diterapkan
di Indonesia, di antaranya adalah tax holiday, tax allowance, super tax deductible,
dan beberapa lainnya. Regulasi yang mendasari tax holiday dikeluarkan pada 2011
dan terakhir direvisi pada 2020 melalui PMK No. 130 tahun 2020 tentang Pemberian
Fasilitas Pengurangan Pajak penghasilan Badan. Pembebasan atau pengurangan
pajak yang difasilitasi oleh tax holiday sekilas dinilai mampu memberikan pengaruh
positif pada aktivitas investasi di Indonesia.

Adapun, berkaitan dengan isu insentif pajak juga sangat berkaitan dengan
agenda pajak internasional, khususnya BEPS Action Plan Pillar 2 (Global
Minimum Tax) yang akan memengaruhi kebijakan insentif pajak (khususnya
tax holiday). Pajak minimum global adalah pajak minimal yang harus dibayarkan
bagi setiap perusahaan multinasional domestik yang mendapatkan penghasilan di
luar negeri. Kebijakan ini salah satunya akan berefek pada berkurangnya disparitas
tarif pajak di berbagai negara. Seperti diketahui, Indonesia bersama dengan 140

Kontribusi APINDO bagi Kepemimpinan Nasional 2024 - 2029 | 17



negara-negara di dunia telah berkomitmen untuk menjalankan pajak minimum
15% bagi perusahaan multinasional mulai 2024. Pajak ini akan menyasar kepada
perusahaan dengan peredaran bruto di atas 750 juta euro yang akan dikenakan
pajak minimum ini. Oleh karena itu, perlu adanya peran aktif dan diplomasi
Pemerintah untuk melindungi iklim investasi domestik.

D. PAJAK LINGKUNGAN

Di ranah eksekutif melalui peta jalan kebijakan, pemerintah telah merancang
penerapan pajak karbon (cap and tax) untuk periode 2021 — 2025. Kebijakan ini
akan diberlakukan secara terbatas pada PLTU batubara, dengan ketentuan tarif
Rp 30.000 per ton CO2 atau Rp 30 per kilogram CO2. Di ranah legislative, pada
2021, DPR juga telah mengesahkan aturan main baru di bidang perpajakan, yaitu
Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan peraturan
turnannya yaitu PP No. 50 tahun 2022 tentang tata Cara Pelaksanaan Hak
dan pemenuhan Kewajiban perpajakan. Berdasarkan amanat Undang-undang
No.7/2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pajak karbon sejatinya
mulai diterapkan pada 1 April 2022, bersamaan dengan naiknya pajak penghasilan
(PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen. Lantaran roadmap pajak karbon masih
belum rampung, penerapan pajak karbon kemudian diundur menjadi 1 Juli 2022.
Namun, hingga saat ini belum ada kepastian kapan pajak karbon akan diterapkan
di Indonesia.

Adapun, secara umum rencana pemerintah untuk menerapkan Pajak Karbon
dinilai positif oleh Dunia Usaha, dimana hal ini menunjukkan usaha Pemerintah
dalam mendorong transisi energi. Hal ini terlihat dari hasil survei yang menyatakan
bahwa 82% pengusaha mendukung rencana Pajak Karbon yang akan
diterapkan oleh Pemerintah. Kendati demikian, Dunia usaha meminta Pemerintah
untuk mematangkan regulasinya terlebih dahulu, baik dari sisi peraturannya,
perhitungannya, maupun standarisasi dari karbon kredit ini. Selain itu, Dunia
Usaha berharap agar implementasi pajak karbon sebagai instrument Pigouvian tax
benar-benar dapat mewujudkan emisi karbon yang lebih rendah, bukan sebagai
pungutan yang memberatkan Dunia Usaha.

Selain itu, dari sisi kesiapan rencana bauran energi hingga 2045, pada
kenyataannya 70% dari seluruh pembangkit listrik yang ada masih
menggunakan batu bara. Oleh karena itu, dukungan terhadap pengembangan
infrastruktur energi ramah lingkungan sangat dibutuhkan. Salah satunya adalah
dengan menetapkan tarif PBJT yang lebih rendah atas konsumsi listrik berbasis
EBT oleh Pemerintah Daerah. Tentu hal ini akan mendorong minat investasi
pengusaha di bidang pembangkit listrik EBT.

18 | Roadmap Perekonomian



E. EKSTENSIFIKASI PAJAK & PENINGKATAN TAX RATIO

Dunia Usaha mendorong Pemerintah untuk terus memperluas basis pajak
sehingga berdampak positif terhadap penerimaan negara untuk kurun waktu
5 (lima) tahun kedepan. Hal ini merupakan pekerjaan rumah besar Pemerintah
dimana beban pajak selama ini hanya dirasakan oleh wajib pajak existing, padahal
beban pajak seharusnya turut dipikul wajib pajak baru sehingga sistem perpajakan
di Indonesia menjadi berkeadilan. Adapun, reformasi perpajakan saat ini sudah
berada pada jalur yang benar, yang ditandai dengan adanya kebijakan integrasi
Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Waijib Pajak (NPWP)
untuk memperluas basis pajak di Indonesia. Meski demikian, selanjutnya Kebijakan
integrasi NIK sebagai NPWP harus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan.
Selain itu, Pemerintah juga perlu mengantisipasi kendala-kendala yang mungkin
muncul dalam integrasi NIK sebagai NPWP.

Di sisi lain, Dunia usaha juga menyoroti terkait isu shadow economy yang
masih menjadi tantangan dalam pengumpulan pajak di Indonesia. Shadow
economy merupakan usaha yang dilakukan oleh individu, rumah tangga, dan/
atau perusahaan dalam menghindari atau tidak melaporkan transaksinya
kepada pemerintah. Akibatnya, shadow economy berdampak pada penurunan
produktivitas ekonomi dan menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat
diantara sektor usaha. Oleh karena itu, penting untuk memberantas praktik
shadow economy dan menjadikannya sebagai legal economy yang berkontribusi
terhadap penerimaan negara di bidang perpajakan.

Sebagai sasaran potensial dari program ekstensifikasi pajak, sektor transaksi
online perlu memperoleh perhatian Pemerintah sebagai basis ekstensifikasi
perpajakan. Terkait hal tersebut, Pemerintah sudah mengeluarkan regulasi yang
mengatur mengenai pajak atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (“PMSE”)
yaitu PMK No. 60 Tahun 2022 tentang PPN PMSE untuk BKP tidak berwujud,
PMK No. 68 Tahun 2022 tentang perdangangan Aset Kripto, dan PMK No. 69
Tahun 2022 tentang Pajak Fintech. Dunia usaha menilai positif upaya Pemerintah
tersebut dalam menciptakan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi semua
pelaku usaha, khususnya antara pelaku di dalam negeri maupun di luar negeri,
serta antara usaha konvensional dan usaha digital.
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PEMBANGUNAN
BERKELANIJUTAN

) OBIEKTIF ¢

Terciptanya kolaborasi berkeseimbangan antara pemerintah, pelaku usaha,
dan masyarakat untuk menjalankan program-program yang mengakselerasi
pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2030.
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PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

OBJEKTIF

Terciptanya kolaborasi berkeseimbangan antara pemerintah, pelaku usaha,
dan masyarakat untuk menjalankan program-program yang mengakselerasi
pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2030.

REKOMENDASI UTAMA

Fundamental Berkelanjutan

1.

4.

Konsistensi reformasi struktural kemudahan dan kepastian berusaha bagi
peningkatan ekonomi hijau untuk mencapai TPB.

Reformasi kebijakan fiskal untuk meningkatkan dan menjaga iklim investasi
inklusif dan berkelanjutan.

Penguatan collaborative governance yang disertai penyelarasan agenda dan
program antara dunia usaha dan pemerintah dalam mencapai TPB.

Pembenahan kebijakan ketenagakerjaan berkelanjutan untuk mencapai TPB.

Jangka Pendek (1-5 tahun)

1.

Mendorong kebijakan dan roadmap pembangunan berkelanjutan yang
akuntabel, partisipatif, dan transparan.

Menerapkan kebijakan insentif fiskal dan kemudahan berusaha bagi pelaku
usaha yang menjalankan program atau kegiatan yang mendukung pencapaian
TPB (antara lain Sustainability Report/SR, menjalankan green investment, pro-
konservasi, dan menjalankan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan
(TUSL/CSR)).

Meningkatkan keahlian tenaga kerja untuk siap mengisi lapangan kerja inklusif-
berkelanjutan dan bernilai tambah tinggi (green job).

Memperkuat kebijakan dan kelembagaaan yang khusus untuk mengakselerasi
pencapaian agenda greening the business sector/ Sustainable investing.

Mempercepat implementasi TJSL dan prinsip Environmental Social Governance
(ESG) sebagai mekanisme menuju akselerasi pencapaian TPB.

Meningkatkan aktivitas produksi dan konsumsi yang ramah lingkungan.
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PANDANGAN DUNIA USAHA

Pelibatan dunia usaha merupakan agenda penting dan determinan dalam
mengakselerasi pencapaian TPB. Pengetahuan ihwal konsep pembangunan
berkelanjutan di kalangan dunia usaha merupakan pondasi fundamental dalam
upaya percepatan tersebut. Akan tetapi, gagasan ini belum sepenuhnya dipahami
sebagai suatu konsensus bersama. Hasil survei menunjukkan bahwa hanya 35%
pelaku usaha memiliki pengetahuan tentang konsep pembangunan berkelanjutan.
Di sisi lain, terdapat 65% pelaku usaha yang belum mengetahui konsep
pembangunan berkelanjutan. Pada masa seperti ini, keterbatasan pengetahuan
tentang pembangunan berkelanjutan relatif mengkhawatirkan, sebab dunia
usaha memiliki andil yang sangat besar terhadap pencapaian target TPB. Dengan
demikian, pemerintah memiliki pekerjaan rumah yang besar untuk melakukan
sosialisasi terhadap pelaku usaha, baik berskala besar, menengah, bahkan kecil.

Pelaku usaha tidak berada dalam kapasitas yang ideal untuk terlibat aktif
dalam mencapai tujuan TPB yang terlampau gemuk. Bill Gates dan Bjorn
Lomborg (dalam The Jakarta Post edisi 3 Juli 2023) menyebutkan bahwa tujuh
belas goals dalam TPB terlampau besar untuk dipenuhi dalam jangka waktu
yang singkat. Hal ini selaras dengan hasil survei yang menunjukkan bahwa
66,10% pelaku usaha berpandangan bahwa 17 goals TPB yang ada saat ini terlalu
banyak dan tidak realistis untuk dicapai perusahaan. Kendala pelaku usaha dalam
mendukung pencapaian TPB terefleksikan oleh hasil survei yang menunjukkan
bahwa banyak tantangan (pembiayaan, kapasitas pengetahuan, dll) yang turut
menjadi determinan penghambat.

Berdasarkan hasil survei, pelaku usaha berpandangan bahwa prioritas dalam
pencapaian TPB per pilar adalah: Pilar Lingkungan - Tujuan 6 (Air Bersih dan
Sanitasi Layak); Pilar Ekonomi - Tujuan 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan
Ekonomi); Pilar Sosial - Tujuan 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera). Tiga tujuan
ini dianggap mampu memberikan spillover effect terhadap pencapaian tujuan
lain, terlebih tiga tujuan ini memiliki relevansi yang konkret dengan kebutuhan
dunia usaha dalam menjalankan bisnis. Selain itu, mayoritas pelaku usaha juga
sepakat bahwa pilar hukum dan tata kelola penting untuk dijadikan prioritas dalam
akselerasi TPB dalam bingkai keterlibatan dunia usaha. Kebutuhan akan kualitas
tata kelola (kemudahan perizinan dan layanan publik yang responsif) merupakan
aspirasi yang disuarakan oleh pelaku usaha dari berbagai usaha dan berbagai
sektor sehingga hal ini penting untuk dijadikan atensi oleh regulator.
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A. FUNDAMENTAL BERKELANJUTAN

A. 1. Reformasi kebijakan pajak (insentif fiskal) untuk meningkatkan dan
menjaga iklim investasi inklusif dan berkelanjutan.

Kebijakan dan sistem administrasi perpajakan merupakan aspek penting
bagi dunia usaha dalam menentukan keputusan investasi, termasuk dalam
menjalankan program-program untuk mencapai TPB. Karena itu, kebijakan
dan sistem administrasi pajak merupakan instrumen yang bisa dikapitalisasi
pemerintah untuk meningkatkan partisipasi dunia usaha dalam melaksanaan
kebijakan dan/atau program untuk mempercepat pencapain TPB.

Salah satu kebijakan yang menstimulus dunia usaha dalam mempercepat
pencapaian TPB adalah insentif fiskal dan kemudahan berusaha. Kebijakan
ini diterapkan kepada pelaku usaha yang menjalankan kegiatan berusaha yang
ramah lingkungan dan/atau sejalan dengan prinsip ESG yakni pelestarian
lingkungan (environmental), tanggung jawab sosial (social), dan tata kelola yang
baik (governance).

Survei menunjukkan bahwa kebijakan insentif pajak bagi pelaku usaha
yang menjalankan program-program mendorong pencapaian TPB belum
memuaskan dunia usaha. Misalnya, perusahaan atau pelaku usaha yang telah
menjalankan TJSL (CSR) belum mendapatkan insentif fiskal dan kemudahan
berusaha. Padahal TJSL merupakan program yang mendatangkan manfaat bagi
masyarakat dan kelestarian lingkungan.

A. 2. Penguatan tata kelola kolaboratif antara dunia usaha dan pemerintah
dalam mencapai TPB

Dunia usaha menyadari bahwa pencapaian TPB pada tahun 2023 ditentukan
oleh kemitraan yang berkeseimbangan antar stakeholder, termasuk antara
pemerintah dan sektor privat. Kemitraan tersebut tidak hanya pada tahapan
implementasi kebijakan atau program-program yang ditetapkan pemerintah, tetapi
dalam tata kelola TPB dari hulu sampai hilir, mulai dari perencanaan, penganggaran/
pembiayaan, kebijakan, dan kelembagaan pembangunan berkelanjutan. Namun,
dunia usaha menilai perwujudan tata kelola kolaboratif tersebut belum optimal
selama ini. Survei menunjukan bahwa 66,96% pelaku usaha belum dilibatkan
dalam proses perumusan kebijakan terkait tata kelola berkelanjutan.

Dunia usaha mengharapkan pemerintah dapat menjalankan fungsi
kepemimpinan fasilitatif untuk memberikan dan meningkatkan akses
keterlibatan dunia usaha dalam perancangan dan implementasi kebijakan, peta
jalan, dan rencana aksi pembangunan berkelanjutan, baik pada level nasional

Kontribusi APINDO bagi Kepemimpinan Nasional 2024 - 2029 | 27



maupun lokal (daerah). Pemerintah sudah menerbitkan Perpres No. 111/2022
tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB. APINDO mengharapkan penyusunan
rencana aksi di level nasional dan daerah, sungguh-sungguh melibatkan dunia
usaha agar menghasilkan shared understanding dan shared ownership antara
dunia usaha dan pemerintah dalam mengakselerasi pencapaian TPB

A. 3. Konsistensi reformasi struktural untuk meningkatkan ekonomi hijau
untuk mencapai TPB

Reformasi struktural (kebijakan dan kelembagaan) merupakan “syarat perlu”
bagi penerapan prinsip ESG dalam kegiatan berusaha dan aktivitas ekonomi
masyarakat. Sejumlah kebijakan dan program pemerintah beberapa tahun terakhir
sudah menunjukan komitmen penataan kebijakan dan kelembagaan tersebut. UU
Cipta Kerja menjadikan lingkungan sebagai salah satu aspek yang menentukan
tingkat risiko kegiatan berusaha. Peraturan-peraturan turunan dari beleid ini juga
mengatur beberapa ketentuan terkait yang mengkondisikan para pelaku usaha
untuk menerapkan agenda atau inisiatif perusahaan yang sesuai dengan prinsip
ESG. Misalnya, PP No. 16/2021 tentang Bangunan Gedung mengatur bangunan
hijau, PP 21/201 tentang Penataan Ruang, dan PP 22/2021 tentang Pengelolaan
Lingkungan serta PP 24/2019 tentang Insentif Fiskal dan Kemudahan Berusaha.

Namun, dunia usaha menilai penataan struktural (deregulasi) belum
memberikan kepastian. Selain belum solid secara substansi sehingga harus
direvisi segera, peraturan-peraturan tersebut tidak mendapatkan daya dukung
pada tahapan implementasi. Problem ini terjadi karena perubahaan kebijakan yang
begitu cepat, keterbatasan SDM dan infrastruktur, serta tata kelola kebijakan yang
tidak transparan dan akuntabel. Hasil survei menunjukkan bahwa 64,28% pelaku
usaha berpandangan bahwa reformasi regulasi (deregulasi) belum menjamin
kemudahan dan kepastian berusaha selama ini.

A. 4. Pembenahan kebijakan ketenagakerjaan berkelanjutan untuk mencapai
TPB

Dunia usaha mendukung pencapaian tujuan pekerjaan layak (TPB 8). Dukungan
ini telah dilakukan melalui advokasi kebijakan dan peningkatan kapasitas tenaga
kerja. Dunia usaha juga proaktif dalam melaksanakan program International
Labour Organization (ILO) di Indonesia tentang Decent Work yang mensyaratkan
keseimbangan peran dan tanggung jawab pemberi kerja dan pekerja. Di aspek
lainnya, APINDO sendiri telah menjalankan sejumlah program ketenagakerjaan
bersama stakeholders, diantaranya terkait kesehatan dan keselamatan kerja (K3)
para pekerja, pengarusutamaan gender, dan berbagai kebijakan lainnya.
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Green job menjadi bagian penting dalam reformasi ketenagakerjaan untuk
mendukung TPB. Pembenahan tersebut mulai dari kebijakan yang memberi
ruang bagi peningkatan kapasitas tenaga kerja yang mendukung pembangunan
berkelanjutan (green training dan green performance management). Peningkatan
kapasitas hijau ini akan berdampak terhadap performa perusahaan untuk
menjaga lingkungan, baik di internal lingkungan perusahaan maupun di eksternal
perusahaan.

B. JANGKA PENDEK (1-5 TAHUN)

Pelaku usaha berpandangan bahwa terdapat tujuh target prioritas yang
dapat dijalankan oleh Pemerintah dalam masa periode 2024-2029. Lima tahun
merupakan waktu yang relatif singkat, namun bukan berarti menjadi kendala
dalam mewujudkan akselerasi TPB.

B. 1. Kebijakan dan roadmap akselerasi pencapaian TPB yang akuntabel,
partisipatif, dan transparan

Dunia usaha mengharapkan agenda akselerasi pencapaian TPB melibatkan pelaku
usaha. Pelibatan tersebut mulai tahapan perencanaan dan pelaksanaan sampai
monev (monitoring dan evaluasi) atas kebijakan dan roadmap TPB. Faktanya,
selama ini pelaku usaha belum dilibatkan secara penuh dalam proses perumusan
kebijakan terkait pembangunan berkelanjutan. Survei menunjukkan bahwa 66,96%
pelaku usaha menilai bahwa selama ini pemerintah belum melibatkan pelaku
usaha secara bermakna dalam perumusan kebijakan terkait lingkungan hidup.

Akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan kebijakan berkelanjutan
merupakan kebutuhan primer dunia usaha. Selama ini, minimnya akuntabilitas
dan transparansi dalam upaya pemeliharaan lingkungan menciptakan trust issue
antara pelaku usaha dan pemangku kebijakan. Alih-alih TPB tercapai, dunia usaha
kerap menjadi sasaran tertuduh atas pelbagai problematika lingkungan yang
terjadi. Padahal, pada aras kebijakan, pemangku kebijakan kerap abai dan tidak
konsisten dalam menjalankan kebijakan.

B. 2. Kebijakan insentif fiskal dan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha
yang menjalankan program atau kegiatan yang mendukung pencapaian
TPB

Pelaku usaha mengharapkan insentif fiskal sebagai apresiasi atas pelaku
usaha yang telah menerapkan ESG. Survei menunjukkan bahwa 62,13% pelaku
usaha sangat membutuhkan insentif berupa pemotongan pajak. Selain itu, 23,13%
pelaku usaha mengharapkan adanya subsidi bahan baku dan 13,15% lainnya
mengharapkan pemotongan bea ekspor dan impor. Temuan lainnya menunjukkan
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bahwa mayoritas pelaku usaha (sangat tepat 19,45%, tepat 35,15%) berpendapat
bahwa langkah pemerintah memberikan insentif kepada perusahaan yang berhasil
melakukan inovasi produk dengan spesifikasi yang mendukung keberlanjutan
lingkungan merupakan hal yang tepat.

Selain insentif fiskal, pelaku usaha juga berharap agar pemerintah turut
menghadirkan insentif non-fiskal dalam rangka menggalakkan spirit ESG
dalam proses bisnis dunia usaha. Survei menunjukkan bahwa 42,06% pelaku
usaha menghendaki adanya kemudahan fasilitas dalam mengurus perizinan
berusaha; 27,29% pelaku usaha mengharapkan adanya dukungan alat produksi;
14,99% pelaku usaha mengharapkan adanya dukungan pembangunan infrastruktur
khusus; dan 14,54% pelaku usaha mengharapkan adanya kemudahan fasilitas
ekspor dan impor.

Pelaku usaha belum memiliki pandangan prioritas terkait urgensi
implementasi ekonomi sirkular dan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan
(EBT). Survei menunjukkan bahwa 55,02% pelaku usaha menyatakan hal ini adalah
sesuatu yang tidak urgent. Pada segmen usaha skala besar, hal ini menjadi sesuatu
yang urgent, namun tidak bagi pelaku usaha skala menengah dan skala kecil. Hal
ini diakibatkan oleh adanya kekhawatiran bahwa untuk mengimplementasikan EBT
dan ekonomi sirkular membutuhkan anggaran yang tidak sedikit dan tidak semua
pelaku usaha memiliki kapasitas yang setara untuk mengimplementasikan hal ini.

Pemerintah mesti mengakselerasi pelaku usaha untuk melaksanakan
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Pelaku usaha menilai bahwa
TJSL merupakan hal yang bersifat sukarela bukan kewajiban (66,16%). Pelaku
usaha yang memiliki kebijakan dan aksi konservasi sebagai bagian dari TUSL hanya
40,24%. Selain itu, 51,62% pelaku usaha merasa tidak wajib mengalokasikan dana
TJSL untuk kegiatan konservasi.

Pemerintah perlu memberikan insentif (fiskal maupun non fiskal) kepada
pelaku usaha yang rutin menerbitkan Sustainability Report (SR). Survei
menunjukkan bahwa 83,86% pelaku usaha belum pernah menerbitkan SR dalam
5 tahun terakhir. Tantangan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuat SR
adalah kendala pengetahuan, kapabilitas SDM, dan dukungan pembiayaan. Urgensi
pemberian insentif didasarkan pada fakta bahwa mayoritas pelaku usaha (59,62%)
tidak akan melakukan SR di masa mendatang kendati tidak diatur sebagai suatu
kewajiban oleh pemerintah.

Pelaku usaha menilai bahwa kendala pengetahuan menjadi alasan paling
utama yang menentukan mereka dalam memutuskan pembuatan SR
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(34,45%). Hal ini menjadi sesuatu yang wajar, sebab 84,66% pelaku usaha
menyampaikan bahwa mereka belum pernah mendapatkan sosialisasi terkait
SR oleh Pemerintah. Pembiayaan turut menjadi kendala sebab 83,94% pelaku
usaha tidak menganggarkan penyusunan SR dalam alokasi pembiayaan usaha
mereka. Di sisi lain, 84,71% tenaga kerja dalam perusahan responden belum
pernah mengikuti pelatihan terkait penyusunan SR.

B. 3. Meningkatkan keahlian tenaga kerja untuk mengisi lapangan kerja
inklusif-berkelanjutan dan bernilai tambah tinggi (green job)

Daya saing tenaga kerja menjadi perlu mendapatkan atensi pemangku
kebijakan. Hasil survei menunjukkan bahwa hanya terdapat 0,78% pelaku usaha
yang sangat puas dan 26,56% pelaku usaha yang berpandangan bahwa kualitas
tenaga kerja yang ada selama ini berada pada level memuaskan. Artinya, sebagian
besar pelaku usaha berpandangan bahwa kualitas tenaga kerja yang ada belum
berada pada level memuaskan. Di sisi lain, dalam hal kemudahan memperoleh
tenaga kerja berkualitas, hanya 2,84% pelaku usaha yang merasa sangat mudah
dan 17,65% pelaku usaha yang merasa mudah, artinya sebagian besar pelaku usaha
mengalami kesulitan dalam mencari tenaga kerja berkualitas. Dengan demikian,
kualitas kurikulum pendidikan (vokasional dan non vokasional), penyelenggaraan
pelatihan dan bimbingan teknis menjadi kebutuhan primer yang harus dikerjakan
pemerintah untuk menghadirkan tenaga kerja berkualitas.

Kolaborasi pemerintah-dunia usaha dalam peningkatan kualitas tenaga kerja
selama ini belum berjalan dengan optimal. Padahal, dunia usaha merupakan
pihak terkait dan penerima manfaat langsung atas hadirnya tenaga kerja yang
berkualitas. Hasil survei menunjukkan bahwa hanya 22,21% pelaku usaha yang
menilai bahwa telah berjalan sinergitas yang memuaskan antara pemerintah dan
pelaku usaha untuk hal ini.

B. 4. Menggulirkan agenda greening the business sector/sustainable
investing

Aktivitas ekonomi masih mengabaikan keberlanjutan lingkungan. Sebanyak,
64,83% pelaku usaha sepakat dengan penilaian ini. Kesadaran terhadap
permasalahan lingkungan membangkitkan komitmen pelaku usaha untuk terlibat
aktif dalam menciptakan perubahan, khususnya dalam hal perbaikan kualitas
lingkungan. Hal ini dapat diwujudkan melalui implementasi sustainable investing
atau investasi berkelanjutan sebagai bagian dari upaya menghijaukan sektor bisnis.
Penghijauan sektor bisnis dapat dilakukan melalui penerapan ekonomi sirkular
atau upaya mereduksi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam proses bisnis.
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Konsep ekonomi sirkular masih terasa asing dimana 76,05% pelaku usaha
belum pernah mendengar hal ini. Padahal, mereka yang melaksanakan konsep
ekonomi sirkular menerima sejumlah dampak positif dimana mayoritas pelaku
usaha menilai ada tiga benefit yakni: kualitas lingkungan perusahaan lebih
terjaga; efisiensi biaya operasional; dan efisiensi biaya produksi. Tiga benefit
tersebut secara jelas memberikan peluang dan harapan bagi pelaku usaha
yang menghendaki efisiensi adanya efisiensi pasca COVID-19. Selain itu, 77,00%
pelaku usaha yang telah menjalankan ekonomi sirkular tidak menemukan adanya
dampak negatif pasca implementasi ekonomi sirkular. Sisanya, sebesar 23,00%
menemukan adanya persoalan yang timbul pasca implementasi ekonomi sirkular,
yakni perlunya melakukan rekrutmen tenaga khusus sehingga menjadi beban
pembiayaan yang berdampak pada efisiensi pembiayaan urusan perusahan lainnya.

Permen LHK No 75 tahun 2019 yang memuat roadmap kemasan, tidak
mewajibkan industri untuk konsumsi recycle materials. Terkait hal ini, 58,28%
pelaku usaha berpandangan bahwa hal ini sejatinya perlu diatur sedemikian
sehingga para pelaku industri memanfaatkan recycled materials. Sebab,
pemanfaatan recycled materials merupakan esensi penting dari perwujudan
ekonomi sirkular dan melalui implementasi sistem ini akan tercipta efisiensi
produksi. Upaya implementasi ekonomi sirkular idealnya berawal dari kokohnya
pondasi regulasi sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian dan akhirnya langkah
baik ini akan selalu jalan di tempat.

Teknis pemberlakuan kewajiban konsumsi recycled materials idealnya dapat
dilakukan dengan pendekatan asimetris. Artinya, tidak semua sektor diberikan
kewajiban yang sama untuk melakukan hal ini, misalnya pada sektor usaha
yang bergerak di bidang penyediaan makanan dan minuman. Implementasi
pemanfaatan recycled materials yang ideal misalnya dapat dilakukan dalam hal
penggunaan material energi (misalnya baterai) yang bisa didaur ulang sehingga
pengadaan energi tidak sepenuhnya memerlukan aktivitas ekplorasi yang ekstrem.
Praktik baik konsep ini tercermin dari apa yang dilakukan para peneliti Rice
University di AS dengan mendaur ulang baterai lithium-ion yang kini banyak dipakai
di perangkat elektronik. Penelitian yang ramah lingkungan ini bisa menghasilkan
baterai baru dari baterai bekas yang sudah mati.

Keputusan pelaku usaha dalam menerapkan ekonomi sirkular dipengaruhi: (1)
kapasitas pengetahuan, (2) pembiayaan, dan (3) kualitas SDM tenaga kerja.
Dengan demikian, akselerasi implementasi ekonomi sirkular dapat dilakukan
melalui penguatan kapasitas pelaku usaha (level direksi hingga operasional),
penguatan dukungan pembiayaan, dan pengenalan ekonomi sirkular sejak dini
kepada masyarakat, khususnya mereka yang tergolong dalam angkatan kerja.
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Pemanfaatan EBT membutuhkan penguatan pada tataran implementasi. EBT
menawarkan keramahan lingkungan dalam proses penciptaan energi ditengah
tingginya kebutuhan pelaku usaha terhadap energi dan maraknya dampak buruk
degradasi kualitas lingkungan akibat pemanfaatan energi tidak terbarukan.
Kesadaran pada keterbatasan sumber daya energi pada akhirnya menyadarkan
berbagai pihak bahwa perlu ada transformasi dalam pemanfaatan energi,
khususnya menginisiasi penggunaan energi yang ramah lingkungan.

Faktanya, hari ini mayoritas pelaku usaha belum menerapkan penggunaan
EBT. Survei menunjukkan bahwa terdapat 77,42% pelaku usaha yang belum
menerapkan EBT, 7% pelaku usaha yang telah menerapkan EBT, serta sisanya
(15,58%) pelaku usaha sedang merencanakan penerapan pemanfaatan EBT dalam
proses kerja mereka. Tantangan terbesar pelaku usaha untuk menerapkan maupun
memutuskan untuk tidak menerapkan pemanfaatan energi terbarukan dalam
proses bisnis adalah terkait pembiayaan, kapasitas pengetahuan, dan regulasi.

B. 5. Implementasi TJSL dan ESG sebagai instrumen akselerasi pencapaian
TPB

Pelaksanaan ESG oleh pelaku usaha bertumpu pada hadirnya dukungan
eksternal, baik dalam bentuk insentif maupun skema keuangan lainnya.
Survei menunjukkan bahwa 65,61% pelaku usaha memiliki sikap netral dalam
menilai kemampuannya untuk membiayai pelaksanaan ESG. Hasil netral ini
menunjukkan adanya kerentanan untuk menjadi mampu ataupun tidak mampu
dalam mengimplementasikan agenda perusahaan yang selaras dengan prinsip
ESG. Hasil survei lainnya menunjukkan bahwa 65,65% pelaku usaha membutuhkan
adanya kerangka kebijakan pembiayaan seperti TPB Bond, TPB Sukuk, dan Green
Sukuk. Kehadiran opsi pembiayaan eksternal tersebut akan berperan optimal
terhadap pembiayaan pelaksanaan ESG dalam perusahaan. Untuk mencapai
target tersebut, 76,89% pelaku usaha menyatakan bahwa mereka membutuhkan
pendampingan dari pemerintah (pusat maupun daerah) untuk memperoleh
kemudahan dalam proses pemenuhan persyaratan pembiayaan ESG dari pihak
eksternal.

Konsep kesukarelaan TJSL dan komitmen akan ESG merupakan hal konkret
yang bisa dilakukan pelaku usaha untuk terlibat aktif mengakselerasi
pencapaian TPB di Indonesia. Sebagaimana yang telah disampaikan di awal,
17 goals TPB terlampau luas untuk dikerjakan dalam waktu yang singkat dan
sumber daya yang terbatas. Dua ruang inilah yang sejatinya dapat dimanfaatkan
oleh pemerintah untuk menggandeng dunia usaha dalam menjaga keberlanjutan
alam, ekonomi, dan manusia. Pemerintah tidak bisa mengintervensi pelaku usaha
secara mendalam, demikian pula sebaliknya. Maka, kolaborasi yang efektif antara
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pemerintah dan dunia usaha dapat direfleksikan melalui TUSL yang berlandaskan
asas sukarela serta pemantauan pencapaian ESG secara berkala.

B. 6. Mendorong aktivitas produksi dan konsumsi yang ramah lingkungan

Kondisi lingkungan yang semakin terdegradasi secara kualitas hanya akan
terselamatkan oleh aktivitas produksi dan konsumsi yang ramah lingkungan.
Pada ruang produksi hingga konsumsi, terdapat konsep regenerative water yang
akan berdampak pada kualitas air manakala terlaksana dengan optimal. Hanya
saja, 77,89% pelaku usaha belum mengetahui konsep regenerative water. Pelaku
usaha yang memahami sistem ini pun belum melaksanakan regenerative water
(72,84%). Temuan ini menunjukkan bahwa perlu ada proses internalisasi konsep
regenerative water secara menyeluruh, sebab kita sedang dihadapkan pada
potensi krisis air di masa mendatang. Tantangan terbesar pelaku usaha dalam
menyediakan air yang berkualitas adalah: pembiayaan, regulasi, dan kapasitas
pengetahuan.

Penerapan SDG 12 ini mencakup banyak hal dengan strategi sirkular ekonomi yang
juga mengutamakan pengelolaan limbah industri maupun domestik yang terukur
dan kontribusi langsung terhadap dampak dari masing-masing industri terkait.

Diharapkan dengan upaya yang dilakukan ini ditetapkan target penurunan emisi
karbon dari proses produksinya dan berupaya mengacu ke standar kerangka
acuan yang sudah ada untuk mengintegrasikan di rantai pasokan industri terkait.
Penurunan karbon emisi dan efisiensi energi yang diterapkan di proses masing-
masing industri tentu akan terus diupayakan sampai titik optimal. Namun sebagai
bagian dari kontribusi terhadap target global menuju Net Zero maka perlu juga
perusahaan memikirkan bagaimana bisa berkontribusi dalam proyek karbon untuk
bisa dijadikan off-set/insetting termasuk upaya-upaya perlindungan dan restorasi
hutan ataupun agrikultur praktik terbaik yang bisa dilaporkan secara integrasi.
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KETENAGAKERJAAN

OBJEKTIF

Keselarasan norma norma standar ketenagakerjaan universal dengan perlindungan
sosial dan pengembangan ketrampilan pekerja dalam kerangka penciptaan
perekonomian nasional yang kompetitif.

REKOMENDASI UTAMA

Fundamental Berkelanjutan

1.

4.

Konsistensi reformasi kebijakan ketenagakerjaan dan penguatan
implementasinya.

Penciptaan lapangan kerja inklusif yang ramah terhadap disabilitas dan
perempuan.

Pengembangan ketrampilan SDM dalam merespon jenis jenis baru pekerjaan
termasuk green jobs untuk peningkatan produktivitas.

Pengelolaan mekanisme bipartit dengan spirit kerjasama.

Jangka Pendek (1-5 tahun)

1.

Formulasi yang adil dalam kebijakan Pengupahan/Upah Minimum dan Alih
Daya (Outsourcing).

Realisasi norma pengupahan UKM berdasar UU Cipta Kerja.

Antisipasi aging population melalui penguatan JHT (Jaminan Hari Tua) dan
JP (Jaminan Pensiun) dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Dukungan implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dalam Jaminan
Sosial Kesehatan.

Peninjauan efektifitas super tax deductible untuk pengembangan ketrampilan
pekerija.
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PANDANGAN DUNIA USAHA

Memahami dinamika ketenagakerjaan Indonesia tidak lepas dari kondisi pasar
tenaga kerja kita. Statistik menunjukkan bahwa terdapat 5,45 % pengangguran
terbuka yang ekuivalen dengan 7,99 juta orang. Besarnya angka pengangguran
terbuka tersebut akan lebih masif jika kita sertakan orang yang bekerja dengan
jumlah jam kerja sangat kecil yang tidak termasuk pengangguran dalam definisi
statistik BPS. Hal tersebut tidak lepas dari pergeseran perekonomian Indonesia
yang menunjukkan kecenderungan penyusutan daya serap tenaga kerja kita yang
tinggal seperempat hanya dalam 9 (sembilan) tahun terakhir, dimana di tahun
2013 dari setiap 1 trilyun investasi tercipta 4.594 tenaga kerja, di tahun 2022
menciptakan 1.081 tenaga kerja, dan saat ini di tahun 2023 (semester kedua) dari
setiap 1trilyun nilai investasi hanya menyerap 825 tenaga kerja (BKPM-BPS, diolah).

Kondisi tersebut menyiratkan penanaman modal semakin didominasi oleh
investasi padat modal yang menyerap sejumlah terbatas tenaga kerja dan
menyusutnya proporsi investasi padat karya. Di tengah meningkatnya investasi
padat modal yang memerlukan tenaga kerja dengan keterampilan tinggi, kondisi
pasar tenaga kerja kita didominasi dengan tenaga kerja berketerampilan rendah
yang dilihat dari dominasi lulusan pendidikan dasar SD sejumlah 39.76 persen,
SMP (18,24%), pendidikan menengah SMA dan SMK (28,49%) dan hanya 11,51
persen berpendidikan tersier (Diploma, S1,S2).

Di sisi lain, jumlah penduduk yang mendapatkan subsidi pemerintah karena
rendahnya daya beli mereka masih sangat besar. Pemerintah menanggung iuran
jaminan kesehatan 96.749.418 penduduk dalam skema Penerima Bantuan luran
(PBI) untuk program Jaminan Kesehatan dari BPJS Kesehatan, dan pemerintah
daerah menanggung iuran penduduk daerahnya masing masing dengan jumlah
total 37.922.245 orang — artinya terdapat sekitar 135 juta penduduk Indonesia yang
bergantung pelayanan kesehatannya dari budget pemerintah. Bantuan sosial
juga diterima oleh sekitar 10 juta keluarga penerima bantuan Program Keluarga
Harapan (PKH), serta masih banyak lagi program program bantuan sosial lainnya
seperti Subsidi Upah, Subsidi Listrik, dan sebagainya. Penerima berbagai bantuan
sosial pemerintah tersebut tentu akan berkurang jika penciptaan lapangan kerja
dapat ditingkatkan sehingga penduduk memiliki daya beli untuk membiayai
dirinya sendiri.

Dalam kondisi pasar tenaga kerja dan kemampuan perekonomian kita secara
makro tersebut, roadmap perekonomian ini disusun untuk menjawab tantangan
reformasi struktural bidang ketenagakerjaan terkait norma-norma standar
ketenagakerjaan, ketenagakerjaan inklusif, jaminan sosial, pengembangan
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ketrampilan dan hubungan bipartit-tripartit untuk meningkatkan daya saing
ketenagakerjaan kita.

A. NORMA STANDAR KETENAGAKERJAAN

A. 1. Konsistensi Reformasi Kebijakan Ketenagakerjaan

Fleksibilitas pasar tenaga kerja sebagai respon terhadap rigiditas pasar
tenaga kerja Indonesia yang tercermin dalam klaster Ketenagakerjaan di
Undang Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 disambut positif oleh
dunia usaha. Usaha Kecil Menengah (UKM) dan industri padat karya yang
memiliki keterbatasan kemampuan membayar Upah Minimum (UM) serta
Uang Pesangon akibat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang tinggi dari UU
sebelumnya (UU 11/2003 tentang Ketenagakerjaan) memiliki kesempatan yang
lebih baik untuk compliance dalam memenuhi hak-hak normatif pekerjanya
berdasar ketentuan UU Cipta Kerja. Sektor dan skala usaha lainnya juga potensial
meningkat kemampuannya dalam menarik investasi karena daya saing yang lebih
baik yang diatur dalam UU Cipta Kerja dalam berbagai isu lainnya diluar klaster
ketenagakerjaan seperti: perijinan usaha, akses lahan, perpajakan dan sebagainya.
Akibatnya pencari kerja diuntungkan karena potensial lebih cepat mendapatkan
pekerjaan dari meningkatnya potensi investasi yang tercipta akibat berbagai
perbaikan faktor faktor daya saing tersebut.

Namun demikian harapan tersebut melemah akibat ketidakpastian hukum
sebagai konsekuensi dari Putusan Mahkamah Konstitusi No 91/PUU-
XVIIl/2020 pada tanggal 25 November 2021 yang menyatakan UU Cipta
Kerja inkonstitusional bersyarat. Akibat lemahnya antisipasi teknokratik
pemerintah dalam proses penyusunan UU Cipta Kerja yang disusun berdasar
prinsip omnibus law yang tidak dikenal dalam UU 12/2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang Undangan, UU Cipta Kerja yang baru pada tahap mulai awal
implementasi dan belum tuntas menerbitkan sejumlah PP (Peraturan Pemerintah)
dan regulasi regulasi implementasinya, menjadi tidak dapat dijalankan dengan
optimal.

Ketidakpastian tersebut berlanjut ketika pemerintah merubah substansi
klaster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja melalui penerbitan PERPPU
2/2022 dan kemudian disahkan menjadi UU 6/2023 yang menimbulkan
ketidakpastian usaha. Dua reformasi mendasar dalam klaster ketenagakerjaan
yaitu mengenai Upah Minimum (UM) dan Alih Daya (outsourcing) kembali ke
spirit UU 13/2003. Kenaikan UM tidak lagi hanya mengikuti kenaikan inflasi atau
pertumbuhan ekonomi namun menjadi inflasi, pertumbuhan ekonomi dan ‘inteks
tertentu lainnya’; alih daya yang di UU Cipta Kerja tidak dibatasi kembali dibatasi.
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Sebelum terbitnya PERPPU hal tersebut didahului dengan Permenaker 18/2022
yang bertentangan dengan Undang Undang yang dirujuknya yaitu UU Cipta Kerja,
dan kemudian diadopsi dalam PERPPU 2/2022 tersebut.

A. 2. Strategi/Antisipasi dalam Ambivalensi Kebijakan Ketenagakerjaan

Kenaikan Upah Minimum (UM) memberatkan cukup banyak perusahaan (329%)
yang bahkan sudah tidak mampu membayar UM sebelum ada kenaikan
berdasarkan regulasi terbaru. Survei roadmap APINDO menunjukkan bahwa cukup
besar perusahaan (78,47%) yang telah membayar UM sesuai ketentuan. Jika dilihat
dari skala usaha, perusahaan yang lebih besar yang lebih banyak persentasenya
yang telah memenuhi ketentuan upah minimum (26,12% Perusahaan Besar, 91,23%
Perusahaan Menengah dan 72,33 Perusahaan Kecil). Secara khusus perusahaan
manufaktur sebagian besar (85,09%) telah memenuhi ketentuan UM. Temuan
tersebut mencerminkan kondisi yang cukup baik dalam hal ketaatan membayar
UM. Namun ketika dilihat lebih lanjut dari perusahaan yang tidak memenuhi
ketentuan pembayaran UM, alasan utamanya (509%) adalah karena ketentuan
UM dalam Permenaker 18/2022 lebih tinggi dari PP 36,/2021 tentang Pengupahan.
Alasan lainnya (32%) perusahaan sudah tidak mampu membayar UM sesuai
peraturan sebelumnya apalagi saat dinaikkan berdasar Permenaker 18/22 tersebut.
Sementara 18% perusahaan memandang Permenaker 16/2022 melanggar PP
36/2021 meskipun perusahaan memiliki kemampuan untuk membayar berdasar
Permenaker tersebut. Kondisi pengupahan makin berat pasca keluarnya PP
51/2023 sebagai revisi PP 36/2021 tentang Pengupahan yang merujuk pada UU
6/2023 yang tidak selaras dengan spirit omnibus law 11/2020 tentang Cipta Kerja.

Mengenai alih daya, relatif terdapat kemungkinan yang lebih fleksibel dalam
revisi Peraturan Pemerintah 35/2021 terkait Alih Daya agar tidak terlalu jauh
menyimpang dari spirit fleksibilitas pasar tenaga kerja. Tim ketenagakerjaan
APINDO memberikan usulan terhadap lingkup cakupan dan definisi alih daya
sejumlak sektor agar masih memungkinkan fleksibilitasnya. Pada dasarnya
APINDO berpendapat bahwa fleksibilitas alih daya harus dimungkinkan dan
mengikuti sepenuhnya ketentuan terkait upah, jam kerja, jaminan sosial dan
ketentuan normatif ketenagakerjaan lainnya.

Dalam hal alih daya pada dasarnya dunia usaha menghendaki penerapan
ketentuan normatif tentang upah untuk pekerja alih daya dan ketentuan-
ketentuan ketenagakerjaan lainnya. Alih daya tidak untuk praktek upah buruh
murah seperti yang sering disampaikan berbagai pihak dalam nuansa jargon
politik, namun lebih merupakan mekanisme pembagian spesialisasi usaha
perusahaan agar dapat kompetitif yang erat terkait fokus, kompetensi dan skala
usaha perusahaan masing masing. Terlebih bahwa praktek alih daya merupakan
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praktek bisnis global yang tidak terelakkan bagi Indonesia yang terintegrasi dalam
perekonomian global untuk mengadopsinya.

Dalam konteks kebijakan ketenagakerjaan inklusif yang menjamin keadilan
bagi pemberi kerja dan pekerja, khususnya terkait job security, dunia usaha
memandang bahwa jika tidak mengikuti praktek bisnis global outsoucing tersebut
maka potensial menurunkan daya saing usaha secara keseluruhan sehingga
mengancam keberlangsungan bisnis yang akan berimplikasi pada tidak adanya
job security dalam skala yang lebih luas.

Isu norma-norma ketenagakerjaan lainnya yang perlu mendapat perhatian
dalam implementasinya adalah perlunya fleksibilitas jam kerja. Pemerintah
dan para stakeholder yang terkait dengan persoalan ketenagakerjaan diharapkan
memberikan dukungan penerapan fleksibilitas jam kerja berdasar karakteristik
usaha dan penyesuaian terhadap jenis jenis pekerjaan baru untuk memberikan
manfaat optimal bagi para pihak dengan bersandar pada norma norma
ketenagakerjaan global. Sebagian besar responden survei roadmap (56,55%)
menerapkan jam kerja berbasis bulanan, namun demikian cukup besar perusahaan
yang menerapkan jam Kerja berbasis mingguan (16,95%) dan harian (18,809%)
serta berbasis jam (7,72%). Hal tersebut menunjukkan implementasi fleksibilitas
jam kerja di tempat kerja yang juga sudah diadopsi di UU Cipta Kerja, yang juga
sejalan dengan antisipasi dalam merespon bentuk bentuk baru pekerjaan non-
standar (non-standard forms of employment).

Dalam hal Tenaga Kerja Asing (TKA) perlu dilakukan reformasi kebijakan
dari kebijakan positive list saat ini menjadi negative list untuk antisipasi
dinamika bisnis yang sangat cepat. Ragam kebutuhan skills tenaga kerja berubah
dengan sangat cepat yang seringkali belum dapat diantisipasi sebelumnya oleh
perusahaan yang sangat berbeda kebutuhannya antar satu industri dengan industri
lainnya dan dengan tingkat kecepatan perubahan yang juga sangat berbeda. Hal
tersebut seringkali mensyaratkan pemenuhan SDM dengan skills spesifik yang
memerlukan TKA karena belum dapat dipenuhi oleh tenaga kerja lokal. Dalam
kondisi demikian, lingkungan kebijakan juga mesti menyesuaikannya agar dapat
adaptif terhadap perubahan. Kebijakan positive list untuk TKA tidak bisa memenuhi
tuntutan kebutuhan tersebut sehingga perlu diubah menjadi negative list.

A. 3. Norma Khusus Pengupahan UKM dan Implikasinya

Dunia usaha mendorong agar Upah Minimum (UM) UKM dapat menjadi
prioritas pemerintah untuk implementasinya agar pekerja UKM terlindungi
seluruh program jaminan sosial ketenagakerjaan. Usaha Kecil Menengah
pada umumnya tidak memenuhi ketentuan untuk membayar UM Provinsi atau
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Kabupaten/Kota bukan karena tidak memiliki kemauan untuk compliance namun
tidak memiliki kemampuan membayar sebagaimana tercermin dari temuan survei
roadmap yang disampaikan sebelumnya. Menjadi sangat penting implementasi
UU Cipta Kerja tentang UM khusus UKM berdasar kesepakatan pemberi kerja dan
pekerja di perusahaan masing masing agar UKM dapat beroperasi secara formal.

Dengan diterapkannya UM Khusus untuk UKM maka ketentuan formal pengupahan
terpenuhi sehingga pekerja UKM bisa mendapatkan seluruh program jaminan
sosial ketenagakerjaan (JKK, JKM, JHT, JP, JKP) secara formal, tidak hanya
program JKK, JKM dan JHT yang sudah bisa didapatkan oleh sektor informal.
Dengan UKM yang beroperasi secara formal juga membuka kesempatan UKM
untuk akses yang lebih luas terhadap pendanaan dari perbankan serta juga bisa
mendapat manfaat dari program program pemerintah untuk penguatan UKM.

B. KETENAGAKERJAAN INKLUSIF & JAMINAN SOSIAL

B. 1. Penguatan praktek bisnis inklusif dalam perekonomian global

Para pemimpin bisnis skala usaha besar mendukung praktek bisnis inklusif
(termasuk dalam hal ketenagakerjaan) di lingkungan perusahaannya yang
menjadi strategi perusahaan untuk kesinambungan dan perkembangan
bisnisnya. Dunia usaha mendukung implementasi UN guiding principles on human
rights and environments sebagai salah satu pedoman global, dalam relasi bisnis
dengan para partnernya. Dengan modal tersebut dunia usaha bersama pemerintah
bisa memperluas kesadaran dan praktek bisnis tersebut ke lingkungan usaha
yang luas. Pemerintah perlu menjadikannya sebagai program pemerintah dengan
segala dukungan anggarannya agar dapat dilaksanakan secara nyata.

B. 2. Dukungan dunia usaha terhadap kesetaraan gender

Praktek ketenagakerjaan inklusif kesetaraan gender sangat penting selain
sebagai wujud implementasi HAM (Hak Asasi Manusia), juga berkontribusi
dalam meningkatkan produktivitas. Secara umum kebijakan pemerintah dinilai
sudah mengakomodir kesetaraan gender dimana tidak ada perbedaan dalam hak
hak normatif pekerja misalnya terkait upah, jam kerja dan jaminan sosial. Bahkan
kebijakan pemerintah juga mengakomodir kebutuhan khusus perempuan misalnya
yang tercermin dalam cuti datang bulan. Perusahaan perusahaan besar yang
sadar kebutuhan khusus pekerja akibat perbedaan gender juga menyediakan day
care perawatan bayi bagi pekerja perempuan yang memiliki anak balita.

Penyediaan day care ini merupakan perwujudan Peraturan Menteri Pemberdayaan
Permepuan dan Perlindungan Anak No. 5 Tahun 2015 terkait Penyediaan Sarana
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Kerja yang Responsif Gender dan Peduli Anak di Tempat Kerja, yang mewajibkan
Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha untuk menyediakan
sarana kerja yang dapat menunjang peningkatan produktivitas kerja, salah satunya
ruang penitipan anak / day care.

Namun, saat ini dukungan teknis yang mendorong pelaksanaan, seperti peraturan
turunan yang dapat memandu dunia usaha dalam memenuhi kewajiban tersebut,
informasi terkait opsi-opsi yang tersedia, dan hal-hal yang perlu diperhatikan
untuk memenuhi standar minimum serta kebutuhan karyawan belum tersedia.
Di sisi lain, penyediaan day care belum direkognisi sebagai bagian dari CSR
perusahaan, dan belum tersedia insentif fiskal dan non-fiskal bagi perusahaan
yang menyediakan bantuan pengasuhan anak bagi karyawannya. Akibatnya, hanya
sebagian kecil perusahaan yang sudah menyediakan dukungan penitipan anak /
day care bagi karyawan yang membutuhkan.

Dalam pandangan dunia usaha best practices day care tersebut yang harus
didukung untuk perluasan implementasinya agar diikuti perusahaan perusahaan
lainnya. Namun dunia usaha tidak setuju terhadap rencana pemerintah untuk
memperpanjang cuti sampai 6 (enam) bulan untuk pekerja perempuan yang
melahirkan anak. Jika kebijakan tersebut diterapkan, justru akan menurunkan
produktivitas dan mengancam karir serta kelangsungan pekerjaan bagi pekerja
perempuan tersebut. Survei untuk penyusunan roadmap dan survei yang dilakukan
APINDO sebelumnya menunjukkan rendahnya dukungan bagi rencana kebijakan
tersebut dan potensi kerugian bagi pekerja perempuan.

Saat ini, berdasarkan UU No. 13 tahun 2003, pekerja perempuan di Indonesia
berhak atas cuti bersalin berbayar selama 3 bulan, atau kira-kira 13 minggu, yang
sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan/pemberi kerja. Di sisi lain, Konvensi ILO
No. 83 Tahun 2000 terkait perlindungan maternitas memandatkan setidaknya cuti
bersalin berbayar bagi perempuan selama 14 minggu, dengan nilai setidaknya
2/3 dari upah terakhir karyawan. Menyadari dampak yang mungkin terjadi karena
cuti bersalin berbayar ternadap pekerja perempuan, konvensi ini menekankan
pentingnya pembiayaan cuti yang tidak hanya bergantung pada dana dari pemberi
kerja, tetapi mengikutsertakan kontribusi dari jaminan sosial atau anggaran negara.

Praktek pekerjaan yang sensitif gender bagi perempuan berkontribusi pada
produktivitas. Pekerja perempuan yang mendapatkan akses bekerja di tempat
kerja sesuai dengan kebutuhannya seperti misalnya bekerja paruh waktu di saat
tidak mengurus rumah tangganya, pekerja perempuan rumahan, yang dilindungi
hak hak normatif ketenagakerjaannya sangat penting untuk meningkatkan
kontribusi perempuan dalam produktivitas nasional.
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B. 3. Tanggung jawab pemerintah dan dunia usaha dalam mendukung pekerja
disabilitas

Perhatian negara terhadap pekerja disabilitas semakin meningkat dimana
penyerapan tenaga kerjanya naik sangat signifikan. Dibentuknya KND (Komisi
Nasional Disabilitas) di tahun 2021 merupakan langkah maju pemerintah untuk
penguatan perhatian pada pekerja disabilitas. Kenaikan pekerja disabilitas sangat
tinggi di tahun 2022 sebesar 160,18% dari 277.018 di tahun 2021 menjadi 720.748
di tahun 2022 (BPS). Perkembangan tersebut menggembirakan meskipun baru
mencapai 0,53% dari total pekerja, masih setengah dari mandat peraturan
perundang undangan.

Dunia usaha mengharapkan pemerintah memperbaiki akses pekerja
disabilitas terhadap fasilitas umum transportasi agar memudahkan akses
pekerja disabilitas ke tempat kerja. Dengan perbaikan akses publik tersebut
akan meyakinkan pelaku usaha atas keseriusan pemerintah mendukung
pekerja disabilitas. Dengan kepercayaan itu, diyakini bahwa pelaku usaha akan
mendukungnya dengan penyiapan sarana dan prasarananya di lingkungan
perusahaannya masing masing.

Cara lain untuk mendorong tingkat partisipasi pelaku usaha untuk menyerap
pekerja disabilitas adalah dengan kebijakan insentif. Kebijakan kuota pekerja
sebesar 19% dari total pekerja dan penerapan sanksi jika tidak dipenuhi dinilai
kurang mendorong kemauan perusahaan untuk mendukungnya. Pendekatan
insentif diyakini lebih efektif dimana insentif tidak mesti bersifat fiskal namun
penghargaan atas kontribusi perusahaan yang bisa menaikkan citra perusahaan.

Pekerja disabilitas di sektor non formal juga perlu mendapatkan perlindungan
negara. Pekerja disabilitas yang bekerja tidak sebagai pegawai/karyawan yaitu
yang bekerja mandiri, bekerja di keluarga dan bekerja di sektor ekonomi informal
lainnya yang jumlahnya cukup besar (sekitar 65% berdasar data Sakernas)
perlu mendapat perlindungan negara dari sisi jaminan sosial kesehatan dan
ketenagakerjaan serta dukungan kemudahan akses infrastruktur dan program
program sosial pemerintah.

B. 4. Keselarasan penciptaan daya saing usaha dan perlindungan jaminan
sosial

Dunia usaha mendukung Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS Kesehatan
demi keadilan dan kesinambungan program tanpa penambahan iuran. Pelaku
usaha pada dasarnya mendukung rencana implementasi kelas rawat inap standar
BPJS Kesehatan karena menyadari perlunya kesamaan tingkat pelayanan untuk
asuransi sosial. Dunia usaha juga paham keterbatasan ketahanan dana BPJS
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tidak memungkinkan untuk pelayanan di atas pelayanan/kelas standar. Di sisi lain
dengan implementasi kelas rawat inap standar diharapkan tidak ada kenaikan
iuran peserta yang akan menjadi beban perusahaan dan peketja.

Pelayanan kelas rawat inap standar diharapkan dapat diintegrasikan dengan
mekanisme coordination of benefit (CoB) secara berkeadilan yang didukung
seluruh stakeholder. Peserta yang ingin naik kelas dapat memanfaatkan CoB
dengan asuransi komersial atau pembayaran pribadi untuk membayar selisih biaya
untuk naik kelas - tentu peserta harus menjalani mekanisme rujukan berjenjang.
Untuk dapat terlaksananya CoB, diperlukan sinergi kerjasama BPJS, Rumah Sakit
dan Asuransi Swasta yang bersepakat untuk menerapkannya secara berkeadilan
dan rasional dari sisi kualitas pelayanan dan biaya. Peran Dewan Jaminan Sosial
Nasional (DJSN), BPJS Kesehatan, Asosiasi Rumah Sakit, Asosiasi Asuransi
Komersial dan Kementerian Kesehatan sangat diperlukan.

Pelayanan kelas rawat inap standar harus disertai jaminan standar kualitas
layanan kesehatan yang setara. Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK) yang
ditentukan Kementerian Kesehatan harus diterapkan sama di seluruh fasilitas
pelayanan KRIS. Dengan KDK yang mengatur prasyarat fisik ruang rawat inap
beserta fasilitasnya (luas ruangan, ventilasi, AC, kasur, kamar mandi, fasilitas
medis, dll.) diharapkan memberikan tingkat pelayanan yang setara antar Rumah
Sakit yang bekerjasama dengan BPJS. Implementasi KDK dapat diterapkan secara
bertahap menyesuaikan kemampuan RS dalam melakukan renovasi fisik RS agar
sesuai ketentuan KDK.

Dalam hal jaminan sosial ketenagakerjaan, dunia usaha mengharapkan BPJS
Ketenagakerjaan untuk meningkatkan akuisisi peserta di sektor informal
agar mendapat perlindungan. Hal itu dimaksudkan agar para pekerja mandiri
(PBPU-Pekerja Bukan Penerima Upah) dan pekerja sektor informal (PPU-BU
Pekerja Penerima Upah Badan Usaha) skala mikro yang umumnya tidak memiliki
perlindungan atas resiko pekerjaannya, bisa mendapatkan perlindungan
setidaknya Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Untuk program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dunia usaha
mengharapkan manfaat akses informasi pasar tenaga kerja ditingkatkan
menjadi jaminan mendapatkan pekerjaan dan peningkatan kualitas manfaat
pelatihan. Untuk dapat mewujudkannya maka pemerintah harus mampu
menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. Disamping itu diperlukan pemetaan
yang presisi atas peluang peluang pekerjaan dan keterampilan yang bisa diberikan
oleh pemerintah ke penerima manfaat JKP agar bisa mendapatkan pelatihan
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yang sesuai untuk mendapatkan pekerjaan yang tersedia. Maka diperlukan
peningkatan kualitas pelatihan dengan biaya yang memadai, dan jaminan penyedia
jasa pelatihan yang berkualitas. Lebih lanjut, pemerintah pelu membekali para
pengantar kerja (dalam terminologi Kemnaker) dengan kemampuan untuk dapat
memberikan konseling kepada penerima manfaat JKP yang sesuai dengan
kualifikasi kompetensi yang dimiliki penerima manfaat.

Mengenai rencana pemerintah untuk mengatur ulang iuran program
program BPJS Ketenagakerjaan sebagai implementasi UU 4/2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) perlu penerapan RIA
(Regulatory Impact Assessment) secara berkualitas agar tidak menyimpang
dari tujuan jaminan sosial. Cost and Benefit Analysis harus dilakukan dengan baik
dengan partisipasi aktif dunia usaha dalam rentang waktu penyusunan kebijakan
secara rasional. Harus dihindari pelibatan stakeholder yang hanya formalitas
dan dalam rentang waktu yang pendek karena tidak akan menghasilkan input
yang bermakna. Secara substansi implementasi UU P2SK agar tidak terlalu jauh
masuk dalam ranah pengaturan jaminan sosial karena meskipun terkait wealth
management yang perlu dioptimalkan sebagaimana tujuan UU P2SK, namun
substansinya mesti masuk dalam rumpun UU Jaminan Sosial, bukan Keuangan.
Peraturan turunan UU P2SK semestinya terbatas pada split account dan besaran
proporsinya untuk dana JHT dimana account yang bisa diambil sewaktu waktu
maksimal 30%, untuk account utama yang 70% hanya bisa diambil saat peserta
memasuki masa pensiun agar memiliki dana untuk masa pensiunnya sebagaimana
obyektif dari JHT. Dengan cara demikian, aging population diharapkan tidak terlalu
menjadi beban bagi peserta produktif yang harus menanggungnya.

C. PENGEMBANGAN KETERAMPILAN, GREEN JOBS dan PRODUKTIVITAS

C. 1. Kebijakan dan Kelembagaan untuk Peningkatan Keterampilan

Pergeseran kebutuhan tenaga kerja dari keterampilan rendah ke keterampilan
tinggi belum sepenuhnya disadari oleh stakeholder pengembangan
keterampilan yang memerlukan penguatan. Asosiasi usaha seperti APINDO
mendukung implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka
(MBKM) dengan memfasilitasi kerjasama perguruan tinggi dengan perusahaan
perusahaan anggotanya sebagai role model yang perlu diperluas. Diperlukan
perbaikan pendidikan vokasi agar semakin terwujud link and match yang kuat
dengan kebutuhan dunia usaha, yang memerlukan dukungan dunia usaha dalam
memberikan input kurikulum, fasilitasi akses pemagangan, pemakaian sarana
dan prasarana pelatihan kerja, dan sebagainya.
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Ekosistem sistem pelatihan tenaga kerja nasional (sislatkernas) perlu
sinkronisasi antar stakeholder terkait. Penguatan dan kelengkapan SKKNI
(Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia), peningkatan kualitas LPK
(Lembaga Pengembangan Ketrampilan) Swasta dan milik pemerintah BLK (Balai
Latihan Kerja), Kelembagaan Akreditasi LPK (LA LPK) yang dapat dipercaya, peran
Asosiasi Usaha/Profesi dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang diakreditasi
BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) harus menjadi satu kesatuan sistem
yang saling mendukung dalam merespon kebutuhan dunia usaha sangat berubah
secara cepat.

Di sisi lain kebijakan super tax deductible untuk pelatihan peningkatan
keterampilan belum diketahui oleh sebagian besar pelaku usaha padahal
manfaatnya diakui oleh perusahaan yang memanfaatkannya. Survei menunjukkan
bahwa hanya 24,94% pelaku usaha yang mengetahui kebijakan tersebut, hal ini
memprihatinkan mengingat kebijakan tersebut sudah diterapkan lebih dari 5
(lima) tahun. Dari yang mengetahui kebijakan tersebut 17,28% perusahaan telah
memanfaatkannya dan telah mendapatkan manfaat dari program tersebut.
Program super tax deductible untuk mendukung peningkatan keterampilan
pekerja cukup menjanjikan karena berdasar hasil survei, perusahaan yang
memanfaatkannya (71,77%) menyatakan cukup mudah untuk mendapatkannya,
bahkan 7,93% perusahaan menyatakan sangat mudah untuk memanfaatkannya,
meskipun terdapat 19,82% yang sulit untuk mendapatkannya dan 0,88% yang
sangat sulit untuk mendapatkannya. Dalam hal manfaat, 74,89% perusahaan
menyatakan menerima besaran pengurangan pajak yang dinilai memadai.

Penilaian positif terhadap manfaat tersebut cukup menggembirakan mengingat
perusahaan yang mengetahui insentif pajak dan memanfaatkannya menilai mudah
untuk mendapatkan insentif tersebut dan memadai besaran pengurangan pajak
yang diterima. Namun demikian temuan survei bahwa 75,06% pelaku usaha tidak
mengetahui insentif fiskal tersebut memprihatinkan mengingat kebijakan tersebut
sudah diterapkan selama 4 (empat) tahun melalui PP 45/2019. Sosialisasi terhadap
kebijakan tersebut dan manfaatnya perlu untuk dilakukan secara intensif.

C. 2. Kesiapan dunia usaha dalam pengembangan keterampilan pekerja

Pelaku Usaha Kecil dan Menengah memerlukan bantuan pemerintah dalam
meningkatkan keterampilan pekerja untuk meningkatkan produktivitas.
Survei Roadmap APINDO menunjukkan bahwa perusahaan skala besar cukup
siap dalam meningkatkan keterampilan pekerjanya dalam hal program pelatihan,
pelatih bersertifikat, dan sarana dan prasarana pelatihan — namun sebaliknya
berbeda dengan usaha skala menengah dan kecil. Hal ini tidak jauh berbeda
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dengan temuan survei APINDO dalam penyusunan Roadmap APINDO 2019. Untuk
itu bantuan pemerintah dalam skilling - reskilling — upskilling ketrampilan pekerja
bagi UKM sangat diperlukan.

Di sisi lain, diperlukan pengembangan skills spesifik yaitu keterampilan
untuk green jobs sejalan dengan meningkatnya kesadaran untuk menjalankan
praktek bisnis yang ramah lingkungan. Hal ini sekaligus sejalan dengan
berkembangnya green business/investment dimana dunia usaha semakin
menyadari bahwa bisnis dapat berkelanjutan diantaranya jika produk dan praktek
bisnisnya mendukung kelestarian lingkungan. Agenda mengurangi emisi karbon
dalam skala global sudah terasa mempengaruhi pasar tenaga kerja Indonesia
dan diyakini perlu dikembangkan terus di masa depan.

D. HUBUNGAN BIPARTIT

D. 1. Pola relasi kerjasama dalam hubungan Bipartit dan Tripartit

Dunia usaha lebih memilih bekerjasama dengan SP/SB non afiliasi yang
diyakini lebih produktif untuk kepentingan pengusaha dan pekerja. Pemerintah
diharapkan melakukan penguatan relasi bipartit yang lebih diprioritaskan di tingkat
perusahaan. Ini merupakan pilihan rasional mengingat pekerja di perusahaan yang
paling mengetahuitentang dinamika perusahaannya masing masing, dibandingkan
SP/SB afiliasi di tingkat daerah. Dengan demikian, kualitas hubungan bipartit
diyakini akan meningkat dalam pemenuhan hak hak normatif pekerja, peningkatan
keterampilan, pengembangan usaha, peningkatan pendapatan, dan sebagainya.

Pemerintah sebagai bagian dari tripartit bersama pemberi kerja dan pekerja
diharapkan bertindak berdasar tujuan obyektif tanpa intervensi politik.
Sudah pasti pemerintah tidak bisa lepas dari pengaruh ekonomi politik, namun
demikian diharapkan tidak mengorbarkan tujuan untuk menjadikan Indonesia
lebih kompetitif agar dapat mencapai tujuan perekonomian nasional. Ketegasan
pemerintah untuk konsisten dan tidak terseret kepentingan populis jangka pendek
sangat diharapkan dalam peran strategisnya sebagai pemimpin hubungan tripartit
pemerintah — pengusaha dan pekerja.

Isu isu normatif hubungan industrial belum akan banyak berubah dalam 5
tahun mendatang. Dalam kondisi perekonomian Indonesia yang diperkirakan
tidak akan ada lompatan kemajuan yang luar biasa, maka kemampuan perusahaan
diperkirakan hanya akan meningkat secara linier tidak eksponensial. Menurut hasil
survei, 3 (tiga) isu utama ketenagakerjaan yang akan muncul adalah tentang Upah
Minimum (49,94%), PHK (Pemutusan Hubungan Kerja (43,13%) dan Pesangon
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(33,529%). Hal ini tidak berbeda jauh dengan dominasi isu isu ketenagakerjaan
yang terjadi selama 5 (lima) tahun terakhir.

Spirit relasi bipartit diperkuat ke arah kerjasama untuk optimalisasi manfaat,
bukan negosiasi dalam posisi berhadapan antar pihak. Pendapat tersebut
diyakini oleh para pimpinan perusahaan, sejalan dengan best practices di beberapa
negara maju di Asia seperti Jepang dan Singapore. Dalam budaya Indonesia,
penting untuk melakukan penguatan dialog sosial bipartit secara reguler dengan
pendekatan humanis. Pertemuan pertemuan berkala secara informal dengan
berbagai format unik masing masing perusahaan lebih disarankan daripada
pendekatan dengan pertemuan pertemuan formal yang kaku dan kurang mampu
mewujudkan kedekatan hubungan emosional antar pihak.

D. 2. Pengaruh Partai Buruh dalam hubungan Bipartit

Keberadaan Partai Buruh dinilai tidak akan membawa pengaruh berarti dalam
dinamika relasi Bipartit. Terdapat 83,58% perusahaan yang meyakini demikian.
Sementara itu dari 16,42% perusahaan yang beranggapan bahwa keberadaan
Partai Buruh akan berimplikasi ke perusahaannya, terdapat 18,83% yang menilainya
akan mengganggu operasional perusahaan karena absensi untuk mengikuti
kegiatan partai. Tidak banyak (8,45%) perusahaan yang merasa kesulitan untuk
membedakan kepentingan representasi buruh untuk kepentingan Serikat Perkerja/
Serikat Buruh atau Partai Buruh, yang dikhawatirkan memengaruhi perundingan
PKB (Perjanjian Kerja Bersama) / PP (Peraturan Perusahaan).

APINDO dan Asosiasi Usaha diharapkan memperjuangkan agar Partai
Buruh tidak intervensi dalam mekanisme bipartit-tripartit. Dunia usaha
memperkirakan bahwa Partai Buruh akan mendapatkan kursi di DPRD Provinsi dan
Kabupaten/Kota di beberapa daerah sentra sentra usaha (utamanya manufaktur),
meskipun diyakini bahwa tidak akan memperoleh perwakilan di DPR-RI. Namun
meskipun dengan legitimasi sangat terbatas yang tidak representatif secara
nasional, suara Partai Buruh dalam wacana publik dinilai akan cukup mengganggu
dalam 5 (lima) tahun ke depan. Hal itu perlu mendapatkan antisipasi pelaku
usaha dalam menavigasi pengaruhnya ke hubungan bipartit di perusahaan.
Dalam mekanisme kelembagaan tripartit seperti lembaga kerjasama tripartit,
dewan pengupahan dan sebagainya harus diperjuangkan agar tidak diisi dengan
representasi Partai Buruh karena bias kepentingan politik.
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PERDAGANGAN ROADMIAP

PEREKONOMIAN

I"TE“"ASIO"AL APINDO 2024-2029
& INVESTASI

) OBIEKTIF ¢

Kebijakan berkualitas serta implementasinya yang transparan, konsisten dan pasti
untuk mendukung kelancaran arus perdagangan dan investasi yang sangat penting
bagi peningkatan kontribusi ekspor dan investasi kepada pertumbuhan Indonesia.

Konsistensi pengarusutamaan ( Q {
) © PR :
reformasi struktural untuk —~_¥% 9 w

peningkatan daya saing ekspor. Wi
Konsistensi & .

perbaikan mekanisme

Strategi & kebijakan

konsultasi dan kajian ' diversifikasi produk dan
untuk menyusun ] ' @ nesara tujuan ekspor.
Strategi Pedagangan \\ ! U4 @

Nasional.

U

J
Rencana strategis Penyelarasan /\

per sektor , ekonomi hijau dan
berdasarkan daya - voo | - berkelanjutan karena

saing pasar dalam daya saing
negeri dan global. ditentukan oleh
> sustainable supply.
=
4 Pengarusutamaan

4

Penerapan kebijakan

reformasi dalam negeri
@ untuk peningkatan

perdagangan yang daya saing ekspor
tidak menghambat: di sektor manufaktur.
e LARTAS ekspor-impor, (N
neraca komoditas, \
\

TKDN & DHE.

Fasilitasi ekspor: p Peningkatan g
pembiayaan yang 7 manfaat PTA,

terjangkau, efisiensi logistik FTA & CEPA, perluasan
dan penyederhanaan

prosedur berbasis digital.

FTA ke pasar strategis.



PERDAGANGAN
INTERNASIONAL & INVESTASI

OBJEKTIF

Kebijakan berkualitas serta implementasinya yang transparan, konsisten dan
pasti untuk mendukung kelancaran arus perdagangan dan investasi yang sangat
penting bagi peningkatan kontribusi ekspor dan investasi kepada pertumbuhan
Indonesia.

REKOMENDASI UTAMA

Fundamental Berkelanjutan

1.

Konsistensi dan perbaikan mekanisme konsultasi publik-swasta, kajian
ekonomi dan kebijakan, analisis untuk penciptaan Strategi Perdagangan
Nasional.

Konsistensi pengarusutamaan reformasi struktural untuk peningkatan daya
saing ekspor.

Strategi dan perluasan fasilitas diversifikasi produk & negara tujuan ekspor.
Konsistensi reformasi iklim usaha & investasi nasional untuk perluasan
perdagangan jasa & investasi.

Jangka Pendek (1-5 tahun)

1.

|dentifikasi, konsensus nasional & formulasi rencana strategis terkait sektor-
sektor usaha yang terdampak secara positif maupun negatif berdasarkan
daya saing dari perdagangan internasional.

Penerapan kebijakan perdagangan yang tidak menghambat: kebijakan non-
tarif yang strategis dan sah, penyerdehanaan LARTAS ekspor dan impor, dan
evaluasi penerapan Neraca Komoditas, TKDN dan DHE.

Fasilitasi ekspor dengan pembiayaan perdagangan yang terjangkau dan
peningkatan kapasitas dan efisiensi logistik perdagangan dan penyerdehanaan
prosedur berbasis digital.
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4. Peningkatan pemanfaatan PTA, FTA, & CEPA yang sudah ada untuk ekspor
dan peningkatan inbound investasi, perluasan FTA ke pasar-pasar yang
strategis (e.g. Eropa) dan penyempurnaan dari FTA yang sudah ada.

5. Pengarusutamaan reformasi dalam negeri untuk peningkatan daya saing
ekspor di sektor manufaktur.

6. Meningkatkan daya saing sektor jasa-jasa melalui evaluasi restriksi investasi
di sektor jasa-jasa agar dapat berkembang menjadi sumber pertumbuhan
dan ekspor baru.

7.  Memperhatikan penyelarasan dengan ekonomi hijau dan berkelanjutan karena
daya saing akan ditentukan oleh sustainable supply chain.

PANDANGAN DUNIA USAHA

Keterbukaan Indonesia terhadap perdagangan internasional memiliki pengaruh
besar terhadap pertumbuhan produktifitas & ekonomi Indonesia. Hingga akhir
2022, ekspor barang & jasa memberikan kontribusi 24,5% terhadap PDB dan
menjadi sumber utama cadangan devisa. Sementara, impor menjadi pendukung
ketahanan pangan dan daya saing industri manufaktur nasional. Namun, tidak
dapat dipungkiri bahwa daya saing pelaku usaha di setiap sektor berbeda-beda
dan perdagangan internasional tidak melulu terbuka dan adil, dan persaingan
dagang yang tidak sehat juga perlu disikapi. Karena itu, aktifitas ekspor maupun
impor adalah pedang bermata dua bagi pelaku usaha yang perlu dikelola secara
smart dan prudent agar menciptakan peningkatan daya saing dan pertumbuhan
usaha yang diinginkan.

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekspor Indonesia sejak 2000
mengalami stagnasi dan tidak pernah melebihi 1,1% dari total ekspor produk
manufaktur global,, jauh di bawah rata-rata pertumbuhan perdagangan global
maupun pertumbuhan perdagangan negara-negara tetangga (ASEAN-5). Stagnasi
ini juga terlihat dalam bentuk penurunan kontribusi industri manufaktur terhadap
PDB nasional dan kecenderungan penurunan penciptaan nilai tambah industri
manufaktur (deindustrialisasi) akibat kebijakan perdagangan yang cenderung
inward looking'. Walaupun Indonesia mengalami kenaikan ekspor di masa-masa
tertentu umumnya karena boom komoditas dan upaya peningkatan nilai tambah
di 5-8 tahun terakhir, isu diversifikasi ekspor dari yang berbasis sumber daya alam
dan kompleksitas jenis barang dan jasa-jasa tetap menjadi tantangan. Seperti
yang disebut di atas dalam bagian konteks Roadmap, ada kesempatan untuk

i Perhitungan penulis berdasarkan database Bank Indonesia

i Perhitungan penulis berdasarkan database Statistik Ekspor Non-Migas Berdasarkan Negara Tujuan, Kementerian
Perdagangan RI
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meningkatkan ekspor dan investasi dalam rangka pergeseran Global Value Chain
(GVC) karena faktor ekonomi maupun peningkatan ketegangan geo politik dan
kesempatan untuk terbangunnya Regional Value Chain (RVC) di kawasan Asia
Tenggara dan Asia Timur, apa lagi karena tingkat integrasi ekonomi di kawasan
Asia Timur sudah relatif tinggi dan adanya Regional Comprehesive Economic
Partnership (RCEP) Agreement. Daya saing juga akan dipengaruhi oleh tuntutan
untuk menjadi bagian dari sustainable supply chain, dimana semua unsur mata
rantai produksi dan distribusi perlu berbasis keberlanjutan. Disamping itu perlu
diantisipasi dan direalisasi, sumber pertumbuhan baru dari sektor jasa-jasa dan
ekonomi digital.

Meskipun Indonesia telah menyadari perlunya diversifikasi ketergantungan
ekspor komoditas, peningkatan ekspor produk bernilai tambah dan ekspor ke
negara-negara tujuan non-tradisional, pemerintah dinilai belum memiliki strategi
diversifikasi perdagangan yang jelas dan konsisten. Dari total USD 292 miliar
ekspor Indonesia pada 2022, ekspor komoditas mentah mencapai 55% dari
total ekspor Indonesia®. Sementara ekspor manufaktur hanya mencapai 45%
dengan tren kinerja yang menurun dalam 10 tahun terakhir, mengindikasikan
adanya stagnasi atau penurunan daya saing ekspor produk manufaktur nasional.
Pada saat yang sama, sebanyak 40% ekspor Indonesia tergantung pada kinerja
ekonomi dan keterbukaan pasar tujuan ekspor tradisional yakni RRT, Amerika
Serikat & Uni Eropa®.

Di dalam negeri, pelaku usaha melihat agenda industrialisasi, kebijakan
perindustrian & perdagangan internasional Indonesia tidak tersinkronisasi dan tidak
dikonsultasikan secara konsisten kepada pelaku usaha. Kebijakan perdagangan
Indonesia bahkan menciptakan banyak masalah bagi pelaku usaha. Survei APINDO
menemukan bahwa sebanyak 80% pelaku usaha menyatakan bahwa tidak
pernah terlibat dalam konsultasi pembuatan kebijakan perdagangan Indonesia,
58% perusahaan menyatakan bahwa kebijakan perdagangan Indonesia tidak
dikonsultasikan dengan baik kepada perusahan sebelum diberlakukan dan dari
segelintir pelaku usaha yang pernah terlibat dalam proses konsultasi, belum sesuai
harapan dari segi konsistensi, efektifitas dan kajian dampak ekonomi (economic
impact assessment) atau dampak regulasi (regulatory impact assessment). Hal ini
diperkirakan berkontribusi terhadap rendahnya kesiapan compliance pelaku usaha
sehingga sebanyak 57% pelaku usaha menyatakan kebijakan perdagangan yang

i World Bank, Indonesia Economic Prospects, Juni 2023
World Bank, Indonesia Economic Prospects, Desember 2022

iv. WTO Trade Remedies Database
WTO Secretariat, G20 Trade Measures, Juni 2023
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ada tidak memberikan waktu yang cukup bagi perusahaan untuk menciptakan
compliance terhadap aturan yang sudah ditentukan sehingga kerap menyebabkan
kesulitan untuk mengimpor bahan baku/penolong. Padahal, 819% pelaku usaha yang
melakukan impor menyatakan bahwa kurang dari 50% dari pasokan impor mereka
dapat disubtitusi oleh pasokan dalam negeri karena berbagai isu. Ketergantungan
terhadap pasokan impor ini lebih tinggi pada pelaku usaha berorientasi ekspor,
dimana 44,4% dari pelaku usaha berorientasi ekspor menyatakan kurang dari
30% pasokan impor mereka dapat disubtitusi oleh pasokan domestik, sehingga
keterbukaan & kemudahan impor sangat mempengaruhi daya saing dan kinerja
ekspor produk bernilai tambah nasional.

Meskipun pelaku usaha Indonesia sangat menyambut terciptanya pembukaan
akses pasar perdagangan & investasi Indonesia dengan berbagai negara partner
strategis melalui Preferential Trade Agreement (PTA), Free Trade Agreement (FTA)
dan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), pada kenyataannya
penggunaan FTA/CEPA masih sangat rendah. Dari Survei APINDO 79% pelaku
usaha tidak pernah mempergunakan manfaat FTA/CEPA untuk perdagangan
maupun investasi oleh karena kurangnya informasi, sosialisasi & edukasi
penggunaan manfaat FTA/CEPA.

Dunia usaha berharap kebijakan perdagangan Indonesia 5 tahun mendatang dapat
mengantisipasi dan mempersiapkan pelaku usaha untuk menghadapi tantangan
dan menuai potensi pertumbuhan perdagangan & investasi yang diciptakan
oleh perubahan trend ekonomi global. Kondisi ini menuntut adanya review dan
koreksi yang holistik terhadap kebijakan ekonomi nasional terkait perindustrian,
perdagangan, investasi & kebijakan sektoral lain secara komprehensif agar lebih
sesuai dengan aturan & komitmen internasional yang berlaku, suportif terhadap
kebutuhan pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan internasional dan investasi
serta peningkatan daya saing. Selain itu transisi ke ekonomi hijau untuk sektor
infrastruktur, terutama energi dan transportasi, sektor vital lain seperti manufaktur
dan pertanian menjadi keharusan dan kesempatan untuk industri “hijau”. Perlu
juga merealisasi sumber pertumbuhan baru dari digitalisasi ekonomi dan ekonomi
berbasis perdagangan jasa (services-based economy).
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REKOMENDASI

A. Reformasi Kebijakan Perdagangan Internasional dan Kebijakan Fasilitasi
Ekspor

Pelaku usaha melihat adanya kebutuhan bagi pemerintah untuk meninjau dan
memastikan keselarasan kebijakan perdagangan dan industri agar kondusif
untuk dunia usaha. Wujud dari kebijakan perdagangan yang cenderung inward
looking yang disebut diatas adalah bahwa seiring dengan penurunan tarif melalui
perjanjian dagang, Indonesia mengembangkan banyak kebijakan perdagangan
dan industri di dalam negeri yang dimaksudkan untuk mengimbangi
keterbukaan pedagangan dan mendukung pertumbuhan industri dalam negeri,
namun menciptakan hambatan. Berkembangnya banyak kebijakan non-tarif
(NTMs) dalam bentuk pembatasan atau larangan ekspor dan impor yang tidak
berbasis apa yang diperbolehkan dari komitmen internasional kita (e.g. untuk
perlindungan terhadap kesehatan, lingkungan atau kesejahteraan konsumen).
Pelaku usaha pun mengalami hambatan importasi yang berimbas terhadap
kinerja ekspor, antara lain tarif/bea masuk yang tidak kompetitif, kesulitan untuk
memperoleh ijin atau kuota impor, dan prosedur perijinan yang dianggap tidak jelas
atau membebani pelaku usaha. Selain itu, dalam 10 tahun terakhir, Indonesia juga
menghadapi 11 gugatan dari negara lain karena kebijakan perdagangan, industri
dan pertanian domestik yang tidak sesuai dengan ketentuan WTO sehingga
pada akhirnya dipaksa mengubah aturan tersebut. Dengan masa penyelesaian
sengketa yang umumnya lebih dari 1 tahun, kebijakan dan regulasi dalam negeri
yang bersifat restriktif terhadap kebebasan berdagang (baik impor maupun
ekspor) perlu ditinjau ulang keselarasannya dengan komitmen internasional yang
ada dan perlu di-refine agar sesuai dengan kebutuhan penciptaan pertumbuhan
produktifitas usaha dan ekspor.

Beberapa kebijakan domestik lain yang perlu segera ditinjau antara lain:

« Penyederhanaan larangan dan pembatasan (lartas) ekspor-impor,
termasuk ketentuan perijinan dan dokumentasinya. Kesulitan untuk
memperoleh ijin atau kuota impor menjadi hambatan non-tarif terbesar
utama bagi pelaku usaha, khususnya pelaku usaha berorientasi ekspor
di mana APINDO menemukan 63,2% pelaku usaha berorientasi ekspor
menyatakan bahwa ijin atau kuota impor menjadi beban kebijakan impor
terbesar bagi perusahaan. Pelaku usaha berharap agar kebijakan non-tarif yang
memberatkan bagi dunia usaha, khususnya pengetatan perijinan & perolehan
kuota impor, ketidakjelasan prosedur, dan kebutuhan dokumentasi/formalities
perdagangan, dapat dievaluasi untuk disederhanakan atau dihilangkan
sepenuhnya untuk peningkatan efisiensi perdagangan dan pertumbuhan
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produktifitas usaha. Diharapkan juga efisiensi prosedur ekspor-impor secara
umum dapat ditingkatkan dengan cara otomatisasi perijinan, dokumentasi
& prosedur, pelonggaran lartas, mengurangi tumpang tindih dokumentasi,
dan memangkas jumlah dokumen/prosedur yang tidak diwajibkan oleh tujuan
ekspor.

Evaluasi terhadap penerapan kebijakan neraca komoditas. Survei APINDO
terhadap pemberlakuan kebijakan neraca komoditas menemukan bahwa
kebijakan tersebut mempengaruhi kemudahan melakukan impor bahan baku
& penolong, khususnya pada industri manufaktur. Kebijakan ini juga tidak
terlihat memberikan efek peningkatan yang nyata terhadap penyerapan supply
produk di dalam negeri oleh perusahaan, di mana APINDO menemukan bahwa
hanya 4% perusahaan yang menyatakan mampu menyerap supply produk
dalam negeri untuk 1009% kebutuhan input produksi mereka. Selebihnya
menyatakan tidak dapat melakukan subtitusi supply input produksi impor
dengan supply dalam negeri karena produk impor yang dibutuhkan tidak
diproduksi di Indonesia, daya saing kualitas dan harga produk subtitusi
dalam negeri yang tidak bersaing bagi perusahaan. Untuk itu, kebijakan ini
perlu dievaluasi bersama dengan pelaku usaha pengguna input produksi
impor. Relaksasi perizinan impor, kuota & pembatasan impor bagi pelaku
industri manufaktur harus diprioritaskan untuk meminimalisir gangguan
terhadap pertumbuhan produktifitas industri manufaktur, khususnya industri
manufaktur nasional yang berorientasi ekspor. Peningkatan biaya produksi
akan mengurangi daya saing ekspor maupun untuk impor atau penjualan
dalam negeri, menjadi beban kepada konsumen dalam negeri.

Penerapan kebijakan TKDN secara sukarela atau dengan tahapan yang
berdasarkan kemampuan diversifikasi dan daya saing supply produk
dalam negeri yang sepadan. Dunia usaha sepakat untuk meningkatkan
kapasitas produksi dalam negeri untuk memenuhi keperluan dalam negeri,
namun dalam pelaksananaan agar ada proses konsultasi, persiapan yang
baik dan realistis sehingga tidak menciptakan beban dan penambahan biaya,
yang pada akhirnya mengurangi daya saing serta membebani konsumen.

Pelaksanaan kebijakan penempatan Dana Hasil Ekspor (DHE) di dalam negeri
secara sukarela dan dengan insentif yang kompetitif. Pelaku usaha memahami
pentingnya kecukupan devisa di dalam negeri untuk penciptaan stabilitas
makro ekonomi nasional, khususnya ketika dinamika ekonomi global tidak
cukup kondusif. Meskipun demikian, pelaku usaha melihat bahwa kebijakan
DHE kontraproduktif terhadap penciptaan stabilitas dan efisiensi aktifitas
usaha dan perdagangan. Kebijakan penempatan DHE di dalam negeri juga
dinilai memberikan dampak penurunan kemudahan bertransaksi, penurunan
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efieiensi biaya transaksi hingga meningkatkan opportunity costs usaha
karena suku bunga simpanan dalam mata uang asing yang tidak kompetitif
di lembaga simpanan Indonesia dibandingkan di negara perantara lain.

Proses pembuatan kebijakan kedepan juga perlu penyempurnaan dengan
mekanisme konsultasi dan analisa yang lebih baik. Meskipun dalam 10 tahun
terakhir pemerintah memiliki tingkat kesadaran dan praktik keterbukaan yang
lebih tinggi untuk melibatkan pelaku usaha dalam proses pembuatan kebijakan,
hingga saat ini good regulatory-making practices masih adhoc dan tidak konsisten.
Konsekuensinya, kebijakan perdagangan Indonesia kurang responsive, tidak selaras
dengan kebutuhan daya saing pelaku usaha, rentan memicu masalah implementasi
atau sengketa dagang di luar negeri, dan tidak optimalnya pemahaman dan
pemanfaatan FTA Indonesia.

Rekomendasi untuk penyempurnaan pembuatan kebijakan:

« Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran untuk evaluasi objektif
terhadap potensi dampak ekonomi dan regulasi (RIA) sebagai titik tolak
setiap pembentukan strategi, kebijakan dan konsolidasi kepentingan
nasional Indonesia dalam perdagangan global. Daya saing perdagangan
Indonesia bukanlah daya saing absolut, tetapi merupakan daya saing relatif
yang senantiasa berubah sesuai dengan perubahan tren ekonomi global,
perubahan kebijakan negara lain, dan perubahan kebijakan perdagangan/
ekonomi di dalam negeri. Perubahan daya saing ini umumnya tidak selalu
dapat dirasakan langsung atau segera oleh pelaku usaha & pemerintah, tetapi
dapat diukur melalui analisis dampak ekonomi dan dampak kebijakan yang
objektif, transparan dan akuntabel terhadap kondisi ekonomi atau rancangan
kebijakan yang dikontemplasikan. Untuk itu, evaluasi potensi dampak ekonomi
dan regulasi perlu selalu dilakukan sebagai titik tolak untuk konsolidasi
kepentingan dagang & ekonomi nasional dalam PPC/TNC sehingga strategi,
kebijakan perdagangan dan posisi runding Indonesia dapat menciptakan
dampak ekonomi yang maksimal bagi pertumbuhan Indonesia.

B. Kebijakan Fasilitasi Ekspor

Fasilitasi ekspor melalui perluasan akses dan opsi pembiayaan perdagangan
yang affordable perlu ditingkatkan, khususnya untuk untuk eksportir
kelas menengah kecil. Sekitar 80% dari aktifitas perdagangan internasional
memerlukan dukungan pembiayaan perdagangan sehingga perluasan akses,
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keberagaman opsi dan affordability pembiayaan perdagangan menjadi enabler
besar untuk menciptakan pertumbuhan aktifitas perdagangan yang agresif.
Berdasarkan perhitungan ADB, kesenjangan pembiayaan perdagangan global
hingga akhir 2022 mencapai USD 2,5 triliun atau setara dengan 10% total
perdagangan barang global. Kesenjangan pembiayaan perdagangan ini meningkat
sekitar USD 1,7 triliun sejak pandemi (2020) dan kelompok usaha yang paling
terdampak adalah eksportir kelas menengah-kecil, di mana tingkat penolakan
aplikasi pembiayaan perdagangan mencapai 45%y"Y. Hal ini sejalan dengan temuan
APINDO di mana sebanyak 53,21% pelaku usaha menyatakan perluasan akses
pembiayaan perdagangan yang affordable diperlukan untuk meningkatkan ekspor.
Untuk itu, diharapkan perluasan akses dan opsi pembiayaan perdagangan yang
affordable ini dapat diprioritaskan bagi eksportir nasional berskala usaha kecil-
menengah dan pengguna FTA untuk ekspor.

Pelaku usaha berorientasi ekspor secara khusus berharap agar reformasi
struktural untuk meningkatkan daya saing ekspor Indonesia dapat
dilakukan, khususnya dalam aspek percepatan reformasi untuk peningkatan
efisiensi biaya produksi universal, khususnya efisiensi & kapabilitas logistik
perdagangan serta penyederhanaan prosedur perdagangan berbasis digital.
Pelaku usaha berorientasi ekspor menyatakan bahwa efisiensi biaya usaha dan
efisiensi biaya logistik supply chain yang bersaing memiliki peran penting dalam
menentukan daya saing ekspor Indonesia di samping kualitas produk ekspor.
Hingga saat ini Indonesia merupakan negara dengan biaya logistik, biaya energi,
biaya tenaga kerja, biaya pinjaman yang termahal di antara negara ASEAN-5.
Biaya logistik perdagangan Indonesia diperkirakan mencapai 23,5% dari PDB,
relatif tidak efisien dan tidak kompetitif untuk perdagangan bila dibandingkan
dengan beberapa negara seperti Malaysia (13% dari PDB), China (16% dari
PDB) atau Singapura (8% dari PDB)Y. Seiring dengan agenda peningkatan
efisiensi logistik nasional yang ditargetkan dapat mencapai 17% terhadap PDB
pada 2024, pemerintah diharapkan dapat mempercepat reformasi efisiensi
logistik perdagangan dengan menerapkan Ekosistem Logistik Nasional berbasis
digital, memperluas kerja sama antar lembaga perbatasan untuk manajemen
risiko terpadu, dan kerjasama digitalisasi/automasi prosedur, dokumentasi
dan formalitas perdagangan lintas negara. Pelaku usaha juga berharap agar
infrastruktur logistik perdagangan nasional yang berkapasitas lebih besar dan
lebih mapan dapat dikembangkan lebih lanjut agar pelabuhan Indonesia dapat
menjadi pusat logistik perdagangan yang berdaya saing regional.

v ADB Briefs, September 2023

vi  PWC, September 2022 at https:/www.pwc.com/id/en/media-centre/infrastructure-news/september- 2022/port-
exploration-2022-reducing-logistic-inefficiency.html
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C. Optimalisasi Perjanjian Perdagangan, Pengunaan Trade Remedies dan
Diplomasi Ekonomi

Pemanfaatan perjanjian dagang preferensi (PTA/FTA/CEPA) Indonesia oleh
pelaku usaha Indonesia dirasa masih belum optimal dibandingkan peer group
di kawasan untuk pendalaman dan diversifikasi ekspor. Hingga September
2023, Indonesia tercatat memiliki 18 PTA/FTA/CEPA yang berlaku aktif dengan 28
negara. Namun, data perdagangan Indonesia mengindikasikan bahwa penggunaan
PTA/FTA/CEPA Indonesia lebih banyak dipergunakan untuk impor dari pada
ekspor. Dalam beberapa kasus, seperti ACFTA dan AANZFTA, kinerja ekspor
Indonesia ke RRT, Australia & New Zealand memiliki pertumbuhan yang jauh di
bawah peer-group di ASEAN (Vietnam, Thailand, & Malaysia) pasca pembentukan
kedua perjanjian tersebut meskipun secara esensi Indonesia memiliki akses
pasar yang sama besarnya dengan negara-negara tersebut. Bahkan hingga 2020,
Indonesia justru memiliki tren pelemahan kinerja ekspor ke Australia dibandingkan
kinerja ekspor sebelum berlakunya AANZFTA (2010).

Peningkatan penyebaran informasi dan edukasi penggunaan FTA untuk
ekspor secara sistematis dan berkelanjutan kepada pelaku usaha di semua
tingkat pemerintahan perlu dilakukan. Seperti disebut diatas pengunaan
FTA masih rendah karena kurangnya informasi terkait manfaat FTA, kurangnya
pemahaman terkait regulasi & prosedur penggunaan FTA. Meskipun pemerintah
telah meningkatkan upaya penyebaran informasi terkait dengan manfaat dan
pengunaan FTA beberapa tahun terakhir, temuan survei ini menunjukkan bahwa
upaya tersebut masih perlu ditingkatkan. Pemerintah juga diharapkan dapat
mengalokasikan sumber daya finansial dan non-finansial yang lebih memadai
untuk peningkatan diseminasi informasi dan edukasi pemanfaatan ini. Selain
itu, APINDO menemukan bahwa sebanyak 58,2% pelaku usaha menyampaikan
bahwa Indonesia belum memiliki strategi pemanfaatan FTA/CEPA yang tepat
dan 61,3% menyatakan bahwa Indonesia belum memiliki strategi yang baik
untuk membantu pelaku usaha beradaptasi ketika terkena dampak negatif dari
penerapan FTA/CEPA. Dengan demikian, pelaku usaha juga memandang perlu
penyempurnaan mekanisme public private consultation (PPC) dan trade negotiation
consultation (TNC) yang secara sistemik dan konsisten melibatkan pelaku usaha
dalam seluruh proses negosiasi.

Dunia usaha juga menyarankan perlunya peningkatan pemahaman,
kemampuan investigasi & kapasitas pemanfaatan mekanisme trade remedies
untuk memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia di sisi pemerintah
dan pelaku usaha. Mekanisme trade remedies (anti-dumping, anti-subsidi, dan
safeguard) merupakan instrumen yang dapat digunakan dibawah perjanjian
WTO untuk menghadapi persaingan perdagangan yang tidak sehat. Indonesia
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dianggap belum menggunakan mekanisme trade remedies dengan efektif dan
didominasi oleh pengunaan safeguard. Hingga Juni 2023, Indonesia tercatat
sebagai pengguna instrumen safeguard terbanyak di dunia dengan 28 kebijakan
safeguard. Sebaliknya, Indonesia tidak pernah menginisiasi penyelidikan anti-
subsidi terhadap negara lain dan hanya mengenakan 21 kebijakan anti-dumping
terhadap negara lain dalam 10 tahun terakhir, jauh di bawah rata-rata 87 kebijakan
anti-dumping yang dikenakan oleh negara-negara G20 dalam 10 tahun terakhir'.
Padahal, pelaku usaha Indonesia kerap berhadapan dengan produk impor dengan
predatory pricing di pasar dalam negeri. Yang diperlukan adalah untuk memperkuat
kapasitas Pemerintah untuk pengunaan instrumen trade remedies.

Diplomasi ekonomi Indonesia perlu dipertajam dan ditingkatkan efisiensinya
untuk memajukan kepentingan dagang & investasi nasional. Diplomasi ekonomi
yang efektif dan efisien memiliki andil besar terhadap keberhasilan strategi
perdagangan & investasi nasional. Di satu sisi, diplomasi ekonomi perlu menjadi
jembatan bagi Indonesia untuk memastikan strategi dan kebijakan perdagangan
& investasi nasional tetap relevan dengan perkembangan ekonomi dan kebijakan
global yang dinamis. Di sisi lain, diplomasi ekonomi diharapkan menjadi ujung
tombak penciptaan, pelaksanaan dan pembelaan hak dagang Indonesia serta
penetrasi pasar dan peningkatan daya saing barang/jasa Indonesia di pasar
global. Secara khusus, pelaku usaha berharap diplomasi ekonomi Indonesia dapat
dipertajam dan ditingkatkan efisiensinya dalam hal intelijen & benchmarking pasar,
bantuan penyelesaian masalah perdagangan yang dialami di luar negeri, dan
diplomasi untuk meminimalisir pertumbuhan NTMs terhadap produk Indonesia
di luar negeri.

Pelaku usaha juga melihat adanya kebutuhan bagi pemerintah untuk
memberikan alokasi sumber daya yang lebih besar dan lebih dedicated
untuk proses negosiasi perjanjian perdagangan internasional Indonesia.
Perjanjian perdagangan internasional merupakan instrumen integrasi ekonomi
Indonesia dengan negara lain yang perlu dilakukan dengan pertimbangan dan
perhitungan yang matang karena kepentingan ekonomi para pihak yang berbeda
dan mungkin berseberangan. Pelaku usaha melihat proses persiapan, konsultasi,
negosiasi dan edukasi hasil perundingan perdagangan Indonesia sejauh ini memiliki
banyak kekurangan karena keterbatasan sumber daya yang dialokasikan oleh
pemerintah untuk proses tersebut sehingga memicu berbagai isu implementasi
dan pemanfaatan FTA di lapangan. Diharapkan pemerintah dapat memberikan
alokasi sumber daya manusia dan sumber daya finansial yang lebih memadai

vii  Perhitungan penulis berdasarkan database Dispute Settlement WTO yang diakses pada https:/www.wto.org/english/
tratop_e/dispu_e/find_dispu_cases_e.html
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dan lebih dedicated, termasuk dengan melibatkan tenaga professional, untuk
negosiasi perjanjian perdagangan internasional Indonesia agar proses, output
maupun implementasi perjanjian perdagangan yang dihasilkan mencerminkan
kepentingan dagang dan kebutuhan pertumbuhan ekonomi nasional.

D. Peningkatan Daya Saing Ekspor, Diversikasi Ekspor dan Investasi

Pelaku usaha Indonesia melihat adanya urgensi terhadap peningkatan daya
saing ekspor nasional di sektor manufaktur dan peningkatan nilai tambah. Data
BPS terhadap proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur antara 2014-
2022 menunjukkan tren penurunan secara nasional tiap tahunnya, dari 21,6%
pada 2014 menjadi 20,5% pada 2022. Kajian ADB pada 2019 terhadap evolusi
partisipasi Indonesia dalam GVC juga menemukan bahwa partisipasi Indonesia
dalam GVC menunjukkan penurunan partisipasi GVC Indonesia baik dari segi
forward & backward linkages. Daya saing Indonesia dalam GVC yang tertinggi
ada pada komoditas mentah/sektor primer, sementara daya saing untuk produk
bernilai tambah (intermediate supply links) justru melemah dan menjadi semakin
didominasi oleh produk manufaktur berteknologi rendah. Hal ini berkebalikan
dengan negara peer group Indonesia di kawasan (Thailand, Malaysia & Vietnam)
yang justru menunjukkan tren peningkatan partisipasi GVC yang lebih tinggi
dengan peningkatan proporsi produk manufaktur berteknologi sophisticated.

Peningkatan daya saing ekspor ini perlu dilakukan dengan pengembangan
ekspor berbasis sumber daya manusia atau peningkatan komponen jasa
pendukung manufaktur (servicification). Industri manufaktur Indonesia masih
sangat didominasi oleh kegiatan simple manufacturing sehingga nilai tambah
manufaktur yang berasal dari sektor jasa potensial seperti desain, inovasi &
teknologi berbasis R&D, dan jasa manufaktur berbasis ekonomi digital relatif
rendah. Kondisi ini ini perlu segera diubah dengan meningkatkan investasi dan
fasilitasi integrasi sektor jasa dengan industri manufaktur yang relevan. Beberapa
sektor jasa strategis yang perlu dikembangkan dan direlaksasi akses investasinya
untuk peningkatan daya saing ekspor adalah jasa manufaktur, sektor energi
terbarukan/clean energy, sektor pertanian, perkebunan, perikanan serta sektor
infrastruktur & logistik.

Peningkatan daya saing ekspor berbasis sumber daya manusia dan kualitas
sektor jasa ini membutuhkan relaksasi akses pasar jasa, insentif investasi
dan peningkatan fasilitasi investasi di sektor jasa nasional. Hingga saat ini,
sektor jasa penyerap tenaga kerja terbesar ke-2 di Indonesia dengan kontribusi
terhadap PDB yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Namun, sektor jasa
yang lebih berkembang hanya sektor jasa dengan produktifitas rendah karena
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tingginya restriksi terhadap investasi jasa di Indonesia. Services Trade Restrictive
Index (OECD) di 2022 menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat
restriksi perdagangan jasa dan investasi tertinggi diantara 38 negara yang
diperhitungkan di OECD. Agar dapat menarik investasi dan mengembangkan
sektor jasa-jasa yang modern seperti jasa bisnis dan TIK, reformasi sektor jasa
nasional perlu segera dilakukan agar kualitas, produktifitas dan nilai tambah
sektor jasa nasional terhadap PDB dan terhadap industri manufaktur dapat
meningkat secara signifikan. Dalam pengembangan sektor jasa-jasa dimana
Indonesia belum mempunyai kemampuan, investasi dan pergerakan tenaga
profesional asing di sektor jasa diperlukan untuk adanya pengalihan pengetahuan
dan teknologi, terutama untuk jasa-jasa manufaktur, sektor energi terbarukan,
pertanian-perkebunan-perikanan, infrastruktur & logistik.

Peningkatan efisiensi klaim insentif dan fasilitasi investasi juga periu
dikembangkan untuk investasi pengembangan sumber daya manusia dan
bagi investasi yang sudah lama berada di Indonesia. Insentif investasi untuk
pengembangan SDM sulit diperoleh di lapangan karena prosedur yang rumit dan
melibatkan inspeksi pajak yang tidak berhubungan dengan klaim insentif. Selain
itu, survei APINDO terkait insentif investasi menunjukkan bahwa 51,6% perusahaan
PMA yang sudah ada di Indonesia melihat bahwa Indonesia belum memberikan
daya tarik insentif investasi yang cukup menarik bagi investor yang sudah lama
berinvestasi di Indonesia untuk mempertahankan atau memperluas usahanya di
Indonesia bila dibandingkan dengan insentif investasi yang diberikan bagi investor
baru. Mayoritas responden menyampaikan bahwa Indonesia perlu memberikan
insentif ekspansi usaha yang lebih besar kepada investor lama di Indonesia agar
terus berinvestasi di Indonesia, fasilitas prioritas/fast-track layanan perijinan
investasi ketika melakukan ekspansi usaha di masa mendatang, perlindungan
terhadap perubahan kebijakan investasi yang tidak menguntungkan kepemilikan
asing di masa mendatang (grandfathering) dan peningkatan kemudahan untuk
mempekerjakan/mobilitas pekerja professional asing.(apakah sebaiknya ini ada
di bagian perpajakan).

Kebijakan perdagangan dan daya saing ekspor Indonesia juga perlu
diselaraskan dengan perkembangan ekonomi hijau dan berkelanjutan di
tingkat global. Daya saing perdagangan Indonesia di masa mendatang juga
perlu mengikuti arah tren ekonomi global yang mengarah pada ekonomi hijau dan
berkelanjutan. Berdasarkan data UNCTAD, jumlah voluntary sustainable certification
(VSS) yang diberlakukan pada aktifitas GVC dan perdagangan internasional
mengalami peningkatan pesat sejak 1990 karena meningkatnya kesadaran pasar
terhadap aspek ESG, kebutuhan penciptaan daya saing korporasi melalui branding
ESG, dan peningkatan dukungan pemerintah (khususnya di negara maju) terhadap
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ekonomi hijau dan berkelanjutan. Per 2022, UNCTAD mencatat terdapat lebih
dari 450 ecolabel dan lebih dari 300 standar perdagangan yang terkait dengan
sertifikasi SDGs". Secara global pada 2019, UNESCAP memperkirakan bahwa
41,5% dari total NTMs yang diberlakukan secara global terkait dengan SDGs.
Di kawasan Asia Pasifik, total NTMs yang terkait dengan SDGs lebih tinggi,
mencapai 42,5% dari total NTMS di kawasan®™, sehingga diperkirakan akan
semakin mempengaruhi akses pasar dan daya saing produk ekspor berbagai
negara, khususnya yang terlambat mengadopsi regulasi yang mendukung daya
saing ekspor berbasis SDGs. Hal ini pun didukung oleh temuan survei APINDO
yang menyatakan perlunya dukungan pemerintah dalam hal adopsi teknologi
rendah karbon/green technology, insentif untuk menciptakan inovasi produk
ekspor rendah karbon, dan percepatan transisi energi bersih/clean energy untuk
mendukung pelaku usaha mengatasi tantangan daya saing perdagangan yang
berhubungan dengan tuntutan ekonomi hijau & berkelanjutan di pasar global.

Dependensi Indonesia terhadap ekspor komoditas harus segera didiversifikasi
melalui peningkatan pemberdayaan ekspor untuk UMKM secara komprehensif
dan berkelanjutan. Hingga 2021, kontribusi UMKM terhadap ekspor hanya
mencapai 14,4% dari total ekspor nasional meskipun UMKM merupakan eksportir
terbanyak di Indonesia dan mayoritas merupakan eksportir produk bernilai
tambah. Angka ini masih jauh lebih rendah dibandingkan negara ASEAN lainnya
yang berdasarkan data Sekretariat ASEAN mencapai 23,7% (Myanmar), 28,7%
(Thailand) dan 38,3% (Singapura). Pemberdayaan dan fasilitasi UMKM untuk
ekspor yang lebih besar tidak hanya meningkatkan diversifikasi perdagangan dari
ekspor komoditas, tetapi juga berkontribusi menciptakan inklusifitas ekonomi
dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum melalui
pemerataan hasil ekspor. Pemerintah diharapkan dapat menciptakan program
pengembangan ekspor nasional yang konsolidasi dengan melibatkan seluruh
K/L terkait dengan skala program pendampingan yang lebih luas dan konsisten.

Perlunya konsolidasi nasional untuk menciptakan strategi transisi atas
potensi penurunan daya saing output dan/atau sektor ekonomi di Indonesia
karena perubahan tren ekonomi global dan implementasi FTA. Dinamika
ekonomi global dan keterbukaan ekonomi melalui PTA/FTA/CEPA tidak selalu
memberikan peningkatan daya saing di setiap komoditas dagang maupun sektor
ekonomi di Indonesia. Kenyataannya, beberapa komoditas dagang dan sektor
usaha memiliki potensi penurunan daya saing perdagangan dan investasi karena
perubahan ekonomi global menuju net zero emission. Demikian pula, beberapa

viii  UNCTAD, Voluntary Sustainability Standards in International Trade, 2023
ix  UNESCAP, Asia-Pacific Trade & Investment Report 2019
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komoditas ekspor perlu di-reinvent atau dialihkan ketika dihadapkan dengan
barang/jasa dengan tingkat daya saing yang lebih tinggi di pasar dalam maupun
luar negeri. Karena itu, pemerintah Indonesia perlu merasionalisasi kondisi ini dan
bekerjasama dengan para pemangku kepentingan untuk menciptakan konsolidasi
nasional terkait perlakuan atas barang/jasa dan sektor-sektor yang berpotensi
mengalami penurunan daya saing ini. Konsolidasi ini diharapkan dapat menciptakan
strategi transisi yang win-win agar barang/jasa dan sektor yang memiliki potensi
penurunan daya saing dapat bertahan, atau memberikan dampak negatif yang
paling minimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.
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ROADMAP
EKONOMI DIGITAL -
APINDO 2024-2029

Percepatan perkembangan ekonomi digital yang berpotensi sebagai penggerak dunia
usaha untuk penciptaan nilai bagi perekonomian, meningkatkan produktivitas dan
sarana untuk menambah lapangan kerja baru serta meningkatkan inklusivitas.
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EKONOMI DIGITAL

OBJEKTIF

Percepatan perkembangan ekonomi digital yang berpotensi sebagai penggerak
dunia usaha untuk penciptaan nilai bagi perekonomian, meningkatkan produktivitas
dan sarana untuk menambah lapangan kerja baru serta meningkatkan inklusivitas.

REKOMENDASI UTAMA

Fundamental Berkelanjutan

1.

Mengadopsi teknologi/alat dan platform digital sebagai bagian dari operasi
bisnis sehari-hari.

Meningkatkan sumber daya manusia Indonesia di bidang teknologi/digital.

Menumbuhkan ekosistem ekonomi digital yang kuat (termasuk platform,
regulasi, infrastruktur, dll.).

Jangka Pendek (1-5 tahun)

1.

78

Mendukung penerapan infrastruktur internet berkecepatan tinggi (misalnya
5G, Gigabit FTTx) di wilayah yang sangat produktif, seperti kota-kota Tier-1
dan Kawasan Ekonomi Khusus.

Menyediakan portal online terpadu yang memungkinkan tenaga kerja dari
semua kelompok umur dapat mengakses kursus pembelajaran online, dan
mendorong upaya penguasaan keterampilan terutama dalam kemampuan
digital.

Membentuk zona teknologi nasional bagi pelaku usaha, untuk mendorong
pengembangan usaha yang bergerak di penelitian bidang teknologi, desain,
dan manufaktur.

Meluncurkan program UMKM Go Digital untuk membantu pelaku usaha
mengadopsi solusi digital yang canggih dan menggunakan teknologi untuk
meningkatkan kemampuan dalam menangkap peluang pertumbuhan dari
perluasan ekonomi digital.

Menciptakan platform startup teknologi berskala nasional yang memungkinkan
startup lokal memiliki akses terhadap talenta yang potensial, pendanaan, dan
jaringan.
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6. Menunjuk champion R&D di antara perusahaan-perusahaan terkemuka
untuk menjadi mercusuar inovasi dan menginspirasi pelaku usaha lain untuk
mengembangkan R&D.

7. Memberikan insentif kepada pelaku usaha untuk mengadopsi teknologi
pintar/digital bagi perusahaan besar, UMKM, dan startup melalui berbagai
mekanisme, seperti insentif pajak, hibah, dan subsidi.

8. Membangun struktur peraturan ekonomi digital yang kuat dengan mendorong
kebijakan dan peraturan kunci, untuk mengaktifkan akselerasi digital lintas
pelaku bisnis, tenaga kerja, dan infrastruktur.

PANDANGAN DUNIA USAHA

Apa yang dimaksud dengan ekonomi digital? Memang diperlukan pengertian yang
komprehensif dan luas. OECD' mendefinisikan Ekonomi Digital sebagai semua
aktivitas ekonomi yang bergantung pada, atau ditingkatkan secara signifikan
dengan penggunaan input digital, termasuk teknologi digital, infrastruktur digital,
layanan digital, dan data. Hal ini mengacu pada seluruh produsen dan konsumen,
termasuk pemerintah, yang memanfaatkan input digital dalam aktivitas ekonomi.
Ekonomi Digital terdiri dari tiga area cakupan. Pertama adalah cakupan inti
yang meliputi seluruh industri TIK (Teknologi Indormasi dan Komunikasi) seperti
perangkat keras, perangkat lunak, peralatan telekomunikasi, dan layanan TIK.
Berikutnya adalah cakupan sempit yang mencakup digital sebagai platform
ekonomi, seperti media penyiaran, dan platform digital. Terakhir, Ekonomi Digital
dalam cakupan luas yang biasanya memberikan kontribusi ekonomi terbesar
di negara maju. Ini mencakup digitalisasi vertikal/industri sektoral seperti
e-commerce, Agrilech, HealthTech, EduTech, dll.

Untuk memastikan Ekonomi Digital Indonesia berkembang, para pelaku usaha
harus mulai mengadopsi teknologi/penggunaan digital sebagai bagian dari
operasional usaha. Berdasarkan survei APINDO, sudah cukup banyak pengusaha
yang mengadopsi teknologi digital untuk penjualan produknya dengan 65%
responden menyatakan mengunakan cara penjualan online dan langsung (offline),
sedangkan hanya sekitar 5% yang hanya menjual online dan 30% yang hanya
menjual offline.

Namun demikian, saat ini masih terdapat kekurangan yang menjadi hambatan

bagi pelaku usaha untuk mengadopsi penggunaan teknologi/digital. Contohnya,
UMKM diharapkan dapat memanfaatkan platform digital untuk memperluas

i Organization for Economic Co-operation and Development
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pasar dan mengadopsi teknologi/alat digital untuk menyederhanakan operasi
internal guna meningkatkan efisiensi. Untuk mengadopsi teknologi/alat digital
ini mengharuskan UMKM mengeluarkan biaya (misalnya, pembelian tempat
penjualan cerdas, alat pembayaran digital, software akuntansi, dll.), namun tidak
banyak insentif aktif bagi UMKM.

Dengan konteks tersebut, rekomendasi utama untuk 5 tahun ke depan perlu
berfokus pada penciptaan landasan yang diperlukan untuk mendukung dan
memberi insentif kepada pelaku usaha dalam mempercepat penggunaan
teknologi/digital. Sebagaimana diamati dari negara-negara digital terkemuka,
rekomendasi tertentu untuk mendukung pelaku bisnis dalam mendorong adopsi
teknologi/digital.

Pandangan dan rekomendasi yang disusun berbasis masukan dari hasil survei
APINDO yang dilakukan dengan perusahaan anggota APINDO maupun perusahaan
bukan anggota APINDOQ. Hasil survei tersebut mendukung beberapa hasil diskusi
yang telah dilakukan APINDO mengenai kendala yang dihadapi pelaku usaha
dalam mengadopsi teknologi/alat digital dan jalan penyelesaiannya. Kerangka
rekomendasi merujuk pada kerangka Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia
yang komprehensif dan dirancang oleh Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian: visi; ketersedian prasarana fisik Infrastruktur; ketersedian
dan kemampuan sumber daya manusia; iklim usaha dan keamanan siber;
penelitian; pengembangan dan inovasi; pendanaan dan investasi; dan
kebijakan dan regulasi.

A. Visi

Dalam hal visi Ekonomi Digital, saat ini belum ada visi nasional yang menyeluruh
dan terpadu mengenai pengembangan ekonomi digital Indonesia, sehingga
terdapat sekitar 20 peta jalan strategi digital yang sedang dikembangkan
oleh berbagai kementerian dan lembaga pemerintah. Tiga tantangan utama
yang muncul karena kurangnya visi nasional yang menyeluruh:

1. Inisiatif yang tumpang tindih seperti inisiatif perluasan internet (misalnya
BTS 4G, satelit), penggunaan teknologi canggih (misalnya regulasi sandbox,
Al), implementasi Satu Data dan pengembangan Smart City, E-Health, Sistem
Pembayaran Nasional, Nasional Sistem, dll.

2. Tata kelola yang tidak jelas mengakibatkan kesulitan dalam integrasi dan
pengembangan data.
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3. Inisiatif yang berada di luar kewenangan pemilik peta jalan mengakibatkan
implementasi inisiatif yang tidak efektif, misalnya ketergantungan kementerian
pada Bappenas untuk mengintegrasikan platform nasional ke dalam Satu Data
Indonesia, ketergantungan kementerian pada Kominfo untuk mengembangkan
peraturan TIK yang relevan, dll.

Sebagian besar (96%) pelaku usaha dari survei APINDO menilai penting
bagi Indonesia untuk memiliki strategi ekonomi digital jangka panjang dan
92% merasa penting bagi Indonesia untuk memiliki lembaga tunggal dalam
pengembangan ekonomi digital. Dengan keadaan demikian, dunia usaha percaya
bahwa penting untuk adanya wadah koordinasi tingkat tinggi ataupun lembaga
khusus yang bertanggung jawab langsung ke Presiden, mengingat bahwa isu
ekonomi digital lintas K/L, dan pentingnya untuk mengembangkan strategi
ekonomi digital yang terpadu. Di beberapa negara ada lembaga terkait strategi
digital yang langsung dibawah Pemimpin Negara atau membentuk Kementerian
Ekonomi Digital (e.g. beberapa negara seperti UK, Perancis, Jepang, Thailand,
Malaysia, Mexico dan Brazil).

B. Infrastruktur TIK

Infrastruktur TIK merupakan bagian integral dari pengembangan Ekonomi
Digital. Berdasarkan survei APINDO, 48% responden puas dengan ketersediaan
layanan telekomunikasi di wilayahnya, 49% puas dengan keterjangkauannya, dan
45% puas dengan kualitas layanan telekomunikasi. Demikian pula, sekitar 43%
responden merasa puas dengan ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas
perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan Tl di wilayahnya. Rata-rata, dunia
usaha mengeluarkan Rp 5,4 juta per bulan untuk layanan telekomunikasi (seperti
internet, data seluler, dll.) dan Rp 2 miliar per tahun untuk perangkat keras,
perangkat lunak, dan layanan TI.

Dunia usaha mengamati tiga tantangan utama dalam telekomunikasi,
perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan TI: (i) Stabilitas, ketersediaan,
dan kualitas sinyal dan jaringan yang buruk (termasuk kecepatan internet yang
lambat), (ii) Terbatasnya pengetahuan, kemampuan, dan pemahaman pada
perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan Tl, dan (iii) Paket telekomunikasi,
perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan Tl yang mahal.

Menimbang konteks ini, APINDO mengusulkan agar Indonesia memperluas

jaringan telekomunikasi melalui pembangunan infrastruktur di seluruh tanah
air (terutama di daerah terpencil), untuk meningkatkan talenta TIK/digital
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secara signifikan melalui pelatihan, workshop, dll., dan untuk meningkatkan
keterjangkauan perangkat keras, perangkat lunak, dan dan layanan Tl, terutama
untuk UMKM, generasi muda dan daerah yang belum terjangkau.

C. Sumber Daya Manusia

Seiring dengan percepatan Indonesia dalam pengembangan ekonomi digital,
peningkatan permintaan terhadap talenta digital/TIK juga akan meningkat
pesat. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika, jumlah tenaga profesional
TIK yang dibutuhkan untuk mencapai visi jangka panjang Indonesia untuk
ekonomi digital, perlu meningkat 4-5 kali lipat dari jumlah saat ini, atau mencapai
sekitar 9 juta tenaga profesional TIK atau sekitar 7% dari total tenaga kerja.

Sejalan dengan tren ini, pemberi kerja juga akan menuntut dan memprioritaskan
serangkaian keterampilan yang sesuai. Berdasarkan survei APINDO,
keterampilan interpersonal (misalnya kepemimpinan, pengaruh sosial), pemikiran
analitis, dan literasi teknologi secara umum (misalnya Microsoft Word, Microsoft
Excel, Microsoft Power Point, Email) merupakan 3 keterampilan teratas yang
dibutuhkan oleh pemberi kerja. 60,75% pelaku usaha menganggap literasi
digital menjadi keterampilan yang paling diperlukan saat ini dan kemudian big
data analytics (40%), pemograman komputer (35%) dan kecerdasan buatan
(35%). Namun demikian perusahaan di Indonesia hanya mengalokasikan <3%
untuk pengembangan keterampilan karyawan dan <1% untuk pengembangan
keterampilan khusus digital.

Rekomendasi utama adalah bagaimana meningkatkan investasi kolektif dari sektor
publik dan swasta untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja Indonesia,
khususnya untuk literasi teknologi dan agility untuk beradaptasi dan belajar. Hal
tersebut terkait prioritas pengembangan SDM dan sektor pendidikan, dan insentif
untuk swasta melakukan investasi untuk SDM.

D. Iklim Usaha Startup & Keamanan Siber

Iklim usaha di Indonesia masih dalam tahap awal pengembangan dan memiliki
peluang besar untuk perbaikan kebijakan dan peraturan, faktor politik dan
makroekonomi, serta kesiapan teknologi negara secara keseluruhan. Iklim
bisnis Indonesia secara keseluruhan berada di bawah mayoritas negara-negara
acuan, yaitu peringkat #60 untuk Peringkat Lingkungan Bisnis tahun 2022" dan
peringkat #63 untuk Indeks Tata Kelola Dunia tahun 2021",

i Business Environment Rankings, Economist Intelligence Unit (EIU), 2022
i World Governance Index, Worldwide Governance Indicator (WGI), 2021
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Sejalan dengan konteks ini, terdapat temuan bahwa penerapan alat digital di
seluruh bisnis masih terbatas. Hal ini dibuktikan dengan hanya 329% UMKM
yang sudah bergabung secara digital, padahal perusahaan yang terdaftar di
Indonesia 99% adalah UMKM. Hal ini menghambat produktivitas bisnis secara
keseluruhan karena UMKM berkontribusi terhadap 60% PDB saat ini. Survei
APINDO menegaskan terdapat 4 tantangan utama yang menghambat UMKM
dalam mengadopsi teknologi/alat digital:

1. Terbatasnya literasi, pengetahuan, dan kemampuan terkait teknologi/alat
digital secara umum

2. Kurangnya pemahaman penerapan digital dan manfaatnya bagi bisnis

Terbatasnya anggaran untuk investasi pada perangkat keras, perangkat lunak,
dan operasional (misalnya internet)

4. Seringnya kendala jaringan dan sinyal menghambat UMKM untuk
memanfaatkan teknologi/alat digital

Terlebih lagi, ekosistem startup di Indonesia mengalami penurunan dalam
beberapa tahun terakhir. Seperti yang digambarkan oleh StartUp Genome,
peringkat historis Jakarta sebagai ekosistem startup telah menurun dari peringkat
ke-2 tahun 2020 menjadi peringkat ke-12 tahun 2022. Perusahaan-perusahaan di
seluruh Indonesia juga membenarkan kekhawatiran ini, 52% responden setuju
bahwa ekosistem startup di Indonesia berada pada tahap berkembang (banyak
startup yang muncul, namun operasionalnya masih dalam skala kecil).

Selain itu, Indonesia masih tertinggal dalam ekosistem keamanan siber.
Indonesia saat ini berada di peringkat ke-85 dalam Indeks Keamanan Siber
Nasional (2023). Hal ini semakin divalidasi oleh hasil survei, ~20% perusahaan
tidak puas dengan praktik, kebijakan, dan penegakan keamanan siber saat ini.

E. Penelitian & Pengembangan dan Inovasi

Penelitian dan Pengembangan dan Inovasi di Indonesia masih berada pada
tahap pengembangan awal dan memiliki peluang besar untuk tumbuh
dari input inovasi yang lintas dimensi (misalnya anggaran penelitian dan
pengembangan, investasi modal ventura) serta output inovasi (misalnya
produksi dan komplesitas ekspor, kekayaan intelektual). Aktivitas penelitian
dan pengembangan Indonesia secara keseluruhan berada di bawah mayoritas
negara-negara ekonomi digital terdepan, yaitu pada peringkat ke-75 untuk Indeks
Inovasi Global (Gll) tahun 2022. Beberapa kebijakan insentif penelitian dan
pengembangan telah diterapkan, seperti Super Tax Deduction untuk Penelitian
dan Pengembangan yang dapat mengurangi beban pajak sampai 3009% dari total
biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk pengembangan keterampilan, penelitian
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dan pengembangan. Hal ini sejalan dengan benchmark negara terkemuka, seperti
Tiongkok yang memberikan tunjangan pajak litbang (super deduction) hingga 75%
untuk biaya litbang yang dilakukan perusahaan besar dan UMKM. Pertanyaan
kunci bagi Indonesia adalah bagaimana meningkatkan kegiatan penelitian dan
pengembangan di semua lini bisnis untuk mendorong inovasi yang lebih luas.
Berdasarkan survei APINDO, 57% dunia usaha percaya bahwa penelitian dan
pengembangan sangat penting bagi perusahaan mereka, dengan alasan utama
untuk meningkatkan pendapatan, mengurangi biaya produksi, dan memungkinkan
bisnis mereka untuk terus tumbuh dan berdaya saing.

Dunia usaha di Indonesia normalnya membelanjakan <3% dari pendapatan
tahunannya untuk Penelitian dan Pengembangan, namun sebagian besar
dunia usaha tidak mengetahui adanya insentif pemerintah untuk Penelitian
dan Pengembangan. Mengingat rendahnya pemanfaatan tersebut, dunia usaha
mendesak pemerintah untuk mengadakan sosialisasi atas manfaat kebijakan super
tax deduction. Di sisi lain pemerintah juga diharapkan mempertimbangkan insentif
tambahan Penelitian dan Pengembangan berupa insentif keuangan (pinjaman/
pembiayaan). Dalam pandangan dunia usaha, terdapat beberapa tantangan lain
yang masih dihadapi sehubungan dengan Penelitian dan Pengembangan:

1. Tantangan finansial, seperti permodalan

2. Kurangnya sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan
kemampuan yang relevan

3. Ketentuan peraturan yang menghambat proses Penelitian dan Pengembangan
(misalnya peraturan perpajakan)

Mengingat konteks ini, dunia usaha mendesak pemerintah untuk memberikan
dukungan keuangan yang lebih besar dan menyederhanakan regulasi/birokrasi.

F. Pendanaan dan Investasi

Dalam hal Pendanaan dan Investasi, persentase belanja pemerintah Indonesia
terhadap PDB sekitar 16% pada tahun 2021, dibandingkan dengan 20-30% di
hegara-negara acuan seperti Korea Selatan, Malaysia, Tiongkok, dan Thailand.
Investasi asing langsung juga menurun dari sekitar 2,0% PDB pada tahun 2017
menjadi 1,8% pada tahun 2021, sementara negara-negara seperti Filipina dan
Malaysia memiliki FDI sebesar 3,0-5,09% PDB pada tahun 2021. Kemungkinan
penyebab rendahnya FDI di Indonesia adalah aturan yang restriktif. Indonesia
mendapat skor 0,46 pada Indeks FDI Regulatory Restrictive Index (0 — paling
tidak membatasi, 1 - paling membatasi/ketat) yang juga berdampak buruk pada
kemampuan dunia usaha di Indonesia untuk menarik pendanaan yang dibutuhkan
untuk tumbuh.
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Sebagian besar responden menilai ekosistem startup di Indonesia masih sangat
terbatas (189%) atau walaupun sudah didirikan, skala operasi masih dalam
tahap berkembang atau emerging (529%). Untuk dapat terus berkembang maka
diperlukan adanya pendanaan dan investasi.

Terbatasnya leverage pendanaan baik investasi lokal maupun asing menjadi
permasalahan utama yang dihadapi Indonesia dalam meningkatkan aktivitas
teknologi/digital. Per Mei 2023, Telkom menjadi satu-satunya perusahaan
teknologi/TIK yang masuk dalam sepuluh besar perusahaan berdasarkan
kapitalisasi pasar. Dibandingkan dengan Amerika Serikat, tujuh perusahaan
dalam sepuluh perusahaan publik terbesar adalah perusahaan teknologi/TIK
(seperti Apple, Microsoft, Tesla). Belajar dari Amerika Serikat, Indonesia harus
mengidentifikasi apa yang menjadi landasan utama untuk dapat mengembangkan
TIK/Teknologi sebagai salah satu prioritas utama. Sebagai contoh, Amerika telah
mengeluarkan peraturan ‘Jumpstart Our Business Startups Act’, peraturan yang
longgar bagi startup untuk menawarkan sahamnya.

Secara keseluruhan, 88% bisnis di Indonesia bergantung pada investor
internal (pemilik) sebagai sumber pendanaan utama, sementara hanya 17%
yang memanfaatkan Modal Ventura, Ekuitas Swasta, atau investor asing.
Walaupun modal ventura dan modal angel atau seed capital mulai berkembang
di Indonesia seiring dengan dinamika start up di Indonesia, dimana sudah ada
“success story” seperti 2 Decacorns (GoTo dan J&T Express) dan 9 Unicorn,
masih banyak aspek iklim usaha pendanaan dan investasi startup yang perlu
di perbaiki. Antara lain adalah bagaimana regulator perlu lebih memahami
sifat startup yang berbeda dengan investasi tradisional, misalnya peningkatan
valuasi yang pesat sekali dan kaitannya dengan perpajakan pendapatan maupun
capital gain, kepastian hukum, perlindungan bagi pemegang saham minoritas,
dan kemudahan untuk membentuk entitas perusahaan di Indonesia. Hal lain
yang diperlukan adalah agar startup di awal maupun dalam perjalanannya dapat
terkoneksi dengan jaringan pendanaan, dari angel investor maupun dari modal
ventura dan investor lain,di dalam maupun di luar negeri. Salah satu hal yang
juga kerap kali muncul sebagai hal penting untuk dapat scale up startup adalah
keberadaan mentor, yang seringkali datang dari founders dan investors dari
startup yang sudah berhasil.

G. Kebijakan dan Regulasi

Kebijakan dan peraturan di Indonesia masih terus berkembang, dengan peluang
besar untuk melakukan perbaikan baik pada rezim peraturan TIK (misalnya
regulator yang independen) maupun rezim peraturan digital lintas sektor (misalnya
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undang-undang ldentitas Kependudukan Digital tunggal). Aktivitas kebijakan
dan regulasi Indonesia secara keseluruhan masih berada di bawah peringkat
mayoritas hegara-negara acuan, yaitu peringkat ke-56 dalam G5 Benchmark ITU
dan peringkat ke-51 dalam sub-pilar regulasi Daya Saing Digital IMD. Tantangan
utama yang dihadapi Indonesia saat ini adalah tidak adanya otoritas pengatur TIK
yang otonom dalam pengambilan keputusan. Saat ini, Kominfo bertindak sebagai
satu-satunya otoritas regulasi TIK di Indonesia yang mengawasi sebagian besar
aktivitas operasional pelaku pasar. Indonesia harus belajar dari hegara-negara
seperti Inggris, yang secara jelas memisahkan badan regulasi yang membidangi
TIK dengan kementerian sektoral yang mengembangkan ekonomi digital.
Berdasarkan survei APINDO, 32% pelaku usaha di Indonesia merasa puas atau
sangat puas dengan tingkat kebijakan dan peraturan terkait TIK saat ini, 60%
bersikap netral, sedangkan 8% sisanya merasa tidak puas atau sangat tidak puas.

H. Input Digital bagi Industri

Tingkat perkembangan pengunaan TIK di berbagai sektor sangat bervariasi
walaupun sebagian besar ada dalam posisi emerging atau tahap awal dan baru
berkembang.

H. 1. Manufaktur

Berdasarkan survei APINDO, 77% pelaku usaha di Indonesia berpendapat
bahwa adopsi digital di bidang manufaktur masih dalam tahap awal/
emerging, sedangkan 23% sisanya berpendapat bahwa adopsi digital di
bidang manufaktur telah mencapai tahap lanjut/advanced. Ada kemungkinan
bahwa rendahnya tingkat adopsi berkaitan dengan sektor manufaktur yang lebih
berorientasi ke pasar dalam negeri dari pada ekspor karena sebagian besar
perusahaan (65%) hanya mempunyai <10% produksinya untuk diekspor. Dari
hasil survei baru 12% perusahaan yang mengklaim telah menggunakan teknologi
modern/digital sepenuhnya, 20% dimana teknologi modern/digital lebih dari
50% dan 50% dimana teknologi modern/digital kurang dari 50%. Dari survei
tersebut, sebagian besar perusahaan sudah menyadari potensi penggunaan
teknologi/digital, namun masih lebih memilih untuk menerapkan teknologi/
digital dasar untuk operasi, seperti simulasi produksi untuk memvisualisasikan
alur proses produksi, alat pemeliharaan prediktif, dan manajemen energi dengan
menggunakan sensor. Belum banyak yang mengunakan teknologi yang lebih
canggih seperti robotics (309%), dan augmented reality (10%).

Terdapat beberapa tantangan utama yang menghambat perusahaan
dan sektor manufaktur untuk memperluas adopsi digital dengan cepat.
Beberapa di antaranya adalah tingginya biaya investasi/modal dan terbatasnya
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sumber daya manusia dengan kemampuan yang diperlukan. Dalam konteks ini,
rekomendasi dunia usaha adalah agar pemerintah dapat memberikan dukungan
fasilitasi pendanaan/investas (e.g. subsidi atau keringanan pajak), memperkuat
infrastruktur digital di Indonesia, memberikan pelatihan dalam jangka pendek,
dan meningkatkan kualitas pendidikan dalam jangka panjang.

H. 2. Ritel

Berdasarkan survei APINDO, 76% pelaku usaha di Indonesia berpendapat
bahwa adopsi digital di bidang ritel masih dalam tahap awal/emerging,
sedangkan 24% sisanya berpendapat bahwa adopsi digital di bidang ritel telah
mencapai tahap lanjut/advanced. Hal ini tergambar dari terbatasnya kapasitas
perusahaan ritel untuk memperoleh pendapatan dari saluran digital, dimana
mayoritas perusahaan (66%) melakukan <10% transaksinya melalui saluran digital.
Selain itu, hanya 13% perusahaan yang mengklaim telah menggunakan teknologi
modern/digital sepenuhnya, dan 70% masih sepenuhnya tradisional (209%) atau
perpaduan tradisional dan modern kurang dari 50% (50%). Dari survei tersebut,
sebagian besar perusahaan sangat menyadari potensi penggunaan teknologi/
digital. Namun, perusahaan masih lebih memilih untuk menerapkan teknologi/
digital dasar untuk operasi, seperti integrasi toko online ke offline (60%), B2C
e-commerce (28%), dan sistem self check out (25%). Sedangkan baru 15% yang
mengunakan platform pembiayaan.

Berdasarkan survei tersebut, dunia usaha meyakini terdapat beberapa
tantangan utama yang menghambat perusahaan dan sektor ritel untuk
memperluas adopsi digital dengan cepat. Beberapa di antaranya adalah
terbatasnya kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan, serta terbatasnya
dana yang tersedia untuk investasi. Mengingat konteks ini, rekomendasi dunia
usaha adalah agar pemerintah memberikan pelatihan digital berkelanjutan yang
terjangkau bagi pelaku usaha ritel (khususnya UMKM), memperluas infrastruktur
jaringan hingga daerah terpencil di Indonesia, dan melakukan sosialisasi kepada
pemilik usaha dan pelanggan terkait penerapan dan manfaatnya.

H. 3. Energi dan Sumber Daya Mineral

Berdasarkan survei APINDO, 80% pelaku usaha berpendapat bahwa adopsi
digital di bidang energi dan sumber daya mineral masih dalam tahap awal/
emerging, sedangkan 20% sisanya berpendapat bahwa adopsi digital di
bidang energi dan sumber daya mineral telah mencapai tahap lanjut/advanced.
Hanya 11% perusahaan yang mengklaim telah menggunakan teknologi yang
sepenuhnya modern/digital. Dari survei tersebut, sebagian besar perusahaan
sangat menyadari potensi penggunaan teknologi/digital, namun masih lebih
memilih untuk menerapkan teknologi/digital dasar dalam operasi, seperti
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eksplorasi menggunakan drone, satelit, dll., rekayasa tambang menggunakan
CAD, dan sistem pelacakan penambangan bawah tanah. Masih dibawah 20%
yang mengunakan teknologi lebih canggih seperti robotic.

Berdasarkan survei tersebut, dunia usaha meyakini terdapat beberapa
tantangan utama yang menghambat perusahaan serta sektor energi dan
sumber daya mineral untuk memperluas adopsi digital secara cepat. Beberapa
di antaranya adalah terbatasnya infrastruktur pendukung dasar dan digital di
daerah terpencil di mana usaha-usaha di sektor ini biasanya berada (contoh
infrastruktur: jalan, listrik, internet), dan kurangnya pengetahuan dan kemampuan
digital dan teknis. Mengingat konteks ini, rekomendasi dunia usaha adalah agar
pemerintah menyediakan infrastruktur dasar dan digital (jalan, listrik, internet),
meningkatkan kualitas pendidikan di daerah terpencil, dan memberikan pelatihan
tambahan yang relevan.

H. 4. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Berdasarkan survei APINDO, 78% pelaku usaha di Indonesia berpendapat
bahwa adopsi digital di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif masih dalam
tahap awal/berkembang, sedangkan 22% sisanya berpendapat bahwa adopsi
digital di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif telah mencapai tahap lanjut/
advanced. Hal ini tergambar dari terbatasnya kapasitas perusahaan pariwisata
dan ekonomi kreatif untuk memperoleh penjualan melalui saluran digital, dimana
sebagian besar perusahaan (62%) hanya memperoleh <109% pendapatannya
melalui saluran digital. Selain itu, hanya 9% perusahaan yang mengklaim telah
menggunakan teknologi yang sepenuhnya modern/digital. Dari survei tersebut
juga, sebagian besar perusahaan sangat menyadari potensi penggunaan
teknologi/digital, namun masih lebih memilih untuk menerapkan teknologi/
digital dasar dalam operasi, seperti media sosial untuk menarik wisatawan dan
pembuatan konten digital (misalnya, foto, video).

Berdasarkan survei tersebut, dunia usaha percaya bahwa ada beberapa
tantangan utama yang menghambat perusahaan dan sektor pariwisata dan
ekonomi kreatif untuk memperluas adopsi digital dengan cepat. Beberapa
di antaranya adalah terbatasnya kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan
terhadap teknologi (baik dunia usaha maupun pelanggan) dan kurangnya
infrastruktur (misalnya, sinyal tidak stabil, internet lambat, atau tidak ada
internet di beberapa wilayah). Dalam konteks ini, rekomendasi dunia usaha agar
pemerintah untuk memberikan pelatihan dan meningkatkan kualitas pendidikan,
mensosialisasikan dan mempromosikan pentingnya dan manfaat teknologi/digital,
serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur digital, khususnya
koneksi internet.
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H. 5. Pertanian

Berdasarkan survei APINDO, 57% pelaku usaha berpendapat bahwa adopsi
digital di bidang pertanian masih dalam tahap awal/berkembang, sedangkan
43% sisanya berpendapat bahwa adopsi digital di bidang pertanian telah
mencapai tahap lanjut/maju. Hal ini tergambar dari terbatasnya kapasitas
perusahaan pertanian untuk memperoleh penjualan melalui saluran digital, dimana
sebagian besar perusahaan (76%) hanya memperoleh <10% pendapatannya
melalui saluran digital. Selain itu, hanya 8% perusahaan yang mengklaim telah
menggunakan teknologi yang sepenuhnya modern/digital. Sesuai surveitersebut,
sebagian besar perusahaan menyadari potensi penggunaan teknologi/digital,
namun masih lebih memilih untuk menerapkan teknologi/ digital dasar dalam
operasi, seperti platform e-commerce untuk produk, peralatan, dan perlengkapan
agrikultur, dan penggunaan loT untuk peralatan pertanian. Masih sedikit yang
mengunakan teknologi lebih canggih seperti platform pinjaman dan asuransi,
dan drone untuk pertanian presisi.

Berdasarkan survei tersebut, dunia usaha menghadapi beberapa tantangan
utama yang menghambat perusahaan dan sektor pertanian untuk memperluas
adopsi digital dengan cepat. Beberapa di antaranya adalah kurangnya
pengetahuan tentang bagaimana digital dapat digunakan/diterapkan pada sektor
ini, terbatasnya infrastruktur digital (misalnya koneksi internet), dan tingginya
biaya investasi pada teknologi/alat digital. Mengingat konteks ini, rekomendasi
dunia usaha adalah agar pemerintah memberikan dukungan finansial (misalnya
permodalan), memberikan pelatihan digital kepada petani, dan menarik generasi
muda (yang lebih paham teknologi) untuk terlibat dalam sektor ini.

H. 6. Peternakan dan Perikanan

Berdasarkan survei APINDO, 83% pelaku usaha berpendapat bahwa adopsi
digital di bidang peternakan dan perikanan masih dalam tahap awal/
emerging, sedangkan 17% sisanya berpendapat bahwa adopsi digital di bidang
peternakan dan perikanan telah mencapai tahap lanjut/advanced. Hal ini
tergambar dari terbatasnya kapasitas perusahaan peternakan dan perikanan untuk
memperoleh penjualan melalui saluran digital, dimana sebagian besar perusahaan
(75%) hanya memperoleh <10% pendapatannya melalui saluran digital. Selain
itu, hanya 3% perusahaan yang mengklaim telah menggunakan teknologi yang
sepenuhnya modern/digital dan masih 509% yang sepenuhnya tradisional (tidak
mengunakan teknologi digital). Kemudian, sebagian besar perusahaan menyadari
potensi penggunaan teknologi/digital, namun lebih memilih untuk menerapkan
teknologi/digital dasar untuk operasional, seperti asuransi dan pemberian pakan
otomatis menggunakan teknologi Al. Masih sedikit yang menggunakan platform
pinjaman digital maupun penggunaan peralatan IOT yang saling terkait.
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Berdasarkan survei tersebut, dunia usaha meyakini terdapat beberapa
tantangan utama yang menghambat perusahaan dan sektor peternakan
dan perikanan untuk memperluas adopsi digital dengan cepat. Beberapa di
antaranya adalah kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang bagaimana
teknologi/digital dapat diterapkan dan manfaatnya, terbatasnya sumber daya
keuangan untuk berinvestasi pada teknologi, dan kurangnya infrastruktur digital
di daerah terpencil. Mengingat konteks ini, rekomendasi dunia usaha adalah agar
pemerintah dapat memberikan pelatihan dan sosialisasi mengenai penerapan dan
manfaat teknologi/digital secara umum, memberikan dukungan keuangan (misalnya
subsidi, alokasi modal), dan membangun infrastruktur digital di daerah terpencil.

H. 7. Infrastruktur dan Konstruksi

Berdasarkan survei APINDO, 75% pelaku usaha berpendapat bahwa adopsi
digital di bidang infrastruktur dan konstruksi masih dalam tahap awal/
emerging, sedangkan 25% sisanya berpendapat bahwa adopsi digital di bidang
infrastruktur dan konstruksi telah mencapai tahap lanjut/advanced. Hanya
16% perusahaan yang mengklaim telah menggunakan teknologi yang sepenuhnya
modern/digital dan 22% perusahaan yang perpaduan teknologi modern/digital
lebih dari 50%. Berdasarkan survei tersebut, sebagian besar perusahaan juga
menyadari potensi penggunaan teknologi/digital, namun lebih memilih untuk
menggunakan teknologi/digital dasar untuk operasional, seperti pencetakan
konstruksi dan model 3D, dan drone untuk pemetaan dan inspeksi lokasi.

Berdasarkan survei tersebut, pelaku usaha meyakini terdapat beberapa
tantangan utama yang menghambat perusahaan dan sektor infrastruktur
dan konstruksi untuk memperluas adopsi digital dengan cepat. Beberapa di
antaranya adalah terbatasnya sumber daya manusia dengan kapasitas digital,
tingginya biaya untuk mengadopsi teknologi ke dalam proses bisnis, dan
terbatasnya infrastruktur digital (terutama di daerah terpencil). Mengingat konteks
ini, rekomendasi dunia usaha adalah agar pemerintah memberikan pelatihan
digital, memberikan dukungan keuangan kepada dunia usaha, dan membangun
infrastruktur digital penting di daerah terpencil.

H. 8. Perbankan dan Jasa Keuangan

Berdasarkan survei APINDO, 55% pelaku usaha berpendapat bahwa adopsi
digital di bidang perbankan dan jasa keuangan masih dalam tahap awal/
emerging, sedangkan 45% sisanya berpendapat bahwa adopsi digital di
bidang perbankan dan jasa keuangan telah mencapai tahap lanjut/advanced.
Hal ini tergambar dari terbatasnya kapasitas perusahaan perbankan dan jasa
keuangan untuk memperoleh penjualan melalui saluran digital, dimana sebagian
besar perusahaan (52%) hanya memperoleh <10% pendapatannya melalui saluran
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digital. Selain itu, hanya 27% perusahaan yang mengklaim telah menggunakan
teknologi yang sepenuhnya modern/digital dan 15% dimana perpaduan modern/
digital lebih dari 50%. Dari hasil survei tersebut, sebagian besar perusahaan
menyadari potensi penggunaan teknologi/digital, namun lebih memilih untuk
menerapkan teknologi/digital dasar untuk operasi perusahaan, seperti aplikasi
perbankan seluler/digital banjin, teknologi perbankan terbuka (sistem antar bank
yang terintegrasi), analisis data untuk personalisasi layanan, dan Al-chatbot untuk
layanan pelanggan.

Berdasarkan survei tersebut, dunia usaha meyakini terdapat beberapa
tantangan utama yang menghambat perusahaan dan sektor perbankan dan
jasa keuangan untuk memperluas adopsi digital dengan cepat. Beberapa di
antaranya adalah terbatasnya kemampuan di bidang digital (baik dari sisi bisnis dan
pelanggan), kurangnya infrastruktur digital di daerah terpencil, serta regulasi dan
birokrasi. Dalam konteks ini, rekomendasi dunia usaha adalah untuk memberikan
pelatihan digital, meningkatkan infrastruktur digital di daerah terpencil, dan
menerapkan peraturan dan birokrasi yang lebih ramping.

H. 9. Perhubungan dan Logistik

Berdasarkan survei APINDO, 54% pelaku usaha berpendapat bahwa adopsi
digital di bidang perhubungan dan logistik berada pada awal/emerging,
sedangkan 46% sisanya berpendapat bahwa adopsi digital di bidang
transportasi dan logistik telah mencapai tahap lanjut/advanced. Hal ini
tergambar dari terbatasnya kapasitas perusahaan perhubungan dan logistik untuk
memperoleh penjualan melalui saluran digital, dimana sebagian besar perusahaan
(46%) hanya memperoleh 1-10% pendapatannya melalui saluran digital. Selain
itu, hanya 3% perusahaan yang mengklaim telah menggunakan teknologi yang
sepenuhnya modern/digital, 15% yang mengunakan perpaduan modern/digital
lebih dari 50% sedangkan hampir 70% mengunakan perpaduan modern/digital
kurang dari 50%. Dari survei tersebut juga, sebagian besar perusahaan menyadari
potensi penggunaan teknologi/digital, namun lebih memilih untuk menerapkan
teknologi/digital dasar untuk operasional, sepertilayanan logistik online, perangkat
untuk mengakses data di fasilitas, dan pengiriman sesuai permintaan.

Berdasarkan survei tersebut, dunia usaha meyakini terdapat beberapa
tantangan utama yang menghambat perusahaan dan sektor perhubungan
dan logistik untuk memperluas adopsi digital dengan cepat. Beberapa di
antaranya adalah terbatasnya kemampuan mengoperasikan perangkat digital,
terbatasnya sumber daya keuangan, dan terbatasnya infrastruktur digital di
daerah terpencil. Mengingat konteks ini, rekomendasi dunia usaha adalah agar
pemerintah memberikan pelatihan berkelanjutan dalam pengoperasian alat digital,
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memberikan dukungan keuangan kepada dunia usaha (misalnya, memberikan
biaya aplikasi yang lebih rendah), dan membangun infrastruktur digital di daerah
terpencil.

H. 10. Properti

Berdasarkan survei APINDO, 67% pelaku usaha berpendapat bahwa adopsi
digital di bidang properti masih dalam tahap awal/emerging, sedangkan 33%
sisanya berpendapat bahwa adopsi digital di bidang properti telah mencapai
tahap lanjut/advanced. Hal ini tergambar dari terbatasnya kapasitas perusahaan
properti untuk memperoleh penjualan melalui saluran digital, dimana sebagian
besar perusahaan (349%) hanya memperoleh <1% pendapatannya melalui saluran
digital. Selain itu, hanya 14% perusahaan yang mengklaim bahwa penggunaan
teknologi/digital sudah sepenuhnya modern/digital. Berdasarkan survei tersebut,
sebagian besar perusahaan juga menyadari potensi penggunaan teknologi/digital,
namun lebih memilih untuk menerapkan teknologi/digital dasar untuk operasi,
seperti lokapasar (marketplace) real estate online, aplikasi untuk manajemen
properti, dan fotografi udara.

Berdasarkan survei tersebut, dunia usaha meyakini terdapat beberapa
tantangan utama yang menghambat perusahaan dan sektor properti untuk
memperluas adopsi digital secara cepat. Beberapa di antaranya adalah
kurangnya kemampuan digital sumber daya manusia, kurangnya literasi digital, dan
terbatasnya anggaran untuk aplikasi digital. Mengingat konteks ini, rekomendasi
adunia usaha dalah agar pemerintah memberikan pelatihan dan pendidikan
digital sejak tahap awal (misalnya sekolah menengah atas) dan juga memberikan
dukungan/insentif keuangan yang sesuai dan memadai.
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USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
(UMKM)

OBJEKTIF

Penguatan UMKM yang inklusif dan berkelanjutan dalam mendukung percepatan
pertumbuhan ekonomi nasional, investasi, dan penyerapan tenaga kerja.

REKOMENDASI UTAMA

Fundamental Berkelanjutan

1.

Dukungan pengembangan kewirausahaan yang komprehensif, inklusif, dan
memaksimalkan potensi percepatan pertumbuhan usaha melalui ekosistem
digital.

Peningkatan kemudahan akses pendanaan bagi UMKM, baik dalam bentuk
instrumen investasi, kredit maupun asuransi terkait pengembangan usaha;
termasuk kebijakan dan proses pendukungnya.

Fasilitasi perluasan jaringan kemitraan dan kerjasama antar pemangku
kebijakan dan stakeholder pemungkin untuk perluasan cakupan pasar,
kapasitas dan rantai pasok.

Jangka Pendek (1-5 tahun)

1.

Peningkatan kapasitas kewirausahaan bagi UMKM melalui rangkaian
pendampingan teknis sesuai tingkat/fase pertumbuhan UKMnya.

Penguatan basis data UMKM sebagai dasar interoperabilitas kebijakan dan
insentif lintas kelembagaan pemangku kepentingan.

Fasilitasi dan penguatan kerjasama dengan berbagai stakeholder pemungkin
baik di luar negeri dan dalam negeri (nasional dan daerah).

Peningkatan kemudahan melakukan usaha bagi UMKM sebagai bentuk
dukungan terhadap iklim usaha dan hubungan investasi yang baik, melalui
rangkaian masukan kebijakan, kajian, dan advokasi dengan kementerian dan
lembaga (K/L) terkait.

Dorongan lebih banyak usaha berprinsip inklusif dan lestari (berkelanjutan)
dengan mengacu kepada prinsip-prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(SDGs) serta Nationally Determined Contribution (NDC) yang berstandar global.
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PANDANGAN DUNIA USAHA

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia adalah sangat penting dengan
kontribusi terhadap PDB sebesar 60.5%, penyerapan tenaga kerja sebesar 97%,
dan mencakup 99,6% perusahaan dari jumlah total perusahaan. Peran UMKM
masih rendah di dalam sumbangan ke ekspor non migas sebesar 15% dan
partisipasi rendah di Global Value Chain sebesar 4%!.

Potensi peran UMKM dalam pertumbuhan ekonomi nasional tidak terlepas
dari hambatan dan tantangan dalam proses perkembangan usahanya. UMKM
di berbagai daerah di Indonesia sangat rentan dan terbatas akses keuangan
dan modal (519%), akses pasar, pemasaran dan promosi (35%), akses ke bahan
baku, alat produksi dan teknologi (99%), dan lainnya (5%) (regulasi dan birokrasi
yang mendukung, serta keterbatasan keterampilan).’ Keterbatasan-keterbatasan
tersebut kemudian yang menyebabkan terhambatnya perkembangan bisnis UMKM
dari sisi skala usaha, efisiensi dan SDM yang rendah dari sisi operasional, dan
produk yang kurang baik dari sisi kualitasnya. UMKM yang berpotensi berkontribusi
kepada PDB dan menyerap tenaga kerja tidak dapat terwujud jika pelaku UMKM
tidak dapat mengatasi hambatan multidimensional tersebut. Rekomendasi untuk
pengembangan UMKM berdasarkan survei APINDO, FGD dan berbagai masukan
lain, adalah sebagai berikut.

A. UMKM kesulitan dalam mengakses pendanaan yang tepat guna

Kondisi ini cukup bertolak belakang dengan potensi positif UMKM yang mampu
berkontribusi besar pada perkembangan ekonomi nasional. Rigidnya prosedur
dan birokrasi, terbatasnya informasi ragam jenis permodalan dan pembiayaan,
ditambah dengan bunga yang relatif tinggi karena persepsi resiko dari penyedia jasa
keuangan, seringkali menyebabkan UMKM mundur dari akses pendanaan formal
baik karena tidak lolos proses uji kelayakan, tidak memiliki aset untuk dijaminkan
atau tidak memahami sekuritisasi alternatif, maupun ketidakmampuan UMKM
mempertimbangkan bunga yang timbul. APINDO dalam hasil survei menemukan
bahwa lebih dari 80 persen pelaku usaha pada skala kecil dan menengah hanya
menggunakan pendanaan pribadi dalam memulai dan mengembangkan usaha.
Artinya hanya terdapat satu jalur akses terhadap pendanaan, itupun dana milik
dirinya sendiri.

Beberapa pemicu UMKM kesulitan dalam mengakses pendanaan diantaranya
yang tercatat APINDO dari responden UMKM adalah (1) kesulitan dalam proses

i Kementerian PPN/Bappenas
i Kementerian Koperasi dan UKM, 2022
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pembentukan perizinan usaha, yang mana syarat perizinan ini selalu menjadi
klausul atau syarat bagi UMKM untuk mengakses pendanaan dalam jumlah
besar; (2) Faktor internal yang mengakibatkan keuangan usaha tidak lancar
termasuk pencatatan dan kemampuan memformulasi strategi keuangan usaha;
(3) Kepercayaan investor terhadap usahanya; (4) Keterbatasan informasi atas
pilihan sumber dan jenis pendanaan; (5) Kondisi usaha yang kurang kondusif atau
kondisi pasar belum stabil pasca COVID19; (6) Keengganan pelaku UMKM untuk
mengakses pendanaan karena proses yang lama dan regulasi yang cukup panjang.

Rekomendasi dari dunia udaha adalah agar pemerintah memperluas cakupan dan
memfasilitasi kesempatan pendanaan bagi UMKM melalui ragam permodalan,
termasuk inovasi instrumen keuangan perbankan, peran jasa keuangan non-bank,
termasuk penguatan asuransi perdagangan. Produk seperti Kredit Usaha Rakyat
perlu dikaji ulang batasan produk maupun mekanisme penyalurannya, begitu pula
dengan adanya peran jasa keuangan inovatif dan digital. Digital Financial Services
perlu dipertimbangkan perannya, baik secara positif maupun resikonya.

B. Infrastruktur Telekomunikasi

Dari bab sebelumnya terkait ekonomi digital, TIK belum cukup mendukung
pengembangan UMKM khususnya untuk mengakses pasar. Arah kebijakan
pemerintah Indonesia untuk mendukung pengembangan UMKM faktanya belum
sepenuhnya memadai. Berbagai program pengembangan kapasitas (upskilling)
UMKM, pengembangan skala UMKM, kemudahan akses pendanaan, dan
digitalisasi yang sudah ada saat ini akan cukup sulit jika belum didukung dengan
infrastruktur telekomunikasi yang baik. Pembangunan infrastruktur, Infrastruktur
yang memadai dapat membantu UMKM dalam meningkatkan efisiensi operasional
dan memperluas jangkauan pasar mereka. Terlebih lagi kondisi konektivitas
yang baik masih berpusat pada kota-kota besar di Indonesia. Masih terdapat
digital divide yang cukup besar, sementara potensi konektivitas digital bagi
peningkatan kapasitas dan konektivitas ke pasar dan permodalan saat ini sudah
bertransformasi ke arah digital.

Survei APINDO menemukan beberapa kendala dan tantangan terkait
telekomunikasi bagi pelaku usaha skala kecil dan menengah. Beberapa diantaranya
menyatakan kendala yang paling utama adalah minimnya layanan konektivitas
di daerah yang berdampak kepada kepuasan pelanggan. Beberapa kendala
tertangkap seperti jaringan atau sinyal kurang stabil bahkan daerahnya tidak
terjangkau sinyal telekomunikasi, sinyal error atau tidak memiliki bandwidth
memadai, cuaca buruk mempengaruhi kualitas sinyal, keamanan, serta harga
layanan internet khususnya yang masih tergolong mahal.
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Sehingga pemerintah perlu terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan aspek
telekomunikasi bagi pelaku UMKM, sehingga pelaku usaha yang berada di daerah
terpencil akan terhubung secara digital. Untuk itu dibutuhkan sinergi dan peran
dari berbagai pihak terkait untuk meningkatkan penguatan sektor UMKM sebagai
salah satu gerbong penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia khususnya di
sektor telekomunikasi sebagai kondisi pemungkin.

C. Dibutuhkan Penguatan UMKM Melalui Proses Mekanisasi dan Digitalisasi

Teknologi menjadi instrumen penunjang penting untuk mendorong penguatan
UMKM di Indonesia. Mekanisasi dan digitalisasi bagi UMKM perlu diterapkan
dalam beberapa aktivitas bisnis para UMKM, seperti mekanisasi proses produksi,
digitalisasi sistem manajemen, termasuk aspek pemasaran guna menjangkau
pasar yang tepat. Satu langkah penting yang umum dilakukan oleh pelaku UMKM
adalah dengan memasarkan produknya melalui platform digital yang umum
dikenal masyarakat, terutama yang model bisnisnya B2C. Hal ini sebagai salah
satu strategi dan upaya yang sudah dijalankan pelaku umum untuk menjangkau
pasar digital. Bahkan tidak sedikit yang justru menggunakan kedua strategi
baik offline maupun online dalam berjualan. Penelitian APINDO menunjukkan
bahwa tren pemasaran yang terjadi di kalangan UMKM hari ini adalah dengan
menyasar pasar offline dan online. 66,3% pelaku usaha di skala usaha kecil
menyatakan menggunakan strategi penjualan melalui online dan offline, 31,3%
responden hanya menggunakan strategi penjualan offline saja dan hanya 3,5%
dari responden yang hanya menggunakan strategi penjualan online saja. Untuk
pengusaha skala usaha menengah menunjukkan persentase yang relatif sama,
yakni 67,5% menyatakan sudah menggunakan strategi pemasaran offline dan
online, sementara 27,6% hanya menggunakan strategi pemasaran offline saja,
dan hanya 4,9% yang menyatakan hanya menggunakan strategi online saja.
Kondisi ini sejalan dengan kesadaran mereka terhadap pentingnya digitalisasi
bagi pengembangan usaha (UMKM) di Indonesia.

Ditinjau dari sisi pelaku usaha, mereka menunjukkan pentingnya memiliki
strategi ekonomi secara digital dalam pengembangan usahanya. Hasil survei
APINDO terhadap pelaku usaha pada skala kecil dan menengah menunjukkan
angka yang sangat signifikan akan kebutuhan digitalisasi ini. Sebanyak 95,1%
pelaku usaha pada skala kecil dan 96,7% skala usaha menengah menyatakan
penting adanya strategi ekonomi digital yang bersifat jangka panjang di Indonesia.

Pelaku usaha (UMKM) perlu diberikan literasi digital yang baik dan

berkelanjutan dalam pengembangan usahanya. Literasi digital bagi pelaku
tidak cukup hanya dapat menggunakan, tetapi pelaku UKM perlu juga memahami
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aspek digital seperti keamanan data, prinsip kerja algoritma dan perkembangan
perilaku digital pengguna. Berdasarkan survei APINDO, baik pelaku usaha di skala
kecil dan menengah menyatakan kebutuhan untuk literasi digital. Sebanyak 63,5%
persen pelaku usaha di skala kecil membutuhkan literasi teknologi digital yang
bersifat umum (email, Word, Excel, Power Point, dll), 34,2% persen membutuhkan
edukasi terkait pemrograman komputer, dan 36.1% pelaku usaha membutuhkan
keterampilan Big Data analytics. Kemudian sebanyak 58,6% pelaku usaha di skala
menengah membutuhkan topik literasi teknologi yang bersifat umum (email,
Word, Excel, Power Point, dll), 37,1% membutuhkan edukasi terkait pemrograman
komputer, dan 47.4% pelaku usaha ini membutuhkan keterampilan Big Data
analytics. Kebutuhan akan topik-topik tersebut perlu dikemas dalam berbagai
program pengembangan skala usaha bagi UMKM di Indonesia, karena punya
akun tidak berarti dapat memanfaatkan akun tersebut secara maksimal.

D. Berkolaborasi dengan Perguruan Tinggi sebagai upaya Peningkatan
Kapasitas UMKM.

Keterlibatan Perguruan Tinggi sebagai faktor pendukung pendampingan
berkelanjutan bagi UMKM di Indonesia. Inovasi dan kemampuan manajerial
menjadi kunciyang perlu dimiliki oleh para pelaku UMKM. Sehingga perlu dilakukan
berbagai upaya pendampingan untuk mendorong UMKM agar terus memiliki
inovasi bisnis dan kemampuan manajerial yang baik agar usahanya berkembang. Di
sisi lain, kebutuhan UMKM tersebut sudah banyak dikembangkan oleh perguruan
tinggi melalui penelitian, penyelenggaraan pendidikan dan lain-lain. Sehingga perlu
kolaborasi yang lebih jauh untuk saling mendukung dengan dilakukan berbagai
pendampingan bagi UMKM. UMKM dapat menjadi arena perolehan ide/inovasi,
pengembangan penelitian, baik secara praktikal maupun konseptual/teoritis.
UMKM dapat menjadi sarana pengabdian masyarakat perguruan tinggi bagi para
dosen dan mahasiswa.

Peran perguruan tinggi sebagai ruang inovasi yang relevan terhadap industri.
Relevansi penting dunia pendidikan yang perlu didorong untuk kepentingan
dunia usaha khususnya UMKM yakni melalui riset dan teknologi salah satunya
terletak pada pemberian solusi-solusi product development. Pelaku UMKM
seringkali dihadapkan dengan produk dan inovasi terbaru yang sesuai dengan
perkembangan pasar. Namun ruang riset dan menemukan inovasi cenderung sulit
diakses oleh pelaku usaha. Hal ini umum ditemukan di kalangan UMKM karena
memang tidak terhubung dengan akses perguruan tinggi, keterbatasan alokasi
dana untuk pengembangan produk, kemampuan dalam menganalisa kebutuhan
pasar dan perkembangan dunia usaha. Dengan demikian dinilai penting untuk
menghubungkan pelaku usaha khususnya UMKM dengan perguruan tinggi.
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Ruang inovasi produk menjadi terbentuk dengan kehadiran dan kolaborasi para
mahasiswa, dosen dan pelaku usaha itu sendiri. Bahkan pengembangan usaha
menjadi tidak hanya terbatas dalam hal pengembangan produk saja melainkan
dengan sistem bisnis lainnya seperti pencatatan keuangan, akses digitalisasi,
dan ketahanan bisnis.

Pentingnya kehadiran perguruan tinggi ditengah pelaku usaha karena kecilnya
dana yang dialokasikan untuk riset dan pengembangan produk bagi sebagian
besar pelaku usaha. Hasil survei APINDO menunjukan bahwa alokasi dana untuk
riset dan pengembangan produk adalah 42,19% responden menjawab kurang dari
1% dan sebanyak 28% menjawab 1-3% dana untuk skala usaha kecil. Untuk
pelaku usaha menengah 40% responden mengalokasikan dana kurang dari 1%,
dan 43% responden mengalokasikan dana sebesar 1-3%.

E. Pembangunan dan penguatan kerjasama dengan berbagai stakeholder
pemungkin.

Kolaborasi menjadi kunci sukses sekaligus faktor pendorong besar untuk
meningkatkan bisnis hari ini. Ditandai dengan berkembangnya jejaring multipihak
yang sangat pesat hari ini, kesempatan berkolaborasi dengan berbagai kalangan
menjadi semakin terbuka lebar. UMKM seringkali bekerja keras sendiri untuk
mengembangakn usaha dan tidak terhubung maupun terafiliasi dengan jejaring
pengembangan usaha manapun.

Pemerintah perlu mendorong dan menginisiasi kerjasama pentahelix dengan
berbagai tingkatan pemungkin, baik di tingkat nasional, daerah, dalam, dan
luar negeri. Pemerintah perlu menjadi motor penggerak koordinasi dan kerjasama
secara luas dengan berbagai pihak guna mendukung pengembangan UMKM, misal
dengan berbagai program pemberdayaan UMKM. Koordinasi dan sinkronisasi
antar instansi, sektor privat, pelaku usaha, dunia akademisi, media, komunitas
pemungkin (enablers). Hal ini penting karena pendampingan terhadap UMKM tidak
dapat dilakukan secara hit and run sementara memerlukan sumber daya yang
besar, pendampingan yang berkelanjutan perlu didorong dengan membentuk
forum kolaborasi dan kebijakan multipihak.

Penguatan forum-forum business matching sebagai bentuk promosi produk
UMKM terlebih di tingkat global. Tantangan yang umum ditemukan oleh
UMKM adalah terbatasnya akses kepada pasar. Peningkatan skala usaha pelaku
usaha salah satunya sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar. Tantangan muncul
yang dipengaruhi oleh beberapa kondisi seperti keterbatasan jejaring UMKM,
keterbatasan informasi bagi UMKM terkait kebutuhan produk yang sesuai pasar
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lokal maupun global, terbatasnya forum-forum matching yang diselenggarakan.
Dalam kondisi lain seringkali terjadi ketika UMKM sudah memiliki pasar dengan
produk yang sesuai permasalahan lain justru dari sisi administratif seperti legal,
maupun teknis. Forum-forum business matching maka perlu terus digalakkan
pemerintah sebagai langkah strategis bagi UMKM untuk membuka akses pasar.
Bahkan business matching menjadi peluang bagi UMKM memperoleh investor.
Forum inipun dapat dijadikan sebagai media promosi bagi UMKM yang memiliki
keinginan besar untuk memperbesar skala usahanya bahkan menjangkau akses
pasar di tingkat global.

Pengembangan konsep Public-Private-Partnership (PPP)/Kerjasama
Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk kebutuhan peningkatan
Kapasitas, Perdagangan dan Ruang Publik yang mendukung pertumbuhan
usaha. Secara tradisional konsep KPBU/PPP lebih banyak diterapkan untuk
pembangunan infrastruktur, misalnya melalui Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun
2015 Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur,
dengan tujuan menutupi selisih pendanaan (funding gap) di sektor tersebut.
Secara paralel, konsep Blended Finance, Kerja Sama Operasi (KSO), Closed Loop,
pendekatan rantai nilai dan rantai pasok menunjukkan bahwa konsep KPBU/PPP
juga dapat dilaksanakan untuk mendukung pertumbuhan UKM. APINDO bersama
SMESCOQO, Koalisi Ekonomi Membumi, Kementerian Investasi/BKPM, Pemerintah
Kabupaten dan beberapa Desa juga sudah melaksanakan konsep ini untuk tujuan
pilot. SMESCO dengan konsep SMESCO Labo dan SMESCO Hub Timur secara
proaktif bekerjasama dengan pihak swasta untuk menyediakan simpul-simpul
kemudahan berdagang, berproduksi, dan berjejaring. Potensi kerjasama lebih
terstruktur dan diperluas secara konkrit antara pemerintah dan swasta dalam
mendukung pertumbuhan UKM dapat dilakukan melalui skema resmi seperti
KPBU/PPP di bidang pengembangan SDM/kapasitas, perdagangan, dan juga
placemaking/ruang publik yang dapat digunakan UKM.

F. Memperkuat ekosistem usaha inklusif dan lestari dengan mengacu
kepada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).

Upaya ini tetap perlu dilakukan secara berkesinambungan oleh semua pihak
untuk mendukung UMKM. Ini penting dalam rangka meningkatkan resiliensi,
peningkatan investasi dan pemerataan kesempatan ekonomi di Indonesia.
Sementara itu, dalam upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(TPB/SDGs) di Indonesia, UMKM memiliki peran strategis dalam pembangunan
ekonomi Indonesia. UMKM berkontribusi sebesar 61,1% persen dari PDB nasional
dan juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan
kerja, dan mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi. Namun peluang ini tidak
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berbanding lurus dengan UMKM itu sendiri. Faktanya UMKM tidak mengetahui
dan memahami Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Dalam survei
nasional APINDO menemukan bahwa baik pelaku usaha dalam skala kecil dan
menengah keduanya tidak mengetahui tujuan dari TPB/SDGs itu sendiri. Sebanyak
69,4% responden pada skala usaha kecil menyatakan tidak mengetahui tujuan
TPB/SDGs dan 30,6 persen menyatakan tahu apa itu tujuan TPB/SDGs. Kondisi
pengetahuan yang sama (tidak mengetahui tujuan TPB/SDGs) terjadi bagi
responden dengan skala usaha menengah. Sebanyak 61.6% responden tidak
mengetahuitujuan TPB/SDGs dan sebanyak 38,4% responden pada skala usaha
menengah ini mengetahui tujuan dari TPB/SDGs di Indonesia.

Kebutuhan adanya penguatan pemenuhan TPB/SDGs dinyatakan pelaku UMKM
baik kecil maupun menengah. Sebanyak 78,2% respon di skala usaha kecil
menyatakan membutuhkan pendampingan dari pemerintah untuk memperkuat
SDGs, dan sebanyak 84,2% responden pada skala usaha menengah menyatakan
kebutuhan yang sama.

Dibutuhkan kebijakan yang mendukung pengembangan usaha inklusif karena
mayoritas pelaku UMKM adalah perempuan. Kementerian Koperasi dan UKM
Rl (Kemenkop RI) mencatat sebanyak 64,5 persen pelaku UMKM di Indonesia
adalah perempuan. Kondisi ini memerlukan adanya penguatan kewirausahaan
terhadap perempuan dalam rangka menjaga pertumbuhan iklim usaha UMKM
itu sendiri termasuk mendukung perekonomian nasional. Kemudian penguatan
ini tidak terbatas dalam ranah pengembangan usaha saja, namun termasuk juga
perlu dilakukan penguatan pada pandangan sosial (pengarusutamaan gender)
dalam konteks usaha, yang mana umum terjadi penilaian yang tidak seimbang
terhadap perempuan (stereotip gender). Ini perlu dilakukan guna meminimalisir
gap antara kesempatan laki-laki dan perempuan dalam berwirausaha yang umum
terjadi di Indonesia.

Riset yang dilakukan oleh The World Bank dan Pemerintah Australia™ menemukan
pentingnya penguatan berbasis gender perlu dilakukan di bidang kewirausahaan
khususnya pelaku usaha UMKM. The World Bank menemukan bahwa
perekonomian Indonesia memiliki banyak sekali aspek kesenjangan gender dalam
hal kepemilikan dan kinerja perusahaan. Hal terlihat dari sisi kepemilikan usaha
dan operasionalisasi usaha. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesamaan
peluang untuk memiliki usaha (UMKM), namun lebih dari 75 persen kepemilikan
usaha (UMKM) dimiliki oleh laki-laki. Sementara itu perempuan cenderung lebih
banyak melakukan aktivitas pencatatan keuangan dan pendapatan yang lebih

i~ World Bank & Australia Government, 2023
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rendah dibandingkan usaha (UMKM) yang dimiliki oleh laki-laki. Selain itu, riset ini
menemukan ketika suatu bisnis dimiliki perempuan maka memiliki pendapatan
yang cenderung jauh lebih rendah tingkat modalnya jika dibandingkan bisnis
milik laki-laki. Secara khusus, perusahaan yang dimiliki perempuan cenderung
memiliki lebih sedikit karyawan, dan cenderung bergantung pada tenaga kerja
yang tidak berbayar dibandingkan usaha (UMKM yang dimiliki oleh laki-laki. Kondisi
ini berdampak negatif terhadap produktivitas dan potensi pertumbuhan bisnis.

Penerapan Panduan Investasi Lestari bagi UMKM di Indonesia. Dalam rangka
mencapai TPB/SDGs pada tahun 2030 juga untuk mendorong lebih banyak
investasi dalam kategori Sustainable atau Berdampak, maka UMKM di Indonesia
perlu mengadopsi Panduan Investasi Lestari (PIL) yang digawangi oleh Kementerian
Investasi Indonesia. Panduan yang sudah disahkan melalui Keputusan Menteri
Investasi / Kepala BKPM No. 223 tahun 2022 tentang Panduan Investasi Lestari
ini perlu mulai diterapkan di berbagai daerah di Indonesia. Dokumen ini menjadi
panduan untuk terlaksananya investasi langsung di Indonesia baik yang bersumber
dari dalam negeri (hasional) maupun luar negeri (internasional). Investasi langsung
akan menjadi kunci pendorong perekonomian termasuk pelaku usaha (UMKM)
di Indonesia sekaligus mengakselerasi transisi ekonomi nasional menuju lebih
berkelanjutan. Tidak dapat dipungkiri bahwa investasi berkelanjutan menjadi
tren yang luar biasa hari ini termasuk di tingkat global yang bergerak dengan
mengadopsi komitmen-komitmen dampak dari indikator ekonomi, lingkungan,
sosial, dan tata kelola. Panduan ini penting dan perlu diimplementasikan oleh
UMKM agar ekonomi tetap tumbuh positif dan lestari serta berkelanjutan. Secara
global, kategori investasi ini juga mendukung percepatan pemenuhan Nationally
Determined Contribution (NDC) dimana terdapat 5 sektor dalam NDC yang
berperan dalam penurunan emisi GRK, yaitu energi, limbah, industrial processes
and production use (IPPU), pertanian, dan kehutanan. Bilamana UMKM Indonesia
dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya sambil berpartisipasi dalam
pembangunan Indonesia yang Lestari, maka pembangunan berkeadilan dan
berkelanjutan dapat terpenuhi.
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INFRASTRUKTUR, ROADMAP
PEREKONOMIAN
TRA"SPORTASI APINDO 2024-2029
DAN PERHUBUNGAN
OBIEKTIF

Peningkatan kualitas
infrastruktur dan transportasi
nasional untuk mendukung
konektivitas dan mobilitas orang
dan logistik yang berdaya saing
tinggi

A.Fundamental Berkelanjutan

’,
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@ \\\\\

Pembangunan Pengembangan
infrastruktur prioritas Dy " transportasi udara yang
melalui Regulasi dan a & p # g sehat dan kompetitif

Kebijakan yang baik
Mewujudkan Pengembangan industri
infrastruktur yang Kedaulatan Integrasi jaringan transportasi laut yang
mendukung transportasi dan transportasi untuk efisiensi berkelanjutan
pembangunan ekonomi logistik Indonesia logistik nasional

yang lebih merata

B.JANGKA PENDEK (1-5 TAHUN)
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Dukungan pendanaan
pengadaan kapal dan alat
transportasi lainnya

Harga avtur yang seragam
dan murah

Penghapusan PPN dan Pembentukan Sea and Coast Implementasi pengaturan
PBBKB untuk pembelian Guard untuk Non Convention Vessel
bahan bakar kapal Standards (NCVS)



INFRASTRUKTUR, TRANSPORTASI
DAN PERHUBUNGAN

OBJEKTIF

Peningkatan kualitas infrastruktur dan transportasi nasional untuk mendukung
konektivitas dan mobilitas orang dan logistik yang berdaya saing tinggi.

REKOMENDASI UTAMA

Fundamental Berkelanjutan

1.

No oo s ow

Pembangunan infrastruktur prioritas melalui Regulasi dan Kebijakan yang
baik.

Mewujudkan infrastruktur yang mendukung pembangunan ekonomi yang
lebih merata.

Mewujudkan kedaulatan transportasi dan logistik Indonesia.
Integrasi jaringan transportasi untuk efisiensi logistik nasional.
Penyelenggaraan angkutan umum massal.

Pengembangan industri transportasi laut yang berkelanjutan.
Pengembangan transportasi udara yang sehat hamun kompetitif.

Jangka Pendek (1-5 tahun)

1.

Infrastruktur berkelanjutan termasuk infrastruktur kendaraan listrik untuk
mendukung dekarbonisasi.

Adopsi digitalisasi dalam proses dan pelayanan logistik.

Penyusunan rencana aksi pencegahan dan penindakan overdimension overload
(ODOL) yang komprehensif dengan melibatkan 5 pilar keselamatan dan
terstruktur sampai daerah sebagai bagian dari Rencana Aksi Keselamatan
Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Perbaikan ketentuan OSS, NIB, dan ketentuan berusaha di bidang usaha
forwarding serta kebijakan perpajakan lainnya.

Melanjutkan kebijakan pemberian subsidi bagi angkutan umum perkotaaan,
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2020, termasuk
dengan melibatkan peran pemerintah daerah.
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6. Penegakan ketentuan terkait keberadaan angkutan yang ilegal yang terus
mengganggu keberlangsungan industri angkutan umum jalan yang sah.

7. Konsistensi mempertahankan asas cabotage serta revisi atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri No 65 Tahun 2020 tersebut dengan meningkatkan
DWT kapal.

8. Dukungan pendanaan pengadaan kapal dan alat transportasi lainnya oleh
lembaga perbankan dan lembaga pembiayaan yang lebih ramah.

9. Penghapusan PPN dan PBBKB untuk pembelian bahan bakar kapal.

10. Pembentukan Sea and Coast Guard sesuai amanat Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2008 tentang Pelayaran untuk menjamin keamanan di laut.

1. Implementasi peraturan turunan UU No. 17 Tahun 2008 untuk pengaturan
Non Convention Vessel Standards (NCVS).

12. Pemberlakuan ketentuan soal pengaturan tarif penerbangan setiap 6 bulan
sesuai ketentuan.

13. Peninjauan kembali kebijakan transportasi yang dibebankan kepada harga
avtur yang menjadikan harga avtur tidak seragam dan mahal.

14. peninjauan kembali aturan terkait importasi pesawat dan spareparts, terutama
terkait kebijakan larangan terbatas (lartas) pada komponen (spareparts)
pesawat.

PANDANGAN DUNIA USAHA

Pelaku dunia usaha mengapresiasi upaya Pemerintah Indonesia yang terus
mengembangkan infrastruktur transportasi yang diarahkan pada infrastruktur
pelayanan dasar; infrastruktur konektivitas jalan darat, perkeretaapian, laut,
dan udara pada koridor logistik utama dan kawasan strategis; serta layanan
transportasi untuk daerah tertinggal, terluar, terdepan, dan pedalaman (3TP);
dan juga pembangunan sistem angkutan umum massal perkotaan.

Merujuk pada Logistic Performance Index (LPI) yang dirilis oleh World Bank, terlihat
dinamika sistem logistik di Indonesia. Peringkat Indonesia pada tahun 2016 adalah
peringkat ke-64, kemudian menjadi peringkat ke-46 pada tahun 2018, namun pada
tahun 2023 anjlok 17 tingkat menjadi peringkat ke-63 dengan penurunan skor dari
3,15 menjadi 3,0. Hal tersebut tentu menjadi tantangan bagi Indonesia, karena
sistem logistik yang efektif dan efisien merupakan ujung tombak pembangunan
industri dan perdagangan nasional dan sekaligus menjadi daya tarik masuknya
investasi. LPI disusun berdasarkan enam dimensi, yaitu Customs; Infrastructure;
International Shipments; Logistics Competence and Quality; Timelines; dan Tracking
and Tracing. Dari enam dimensi LPI Indonesia 2018 dan 2023, yang mengalami
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kenaikan adalah Customs (dari 2,7 menjadi 2,8) dan Infrastructure (dari 2,895
menjadi 2,9). Sementara dari empat dimensi yang mengalami penurunan, dengan
penurunan terbesar pada dimensi Timelines (dari 3,7 menjadi 3,3) dan Tracking
and Tracing (dari 3,3 menjadi 3,0), diikuti International Shipments (dari 3,2 menjadi
3,0), dan Logistics Competence and Quality (dari 3,1 menjadi 2,9). Kondisi yang
dicapai Indonesia diperhadapkan dengan tantangan kemajuan yang signifikan
dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. LPI 2023 menempatkan Singapura
pada peringkat pertama dengan skor 4,3, diikuti Finlandia (4,2), Denmark (4,1),
dan Jerman (4,1). Di lingkup Asia Tenggara, peringkat LPI 2023 tertinggi setelah
Singapura adalah Malaysia (peringkat 31), diikuti Thailand (37), Philippines (47),
Vietnam (50), Indonesia (63), Cambodia (116), dan Lao PDR (82).

A. Prioritas Pembangunan Infrastruktur untuk memberikan hasil yang berarti
dan terbesar bagi Dunia Usaha

A 1. Prioritas yang jelas untuk Kerangka Pembangunan Infrastruktur

Kerangka Prioritas berbasis Data yang Komprehensif penting untuk memprioritaskan
pembangunan secara efektif di Indonesia sangat penting bagi pelaku usaha.
Kerangka tersebut mesti berasal dari kolaborasi antara institusi institusi
pemerintah ahli-ahli industri dan para pemimpin bisnis. Tujuannya adalah untuk
mengidentifikasi sektor-sektor kunci dan wilayah-wilayah dimana peningkatan
infrastruktur dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dan produktivitas.
Kerangka kerja ini harus mencakup studi kelayakan, analisis biaya-manfaat, dan
penilaian dampak potensial (baik secara sosial maupun terkait bisnis) dari berbagai
proyek kunci. Hal Ini akan membantu dalam menentukan proyek-proyek mana
yang harus diprioritaskan.

Hasil survei menunjukkan bahwa 68% responden percaya bahwa jalan tol dan
infrastruktur jalan nasional adalah yang paling bermanfaat untuk pertumbuhan
bisnis mereka. Hal ini membuat proyek sepertijalan tol Trans-Sumatra (JTTS), yang
dijadwalkan selesai pada tahun 2024, menjadi salah satu yang paling berdampak
bagi komunitas bisnis. Namun, kendala pendanaan dan masalah akuisisi lahan
telah menghambat kemajuan. Hingga saat ini, hanya IDR 113 triliun dari IDR 500
triliun yang dibutuhkan yang telah terjamin untuk proyek ini, yang merupakan
suatu kekhawatiran.

A 2. Akselerasi Nilai dari Pembangunan Infrastruktur Prioritas melalui
Regulasi dan Kebijakan yang Baik.

Penciptaan kebijakan dan regulasi yang mendukung partisipasi sektor swasta,
penyederhanaan proses perizinan, dan pemberian insentif untuk investasi
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sangat penting dilakukan dalam mendorong percepatan nilai pembangunan
infrastruktur prioritas. Penting untuk memiliki regulasi yang memastikan
keberlanjutan dan pengembalian nilai dari investasi tersebut. Adapun terkait hal
tersebut, Pemerintah Indonesia telah berupaya dalam menciptakan kebijakan
yang mendukung pengembangan infrastruktur, melalui pembentukan Komite
Percepatan Penyelenggaraan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) yang dibentuk pada
tahun 2014 sebagai koordinator dalam percepatan infrastruktur prioritas dan
mempromosikan peningkatan kualitas persiapan proyek dengan mengadopsi
Panduan OBC.

Langkah-langkah korektif ini didukung lebih lanjut oleh peningkatan kapasitas
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam menyediakan fasilitas untuk persiapan
proyek, dan dilanjutkan oleh Unit Kemitraan Pemerintah-Swasta (PPP) di
Kementerian Keuangan yang menyediakan Fasilitas Pengembangan Proyek (PDF)
dan Penasehat Transaksi untuk proyek PPP untuk meningkatkan minat investor
dalam pembiayaan proyek-proyek tersebut.

A 3. Percepatan Nilai Pembangunan Infrastruktur Prioritas melalui Sumber
Pembiayaan yang Terjangkau dan Sesuai untuk Skema Pembiayaan
Infrastruktur demi Menurunkan Tarif Transportasi dan Logistik bagi
Bisnis

Berdasarkan hasi Survei, 70% responden percaya bahwa biaya transportasi dan

logistik yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan dan investasi bisnis di

masa depan. Mayoritas pelaku usaha juga beranggapan bahwa infratruktur jalan

tol dan non-tol saat ini memiliki kualitas yang masih rendah (misalnya, rentan
terhadap kerusakan, banjir) dan juga tarif tol yang dinilai masih tinggi. Hal tersebut
mengakibatkan biaya operasional yang tinggi untuk transportasi.

Untuk mengurangi biaya transportasi yang tinggi tersebut, sangat penting
untuk mendukung pengembangan sumber pembiayaan yang terjangkau dan
sesuai untuk proyek-proyek infrastruktur. Hal ini dapat melibatkan pembentukan
kemitraan pemerintah-swasta (PPP), penarikan investasi asing, dan eksplorasi
mekanisme pembiayaan inovatif seperti obligasi infrastruktur. Upaya bersama
diperlukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur baik di dalam maupun
diluar Pulau Jawa. Hal Ini mencakup peningkatan kemampuan manajemen proyek,
penanganan tantangan logistik, dan penguatan konektivitas regional melalui
koridor transportasi strategis dan pusat logistik.
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B. Infrastruktur Pendukung untuk Perekonomian yang Lebih Merata

B 1. Dukungan yang Diperlukan dalam Pengembangan Infrastruktur Kritis
di Dalam dan di Luar Jawa

Infrastruktur merupakan pendorong fundamental pertumbuhan ekonomi,
inklusivitas sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Infrastruktur memiliki potensi
untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing di berbagai sektor, mulai
dari pertanian dan manufaktur hingga jasa. Selain itu, infrastruktur juga dapat
meningkatkan akses dan kualitas layanan penting seperti kesehatan, pendidikan,
dan pasokan air. Pentingnya, infrastruktur dapat membantu mengatasi disparitas
regional dan ketidaksetaraan dengan menghubungkan daerah terpencil dengan
pusat perkotaan yang berkembang, sehingga meningkatkan konektivitas antar-
pulau. Hal ini dapat dicapai melalui investasi strategis dalam infrastruktur kritis,
termasuk jalan, pelabuhan, dan bandara, terutama di kota-kota tingkat 2 dan
daerah 3T (terdepan, terluar, dan terpinggirkan).

Pengembangan jaringan infrastruktur terpadu yang secara mulus menghubungkan
berbagai moda transportasi sangat penting dalam membina klaster ekonomi yang
sedang berkembang dan mengubah kota-kota tingkat 2 menjadi pusat industri
yang berkembang pesat. Logistik multimoda, yang melibatkan pemanfaatan yang
efisien atas berbagai moda transportasi untuk proses pengangkutan barang,
menawarkan solusi yang menjanjikan atas tantangan-tantangan di bidang logistik
seperti keamanan, gangguan layanan, dan kenaikan biaya pengiriman. Sektor
logistik dan ratai pasok Indonesia telah mengalami ketidakefisienan dalam
beberapa tahun terakhir, yang ditandai dengan peningkatan biaya logistik yang
pesat dalam beberapa tahun terakhir, yang menyumbang 29% beban terhadap
PDB Indonesia.

Saat ini sudah terdapat beberapa inisiatif yang sedang berlangsung secara aktif
mengatasi masalah-masalah ini. Contoh nyata adalah kemitraan kolaboratif
antara YCH Indonesia dan PT Multi Terminal Indonesia, didorong oleh Proyek
Warisan Kelima Dewan Penasehat Bisnis ASEAN (ASEAN-BAC), yang dikenal
sebagai Smart Growth Connect (SGConnect™). Upaya kerjasama ini bertujuan
untuk membentuk infrastruktur rantai pasok multimoda yang mendukung
ekspansi cepat baik Jakarta maupun wilayah hinterland-nya, membentuk dasar
untuk proyek pusat logistik multimoda di seluruh Indonesia. Selain itu, upaya
ini jJuga bertindak sebagai pendorong transformasi digital infrastruktur logistik,
memperkuat daya saing dalam lanskap ekonomi yang terus berkembang. Pusat
Pertumbuhan Cerdas yang diinginkan akan menjadi pusat infrastruktur multimoda
yang krusial, mendukung kemajuan teknologi dalam gudang dan operasi logistik
terkait. Pendekatan komprehensif ini tidak hanya mengoptimalkan rantai pasok
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Indonesia, menjadikannya lebih fleksibel, efisien, dan responsif, tetapi juga
menyederhanakan skalabilitas, efisiensi, dan aliran barang tanpa hambatan. Hal
ini pada akhirnya memperkuat konektivitas rantai pasok dan membuka jalan bagi
munculnya pengembangan bisnis baru dan klaster ekonomi yang berkembang.

B 2. Infrastruktur Berkelanjutan Termasuk Infrastruktur Kendaraan Listrik
untuk Mendukung Dekarbonisasi

Sinkronisasi perencanaan dan pembiayaan infrastruktur dengan visi pembangunan
nasional dan komitmen global terhadap perubahan iklim dan pembangunan
berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa proyek-proyek
infrastruktur sesuai dengan tujuan dan kebutuhan jangka panjang negara
dan warganya. Salah satu pendekatan adalah dengan mempromosikan solusi
infrastruktur berkelanjutan yang rendah karbon, tangguh, inklusif, dan efisien,
dengan demikian mengurangi dampak lingkungan dan sosial dari pembangunan
infrastruktur, termasuk emisi gas rumah kaca, polusi udara, pengeksploitasian
sumber daya, dan penggusuran komunitas. Misalnya, otoritas Indonesia dapat
mendorong infrastruktur berkelanjutan melalui pengadaan publik berkelanjutan,
memanfaatkan pengaruh mereka di pasar infrastruktur untuk menyampaikan
pesan yang jelas kepada pelaku usaha dan investor tentang pentingnya investasi
keberlanjutan. Namun, ada tantangan signifikan yang harus diatasi, termasuk
eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan dan investasi dalam sistem
energi dan transportasi berkarbon tinggi dan tidak efisien, yang menyebabkan
masalah lingkungan seperti polusi udara dan air, deforestasi, tantangan urbanisasi,
perubahan iklim, kehilangan biodiversitas, dan pengeksploitasian sumber daya.

Indonesia telah memulai rencana infrastruktur berkelanjutan untuk menyelaraskan
investasi infrastrukturnya dengan pembangunan yang rendah karbon dan
tangguh. Rencana ini melibatkan evaluasi multi-faset proyek infrastruktur utama,
mempertimbangkan tidak hanya viabilitas ekonomi tetapi juga dampak lingkungan,
implikasi sosial, dan keberlanjutan jangka panjang. Institut Internasional untuk
Pembangunan Berkelanjutan (IISD) menjalankan pendekatan ini sebagai bagian
dari Program Infrastruktur Berkelanjutan di Asia. Selain itu, ada tinjauan terhadap
proses perencanaan infrastruktur strategis, dengan fokus pada peningkatan
ketangguhan terhadap risiko perubahan iklim. Tinjauan ini dilakukan oleh
Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) dan World Wildlife
Fund (WWF).

Inisiatif penting lainnya adalah ekspansi infrastruktur kendaraan listrik (EV).
Meskipun Indonesia telah menyaksikan pertumbuhan jumlah EV dalam beberapa
tahun terakhir, pangsa pasar masih terbatas karena faktor-faktor seperti biaya
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awal yang tinggi dan kurangnya stasiun pengisian daya. Upaya sedang dilakukan
untuk meningkatkan ketersediaan stasiun pengisian daya publik dan fasilitas
penukaran baterai. Pada September 2022, terdapat 332 stasiun pengisian
mobil listrik di 279 lokasi publik di seluruh Indonesia. Perusahaan energi milik
negara, Pertamina, misalnya, bertujuan untuk membangun 1.000 Stasiun Energi
Hijau (GES) yang mencakup stasiun pengisian EV. Selain itu, stasiun penukaran
baterai juga sedang dikembangkan di seluruh negeri, memungkinkan pengguna
EV untuk dengan cepat menukar baterai habis untuk yang sudah terisi penuh,
secara signifikan mengurangi waktu “pengisian ulang”. Lebih dari 1.300 stasiun
penukaran baterai telah dikerahkan oleh SWAP Energy di Indonesia, dan Gojek
telah bermitra dengan Gogoro untuk uji coba skema penukaran baterai untuk
EV di Jakarta, lebih lanjut memajukan lanskap infrastruktur EV.

C. Integrasi jaringan transportasi untuk efisiensi logistik nasional

Perlunya konsolidasi rute (loop) moda transportasi agar sarana transportasi
merata untuk optimalisasi manfaat di seluruh Indonesia. Hal tersebut
mengingat pengiriman barang antarwilayah Indonesia masih berbiaya tinggi
dan menghadapi berbagai kendala. Skor Logistics Performance Index (LPI) pun
belakangan ini menurun dan lebih kecil dibandingkan negara-negara di kawasan
Asia Tenggara. Padahal sesungguhnya Indonesia merupakan negara kepulauan
terbesar di dunia yang memiliki posisi geografis yang sangat strategis serta
karakteristik ekonomi yang beragam menjadikan potensi luar biasa untuk
menciptakan Domestic Value Chain (DVC). Hal tersebut terjadi karena skala
ekonomiyang rendah, yakni karena kapal kecil dan muatan rendah, mengakibatkan
mahalnya ongkos angkut. Infrastruktur dan layanan pelabuhan simpul peti kemas
domestik belum mampu menampung kapal besar. Pun kendala keterbatasan
kawasan ekonomi. Juga belum terbentuk konsolidasi rute (loop) secara optimal.
Kendala juga muncul karena ketimpangan muatan karena sarana fasilitas di
pelabuhan yang tidak merata dan standardisasi fasilitas pendukungnya.

Adopsi Digital Dokumen Dokumen Logistik dan Transportasi. Upaya untuk
meningkatkan digitalisasi proses dan layanan logistik, seperti penggunaan
pertukaran data elektronik, platform online, teknologi blockchain, kecerdasan
buatan, dan internet of things, memiliki potensi untuk mengurangi biaya,
meningkatkan efisiensi, meningkatkan transparansi, dan meningkatkan kepuasan
pengguna. Terdapat kesepakatan bersama terkait kebutuhan akan infrastruktur
publik digital. Meskipun begitu, sementara negara-negara mengembangkan,
merawat, dan memperluas Infrastruktur Publik Digital (DPI), penting untuk diakui
bahwa teknologi ini, seberapa pun tangguh dan pentingnya, tidak beroperasi
secara independen. Laporan penelitian terbaru yang dilakukan oleh BCG dan
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EDHECinfra juga mengkonfirmasi bahwa para investor secara cermat memantau
digitalisasi dalam infrastruktur dalam beberapa tahun mendatang karena
mereka melihatnya sebagai elemen mendasar untuk mencapai inklusi digital dan
mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kepatuhan Regulasi pada proses dan penanganan logistik untuk menghindari
biaya yang tidak diinginkan yang tidak diatur dalam peraturan hukum. Angkutan
umum ilegal masih terus terjadi, sehingga mengancam industri angkutan umum
jalan raya yang legal meskipun sudah ada peraturan yang mengatur terkait hal
tersebut. Operator angkutan ilegal ini diketahui juga mengenakan biaya tambahan
tersembunyi yang tidak diatur dalam Undang-Undang. Kerangka hukum utama
di Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, mencakup ketentuan perizinan dan sanksi bagi operator ilegal.
Peraturan tambahan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 dan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017, mengatur persyaratan
perizinan. Namun permasalahan tekait hal tersebut masih tetap belum teratasi.
Upaya pendidikan dan kesadaran massal sangat penting untuk mempromosikan
penggunaan layanan transportasi umum yang sah dan berlisensi.

Dalam hal overdimension overload (ODOL) pelaku usaha meminta pemerintah
untuk segera menyusun rencana aksi pencegahan dan penindakan ODOL yang
komprehensif dengan melibatkan 5 pilar keselamatan dan terstruktur sampai
daerah sebagai bagian dari Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan
Jalan. Fenomena ODOL masih tidak terhindarkan, sebagai imbas dari belum
dipenuhinya perintah pengintegrasian jaringan transportasi. Kondisi tersebut
terjadi karena belum dipenuhinya perintah untuk mengintegrasikan jaringan
transportasi sehingga sistem tidak efisien. Tidak ada koordinasi antarinstansi
karena belum terbentuk forum LLAJ nasional. Penegakan ketentuan secara
mendadak hanya akan berisiko menghadirkan gejolak karena sistem belum efisien.

Ketentuan OSS, NIB, dan ketentuan berusaha di bidang usaha forwarding
masih dirasakan menurunkan efisiensi usaha. Dalam praktik, yang mendapat
sertifikasi hanya perusahaan jasa transportasi sebagai kegiatan utama, sedangkan
jasa transportasi sebagai jasa pendukung tidak diperbolehkan memiliki KBLI yang
lain. Kondisi tersebut menyulitkan penerapan asas integratif dalam usaha jasa
pendukung transportasi, termasuk multimoda. Efisiensi usaha menurun karena
ada keharusan memiliki NIB berbeda untuk usaha transportasi dari suatu badan
PJT. Perusahaan transportasi dan logistik yang mendaftarkan jasa transportasi
sebagai kegiatan pendukung tidak bisa mendapat sertifikasi dan subsidi. Pelaku
usaha meminta agar penerapan ketentuan dikembalikan lagi seperti kondisi
pra-NIB/OSS, di mana perusahaan transportasi dan logistik yang mendaftarkan
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jasa transportasi sebagai kegiatan pendukung juga mendapat sertifikasi karena
kesamaan risiko tinggi yang harus ditanggung.

Pelaku usaha juga meminta perbaikan ketentuan perpajakan. Misalnya,
ketentuan yang berlaku saat ini, PPN atas pembelian kendaraan operasi tidak
dapat dikreditkan. Pelaku usaha berpandangan bahwa jika penjualan kendaraan
eks operasi merupakan obyek PPN, maka semestinya PPN atas pembelian
kendaraan operasi seharusnya dapat dikreditkan. Pendaftaran Pengusaha Kena
Pajak (PKP) juga menjadi proses yang masih memakan waktu lama. Penerbitan
faktur pajak atas transaksi angkutan umum juga masih menjadi masalah yang
dihadapi pelaku usaha di lapangan. Masih tidak ada aturan khusus untuk angkutan
umum sehingga aturan “1 transaksi 1 faktur pajak® masih berlaku. Kesalahan
penerbitan faktur pajak juga menyebabkan sanksi administrasi perpajakan 1%
dari total penghasilan.

D. Penyelenggaraan angkutan umum massal

Kebutuhan akan transportasi massal yang berkualitas semakin mendesak, namun
kebijakan yang berlaku saat ini untuk penanganan problem transportasi
perkotaan masih bersifat parsial, belum harmonis dan terintegrasi. Hal
tersebut menjadikan penggunaan kendaraan pribadi masih menjadi pilihan utama
bagi warga. Sejauh ini belum ada kebijakan mencakup keseluruhan transportasi
perkotaan, karena yang berlaku saat ini masih bersifat parsial dan tidak ada norma
yang mengatur perencanaan transportasi perkotaan yang terintegrasi. Kondisi ini
mengharuskan perlunya pengaturan transportasi perkotaan pada level undang-
undang yang mengatur struktur transportasi perkotaan dan peran pembinaan
oleh pemerintah menyangkut kebijakan nasional angkutan perkotaan.

Pemberian subsidi bagi angkutan umum perkotaaan, sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2020, belum sepenuhnya
mengedepankan peran pemerintah daerah. Kondisi tersebut menimbulkan
ketidakpastian pelayanan angkutan perkotaan, di mana pemerintah daerah kurang
mendapatkan kemampuan untuk meneruskan pemberian subsidi. Karenanya,
diperlukan revisi Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2020 tersebut, di mana perlu
perencanaan menyeluruh yang bersifat nasional dan masing-masing daerah.

Penegakan ketentuan terkait keberadaan angkutan yang ilegal juga terus
mengganggu keberlangsungan industri angkutan umum jalan yang sah.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2029 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan
merupakan dasar hukum utama yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan di
Indonesia, di mana di dalamnya terdapat ketentuan tentang izin angkutan umum
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dan sanksi bagi pelaku angkutan ilegal. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun
2014 tentang Angkutan Jalan Peraturan juga telah mengatur lebih lanjut mengenai
izin, syarat, dan ketentuan angkutan jalan, termasuk ketentuan mengenai
angkutan umum. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa angkutan umum harus
memiliki izin operasional dan mematuhi ketentuan yang ditetapkan. Berikutnya,
Peraturan Menteri Perhnubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Angkutan
Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek juga berisikan
pengaturan tentang angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum yang
tidak berada dalam trayek, di mana terdapat larangan bagi angkutan umum yang
tidak memiliki izin trayek atau beroperasi di luar trayek yang ditentukan. Namun
dalam praktiknya, keberadaan angkutan ilegal terus berlanjut, yang bukan hanya
mengancam keberlangsungan industri angkutan jalan yang sah, tetapijuga berisiko
memunculkan persoalan serius menyangkut keselamatan lalu lintas, efisiensi,
dan kualitas layanan transportasi. Proses edukasi dan sosialisasi secara massif
diperlukan, terutama untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya
menggunakan layanan transportasi publik yang sah dan berizin.

E. Pengembangan industri transportasi laut yang berkelanjutan

Sebagai negara kepulauan, menjadi penting bagi Indonesia untuk terus
memastikan penyelanggaraan transporasi yang berdaulat dan berkelanjutan.
Untuk itu, pemerintah diminta untuk tetap konsisten mempertahankan
asas cabotage. Asas cabotage adalah menyangkut kedaulatan sebuah negara,
baik untuk kedaulatan keamanan maupun kedaulatan ekonomi. Asas cabotage
juga telah berjalan sukses, dengan bukti bahwa pelayaran nasional telah mampu
mengangkut seluruh komoditas di dalam negeri. Pemerintah tidak boleh
bergeming atas keinginan dan/atau tekanan dari berbagai pihak baik dari dalam
maupun luar negeri untuk melakukan relaksasi penggunaan kapal asing di dalam
negeri dengan berbagai alasan. Upaya itu antara lain telah dilakukan dengan
jannji pengangkutan petikemas kosong ataupun reposisi petikemas kosong
milik asing dengan iming-iming barter bantuan-bantuan maupun perdagangan.
Jika dibiarkan, kondisi tersebut hanya akan mengancam kedaulatan negara
(sovereign of the country) serta merusak pangsa pasar dalam Negeri yang pada
akhirnya berdampak pada kelangsungan usaha pelayaran nasional. Pengalaman
empiris memperlihatkan bahwa investasi asing pada industri pelayaran belum
membawa dampak positif bagi pembangunan ekonomi maritim, di mana aset
yang digunakan hanya bersifat sebagai aset bergerak berupa kapal yang bisa
ditarik keluar sewaktu-waktu.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 65 Tahun 2020 perihal kewajiban
menggunakan kapal nasional untuk ekspor batubara dan CPO serta impor beras,
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juga belum mampu berperan menurunkan defisit neraca jasa transportasi dan tidak
juga meningkatkan peran serta perusahaan nasional karena masih dimungkinkan
adanya penyewaan kapal asing. Peraturan tersebut mencantumkan klausul wajib
hanya pada kapal di bawah 10.000 DWT yang dikuasai oleh perusahaan nasional.
Karenanya, pelaku usaha mengusulkan revisi atas Permendag No 65 Tahun
2020 tersebut dengan meningkatkan DWT kapal serta mengganti kata-kata
“dikuasai” dengan “dimiliki”.

Pelaku usaha juga mengharapkan pendanaan pengadaan kapal dan alat
transportasi lainnya dengan dukungan perbankan dan lembaga pembiayaan
yang lebih ramah. Pengadaan kapal hingga saat ini menggunakan perbankan
konvensional sehingga banyak keterbatasan dalam regulasinya, misalnya, jangka
waktu pinjaman yang pendek (5 tahun), suku bunga yang mencapai dua digit
yang jauh lebih tinggi dibandingkan bunga dari bank asing. PMK Nomor 100/
PMK 010/2009 tentang Pembiayaan Infrastruktur, tidak memasukkan kapal
sebagai bagian dari infrastruktur sehingga tidak dapat memperoleh pembiayaan
dengan skema Infrastruktur. Hal tersebut menjadikan pengadaan kapal dan alat
transportasi lainnya menjadi tidak kompetitif. Kondisi tersebut bermuara pada
belum berdayasaingnya alat transportasi Indonesia, khususnya pada sektor
pelayaran nasional. Pelaku usaha memandang perlu segera dilakukan revisi atas
PMK No. 100/PMK 010/2009 dengan memasukkan pengadaan kapal dan alat
transportasi lainnya untuk memperoleh skema pembiayaan infrastruktur. Juga
lembaga perbankan dan pembiayaan diharapkan bisa memberikan pinjaman
dengan bunga lebih rendah dan tenor panjang.

Pelaku usaha juga meminta agar PPN dan PBBKB untuk pembelian bahan
bakar kapal dapat dihapuskan, utamanya untuk kapal-kapal yang berlayar di
dalam negeri. Pengenaan PPN dan PBBKB bagi pembelian bahan bakar tidak lazim
diterapkan dalam common international shipping practice. Selama ini, atas setiap
pembelian bahan bakar kapal dikenakan PPN 109% dan untuk solar terkena pajak
daerah PBBKB 5%-10%. Sementara merujuk pada PMK No. 154/PMK03/2015, kapal
yang berlayar internasional tidak dipungut PPN. Kondisi tersebut menurunkan
daya saing pelayaran nasional karena biaya bahan bakar merupakan beban biaya
terbesar operasional kapal. Di sisi lain, kewajiban menggunakan bahan bakar low
sulphur dan B30-up, justru meningkatkan biaya operasional.

Persoalan perpajakan lainnya adalah mengenai pengenaan pajak bumi dan
bangunan (PBB) pada kapal jenis FSO dan FPSO. Dasarnya adalah Peraturan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 186 /PMK.03/2019 tentang Klasifikasi
Objek Pajak Dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi Dan
Bangunan. Pelaku usaha mengharapkan agar dilakukan revisi PMK tersebut
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dengan menghapus kapal FSO dan FSRU dari pengenaan pajak bumi dan
bangunan. Beberapa operator FSO dan FSRU sudah memajukan hal tersebut
ke pengadilan dan juga sudah ada putusan pengadilan atas hal tersebut, meski
masih ada kemungkinan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk mengajukan banding.
Realitasnya, pelaku usaha pelayaran nasional yang sudah menang di pengadilan
banding pun masih dikenai tagihan PBB untuk tahun buku 2022. Kondisi ini
berpotensi akan terus menyebabkan dispute pajak yang berkepanjangan dan
tidak memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Pembentukan Sea and Coast Guard sesuai amanat Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, sangat dibutuhkan oleh para pelaku usaha
demi jaminan keamanan di laut. Sampai saat ini, belum dibentuk peraturan
turunan (PP) dari UU No. 17/2008 yang mengatur pembentukan Sea and Coast
Guard. Hingga saat ini ada beberapa instansi berwenang, seperti Polair, TNI AL,
Bea Cukai, KPLP, ataupun KKP, yang menganggap dapat melakukan penangkapan
dan penahanan kapal. Kevakuman hukum di wilayah perairan menimbulkan kondisi
yang sangat mengganggu dan mengakibatkan operasional kapal tidak efisien dan
tidak efektif serta menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Kondisi ini mengharuskan
adanya kepastian regulasi mengenai keselamatan dan keamanan laut. Regulasi
keamanan laut yang akan dibuat hendaknya mengacu pada UU 17 Tahun 2008
dan juga merujuk pula pada ketentuan internasional mengenai kemaritiman
(IMQO). Sea and Coast Guard haruslah mengetahui dan menguasai Hukum Laut
Internasional dan juga tunduk pada ketentuan UNCLOS.

Pelaku usaha juga memandang perlunya implementasi peraturan turunan
dari UU No. 17 Tahun 2008 untuk mengatur Non Convention Vessel Standards
(NCVS) dan segera dilakukan sosialisasi ke seluruh syahbandar di Indonesia. Hal
ini dipicu oleh banyaknya kapal-kapal kecil non class yang luput dari perhatian
pemerintah. Kontrol atas keselamatan dan pengawakan, terutama kapal-kapal
berukuran kecil, belum berjalan dengan baik. Imbasnya, terjadi inefisiensi pada
biaya pengawakan, inefisiensi biaya peralatan keselamatan di kapal, dan ketentuan
persyaratan kapal yang tidak sesuai dengan kondisi laut Indonesia.

F. Pengembangan transportasi udara yang sehat namun kompetitif

Sebagai negara kepulauan, Indonesia perlu mengoptimalkan pemanfaatan
transportasi udara yang memungkinkan mobilitas yang lebih cepat, baik
untuk orang maupun barang logistik. Transportasi udara diyakini akan menjadi
tulang punggung transportasi dan konektivitas nasional, serta penggerak utama
perekonomian Indonesia. Merujuk Kementerian Perindustrian, jumlah penumpang
udara di Indonesia diperkirakan akan tumbuh 30% dari tahun ke tahun menjadi
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140 juta dalam beberapa tahun ke depan. Indonesia bahkan diperkirakan menjadi
pasar transportasi udara terbesar keenam di dunia pada tahun 2034.

Pelaku usaha mengharapkan pemberlakuan ketentuan soal pengaturan tarif
secara tegas, di mana dalam peraturan disebutkan bahwa setiap 6 bulan tarif
penerbangan akan dilakukan evaluasi, disesuaikan dengan situasi dan kondisi
yang terjadi. Realitasnya, selama 4 tahun aturan terkait tarif penerbangan tidak
pernah dilakukan evaluasi. Hingga saat ini maskapai kesulitan menerapkan tarif
penerbangan yang ditetapkan pemerintah karena terlalu rendah dibandingkan
biaya-biaya yang harus dikeluarkan maskapai. Maskapai menerapkan tarif
batas atas untuk menutupi kerugian, tetapi masyarakat menganggap tarif yang
diterapkan maskapai naik dan menjadi mahal. Tidak bisa dimungkiri bahwa kondisi
tersebut berimbas pada banyaknya maskapai yang kesulitan cash flow dan tidak
dapat mengembangkan usahanya dan bahkan jika diteruskan maka diprediksi
akan banyak maskapai yang berhenti berusaha (tutup).

Pelaku usaha mengharapkan untuk dilaksanakan evaluasi aturan-aturan
mengenai tarif, baik itu tentang kebijakan tarif maupun formulasi pembentukan
tarif; dilakukan sosialisasi terus-menerus kepada masyarakat terkait aturan
tarif dan formulasi tarif penerbangan; serta menurunkan harga yang menjadi
komponen-komponen biaya di tarif penerbangan. Pelaku usaha mengidentifikasi
sejumlah ketentuan yang perlu ditinjau kembali di antaranya adalah Undang-
Undang 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; Peraturan Menteri Perhubungan No.
PM 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas
Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam
Negeri; dan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 106 Tahun 2019 tentang
Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga
Berjadwal Dalam Negeri.

Dunia usaha transportasi udara juga mengharapkan peninjauan kembali
kebijakan harga avtur, terutama terkait kebijakan transportasi yang dibebankan
kepada harga avtur yang menjadikan harga avtur tidak seragam dan mahal. Rata-
rata harga avtur di Indonesia lebih tinggi dibanding harga avtur di beberapa negara
tetangga. Harga avtur yang tinggi di Indonesia menyebabkan tarif penerbangan di
Indonesia juga tinggi karena avtur mempengaruhi 30-40% dari komponen biaya
tarif penerbangan. Kondisi tersebut menjadikan harga tiket pesawat terbang
menjadi tinggi dan masyarakat menganggap tarif penerbangan menjadi terlalu
mahal. Harga avtur yang tinggi juga menjadikan maskapai Indonesia kalah bersaing
dengan maskapai dari negara tetangga yang biaya avturnya lebih rendah sehingga
maskapai luar negeri bisa menerapkan tarif yang lebih rendah.
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Harga tiket penerbangan yang mahal juga dikontribusikan oleh suku cadang
(sparepart) pesawat yang mahal. Dunia usaha mengharapkan adanya peninjauan
kembali aturan terkait importasi pesawat dan spareparts, terutama terkait
kebijakan larangan terbatas (lartas) pada komponen (spareparts) pesawat. Di
dalam BKTI tercatat sebanyak 10.829 Kode HS (Harmonized System) dan tercatat
sekitar 5.299 (49%) di antaranya adalah merupakan barang dengan kategori
larangan terbatas (lartas). Sparepart pesawat dikaitkan dengan 312 HS Code,
di mana 117 HS Code (11.667 Part Numbers) diklasifikasikan bea masuk 0%, dan
sisanya 195 HS Code (22.349 Part Numbers) masih dikenakan bea masuk dan
harus melewati jalur red line. Kebijakan yang berlaku selama ini dengan pengenaan
bea masuk pada pesawat dan sparepart pesawat membuat biaya operasional
maskapai meningkat dan kemudian pos pengeluaran tersebut dimasukkan
pada komponen harga tiket sehingga harga tiket juga naik. Di luar itu, proses
importasi pesawat dan sparepart pesawat yang memakan waktu lama dan tidak
jelas, membuat sebuah pesawat menjadi tidak kompetitif atau berkurang nilai
ekonomisnya karena berkurang jam operasionalnya.

Kontribusi APINDO bagi Kepemimpinan Nasional 2024 - 2029 | 125



“(OWNI) “uewewS

166un eAeiq lLIoOUON D

‘ledex ueueyeuad

uepIsald leusbuswi ueyinquilua W uep uedexBueuad ‘pJeng) 15800 pue ueiedejad
) |BuCISBUISII ©149S JIPje)e eph uenejew 1edep gog ueynuaquiad Buejusl 8002
SOAULIEIN uenjuele Jniniey uep uaisye Jepil deBBueBusw (4 InyeBuswu BueA unyel /1 oN
oxUaWSY "800z Unyel /L NN ledey jeuoisesado | ddM 1BANO BOg TV 8002//L'ON NN nn jeuewe
noeBusw eAudepuay | uexiegiebusw uep | |NL “ejod) Bueuemiag 11ep (dd) ueunany 1ensas pJens
ueBungnuyied | “1enqip uede BueAine| | nBBuebBusw 1ebues Isuelsul edesageq ueJnielad 8007 UNye] /| | 1Se0) pue eas
VEBEETIEN ueuewesy| Ise|nboy Ul 1 Jedes IsIpuoy) epe |uj 1ees ebBuUIH eAuunsnsip wnjeg "'ON UeJeAelad NN | ueniusquiad
‘NPEM-NEMOS
Jenjex jLep esiq
BueA jedey ednieq
yesobiaq 10sy eAuey .
ueseunBip BA 108y o_cm@cm@mcg
“WnLeW JWOUOS ot undnew uenjueq
1Beq J111S04 Sedwep PEEN -cm:@Emp Lmtmp
eAuule| emequiswl 3eply %N_mn _ﬂmmu,__umrcov_ 6 .M_E_- uil
Hexe1 /3 ueq ueseAejed ysnpyy | UNNISS IMbusbusw uebuaq Buise i
‘eAuule| Buise ndweuw yejay Buosoy sewayined
eped Bulse I1se1sanu|
ueBueBepled uenjueq undnew ) |euoiseu ueteAejod IsisodaJ undneie
UBLIEILBLUSY Ise3seAul Buil |Buolseu ‘1nqJe) ueBusp Buosoy sewsyned
i -Buiwi uexning eped uedeAejed eyesn sesns uejeliaq NBUBBUSW 3NJUN
ueILIOUOY eI ynieBuad.ey yepl L cmmcmm@cm_mv_ mm_umm yejey ebnfebeloqeo | eAueseiuBiq Ue sele
o3uBWISY| ‘esew Buefuedes Jedlepleq bue SBZY "JLoUoYe 1ebeqieq uebusp ueseAejad
obej0qe) sezy 1aBaN weleqJesed ueyenepay undnew | LeBou welep 1p Buise 10PIOS 0202
SOAULIBI ueueyepedwow esBued>esnieiN | yeuewesy ueieinepoy ledey ueeunBBuad | unyey L ou YONN ‘aBe10geD
OMNIND ualsisuoy deys| ‘(Anunoo eyy 3Njun yjieg elefbau Isesyejal ynun NG sezy
10 uBlaJon0g) elebou yengas ueie|nepay undnew (3N) N7 Uep ‘uelehAejod ueyueyel
ueBungnyJled ‘obejogen yengas ueie|nepay 1y BueAuswi yejepe Jieq yeyid 1eBeqiaq Bueiusl 8002 -Jodwawi
uepusWey Sezy uelIe1saIa|N Jebbuep|N abejoqe) sezy ep ueuibuiey epy unye] /L'ONNN | uepebelusy

yexeL
yejuswad
1suejsu|

uejjieqlad uensn

(313e3118N]
/imeanuend)
ueibnia)j
edweq isuajod

NVONNIGNHA3d ISVLIOdSNVL -eyesn 103)43S

uebuede Ip epjeq

yexJa] Iseinbay

eped ueyejesewLiad

LNV1ISVLIOdSNVYL

yeJa] Iseinbay

ueyjieqgJad uejnsn uep eyesn eiung uedjeliqe)] ueyejesewad My1en

Roadmap Perekonomian

126 |



‘Buefued Jousay uep
yepual yige| ebung
ueBusp ueeAeiquiad

‘Buise yueq Lep
ebung uexBuipueqip
166un yige| ynef “ubip

enp ledeousw BueA yeweu
uep uexueased ‘leuoiseu ebung nyns‘(unyel yige| BueA
ebequie| Buoiopusiy ueJeAejad Jopyes g ) >epuad Bueh ueeAeiquiad
JnpjnJiseul eped eAusnsnyy | ueweluid npjem exbuel JNPiNIIselyu| ewos ebBequwia| uep
ueeAelquiad ewss ‘eypf Iseyjodsuedy | ‘eAujesiw ‘eAuiseinbou uebusp ueeAeiquiad uexuequad
yojosedwaw 1eje eAuBules wielep ueseleqloley ysjosedwawi jedep uebundnp
Jnjun eAuule] | eAepiaq wnjaq eped NeAueq ebbBuiyes Jeply ebBuiyss ueBuap
uebueney | Isenodsuesyiele uep elenuuiag uexe ‘[BUOISUBAUOY “INPinJisesyul Uep eAuuie|
ueleuUB WIS |edey ueepebuad ISIPUOY “H1reduoy ueyueqJad uelbeq 1ebeqes JnpjnJisedju| Iseplodsuen
uexpinsewsw uebusp | Jepiy ipelusw eAuule| uexeunbBbusw |edey uexpinsewsu ueehAeiquiad | jele uep |edex
‘uebungnyied 6002/010 MINd/00L | Iseriodsuely jeje uep 1ul 1ees ebBuly 4epIl 600Z/010 | Bueluel 6002/010 ueepebuad
uepejua WS *ON MIAd ISiA8i njed |edex ueepebusd |edex ueepebusd MIND/00L ON MIANd | MIAND/00L 'ON MINd ueeuepusd
*BISBUOPU|
1Nne| Isipuoy uebuap
1ensas yeply BueA
|edey ueieleAsiod
uenjueley uep ‘[edey|
1P UEEWE[9SO
uelejesad eAelq
Auaiolijeul
‘uexemeBuad
“BISEUOPU| IP eAelq eped
JepuequeAs yninjesay Aousioyeul pelie] “‘SAON Isejuaweldw
uey|es||eIsosIp uep “|10o3 ueJnyniaq Jnyebuswi Bueh
‘SAON InieBusw | [edex-ledex euleinte] 8002Z/LL'ON NN (spiepuers
3Nun 800Z//L ‘uexemeBuad uep ‘yejupewad 11ep (dd) ueuniny |9SSOA
‘ON NN ep (dd) uelewejesey 10os ueneysad Lep indn| ueinjelad eAu UOIUBAUOD
uebBungnuyJiad ueununy ueaniesad eAujosuoiey BueA ssejo uou |10 -ueyjisejuswa|duwiip 800z unye] /| -UON) SAON
VMM Isejuswa|dull Njled Bueany /depl| | |edey-jedey eAuseAueg wnjeg ‘ON UeleAelad NN | Iseiuswedw|

SOTONN eped npun}
uep |euoljeusaiul 1neT
wnnH _mmmjmcog
uep Inyerobusw
ye|sniey plens
1se0) pue esag

‘ueJiesadip
winyNy UBWNOBASY
epe euaJe)|

"1ne| ueuBWIESY
uep uejewe|osoy
Buejuey ise|nbau

uexienqip uexy

Kontribusi APINDO bagi Kepemimpinan Nasional 2024 - 2029 | 127



‘Buipueq

Jleu ueupiBunwiay
epe yisew drag
pisew ‘uejipebuad
uesnind epe yepns
uep ‘uejipebuad
eped npebuswi

NdS4 uep Os4
Jojesado edelageg

ueunBueg

ueq lwng eled

eled »olqo lenr
1e[IN uedelouad

“}JeJep Ip ueunBueq ejeD eye| ueq

ueunBueq uep iwing elgo uexng NYS4 uep efed 3oldo
yefed ueeusbuad 0S4 |edey uexselafusw IseyiyIsely bueiua| ‘OSdA
11ep NYSH uep 0S4 BueA ‘ueifex yenquiew 6102/€0Wd/ 981 | uep 0S4 eped
jedey sndeyBusw yelal Isiwepese ueunBueq uep jwng JOWON elsauopu| (ueunBueq
ueBusp 1ngesJial ep ueynsuoy | efed uedeusyip NYSH | diandey uebuenayy uep lwng
nayuaway dra MIA ISInal epe Jeby ewesJoq VSN| uep 0S4 siualjedey | L@UBIN UBINlEIOd yefed) 994

‘Buise |edex emaAusw ‘leuoiseu ueeyesniad ‘selog

s Djwip 1edep eualey| yajo Buise |edeyy podw| euss Odo

ueBuap lesenyjip,, | ‘|Jeuoiseu ueeyesniad ueemoAuad |pelioyl uep esegnieg

e1ex-e1ey nuebBusw epas uelad le|nwi Ul 1eeg -ablieq Jods>e 3niun

elpoes ‘edey | A uexiexBulusuw depi1 R Bny ueyeunbbusw | |euolseN ueeyesnioed |leuoiseu |edey

uexexbujusw uep Iseriodsuely ueBuap uene|ip ya|o lesenyip BueA uexeunbbusw

UeluIouoaled uebuaq ‘0z0zZ Y1 esefeoeJoU ISP | BWE|UePNS Ul _wees | | AMd 000°0Lyemeaqip | ueqifemey Buejue)
OrjusLIsy G9 ou Bepuswiiad uejuninuaw 1AMA 000°0Lyemeqip | |edey eped uedqifemip 020Z unye1 5o abejoqen
‘Bepuswiay ISIAB1 uBINSnBusip Jepn Ul ueinielad uelnyn ubp odsy3 eAuey |Ul ueinielad ou Bepusuuled puoAag

‘leuoisesado
eAelq uexiexBuiusw Am_om\mo.v_EQ yeseeq
naisnf‘dn ogg uep 751 OUMIND) Ndd gluLIBWSd Ue

Jnydjns moT Jexeq nBundip epix yejul d uep

Ueyeq ueseunBBuow | EUOISELSI JeAepieq 1esnd yejuliswied

BueA jedey uexBuepes elejue uebuenay

ueqifemay Isis niesiq ueBungnH Buejusy

‘ledey jeuoisesado %01-%S g399d 220Z/L NN Ipefuswi

JesaquereAelq | yeseep yeled eussey "eofjoeud Buiddiys | nuebip yepns NN
‘uebuensy| Na'p uegeq uexednisw Jejos jnjunueq | [BUOlEUIBIU| UOWWOD (@y¥ad) ueseeq ‘ledex
ueleuaWSY JeAeliaq BueA [ede Jexeq ueyeq eAeiq 1P Wize| 3epi Jexeq I1SNqley uep Jexeq ueyeq
-ledey 3niun "gyg9d BUSJE ‘|eUOISEU *9%0L Ndd uexeusyip ueyeq ueljeqwad yeleeqeled uejjeqwiad
ueBungnylad uep Ndd eAusndeyip ueJeAejad Bujes |ede| Jexeq ueyeq 1Beq gyggd uep Bueiusl ‘600z | Mun glggd
UeBIUB WY ueyjinsnbusiy eAep ueuninuaiy uejjequiad depes Ndd ueeuabuad unyel 82 'ON NN uep Ndd

Roadmap Perekonomian

128 |



Bepuswiay
uedusway
nayuaway
gnyusway|

ddnd
ueLoUB WS

seuaddeg

SIS To RN}

(17 uejeweessy 1S3y
eueouay 1ep uelbeq
1ebeqas yetaeq
ledwes JnpinJisiol
uep uelewe|asey
Je|id g uexieqiew
Isuayaiduwoy BueA
1040 exepuluad uep
ueyebBoeousad ISy
BUBOUSY UNSNAUBIN

ualsiye

winjag Wwalsls euaJey
yejofeb ueyingwiuaw
uexe sed wnyny
uexpeboup

Bunsbue| nejey

Bueseq yijiwed

uep Joresado 1Beq
ueybuniunbBuswinwies
ueyiid 1pefusw
ebbuiyss uaisie
Jlepl welsis Jeqbie
yejepe 710ao

|euoiseN

V17 WnIo)
Jjnjuague) winjeq
eusJey Isueisul
Jejue ISeulp.Jooy
epeeplL
ualisije >epiy
wialsis ebbulyes
Iseplodsuen
uebBuuel uey
-IselBojuibusw
eAujynuadip wnjag

—

CCOCHL
I'ON S3ddd3dd

L1I0CHL LE dd
¥00CHL8E NN
¢l0CHL SS dd
600¢HLZZNN

v
€
K4

L

1040
Buejuey
OdNIdV
uellex |isey
ueBuap
280 -170d0

8

1Viva ISVLIOdSNYY.L

“luing e uexiexa|ip
epn jedex emyeq
llye liep juowinsey

gpe Ui 4rq lwng

& ueXiexe|ip Xepi

ledes} [1{ng njun

1u| “[edey ueyeusw
JexBuel uep ebewlop
1eveow ede 1je}

Jeuoiselado jexel

O8PIA ING uelIBqIp
Jebe eluiw drg

‘eAuyjeled exndsip
Ipefia) snisy uede
1suayodiaq 1ul ISIpuoy)

"Z¢0z Mming unyey
Mun ggd yibeup
yisew ebn( Buipueq
ue|ipebuad 1p Bueusw
yepns BueA jeuoiseu
ueJeAejed eyesn
nejed ‘Nl eJejuswes

Kontribusi APINDO bagi Kepemimpinan Nasional 2024 - 2029 | 129



ueeJlepusy yefled

Jepuels [ynuswasu

14104 "€ ‘gIN uengJeuad ueyuelelusw ueJseAequuad 1edwel snJey sIsye yepns d Jedeq
Siuxal yejeres yeleiseld uensay ueanyBue | undnew ‘isepuswoNe. BueA ueeyesniad uejnsiad uep
UBLIBIUBWI®Y “C | jejeAsesd iynuswaw eyesnbuad uaquwied Isueisul exew ‘g|N AUNCIS) SSO eosed
NdMg L wigjep ueyepnuusy uedipelusiy edelsgaq I1p 1|Bund ye|eles ‘sso wejeq gaiN uegifemey | oL
uedipaip
uelequuad seie Ndd 1edep eAusnieyes
uexeusy|ip uexypaBusw wnwin Isesado ueelepuay uexypaIp
yisew isesado sy ueinyBue ueeyesniad uelequuad seie Ndd 1edep yepn
[IgOW seie Ndd uexuegaqip Ndd ueyysjogquisu exew Ndd Xelqo | Isesado ueesepuay
ueJnie ewe|es Ndd 1egpe ueeyesniad Jepi yisew jul uexedniaw Isesado ueljequuad
uexpanip yedeq ueBuenay ueibnioy| 1BES Ndd uelny syo uejenfuad eI se1e Ndd
Isesado
SMo ueelepusy
ueelenfuad 166U Ndd iedgie Ndd
ueununuad 1eqpje BueA ebiey reqpie 1e3Buluew Isesado Bueiniay isesado
ueeyesniad | Isesado s)o ueesepusy S0 ueelepusy |enf S0 ueelepusy|
Ndd >elqo epi| ueBuenay ueibniey| uejenfuad ueuninuad ebiey uedgeqoaAusiy NVIVNCrN3Id
liseyBuad 10| nepaq yisew,, (S ES{VEI
1ep o, ueyelediad | yeled inpjel | Isyesuesy Buisew-Buisew
ISENISUIWPY ISUES 1,, ueanie ebbulyes Jad eled unpjey wnwn ueinybuy
ueygeqgaAusw winwin ueynybue ue1igJe1p niun ISylesuely seie
BueA deled unpjey 3}N1un snsnyyj uednie yeAueq dnno BueA yeled inpe4
Ndd >elgo >epiL uexigleusw yejes epeepi yiseN IsXesuely ygjuinre ueligieusd
ddd uesersepuad
uejiseybuad je10| ueuoyouwisad ewe| (dd) veled
ddId 1ebeqges 1ep 9| ueyelediad ueyejouad / Bueany uep Buelued BueA euay eyesnbuad
Jerjepiay nijad depi | ISeJISUIWPY ISYues ueleleAsiad ueJderjepuad sasoid ueleljepuad
winwn ueinybue seie
uexseqaqip BueA Ndd
Jnpasold/eied eyel
611 1s>e1 UEINXBUE nJeq ueinie seie
Ip yesebiaq BueA | uenyepiepney 1egpe uelsibuad
ueeyesniad eweslag nyeleq uexelediad /ueeuesyelad
ueysnwniawl uelnyelad Jnpaso.d uep winwin - (Ndd)
UEp ISes||elsos nninuaw depl] | elobBue ueBunBuigsy ejeoele] | ueynybue seie Ndd | NVIVIVdd3d 6

Roadmap Perekonomian

130 |



‘ueeioyled
|sepjodsuely

ueejoxied leusBusW yninjoAusw 8102
ueamiBuy ueinyeBuad epe wnjeq unye] 8|l JOWON
[euoiseN uexeligey g eualey ‘ueejosiad gnyuauLiad)
yeiupewad ysjo |isepodsuen ueBungnyJed
wey ueeujqwad uelad IselBoyulie) BueA ueyniniesey | ejus| ueanielad
-WnjuUBWIB) g uep ueejoyied ueejoxtad Isepiodsuesy dnxeousw ueefigey ‘ueler uexnyBuy
LBepusway ¥ |seyjodsuely ueeueoualad epe wnjaq eusie| Bueiual z10z
ydNd JNpinJas Jnyebuswi Jn1eBuswi BueA ewiou ‘IselBejulie) uep unye] GG JOWopN
UeLBIUBWSY § BueA NN 19A9) ueujwop deyey epedepn “TIYN | luowley wnjeq eisled yejupewad
’ eped ueejoxlad ueye uebueiosaslad ueyeligey ‘ueanybuy | ueeioyad jsepiodsuey uelnielad 6002
seusddeg 'z Isepodsuel) ueeJepuay| uexeligey : |e1s.ied 1l jueBueuswW yNun unye] zg JowonN |essen
gnyuswsey | ueiniebuad nued | ueeunBBuad 1eES NYjEeiaq BueA | nyelaq BueA uexeligey) Buepun-Buepun ueinybuy 1L
pisqns
uep Isexiynies
1edepusw esiq depi
Bunynpuad ueieiboy
eAuoyisal | |ebeges Isepiodsuely Jepueis [sexjlipes
126U euwes-ewes esef uexieliepusw ledepuswi 3epiy
euale ISexIj1ies BueA 160 ueeyesnJad exew
1edepusw ebn( uep Iseplodsuesy Bunynpuad esel
Bunynpuad ueielbey ueeyesniod Bgs Iseriodsuel |
lefeqas Isenlodsuen esel eIl
esef uesleljepusw 1d uepeq niens uexBuepeg ‘ewein
PueAynsiBol | Lep eAuiseliodsuell ule| uelelBey leBeges Buipiemiol
VAN '€ uep Iseyodsuesy | eyesn 3niun epagiaq uexeAuelradip BueA |7g pilewew |sepjodsuesy Ip eyesniaq
ueeyesniad (SSO) gIN Plijjwsw sniey epouw}nW ynseulio) ueysjoqladip Xepn ese[ ueeyesniad uenIuSIoY
anyuswisy ¢ qIN eJd edas uep unJnuaw ‘Ldr eyesn wejep (Puipsemuoy) 1rd eAUBY ISBY|I}I1IeS uep giN
NdXg L 1Be| uexiequIadIq eyesn Isusisiyg Jelbeul sezy eyesn giN wejeqg jedepusw Bue uepsSsoO | doL
g d ueseAequuad
“Jel| ueynbund uelNsay YNsewa |
nyejed 1Beq wnyny UegJaq sesoud
uexepuluad elies uep sejef wnjaq
Jel| ueanBund segeq uenjuelay uebusep
eAu BueA 1sepuswioal eyesn [gjnwew
dS.1d yninjes uejeseAsted BSIq N3uUn NuaIel
ueBuep ueynuswad (eoueldwoo seulp/efequue

epuwsd v

ueueAejad ejojey e1e|

|elsnpul- un)

(LVSINVS)

|sepuswoNel

Kontribusi APINDO bagi Kepemimpinan Nasional 2024 - 2029 | 131



‘|leBaj uexnBue
uexeunbBuswi

"|ebel

ISUBNYBSUOY UBp -wnwn ueinyBue nyejad yes BueA
) oyIsu Buejuay uenyBue lebeges IBeq Is>jues uep ueel wnwin
VAN3Id 9 1e5eleASEW jeuoisesado Uiz neje winwin ueinybue ueinyBue
Bepusway g epeday Isexnpa Isuas| uepedepusw yes BueA yiignd ulZzi uenius1oy Kasnpul
sosuswsy uep I1Ses||eIsos yes BueA yiignd 3njunJnpasold | 1sepiodsuel) ueueAg jedepisl uebunsbue
1o . aAuedwey uednesw | Iseyjodsues) ueueAe| uep uejeleAsiod | selljeny uep ‘Isuaisie Tuejep -19qeX
eusiion e ueBuap yejulawad | seyeny uep ‘Isuaisye | ueydejousw eAueselq ‘PV] UBIBWIR9SSY uenBuy uep | NBBUBBusN
anyuswisy ¢ uep ddq :1sexnpe ‘Uejewlelessy | Uejuuswed :uizj uep nBBuebBusw jedep | sejul| nje7 Buejuel [eBay|
1470d L uep Ises||e|sos nbbuebbBusy 1suas| Buolopusyy | eusiey sSniIes yeesen 6002/22 NN ueinibuy | L
LoBoN eAuueueAejod
.Em_mn_ 5 5 uebBunsBue|oy uexdelsip yedoeq
LBLEILBWIBY ‘E BI04 bulsew-buisewl uensed epney winjeq eusiey] yeULIBWad UBiod
; uep [suoiseu 18Isisq ueyinquIlus W IpIsgns uelaquiad ueuedepaBuswi ueejoNied wnwin
ueBuena BueA yninjaAusiu uexe ebbulyes 10J81S0 BWILIBUSW eAuynuades | wnwin ueanyBuy uenBuy
uglisuUsWIs) ¢ ugeueousled IpIsgns uelaquiad 3Nun uendwewsay| win|aqg ‘ 0Z0Z HL | 1PIsAns uelaquiad ueeleh
uebungnyJed 0202 HL ueinfuejagey uexyedepuswl 6 INd NIWH3d Buejusl 020Z -BusjpAusg
ueLeUBWSY L | & INO NIWHIJ ISiney snindiey uexy Bueiny epuwied ueyNyelequiad Y1 6 OU UsUlIed pisang | €l
eAuiysewas
suwisiueyow
INfeleW winwin
ueanbue JOg
IpIsgns Ipefusw
snbeq
Ngd Ipisans
ueunBUNWSY Npad b unBueaquel BueA
uelelnpinJise.ul
Ipisans |SuaIs|ye
INgg ueieejuewiad 116und uexunINUaW uep
uebuemajaAuad Ipefia1 uep Bueund ynefueuejefied
VYANVYOHO 9 sefe1>epull ‘g Ngds wnuxo uexibniew
VaNId 'S eulwelad AN 1P uexipefusw uersiBuad
eulwELog p | WO uexienbull lepuey dnyno ueselequiad °Z eUIWEBLIS]
Q:LcmEmv_ € eAuUEINYN winjeq BueA . eAuIISaWSS YEPI) AN ueqifema
undede pequd welsis °¢ BueA uie yeyd ZZ0z unyey sebiy
NAs3 ueeJepuay ynun ewel yejo uexeunBip SpoJ 9< Hdg uesmnday|
uswisy ¢ 191 uenaquiad yiga| ueuejefiad euiwepad AN ueeJepusy ynjun Liey ¥10Z/161
H¥da L uedjueH L own-peeT ‘L | WesIs Uelesewed | /100Z Ueseyequied oNseidied | IpisansNgg | 2l

Roadmap Perekonomian

132 |



‘(leyew) ieu jedexsewl

ueBueqJouad uexdeJeyp Buek ebelN eJepn
JlIBY ISB|NWLIOY Jue1 deBBueBusw uenBuy
uep jliej ueinie 1e3eleAsew ideyey ‘|pef1o) BueA |sipuoy | 'WMOUOXT SeIS)
1exie) 1exe eAsew ‘ueiBniey 1dninusw uep 1sneys uebusp ueueAejad
epeday snisusw 3NJUN Seje Seleq JLEeY | UBYIBNSas|p ‘ISen|end Buedwnuad
-Snis) Ises|elsos ‘(dnyny) eyesnieq | uexdessusw lededselN uenyepp ueye | SEIV Selegllie]
uexnyeld ¢ 1puayJlaq BueA | ‘ledeysew uesen|ayip ueBuequauad Jue) uebunyiad
‘undnew ledeysew yeAueq snuey BueA eAelq | uenqg 9 denes emyeq Ise|nwi.io4
el ueyniuaguied uexe 1sypa.dip -eAeiq uexBuipueqip | uexingesip Ingestey | UBP EBIED BIEL
NN Isejnwiioy undnew exew ueysnialp yepual njejal ueJnje wejep Ip Bueual 610z
ueLeUBWSY € | ‘ . f ! p ) ! /02 INd "ON
Jue) uBseligey exif uep eAueyesn BUSIEY UBIULIBLIS |eyEpEd ‘ISen|eAs
uebuensyy Buejua) N Mjieq uexPuequisbuaw uexdeenp Buei uexn3elp yeuad anyusinied ‘¢
uglsusWs} ¢ ‘e leusBusw 1edep yepn uep moj) ueBuequauad Jue) sepip uebBueqiauad | ‘ueBuequeusd
ueBungnyled ueJNjE-UBINIE yseo ueynsay Buek | uexdessusw ueynsey JueY JEde) ueinie Buejuel 6002 eJepn
ueLSlUBWSY | isenjeny | ledexsew yeAueg ledessew U 1ees unyelyeweds | unyeilounn L | ueinyBueluel | g|
Vivan ISV1dOdSNVYL
ehel)
welep Yept |
winwin Jojouliag
ueeJepuay uebusp
Buelo ueinybuy
Bueiuer /102 /
9z AnyuelIed
‘leuoiselsado
ueseusyIp
1edep Bueh snJey BueA
winuwisyew wnwin ueinybue
ey leusBusw
ulzusq ueydelsuswl uenjusls
uep yes BueA yijgnd eAuwunwin Jnsewliay
Isepjodsuel) ueueAe) iseinBoy el ‘uejel ueinybue
uexeunBBuswi uenjuelay uep
eAubunued Buejuey ‘winwin uelnbue ‘qeleAs ‘uizi
1eveieAsew yolo Injejip 1edep BueA leusBuawi 1nfuel
ueJEpESSY a1nJ uexdejeusw yige| JnyeBusw

uexiexbujuew
yejepe eAuuening

1edep ebnf yejuswod
191Ny uenjuauad

ueler ueanbuy
Bueyuel v10z/vL dd

Kontribusi APINDO bagi Kepemimpinan Nasional 2024 - 2029 | 133



ueBuenay|
DTN

NIANg
uelayuawey 'z
uebungnyJed
uelayuawey L

‘leyew
uep webeiss yeply
Ipefuswi Jnine ebiey
ebbuiyss uexuegaqip
BueA iseriodsuely
eAelq uexelige
-uexefigey eweiniey
‘IniAe ebiey 1exey
llequiey uenefujuad

‘yepual yige| Jlex
ueydelauswi esiq
ebbuiyss yepual
yiga| eAuINIAE
eAe|q BueA ebou
Jen| ep ledexsewl
ueBuep Bulesiaq
ye|e>| eisauopu|
ledeysew
jrenquiew
1enquuiawi 166U}
Jnine eAelg
‘leyew
ueBuegJauad
Je1 debbuebusw
1eeleAsew uep
166U 39313 eBIBY
1enquuiswi 166U}
BueA unyae eAelrg

‘ueBuegJauad

Jue1 eAelq usuodwoy
11ep 9%0%-0€
lynieBuaduweawl
JniAe euasey 1BBUR
ebn[eseuopul Ip
ueBueqguauad ey
ueygegaAuswu
elsauopu| Ip 166uUN
BueA inyre ebieH

“INIAB
ebiey epedoy
uexueqgaqip BueA
Isepjodsuely eAeiq
eAuepe eualey|
webelas yepn
e|seuopu| yninjes
1p Jn1Ae eBieH

‘ebBueyey
edelagoaq Ip Jn1Ae
ebiey Buipueqip
166U yige|
eISeUOpU| Ip JINIAE
ebiey ejel-eirey

(imay) |en4

9l

‘ueBuequsuad jey
1p eAeiq usuoduwoy
-usuodwioy
Ipefusw BueA
eBley uequninus|N ¢

uabeN weeq
lempelieg
ebelN eiepn
ueinybuy
JuIouOX 3 Sejay
ueueAelod
Buedwnuag
sely seijeg jue|
Bueiua|

6log unyel
Q0L INX "ON
gnyusinday
‘uebeN wejeq
lempefieg

ﬂ:

Roadmap Perekonomian

134 |



ueBuebeplogd
VEBEANETIEN
uensnpurad
UEDEANETIEN

ueBuenay|
VDTN

(seyequey uebuele|)
sevne| uexeligey
1e3J9) euieInIa)
‘syiedaJleds uep
1emesad Iseriodwl
1eJa) ueinie
llequusy uenefluiuad

‘eAun EM
uensedsay epe
Jepn BueA
eAuynsew sasoud
uep pedaleds
Jjnsew eaq
eAuepe euaiey|
leyew yiqe|

BueA eAelq

uep ewe| yige|
Ipelusw 1emesad
ueremesad uep
ueieqJiad sesoid

‘eAUN EM

niuel epn

BueA 1iedsieds
eAuynsew

soso.d eualey
eAus|LIOUONS

lejiu uebuejyay
Ipefuswl 1emesad
syuedaJeds uep
1emesad dynsewl
eoq eAuepe
euaJey 1eBuiuew
ueBueqJauad Juel
eAelq usuoduwioy|

‘eAujeuoisesado
wel Bueinyieq
eua.ey
(eAusjuiouoxe
1ejiu Bueinyiaq)
Jreduwiox

epn ipefusw
1emesad yenges
1enquuewl ‘sejel
Jleph uep ewe|
npjem ueseuwaw
BueA yemesad
1ejedaleds

uep jemesad
Isexjodwi sesold

ey

ebn[yey1 ebliey
ebbuiyss 19311
ebiey usuodwioy|
eped uexpinsewlip
uelpnuisy uep
1eBuiuew
ledeysew
|euoisesado

eAelq 1enquiew
1emesed 1iedaleds
uep 1emesad
eped jynsew

eoaq ueeuabuad

L

*oul| paJ Jnjel pemelow
snJey uep 3nsew
£0Qq UBXEUIP Yyisew
(siequinN 1ied 6v€°2T)
8po SH g6l eAuesis
uep ‘90 Jnsew

e8q ueiseiisepiip
(siequinN 11ed £99°1L)
9P0Y SH LLL euew Ip
‘@poO SH zie uebusp
uexyexip yemesad
1ed eJeds -(seiequel
ueBueJe|) serle]
Pueleq uexedniow
yelepe eAuelejue

1P (%61) 662°S
Jeypjes 1e1eoie) uep
‘(weysis paziuowiieH)
SH ©®PO 628°0L
SeAueqes 1e1e04e)
|1>g welepid

“(1x19)
eiseuopu|
ueueoaqeday|
Jue] ming
€002/S0 M
/0L€ JOWON
AN

‘ULOMING
/el INd
‘610z unyeL
05 JOWON dd

—

1emesad
Jedaieds
uep 1emesad
Isepjodw|

Ll

Kontribusi APINDO bagi Kepemimpinan Nasional 2024 - 2029 | 135



KAWASAN EKONOMI *"°**

Penciptaan ekosistem industri
Properti dan Kawasan Ekonomi
vang dalam, kuat, tangguh, dan
berkesinambungan sebagai
lokomotif strategis
pertumbuhan perekonomian
nasional.
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PROPERTI DAN KAWASAN EKONOMI

OBJEKTIF

Penciptaan ekosistem industri Properti dan Kawasan Ekonomi yang dalam, kuat,
tangguh, dan berkesinambungan sebagai lokomotif strategis pertumbuhan
perekonomian nasional.

REKOMENDASI UTAMA

Fundamental Berkelanjutan

1.

Percepatan pembangunan properti dan kawasan ekonomi untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi dan menyerap lapangan kerja.

Penciptaan regulasi dan perizinan yang menjamin kepastian iklim berusaha.

Reformasi kebijakan pengelolaan lahan dan perumahan yang efektif, efisien,
dan tepat sasaran.

Jangka Pendek (1-5 Tahun)

1.

Efektivitas penerapan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-
RBA) dan perizinan dasar berusaha diantaranya:

a. Perizinan Lingkungan (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan/AMDAL)
b. Penerbitan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) digital oleh Pemerintah Daerah
c. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)
d

Bangunan Gedung (Persetujuan Bangunan Gedung/PBG maupun
Sertifikat Laik Fungsi/SLF)

Pembentukan Kementerian khusus yang menangani Perumahan dan Kawasan
Ekonomi.

Percepatan penyediaan infrastruktur konektivitas dan utilitas untuk Properti
& Kawasan Ekonomi.

Jaminan pasokan air baku bagi perusahaan industri didalam Kawasan Industri
(KI) dan penyediaan gas industri dengan harga yang bersaing.

Mendorong pertumbuhan Eco Industry.

Optimalisasi peluang investasi di lbu Kota Nusantara (IKN) dan wilayah
penyangga dengan menjamin kepastian hukum dan kemudahan berusaha.
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PANDANGAN DUNIA USAHA

Sektor properti dan kawasan ekonomi menjadi salah satu leading sector dan
berperan strategis dalam perekonomian Indonesia. Perumahan, kawasan
industri, dan perkantoran memiliki kontribusi terbesar keempat terhadap realisasi
investasi pada tahun 2022 dengan nilai Rp 109, 4 triliun, dan pada kuartal I-Il 2023
berkontribusi Rp 58.3 triliun. Secara khusus sektor ini menduduki peringkat kedua
tertinggi dalam realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
Sektor properti yang melingkupi properti, real-estate, dan konstruksi bangunan
juga berkontribusi 14,63% terhadap perekonomian nasional.

Sektor properti dan kawasan ekonomi memberikan multiplier effect secara
forward-linkage maupun backward-linkage bagi sektor industri pendukung lainnya
dan mempengaruhi perkembangan sektor keuangan serta penyerapan tenaga
kerja. Berdasarkan data LPEM Ul, sektor properti telah berkontribusi pada 10,2%
penduduk bekerja di tahun 2022. Dalam penerimaan pajak pemerintah pusat,
sektor properti dalam periode 2018-2022 telah menghasilkan 9,26% dari total
penerimaan pajak pemerintah pusat. Signifikansi tersebut juga dapat ditinjau
dari kontribusi pada pengentasan tingkat kemiskinan. Jika sektor properti tidak
beroperasi maka tingkat kemiskinan Indonesia pada tahun 2022 menjadi 17,37%
(tingkat kemiskinan riil adalah 9,54%), sehingga sektor properti telah berhasil
mengurangi kemiskinan hingga 7,83% (LPEM UI, 2023).

Sektor properti dan kawasan ekonomi harus dilihat sebagai integrated development,
sehingga tidak lagi sekedar berkaitan dengan jual beli sewa perumahan dan real-
estate, namun juga melingkupi berbagai bentuk kawasan di dalamnya (kawasan
komerisal, kawasan industri, dan kawasan ekonomi lainnya), termasuk kegiatan
konstruksi bangunan. Sektor ini tidak hanya berkontribusi pada perekonomian
nasional, namun juga berperan vital sebagai sektor unggulan di daerah dengan
kontribusi 31,86% dari total penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah
provinsi dan kabupaten/kota (LPEM Ul, 2023).

Meskipun demikian, dunia usaha menilai pemerintah saat ini belum memberikan
dukungan optimal dalam memaksimalkan posisi strategis dari sektor properti
dan kawasan ekonomi. Berdasarkan hasil survei APINDO, 35,62% pengusaha
memprediksi sektor properti tidak akan tumbuh (tetap/tidak berubah) hingga
5 tahun kedepan. Jika ditinjau dari regulasi yang ada, industri properti belum
memiliki ekosistem yang ideal, padahal investasi di sektor properti sangat
menjanjikan karena nilai properti yang mengalami kenaikan setiap tahunnya.
Meskipun kepemilikan rumah secara eksplisit dijamin dalam UUD 1945 (hak
bertempat tinggal diakui dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945), namun angka
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backlog perumahan justru meningkat setiap tahunnya. Selain itu, Kawasan
Industri yang merupakan salah satu bentuk dari Kawasan Ekonomi sejatinya juga
berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi bagi wilayah dan
sektor lainnya. Roadmap perekonomian sektor properti dan kawasan ekonomi
disusun untuk memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah dalam
mendorong penyempurnaan ekosistem menjadi ideal, bergairah, dan kompetitif.
Sektor ini akan mengulas rekomendasi dalam konteks regulasi dan perizinan,
kebijakan properti dan perumahan, sarana dan prasarana di kawasan industri,
serta secara khusus meninjau Ibu Kota Nusantara (IKN) dan peluang penciptaan
pusat pertumbuhan baru.

A. Regulasi dan Perizinan dalam Pengembangan Properti dan Kawasan
Ekonomi

Pemerintah Indonesia melalui UU Cipta Kerja telah mengubah nomenklatur
perizinan dasar dalam mendukung penyederhaan persyaratan perizinan
berusaha di Indonesia mengingat pentingnya agenda peningkatan ekosistem
investasi. Saat ini Izin Mendirikan Bangunan (IMB) telah dirubah menjadi
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Persyaratan Izin Lokasi dirubah menjadi
Kesesuian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Perizinan dasar lainnya yang
harus dipenuhi adalah Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan Persetujuan Lingkungan.
Bentuk penyederhanaan yang digulirkan adalah kemudahan pelayanan melalui
Sistem Informasi Bangunan Gedung (SIMBG) sebagai aplikasi berbasis web yang
menciptakan tertib adminstrasi, penciptaan prosedur pelayanan yang lebih efisien
dan jelas, serta transparansi proses penyelesaian.

Berdasarkan hasil survei APINDO, hanya sebagian kecil pelaku usaha yang
menilai pengurusan perizinan dasar tersebut telah menjamin kemudahan.
22,549% pelaku usaha menilai pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
mudah, 21,43% pelaku usaha menilai pengurusan Persetujuan Lingkungan mudah,
dan 20,29% pelaku usaha menilai pengurusan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang (KKPR) mudah. Namun terkait Sertifikat Layak Fungsi (SLF) saat ini menjadi
tambahan persoalan mengingat ada struktur biaya tambahan yang diperlukan
untuk pembuatan kajiannya. Mengingat bahwa perusahaan yang disurvei adalah
pelaku usaha/pengembang yang aktif dan kontinu dalam melakukan aktivitas
pembangunan properti yang juga berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi
nasional, maka pengurusan perizinan dasar harus menjamin kepastian hukum
dalam penyelenggaraan bangunan dan gedung.

Pengembang memandang bahwa sistem Online Single Submission Risk Based

Approach (OSS-RBA) masih menyulitkan, sehingga sistem perlu diperbaiki
dengan menjamin proses izin yang efektif dan efisien. Meskipun saat ini dunia
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usaha melalui Real Estate Indonesia (REI) telah berinisiatif meluncurkan Helpdesk
untuk mempercepat penyelesaian berbagai hambatan perizinan sektor properti
dalam OSS dan dapat dimanfaatkan oleh pengembang di seluruh provinsi, namun
perbaikan pada sistem dan kelembagaan tetap menjadi urgensi utama yang
harus segera dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah perlu melakukan sinkronisasi
kebijakan teknis kementerian dan lembaga terkait, dan sinergi platform teknologi
informasi dengan OSS di daerah. Dalam mempermudah pelaku usaha melakukan
permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), OSS perlu diintegrasikan
dengan sistem Kementerian ATR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(LHK), serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Selain
itu, peningkatan kompetensi SDM diperlukan dalam menyelenggarakan pelayanan
OSS dengan kualitas setara di seluruh Indonesia. Perbaikan-perbaikan yang
dilakukan diharapkan dapat menghasilkan kecepatan proses perizinan.

Selain jaminan kemudahan perizinan dasar, regulasi yang menyebabkan
ketidakpastian bisnis harus di review kembali, utamanya dalam melindungi
hak dan kewajiban pengembang secara jelas dan tegas. Sayangnya regulasi
yang ada saat ini belum memberikan kepastian hukum untuk membantu pelaku
usaha/pengembang dalam melindungi hak dan kewajiban. Hal ini mencakup
hak kepemilikan, kontrak, dan hak-hak lain yang dimiliki oleh pengembang yang
mendasari operasi bisnis. Kepastian hukum yang melindungi hak dan kewajiban
pengembang secara jelas dapat menyelesaikan berbagai tantangan dalam
penyelenggaraan penataan ruang dan pengelolaan lahan, serta kebijakan terkait
kepemilikan properti dan perumahan. Kepastian hukum juga akan menjamin
prediktabilitas bagi pelaku usaha/pengembang dengan memprediksi konsekuensi
hukum dari tindakan dalam operasional usaha yang memungkinkan perencanaan
yang lebih baik dalam jangka panjang. Kepastian hukum sejatinya juga menciptakan
lingkungan yang menarik bagi investor dan menjadi landasan penting untuk
menjalankan bisnis yang berkelanjutan.

Penyelesaian sengketa properti harus dilakukan dengan cara yang adil dan
teratur melalui sistem peradilan yang mapan. Sektor properti dan kawasan
ekonomi saat ini masih menghadapi berbagai kasus penyelesaian sengketa
dengan penyelesaian yang kurang jelas. Dalam beberapa kasus kepemilikan
sertifikat ganda, pihak yang memiliki sertifikat lebih awal justru gugur lebih
dahulu. Tanpa regulasi yang konsisten dan sistem peradilan yang mapan, risiko
konflik atas tanah dan properti akan terus meningkat. Rekomendasi ini menjadi
penting karena penyelesaian sengketa yang baik dan teratur akan menciptakan
lingkungan bisnis yang stabil dan mencegah kekacauan hukum. Prinsip-prinsip
keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak individu dan perusahaan
harus terjamin. Dengan langkah ini, regulasi dan sistem peradilan memainkan
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peran penting dalam menjaga stabilitas dan perkembangan yang berkelanjutan
dalam sektor properti dan kawasan ekonomi.

B. Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pengelolaan Lahan

Dunia usaha mendesak pemerintah daerah untuk segera menerbitkan Rencana
Detail Tata Ruang (RDTR) berbasis digital dalam rangka menyelesaikan
masalah tumpang tindih lahan dan mendukung percepatan investasi. Banyak
pemerintah daerah yang belum menerbitkan RDTR digital telah menjadi persoalan
tata ruang yang menghambat pertumbuhan investasi di daerah. RDTR yang belum
terhubung dengan OSS telah menghambat pengurusan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang (KKPR). Saat ini RDTR digital yang tersedia masih sangat
terbatas dan belum lengkap. Pemerintah daerah perlu segera merampungkan
Peraturan Daerah (Perda) terkait RDTR dan menindaklanjutinya dengan pembuatan
RDTR digital yang terintegrasi dengan Online Single Submission Risk Based
Approach (OSS-RBA). Berkaitan dengan hambatan yang terjadi di daerah dalam
komitmen penyusunan RDTR, pemerintah pusat perlu memfasilitasi pemerintah
daerah dalam hal bimbingan teknis dan konsultasi. RDTR yang lengkap dari seluruh
daerah akan mendukung optimalisasi One Map Policy yang saat ini masih belum
memberikan jaminan akurasi di lapangan.

Selain itu, dunia usaha menilai penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang
tidak sesuai dengan RTRW/RDTR telah menghambat investasi sehingga periu
untuk segera disesuaikan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019
tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan dan aturan turunan PerMen ATR/Ka. BPN
No. 12 Tahun 2020, kebijakan LSD digulirkan dalam rangka memenuhi dan menjaga
ketersediaan lahan sawah untuk mendukung kebutuhan pangan nasional. Namun
saat ini terdapat beberapa lokasi LSD yang tidak sesuai dengan peruntukan pola
ruang RTRW dan kondisi eksisting. Pengembang yang sudah melewati proses
perizinan lahan dan sudah melakukan pembebasan lahan, kemudian berbenturan
dengan penetapan peta LSD. Pengembang harus menunda ekspansi padahal lahan
tersebut sudah lama dimiliki dan memiliki izin karena ditetapkan sepihak sebagai
LSD. Penetapan LSD yang tidak sesuai dengan RTRW juga terjadi pada wilayah
atau area yang telah ditetapkan sebagai kawasan-kawasan ekonomi dan industri.
Sinergi antar kementerian (Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan, dan Badan Informasi Geospasial) diperlukan dalam penentuan
LSD. Dalam hal terjadi perbedaan peta LSD pada kantor pertanahan di daerah
dengan peta dari pemerintah pusat, penetapan LSD perlu memperhatikan Perda
tata ruang yang harus disesuaikan dengan karakter daerah terkait. LSD seharusnya
disusun dan ditetapkan setelah pemerintah daerah menetapkan RDTR karena
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didalamnya telah ditentukan kawasan yang diperuntukkan bagi penanaman
modal, pemukiman, industri, dan lahan yang dilindungi, sehingga memberikan
kepastian hukum bagi pelaku usaha.

C. Kebijakan Properti dan Perumahan

Angka backlog atau defisit perumahan di Indonesia berdasarkan Survei
Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2022 mencapai 12,71 juta unit rumah,
sehingga menjadi perhatian bagi pelaku usaha di sektor perumahan untuk bisa
menguranginya. Realisasi pembangunan rumah subsidi atau hunian layak yang
terjangkau sejatinya menjadi opsi yang potensial bagi pengembang ditengah
kondisi aktual perumahan menengah atas khususnya apartemen yang mengalami
over-supply. Menurut kalkulasi yang dilakukan oleh Kementerian PUPR, kebutuhan
rumah baru berkisar antara 820.000 hingga 1 juta unit rumah pertahunnya,
sementara pengembang hanya mampu membangun 400.000 unit rumah
pertahun. Menurut Data Bank Indonesia dalam Indeks Harga Properti Residensial
(IHPR), backlog perumahan telah mengakibatkan harga properti menanjak
signifikan dalam empat tahun terakhir khususnya untuk tipe rumah kecil dan
menengah. Dalam beberapa tahun terakhir, pengembang mengalami kesulitan
untuk memenuhi spesifikasi bangunan rumah subsidi sesuai standar pemerintah
dikarenakan harga patokan rumah subsidi tidak pernah dinaikan sejak tahun 2019.
Berdasarkan data Indonesia Property Watch, sekitar 809% pengembang rumah
subsidi telah beralih ke rumah komersil dikarenakan margin dari rumah subsidi
yang semakin menipis. Bahkan harga jual tidak lagi relevan dengan kondisi saat
ini dengan pertimbangan inflasi yang mengakibatkan kenaikan harga bahan
konstruksi dan upah pekerja.

Kenaikan batas harga rumah tapak subsidi yang selama ini diinginkan
pengembang diharapkan menurunkan angka backlog perumahan. Pemerintah
pada akhirnya telah menaikkan batas harga rumah tapak subsidi (terakhir dilakukan
tahun 2019) melalui penerbitan Keputusan Menteri PUPR No 689/KPTS/M /2023
yang ditetapkan pada 23 Juni 2023. Kenaikan harga maksimum rumah tapak
subsidi menjadi di kisaran Rp. 162.000.000 - Rp. 234.000.000, atau naik sekitar
8% dari harga sebelumnya. Berdasarkan hasil survei APINDO, 62,69% pengusaha
merasa puas dengan Batasan baru harga rumah subsidi. Kenaikan ini diharapkan
akan meningkatkan partisipasi dunia usaha dalam mendorong ketersediaan rumah
dan mengurangi backlog, menjaga keterjangkauan rumah layak huni, sekaligus
menjamin kualitas rumah subsidi yang dibangun oleh pengembang perumahan
tetap memenuhi standar rumah layak huni.
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Dunia usaha mengharapkan pemerintah dapat menyelesaikan masalah kredit
perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pemerintah telah
meluncurkan beberapa program pembiayaan rumah subsidi untuk membantu
masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapatkan rumah yang terjangkau
dengan pemenuhan syarat-syarat tertentu. Melalui Program Sejuta Rumah dalam
percepatan penyediaan rumah, pemerintah memberi dukungan pembiayaan
berupa Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Bantuan Uang
Muka (SBUM), Subsidi Selisih Bunga (SSB), dan Program Bantuan Pembiayaan
Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT). Dari sisi pembiayaan perumahan, masih
terjadi missmatch pembiayaan perumahan akibat sumber dana jangka pendek
dimanfaatkan untuk membiayai sektor perumahan yang berjangka panjang. MBR
saat ini masih harus menghadapi beberapa permasalahan untuk mendapatkan
kredit perumahan: Pertama, akses yang terbatas kepada kredit perumahan dan
bunga yang tinggi. Banyak dari MBR memiliki penghasilan rendah atau tidak
memiliki jaminan yang memadai untuk mendapatkan kredit dari bank komersial.
Selain itu kredit perumahan MBR sering kali memiliki suku bunga yang lebih tinggi
dibandingkan dengan kredit perumahan biasa dan membuat cicilan bulanan
menjadi lebih berat bagi MBR. Kedua, MBR menghadapi proses pengajuan kredit
perumahan yang rumit dan memerlukan banyak dokumen. Selain itu bank-bank
sering kali menganggap MBR sebagai risiko kredit yang lebih tinggi, sehingga
sulit bagi mereka untuk mendapatkan persetujuan kredit.

Dalam mengatasi berbagai permasalahan tersebut, pemerintah dan lembaga
keuangan perlu meningkatkan program subsidi perumahan bagi MBR untuk
membantu mereka mendapatkan akses kepada kredit dengan suku bunga yang
lebih rendah. Produk kredit mikro khusus untuk MBR juga dibutuhkan dengan
persyaratan yang lebih mudah dipenuhi. Penguatan lembaga keuangan mikro
diperlukan untuk memberikan kredit perumahan kepada MBR dengan risiko yang
lebih rendah. Selain itu, pendidikan keuangan juga perlu diberikan kepada MBR
untuk membantu mereka memahami proses pengajuan kredit dan manajemen
keuangan. Salah satu kontribusi APINDO dalam mendorong kepemilikan rumah
bagi MBR adalah dengan advokasi Manfaat Layanan Tambahan (MLT) pembiayaan
perumahan yang dibiayai dari dana investasi program jaminan hari tua (JHT)
BPJS Ketenagakerjaan.

Dunia usaha mengharapkan persepsi yang sama diantara pemerintah pusat
dan daerah dalam implementasi kebijakan terkait kepemilikan hunian asing
dan pentingnya sosialisasi regulasi kepada seluruh stakeholders. Saat ini
setiap orang asing boleh memiliki hunian di Indonesia yang berstatus Hak Guna
Bangunan (HGB), Hak Milik (HM), dan Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Kebijakan
kepemilikan hunian untuk orang asing tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen)
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Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 18 Tahun
2021 tentang Tata Cara Penerapan Hak Pengelolaan dan Hak atas Tanah. Namun
aturan yang dibentuk untuk memudahkan orang asing dalam memiliki hunian di
Indonesia baik berupa apartemen maupun rumah tapak dengan syarat tertentu
nyatanya masih sulit untuk menghasilkan transaksi jual beli bagi pengembang.
Pemerintah perlu menyamakan persepsi terkait validasi Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Hak Pengelolaan Lahan (HPL).
Pemerintah daerah saat ini masih mensyaratkan WNA sebagai Subjek Pajak Luar
Negeri (SPLN) dan harus memiliki Nomor Peserta Wajib Pajak (NPWP), padahal
sudah terdapat surat ketetapan dari Dirjen Pajak bahwa WNA SPLN cukup
memberikan paspor yang berlaku dan tidak memerlukan NPWP untuk melaporkan
pajaknya. Selain itu terkait pemegang Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang belum
bersedia memberikan rekomendasi transaksi untuk WNA, jika mengacu pada
Permen No. 18 tahun 2021, seharusnya tidak menjadi masalah bagi pemegang
HPL untuk memberikan rekomendasi transaksi untuk WNI dan WNA. Dalam
menyelesaikan hambatan tersebut, percepatan sosialisasi regulasi kepada seluruh
Stakeholders harus diprioritaskan guna menggeliatkan industri properti.

Dunia usaha mengusulkan dibentuknya Kementerian khusus yang menangani
Perumahan dan Kawasan Ekonomi, dengan mempertimbangkan kompleksitas
permasalahan dan keberlanjutan dari program-program perumahan serta
pengembangan kawasan. Berdasarkan hasil survei APINDO, 80,95% pengusaha
menilai perlu dibentuknya Kementerian baru terkait Perumahan dan Kawasan
Ekonomi. Sektor ini sejatinya tidak dapat hanya ditangani pada tingkatan Direktorat
Jenderal seperti saat ini, dikarenakan luasnya cakupan permasalahan dan isu-isu
strategis yang dapat mempengaruhi sektor lainnya. Kementerian baru nantinya
diharapkan akan menangani ekosistem tata kelola dalam hal tata ruang, tanah,
pembangunan, perizinan, pemasaran, hingga manajemen properti. Kementerian
baru ini juga akan mengurusi kawasan terintegrasi yang membentuk industri,
selain berfokus perumahan rakyat.

D. Sarana dan Prasarana di Kawasan Ekonomi

Dunia usaha memandang urgensi percepatan pembangunan infrastruktur
konektivitas yang mendukung Kawasan Ekonomi. Pembangunan infrastruktur
konektivitas merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional yang
menjadi faktor penting dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian
nasional dan regional. Pembangunan infrastruktur yang terus dilakukan juga
berkaitan dalam rangka mengejar kelayakan investasi dan indeks daya saing
infrastruktur. Berdasarkan hasil survei APINDO, 80,77% perusahaan merasa puas
dengan infrastruktur konektivitas di luar Kawasan Industri. Meskipun demikian,
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pengusaha tetap berharap adanya pengembangan dan perbaikan berkelanjutan
dariinfrastruktur yang sudah ada untuk meningkatkan pertumbuhan industri, nilai
keekonomian, dan daya saing di Kawasan Ekonomi. Simpul-simpul transportasi
(pelabuhan, rel kereta api, dan bandar udara) dapat saling terhubung dengan
kawasan industri secara efisien dan efektif. Di darat, dunia usaha mengharapkan
dukungan pembangunan konektivitas yang bebas hambatan untuk menunjang
efektivitas dan efisiensi waktu. Infrastruktur konektivitas juga harus mendukung
mobilitas yang lebih efisien melalui pembangunan jalan tol, jalan nasional, dan
jembatan. Berdasarkan hasil survei APINDO, 77,14% perusahaan memilih jalan
nasional sebagai infrastruktur konektivitas yang perlu diprioritaskan, 14,29%
perusahaan lainnya memilih jalan tol, 17,14% memilih bandar udara, dan 8,57%
perusahaan memilih pelabuhan. Pengusaha juga menyadari keterbatasan anggaran
yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan jalan dan
konektivitas, sehingga perlu bagi pemerintah pusat dalam mendukung pemerintah
daerah untuk mampu melengkapi infrastrukur yang mendukung pergerakan
investor, terutama dalam menciptakan lebih banyak akses jalan bebas hambatan
untuk mengatasi kemacetan yang selama ini menjadi salah satu masalah utama
bagi dunia usaha dan mendukung pertumbuhan di Kawasan Industri.

Dunia usaha juga berharap pemerintah melakukan percepatan pembangunan
infrastruktur untuk utilitas. Infrastruktur untuk utilitas merujuk pada sistem dan
fasilitas yang diperlukan untuk memasok layanan utilitas seperti air bersih, listrik,
gas, sanitasi, komunikasi, dan lainnya. Berdasarkan hasil survei APINDO, 68,57%
pelaku usaha memilih sumber daya air sebagai infrastuktur untuk utilitas yang
perlu diprioritaskan, 22,86% memilih listrik, 22,86% memilih telekomunikasi, dan
14,29% pelaku usaha memilih pipa gas. Saat ini terdapat tendensi operasionalisasi
industri cukup besar dan berat di Indonesia yang juga berdampak pada kebutuhan
listrik yang besar. Dunia usaha berharap pemerintah memberikan prioritas pada
kelistrikan. Demand yang mendadak sangat besar mengakibatkan kendala pada
transmisi, dan memerlukan waktu 2-3 tahun untuk membangun transmisi.
Saat ini PLN tidak dapat membangun transmisi secara mendadak dan perlu
membuat Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) terlebih dahulu
yang menghabiskan waktu hingga 3 tahun.

Dunia usaha mendesak pemerintah menjamin penyediaan pasokan air baku ke
Kawasan Industri. Dalam UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dijelaskan
bahwa penyediaan sumber daya air masuk ke dalam fasilitias infrastruktur industri
yang diprioritaskan dan dijamin pemerintah, dan hal ini juga tertuang dalam PP
No. 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri. Namun dalam UU No. 17 tahun
2019 tentang Sumber Daya Air, hal tersebut tidak diprioritaskan sehingga yang
terjadi di lapangan adalah pasokan air untuk kebutuhan industri di Kawasan

Kontribusi APINDO bagi Kepemimpinan Nasional 2024 - 2029 | 145



Industri tidak menjadi skala prioritas. Berdasarkan hasil survei APINDO, 56,41%
responden menilai hambatan terbesar dalam penyediaan pasokan air baku adalah
penambahan kuota/volume air baku, diikuti dengan perizinan (38,46%). Di level
daerah, dalam sistem perizinan online Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan
Air (SIPPA) juga dinyatakan bahwa PDAM belum dapat melayani kebutuhan
pasokan air bagi Kawasan Industri. Hasil survei lainnya menunjukkan bahwa
hanya 24,07% perusahaan yang menilai SISFOSDA (sistem online pengurusan
izin SIPPA) mudah untuk digunakan. Sehingga pemerintah perlu memberikan
kepastian hukum terkait jaminan air baku, dan di level daerah penetapan RTRW
untuk Kawasan Industri harus sudah mempertimbangkan ketersediaan air baku.

Dunia usaha juga berharap pemerintah mampu menyediakan gas industri
dengan harga yang bersaing. Pemerintah menggulirkan Kebijakan Harga Gas
Bumi Tertentu (HGBT) melalui Peraturan Presiden No 121 Tahun 2020 tentang
Penetapan Harga Gas Bumi. Aturan tersebut didukung dengan Peraturan Menteri
(Permen) ESDM No 15 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Pengguna Gas
Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri. Terdapat tujuh
industri yang mendapatkan harga gas USD 6 MMBTU yaitu industri pupuk,
petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. Saat ini
terjadi ketidakseragaman harga gas industri di daerah, seperti di Pulau Batam
yang masih terdapat harga USD 7,3 MMBTU. Hal ini berdampak pada dunia usaha
dengan meningkatnya biaya produksi sehingga banyak investor harus mengurangi
jumlah produksi dan cenderung melakukan relokasi ke luar negeri. Berdasarkan
hasil survei APINDO, 36,219% pengusaha belum mendapatkan penyeragaman harga
gas industri sebesar USD 6/MMBTU. Saat ini terjadi dinamika dalam penyesuaian
harga gas HGBT dan non-HGBT, salah satunya adalah rencana kenaikan harga
gas non-HGBT. Berdasarkan hasil survei APINDO, 76% pengusaha menilai harga
terbaik dan paling memungkinkan untuk HGBT dalam lima tahun kedepan adalah
tetap seragam di USD 6/MMBTU. Dunia usaha tetap berpegang pada prinsip
untuk menginginkan agar harga gas pelanggan industri bisa lebih ekonomis, dan
mendorong pemerintah untuk memperluas skema gas murah dalam HGBT dapat
diperluas untuk seluruh industri, sehingga penyeragaman harga sebesar USD 6/
MMBTU dapat dirasakan merata oleh pengusaha di Kawasan Industri.

Dunia usaha berharap adanya paket kebijakan yang mendorong pertumbuhan
Eco Industry. Dunia Usaha mendukung komitmen Indonesia untuk mengurangi
emisi karbon yang tertuang dalam UU No. 71 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden
Nomor 98 Tahun 2021 yang menetapkan target penurunan emisi gas rumah
kaca di Indonesia sekitar 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan dukungan
internasional pada tahun 2030. Terbaru, Indonesia meningkatkan target melalui
Enhanced Nationally Determined Contributions (E-NDC) menjadi 31,89% melalui
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upaya sendiri dan 43,2% dengan dukungan internasional. Indonesia menetapkan
target Net Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih cepat jika mendapat dukungan
internasional. Transisi hijau diharapkan mampu menghasilkan peningkatan
produktivitas yang signifikan dengan memitigasi perubahan iklim. Transisi energi
bersih dan ekonomi telah menjadi tren utama Kawasan Industri kedepan, selain
tren transformasi digital dan industri berteknologi tinggi. Transisi energi diperlukan
demi keberlanjutan lingkungan dan efisiensi energi, sementara ekonomi sirkular
dimaksudkan agar produk sampingan atau limbah dapat dimanfaatkan oleh satu
industri ke industri lain dalam satu kawasan sehingga siklus satu produk atau
bahan baku dapat lebih panjang.

Dunia usaha menyadari bahwa transisi menuju ekonomi hijau memerlukan biaya
yang tidak sedikit sehingga memerlukan dukungan dari pemerintah. Pertama,
kompensasi biaya untuk menutup biaya awal yang tinggi. Insentif fiskal bisa
diberikan melalui pengenaan tarif yang tepat sehingga proyek yang dijalankan
bisa lebih feasible. Namun lebih dari itu, banyak proyek industri hijau yang
terkendala karena biaya awal yang begitu besar dan seringkali tanpa kepastian
return of investment. Kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan juga
diperlukan, sehingga tingkat suku bunga (pinjaman) untuk proyek-proyek yang
mengedepankan sustainability bisa disesuaikan. Kedua, pemerintah diharapkan
menyusun regulasi dan standar yang konsisten. Dasar hukum akan menjadi
landasan yang memberikan kepastian bagi sektor bisnis, juga memastikan
implementasi yang konsisten dan berkelanjutan. Hal ini juga perlu diikuti dengan
penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pelanggaran. Ketiga, pemerintah
harus memperbesar alokasi dana pengembangan riset dan teknologi. Dalam
roadmap Indonesia 4.0, pemerintah hanya mengalokasikan 0,003% dari APBN
untuk pengembangan riset dan teknologi, khususnya pada bidang industri (sebagai
perbandingan, China menganggarkan 2% dari APBN untuk riset dan teknologi).

E. Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Pusat Pertumbuhan Baru

Dunia usaha memandang bahwa pemberian insentif bukan menjadi satu-
satunya penentu realisasi investasi di IKN, namun yang paling dibutuhkan
adalah jaminan keberlanjutan pembangunan dan kepastian hukum. Realisasi
investasi yang lambat terjadi di IKN meskipun Badan Otorita IKN telah menggulirkan
berbagai paket dan skema insentif melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12
Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan
Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di lbu Kota Nusantara. Berdasarkan
hasil survei APINDO, 59,32% pengusaha yakin bahwa proyek IKN akan terus
berlanjut, 20,34% merasa tidak yakin, dan 20,34% tidak tahu. Jaminan keberlanjutan
pembangunan dan kepastian hukum menjadi penentu utama bagi dunia usaha
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agar dapat merencanakan pengembangan usaha secara lebih terukur dengan
mempertimbangkan risiko investasi yang tinggi di IKN. Meskipun telah dilindungi
dengan regulasi setingkat Undang-Undang dan bergulirnya revisi UU No.3 Tahun
2022 untuk menjamin kelangsungan IKN dari potensi penundaan atau penghentian,
Pemerintah Indonesia melalui Badan Otorita IKN juga harus mampu menjamin
implementasi pemindahan ibu kota dapat terlaksana sesuai rencana karena akan
mempengaruhi rencana investasi dan pengembangan usaha secara berkelanjutan.

Pemindahan populasi dalam jumlah masif harus segera dilakukan agar
memunculkan kepastian potensi ekonomi. Pembentukan penggerak utama
permintaan dimulai dengan percepatan pemindahan ASN yang terkait dengan
pembangunan Kawasan Induk Pemerintahan (KIPP), dan harus didukung
dengan percepatan pembangunan perkotaan dan infrastruktur dasar khususnya
pembangunan sarana dan prasarana utama.

Pemerintah juga harus fokus dalam pengembangan wilayah penyangga/sekitar
IKN dengan pertimbangan keekonomian dari status tanah HGB murni yang
masih berlaku. Berdasarkan hasil survei APINDO, 49,15% pengusaha berminat
untuk berinvestasi di daerah penyangga IKN yang masih bisa diberlakukan dengan
HGB murni, persentase tersebut lebih besar daripada minat pengusaha untuk
berinvestasi di IKN (409%). Hal ini menegaskan bahwa wilayah penyangga IKN
menjadi pilihan yang menarik bagi investor, terlebih dengan mempertimbangkan
kepemilikan Hak Atas Tanah (HAT) di IKN masih diatas Hak Pengelolaan lahan
(HPL) Otorita IKN. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam 10 tahun
terakhir, Provinsi Kalimantan Timur konsisten menjadi salah satu destinasi
investasi terbesar di luar Pulau Jawa dengan sebaran realisasi investasi utama
berada di Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Samarinda, dan
Kabupaten Paser (seluruh wilayah kabupaten/kota tersebut juga menjadi wilayah
penyangga IKN). Berdasarkan hasil survei APINDO, 41,67% pelaku usaha yakin
bahwa keberadaan IKN mampu mejadi aglomerasi perekonomian baru bagi kota
dan wilayah sekitar, 16,67% merasa tidak yakin, dan 41,67% tidak tahu. Selain itu,
sedari awal wilayah penyangga IKN sejatinya sudah berkembang dan terdapat
beberapa Kawasan Industri seperti Kariangau, Samarinda, Bontang, dan lainnya.
Pertimbangan lainnya adalah konsep pengembangan IKN yang berbasis green
city dan forest city dengan 70% area hijau, sehingga hanya tersisa 30% dari total
area yang dapat dikembangkan. Sehingga dalam mendukung potensi yang ada,
pemerintah juga perlu mengoptimalkan pembangunan infrastruktur konektivitas
dan utilitas di wilayah penyangga. Meskipun demikian, penyelesaian hak
pengelolaan atas tanah yang menjadi kunci di IKN dan proses pelepasan
tanah dari kawasan hutan yang belum clear and clean harus tetap digesa,
agar komitmen untuk menjadikan IKN sebagai superhub ekonomi dapat terwujud.
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Kepastian hukum terkait dengan hak atas tanah baik yang berhubungan dengan
status hak maupun jangka waktu perlu mendapat perhatian untuk menarik minat
investasi ke IKN. Dunia usaha mengusulkan adanya pengalihan status dari HGB
diatas HPL menjadi HGB Primer bagi pelaku usaha yang memenuhi syarat,
merealisasikan pembangunan diatas tanah/lahan tersebut sampai dengan
jangka waktu tertentu (misalnya maksimal sampai dengan 7 tahun/tahun 2030).

Dunia usaha menilai IKN dapat menjadi barometer dalam pengembangan
pusat-pusat pertumbuhan baru. Meskipun saat ini pembangunan IKN masih
menghadapi berbagai tantangan khususnya dalam hal pertanahan, namun
dunia usaha mengakui bahwa megaproyek IKN telah membawa babak baru dan
momentum dalam pembangunan perekonomian berbasis kawasan di Indonesia.
Komitmen pemerintah dalam membangun IKN sebagai kota cerdas Indonesia
masa depan (Future Smart City of Indonesia) dan superhub untuk menumbuhkan
pusat-pusat ekonomi baru di Pulau Kalimantan dan Wilayah Indonesia Timur
sejatinya dapat direplikasi oleh daerah-daerah lainnya di Indonesia. Berdasarkan
hasil survei APINDO, 38,33% responden yakin dengan prospek IKN sebagai
smart city, 20% merasa tidak yakin, dan 41,67% tidak tahu. Saat ini meskipun
kebijakan desentralisasi sudah berjalan, namun tidak semua daerah mampu
mendayagunakan sumber dayanya secara maksimal. Dalam hal pengembangan
smart city di Indonesia, banyak daerah belum mampu melakukan penataan yang
baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan pelibatan aktif masyarakat
dalam pembangunan kota. Pemerintah daerah di Indonesia perlu mempelajari
bagaimana IKN mengintegrasikan klaster smart city, pusat industri 4.0, dan
klaster ekonomilainnya dengan tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat,
ekologis dan preservasi lingkungan alami, konektivitas kawasan dan transportasi,
infrastruktur kawasan, serta infrastruktur teknologi digital. Selain pemerintah
daerah, pembangunan IKN juga dapat menjadi role model bagi pengembangan
Kawasan Ekonomi (Kawasan Industri) di luar Pulau Jawa yang hampir seluruhnya
tidak berkembang, seperti halnya dalam mereplikasi kebijakan terkait fasilitas
dan insentif yang sesuai di masing-masing daerah. Dunia usaha memandang
bahwa dalam pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru, ketersediaan
infrastruktur yang baik, kebijakan pemerintah yang mendukung investasi, dan
ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas menjadi penentu. Namun,
IKN sebagai barometer tidak dapat diterapkan seutuhnya sama untuk seluruh
wilayah di Indonesia, sehingga perlu mempertimbangkan aspek keunggulan,
potensi, dan tantangan di masing-masing daerah dalam mempersiapkan calon
pusat-pusat pertumbuhan baru.
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MANUFAKTUR ..noo
PEREKONOMIAN
APINDO 2024-2029
” -
B E f ) OBJEKTIF

Menciptakan industri manufaktur
yang berdaya saing tinggi baik di
dalam negeri maupun di luar negeri
yang dapat memanfaatkan peluang
dari perubahan-perubahan makro
dan global, dan menyumbang kepada
£ pertumbuhan, penciptaan lapangan
pekerjaan dan keberlanjutan.

REKOMENDASI UTAMA
A.Fundamental Berkelanjutan B. Jangka Pendek (1-5 tahun)

Meningkatkan kualitas SDM

é?ﬁi‘ industri manufaktur

\
A

gk Investasi industri padat karya
o untuk menciptakan lapangan
rl H kerja berkualitas yang mampu
) ll menyerap tenaga kerja tidak
terampil

% Meningkatkan adopsi
’ teknologi dalam industri
= manufaktur

e

Evaluasi kebijakan hilirisasi
Qw industri agar dapat lebih
F optimal

7 Membuat peta jalan yang
2 a spesifik untuk tiap industri

Reformasi regulasi industri

manufaktur yang hendak dihilirisasi

Mengidentifikasi industri
2 manufaktur yang memiliki
“: keunggulan komparatif

Kebijakan produksi dalam
. negeri berdaya saing
) »2 termasuk kebijakan tingkat
- kandungan dalam negeri

(TKDN)

Menciptakan iklim kebijakan
perdagangan dan penanaman
modal yang kondusif

Menarik lebih banyak investasi
hijau melalui pembangunan
industri hijau




MANUFAKTUR

OBJEKTIF

Menciptakan industri manufaktur yang berdaya saing tinggi baik di dalam negeri
maupun di luar negeri yang dapat memanfaatkan peluang dari perubahan-
perubahan makro dan global, dan menyumbang kepada pertumbuhan, penciptaan
lapangan pekerjaan dan keberlanjutan.

REKOMENDASI UTAMA

Fundamental Berkelanjutan untuk peningkatan produktivitas dan daya saing:

1.

2.

3.
4.
5.

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia industri manufaktur.

Meningkatkan adopsi tekonologi dalam industri manufaktur di jangka pendek,
dan penciptaan teknologi dan inovasi di jangka menengah.

Melakukan reformasi regulasi industri manufaktur.
Menciptakan iklim kebijakan perdagangan dan investasi yang kondusif.
Menarik lebih banyak investasi hijau melalui pembangunan industri hijau.

Jangka Pendek (1-5 Tahun)

1.

Meningkatkan investasi pada industri padat karya untuk menciptakan lapangan
kerja berkualitas yang mampu menyerap banyak tenaga kerja tidak terampil.

Melakukan evaluasi kebijakan-kebijakan untuk hilirisasi industri agar dapat
lebih optimal.

Membuat peta jalan yang spesifik untuk tiap industri yang hendak dihilirkan.
Mengidentifikasi industri manufaktur yang memiliki keunggulan komparatif
dan memprioritaskan pengembangan industri tersebut.

Mengoptimalkan kebijakan-kebijakan peningkatan produksi dalam negeri
dengan prinsip berdaya saing dan tidak menciptakan beban kepada konsumen
penguna atau konsumen akhir, termasuk kebijakan tingkat kandungan dalam
negeri (TKDN).
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PANDANGAN DUNIA USAHA

Sebelum membahas industrialisasi di Indonesia perlu diingat beberapa hal.
Pertama yang menjadi tujuan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan
ekonomi yang mampu memenuhi tujuan sosial dan berkelanjutan. Pembangunan
ekonomi dengan menargetkan pangsa satu sektor saja kurang sesuai dengan
tujuan pembangunan. Kedua, industri tidak bisa meningkat terus menerus tanpa
batas, pada tingkat pendapatan tertentu, pangsa industri dalam PDB akan
menurun digantikan oleh jasa-jasa. Ketiga, industri semakin sulit dipisahkan
dengan sektor jasa-jasa (servicification), sehingga turunnya pangsa industri dalam
PDB tidak selalu berarti turunnya kualitas pembangunan ataupun terjadinya
deindustrialisasi. Ketiga, naik-turunnya pangsa industri dalam negeri tidak
bisa dilepaskan dari lingkup regional dan global; misalnya meroketnya pangsa
industri RRT di pasar global telah menurunkan harga-harga barang industri yang
menyebabkan negara-negara lain sulit bersaing dengan RRT.

Perlu juga mengambil pelajaran dari sejarah industrialisasi Indonesia. Indonesia
mengalami tiga episode industrialisasi. Episode pertama, dari pertengahan tahun
1960-an hingga akhir tahun 1980-an dicirikan dengan kebijakan “pintu terbuka”,
deregulasi, dan industrialisasi padat tenaga kerja beorientasi ekspor telah
menghasilkan pertumbuhan industri dua digit. Episode kedua adalah krismon
tahun 1997-98, yang mengakhiri pertumbuhan pesat dan menyebabkan resesi
dan kerusuhan. Episode ketiga adalah pemulihan dan reformasi pasca-krisis,
dengan pertumbuhan industri yang lebih lambat tetapi lebih stabil. Pelajaran
yang bisa diambil dari sejarah industrialisasi Indonesia adalah: (1) Indonesia dapat
melaksanakan industrialisasi dengan cepat jika menerapkan kebijakan yang
‘tepat’; dan (2) ‘sesuatu terjadi’ selama dan setelah krismon yang mengakibatkan
pertumbuhan industri melambat.

Faktor-faktor yang menentukan sukses industrialisasi tidaklah terlalu rumit
namun penerapannya yang tidak mudah karena faktor politik ekonomi dan
kompleksitas pengambilan kebijakan. Paling tidak ada tiga faktor utama yang
menentukan sukses industrialisasi: Sukses pembangunan kelembagaan, sukses
pembangunan infrastruktur dan sukses pembangunan sumber daya manusia.
Pembangunan kelembagaan berarti menciptakan lingkungan komersial yang
ramah bisnis, dengan lingkungan peraturan yang sederhana, transparan, tidak
korup, terbuka dan terintegrasi dengan ekonomi global melalui perdagangan,
investasi, dan pengalihan teknologi. Dalam lingkungan seperti itu swasta (dengan
fasilitasi pemerintah) membangun infrastruktur, sektor keuangan dan SDM yang
berkualitas tinggi.
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Seperti telah disebutkan sebelumnya, dari perkembangan industri manufaktur
Indonesia selama beberapa dekade terakhir tersebut, poin penting yang bisa
ditarik adalah bahwa kebijakan domestik yang tepat akan mendorong industrialisasi
yang lebih cepat bagi Indonesia, dan penting untuk meninjau kondisi manufaktur
Indonesia pascakrisis moneter lalu yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan
industri (Hill 2023). Maka dari itu, bagian ini akan meninjau tantangan-tantangan
yang dirasakan sektor manufaktur selama lima tahun ke belakang, secara khusus
dari segi pengembangan SDM dan penciptaan lapangan kerja berkualitas,
mengintegrasikan teknologi ke dalam industri, upaya peningkatan nilai tambah
(hilirisasi), implementasi kebijakan TKDN, keterlibatan dalam global value chain,
dan keberlanjutan industri.

A. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penciptaan Lapangan Kerja
Berkualitas

Terdapat dua tantangan berkaitan dengan ketenagakerjaan pada sektor
industri yang perlu diperhatikan: penciptaan lapangan kerja berkualitas dan
pengembangan sumber daya manusia. Walaupun terlambat dimulai dibanding
negara sebanding lain, terutama karena boom minyak yang dinikmati di tahun
1970an, pertumbuhan sektor industri padat karya yang pesat sejak 1980an telah
membawa Indonesia mendekati titik balik dari kelimpahan tenaga kerja menuju
ke situasi kelangkaan tenaga kerja (Manning). Sayangnya, sebelum Indonesia
mencapai titik balik tersebut, krismon 1998 kembali membawa Indonesia ke situasi
kelimpahan tenaga kerja. Terlebih lagi, jika di era orde baru terjadi relokasi tenaga
kerja dari sektor pertanian desa ke sektor industri padat tenaga kerja di perkotaan,
setelah krismon relokasi tenaga kerja pedesaan cenderung mengarah ke sektor
jasa berkualitas rendah (Manning Pratomo). Sejak 2010 terjadi perubahan lambat
kembali menuju titik balik (2015). Namun krisis Covid 19 tantangan penyerapan
tenaga kerja kembali menjadi tantangan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, saat ini masih dibutuhkan investasi
untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap banyak tenaga
kerja. Di tambah lagi, yang diperlukan bukan hanya penciptaan lapangan kerja,
tapilapangan kerja yang berkualitas. Untuk itu diperlukan Upaya formalisasi tenaga
kerja dan upaya pergeseran berangsur-angsur dari sektor industri berketerampilan
rendah menuju industri berketerampilan lebih tinggi selaras dengan peningkatan
keterampilan tenaga kerja

Dari sisi penawaran, pertumbuhan tingkat partisipasi angkatan kerja cenderung

meningkat tipis dan didominasi oleh tenaga kerja berketerampilan rendah (low-
skilled). Lebih lanjut, implikasi dari tingginya proporsi tenaga kerja tidak terampil

Kontribusi APINDO bagi Kepemimpinan Nasional 2024 - 2029 | 159



dalam industri manufaktur ini adalah kecenderungan untuk industri manufaktur
dalam menghasilkan produk-produk bernilai tambah rendah.

Secara nasional, tenaga kerja Indonesia masih didominasi oleh tenaga kerja
berpendidikan rendah. Hal ini berimplikasi pada terserapnya tenaga kerja pada
posisi yang sebenarnya tidak sesuai dengan kualifikasi mereka. Berdasarkan
hasil dari survei APINDO, sebanyak 56,3% pelaku usaha menyebutkan bahwa
mereka menyerap tenaga kerja yang tidak memenuhi syarat (underqualified).
Kemudian, sebanyak 40,3% persen pelaku usaha industri manufaktur merasa
bahwa tenaga kerja yang underqualified menghambat produktivitas perusahaan.
Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan dalam
pengembangan sumber daya manusia, yakni 1) pendidikan formal, 2) in-house
training, dan 3) pemanfaatan Balai Latihan Kerja (BLK) pemerintah. Pertama,
mengenai pendidikan formal, skor PISA pada 2018 lalu menunjukkan kualitas
pendidikan dasar yang menurun dibandingkan dengan skor sebelumnya pada 2015.
Kemudian untuk jenjang berikutnya, permasalahan juga muncul pada pendidikan
menengah Indonesia, seperti masalah akses, jumlah guru berkualitas, dan kurang
meratanya sebaran sekolah menengah kejuruan (SMK) di luar Jawa. Kedua,
berkaitan dengan in-house training, sebanyak 30,9% belum melakukannya. Ketiga,
mengenai BLK, unit ini seharusnya menjadi sarana peningkatan kemampuan
tenaga kerja, tetapi belum tersebar secara merata dan kurang sesuai dengan
kebutuhan terkini.

B. Integrasi Teknologi ke dalam Industri

Transformasi digital kian mendisrupsi berbagai sektor ekonomi seiring
berjalannya waktu. Dari sisi konsumen, transformasi digital banyak mengubah
preferensi konsumen dan berimplikasi pada berubahnya struktur permintaan
secara umum. Kemudian dari sisi produksi, adanya transformasi digital mengubah
proses produksi dengan melibatkan teknologi yang bersifat disruptif terhadap
status quo. Saat ini, Indonesia telah memiliki peta jalan “Making Indonesia 4.0”
yang bertujuan untuk mengadopsi teknologi guna mengakselerasi pertumbuhan
industri. Meskipun demikian, capaian Indonesia saat ini masih jauh dari target-
sebagai contoh, pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan baru mencapai
0,23 persen dari PDB pada 2020, padahal ditargetkan untuk mencapai 2 persen
pada 2030. Adopsi teknologi dalam industri manufaktur dirasa semakin penting,
tetapi penerapannya harus memaksimalkan teknologi buatan Indonesia dan yang
bisa diperoleh dari PMA. Baik adopsi maupun penciptaan teknologi dan invoasi,
bisa di capai melalui peningkatan penelitian dan pengembangan oleh perusahaan-
perusahaan Indonesia, bekerja sama dengan lembaga-lembaga penelitian yang
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mau mengembangkan teknologi yang tepat guna sesuai kebutuhan pasar dan
bekerja sama atau bermitra dengan pihak luar, termasuk PMA.

Peningkatan integrasi teknologi dalam industri manufaktur Indonesia
berpotensi untuk mendorong produktivitas yang kemudian akan
meningkatkan kontribusi sektor industri manufaktur dalam perekonomian.
Pertama, adopsi teknologi akan meningkatkan produktivitas. Otomasi sebagai
salah satu bentuk integrasi teknologi dalam industri manufaktur berpotensi untuk
melakukan lebih banyak aktivitas repetitif dan lebih menghemat waktu, sehingga
industri bisa menjadi lebih produktif. Hal ini membuat tenaga kerja bisa lebih
berfokus pada aktivitas produksi yang lebih kompleks dan meningkatkan nilai
tambah. Kedua, adopsi teknologi bisa meningkatkan efisiensi produksi. Adopsi
teknologi bisa membantu pelaku usaha untuk memiliki rencana produksi yang
lebih jelas dan teratur sehingga proses produksi bisa lebih optimal dan efisien.
Ketiga, meningkatkan daya saing baik secara domestik maupun internasional.
Adanya adopsi teknologi dalam industri manufaktur dapat mendorong produksi
barang dengan tingkat kompleksitas dan bernilai tambah yang lebih tinggi.
Hal ini bisa membantu industri untuk merambah ke pasar yang lebih luas dan
menambah cakupan konsumen. Keempat peran PMA dan perusahaan skala besar
dalam mengelola penyedia bahan baku dan komponen yang digunanakan, juga
dapat meningkatkan penyebaran teknologi secara lebih luas serta meningkatkan
produktivitas seluruh supply chain.

Berdasarkan survei APINDO, hanya 47,7% dari pelaku usaha industri
manufaktur siap atau sangat siap untuk menerapkan integrasi teknologi
ke dalam usaha mereka dalam 5 tahun ke depan. Sebanyak 55,1% persen
dari pelaku usaha ini juga sudah melakukan transformasi digital dalam proses
produksinya, seperti penggunaan kecerdasan digital (Al), komputasi awan (cloud
computing), dan internet of things (loT). Kemudian dari pelaku usaha yang tidak
siap, alasan utamanya berupa kekurangan pendanaan untuk adopsi teknologi
dan ketidaksiapan SDM. Hal ini semakin menekankan pentingnya dukungan
dari pemerintah untuk memperlancar dan mempercepat penggunaan teknologi
disruptif dalam industri manufaktur.

Indonesia perlu melakukan adopsi teknologi dalam industri manufaktur, dan
kedepan membangun kapasitas untuk kreasi teknologi dan inovasi. Dalam
rangka meningkatkan integrasi teknologi dalam industri manufaktur tersebut,
pemerintah perlu meningkatkan peran PMA untuk melakukan adopsi dan
penyebaran teknologi, peningkatan kualitas tenaga kerja melalui peningkatan
kemampuan digital, dan memastikan bahwa kebijakan TKDN tidak menghambat.
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Selain itu, pemerintah juga perlu memiliki peta jalan berupa strategi dan visi
transformasi digital yang jelas dan mengakomodasi kebutuhan dan kapasitas
para stakeholders, serta menciptakan ekosistem kebijakan yang kondusif dan
mendukung inovasi, kompetisi, perlindungan data dan hak konsumen, serta
bersifat inklusif.

C. Pembangunan Industri Manufaktur: Reformasi Regulasi dan Missing
Middle

Terdapat dua hal dasar yang perlu diperhatikan dalam pembangunan
industri manufaktur Indonesia, yakni mengenai kurangnya perusahaan skala
menengah dan kebutuhan akan reformasi regulasi. Kurangnya perusahaan
berskala menengah membuat produktivitas dan pertumbuhan ekonomi menjadi
lebih rendah, tingkat pengangguran yang relatif tinggi, inovasi yang kurang, dan
ketimpangan yang tinggi. Hal ini disinyalir muncul akibat regulasi yang terlalu
memberatkan perusahaan berskala menengah, sehingga reformasi regulasi
industri manufaktur perlu menjadi pertimbangan pemerintah Indonesia ke depan.

Struktur industri manufaktur Indonesia cenderung terpusat pada perusahaan
kecil dan perusahaan besar, sehingga jumlah perusahaan skala menengah
cenderung lebih sedikit. Berkaca dari tren sebelum krisis moneter pada 1997-98,
pertumbuhan industri cenderung ditopang oleh usaha-usaha baru. Sementara
itu, kondisi pascakrisis menunjukkan hal sebaliknya, di mana pertumbuhan
cenderung didorong oleh usaha “petahana.” Penyebab dari kondisi ini adalah
ekosistem regulasi industri manufaktur pascakrisis yang kurang tepat. Regulasi
sendiri diibaratkan sebagai suatu biaya tetap (fixed cost) dan biaya hangus (sunk
cost). Industri berskala kecil tidak akan terdeteksi oleh radar regulasi, sehingga
bisa menghindari biaya tetap. Sedangkan untuk industri berskala menengah dan
besar menghadapi biaya tetap dari regulasi, tetapi beban yang dihadapi berbeda
karena lebih besar perusahaannya, lebih kecil proporsi biaya tetap tersebut dari
total biaay. Hal ini berimplikasi pada dinamika industri, di mana terlalu banyak
industri berskala kecil yang tidak berkembang menjadi berskala menengah, atau
disebut juga missing middle.

Maka dari itu, reformasi regulasi menjadi hal penting dalam menghadapi
permasalahan dinamika industri ini. Regulasi perlu dibuat sedemikian rupa
sehingga perusahaan berskala kecil dapat berkembang menjadi berskala
menengah, berpindah dari sektor informal ke sektor formal dan bisa menyerap
tenaga kerja lebih banyak. Lebih lanjut, regulasi perlu disusun agar bisa
menyamakan kedudukan antarusaha dan mendorong persaingan yang lebih adil.
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Beberapa poin yang perlu dipertimbangkan dalam reformasi regulasi (Hill 2023):

1. Melakukan evaluasi regulasi secara rutin berdasarkan indikator-indikator yang
umum digunakan. Evaluasi ini perlu juga dilakukan dengan benchmarking ke
indikator daya saing industri manufaktur pada tingkat internasional. Terutama
dengan penyerdehanaan regulasi dan efisiensi pelayanan sehingga beban
“fixed cost” jauh berkurang.

2. Intervensi yang dilakukan pemerintah perlu dilakukan secara transparan
dan terbuka terhadap masukkan dan kritik dari ranah publik, terutama yang
terkena dampak. Hal ini penting untuk perusahaan berskala menengah
karena mempunyai akses yang berbeda denga perusahaan besar terhadap
pengambil keputusan.

3. Apabila pemerintah berencana untuk menyalurkan program dukungan
dan pendampingan, maka hal tersebut perlu ditinjau dengan teliti agar
sesuai target, memiliki batas waktu tertentu dan penerimaan dukungan/
pendampingan berbasis suatu ukuran kinerja.

4. Meningkatkan analisa objektif dalam melakukan reformasi regulasi agar dapat
memahami manfaat, mengelola dampak negatif yang berpotensi muncul,
dan dampak yang berbeda berdasarkan karakterisik perusahaan maupun
sektor. Untuk dapat melaksanakan hal ini, pemerintah perlu memastikan
bahwa data industri manufaktur yang tersedia memiliki kualitas tinggi dan
relevan dengan regulasi yang ada.

5. Transisi energi untuk menunjang pertumbuhan hijau. Industri manufaktur
yang berbasis pada sumber daya alam dan memiliki pangsa tinggi dalam
perdagangan internasional, seperti di Indonesia, memiliki jejak karbon yang
tinggi sehingga perlu dilakukan dekarbonisasi yang salah satunya melalui
transisi energi. Hal ini membutuhkan penyesuaian regulasi secara struktural
untuk transisi energi.

6. Reformasi regulasi perlu juga mempertimbangkan mitigasi terhadap
guncangan, sebagai contoh, pandemi COVID-19. Guncangan tersebut bisa
memengaruhi baik sisi penawaran maupun permintaan, sehingga reformasi
regulasi perlu mengantisipasi disrupsi semacam ini dan mengambil pelajaran
dari pengalaman pandemi COVID-19.

D. Peningkatan Nilai Tambah Melalui Hilirisasi

Dalam upaya peningkatan nilai tambah dan diversifikasi dari ekonomi dan
ekspor yang berbasis sumber daya alam, termasuk hilirisasi sumber daya
alam, terdapat tiga hal yang perlu menjadi perhatian khusus: 1) instrumen
kebijakan yang tepat, 2) Pemilihan jenis komoditas yang menjadi fokus
hilirisasi, beserta strategi komprehensif mencakup rencana bisnis yang
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di lengkapi target pencapaian dan timeline menuju industri mandiri yang
berdaya saing domestik dan global dan 3) pengelolaan yang tepat terhadap
dampak lingkungan.

Pertama, pemilihan instrumen kebijakan hilirisasi. Saat ini dan dimasa yang
lalu instrumen yang digunakan adalah larangan ekspor terhadap produk sumber
daya alam yang belum diolah. Diperlukan pemahaman dan pengelolaan yang
tepat mengingat dampak larangan ekspor terhadap output, harga, konsumen,
dan produsen, yang ditentukan oleh dinamika penawaran dan permintaan di
pasar domestik dan global, serta aksesibilitas dan harga alternatif. Larangan
ekspor akan meningkatkan pasokan suatu produk di pasar domestik, sehingga
menurunkan harga dan merugikan produsen dalam negeri dan menjadi subsidi
kepada konsumen dari produk yang dilarang yang umumnya adalah produsen
yang melakukan hilirisasi (bisa produsen yang sama, tapi bisa juga bukan yang
sama). Dengan harga yang tersubsidi, bisa terjadi inefisiensi dari produksi. Lebih
lanjut, larangan ekspor akan menurunkan pasokan suatu barang di pasar global,
sehingga menaikkan harga dan mengurangi jumlah pertukaran. Pelanggan asing
dirugikan karena harus membayar lebih dan responsnya adalah untuk mencari
sumber lain atau beralih ke produk lain (substitute) dan/atau melakukan investasi
di Indonesia untuk melakukan hilirisasi yang tadinya dilakukan diluar dengan
bahan baku di Indonesia. Hal yang terakhir yang diharapkan oleh Indonesia dan
untuk kasus nikel memang terjadi investasi hilirisasi untuk pengolahan ke ferro
nickel dan besi baja, terutama oleh investor dari RRT. Sementara produsen
bahan baku yang dilarang mendapat untung karena bisa menawarkan barangnya
dengan harga lebih tinggi. Berkaca dari pengalaman hilirisasi Indonesia
melalui kebijakan pelarangan ekspor sebelumnya, perlu mengevaluasi apakah
instrumen larangan ekspor merupakan instrumen yang tepat untuk tujuan
hilirisasi karena akan menimbulkan dampak limpahan pada sektor lain dan
pelestarian lingkungan hidup. Ada dua contoh yang menjadi pembelajaran, yaitu
larangan ekspor kayu gelondongan untuk hilirisasi plywood dan pajak ekspor untuk
hilirisasi biji kakao. Pada kasus hilirisasi plywood pada 1980-an, hilirisasi berhasil
dilakukan, dan ekspor kayu lapis melonjak dan bahkan pada awal tahun 1990-
an, Indonesia berhasil menguasai 80% pasar dunia. Namun tentu berdampak
kepada sektor kehutanan dengan harga yang ditetapkan jauh di bawah harga
internasional, sehingga dampak keseluruhannya terhadap lapangan kerja dan nilai
tambah masih belum jelas dan terdapat juga bukti bahwa harga kayu yang lebih
rendah di dalam negeri menyebabkan inefisiensi industri, yang pada gilirannya
mempercepat deforestasi. Dalam hal sumber daya hutan, masih bisa terjadi
restorasi dan penanaman kembali hutan, tetapi untuk sumber mineral yang
tidak terbarukan, bisa berarti ekstraksi yang tidak berkelanjutan sehingga tidak
pada akhirnya mencukupi proses hilirisasi sampai kepada produk hilir yang lebih
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kompleks dan bernilai tambah tinggi. Kemudian, pascakrisis moneter 1997-98,
produsen Indonesia mengalami kebangkrutan usaha dan kehilangan daya saing
pada pasar internasional terhadap produsen RRT yang bisa memproduksi dengan
harga lebih murah. Sebagai tambahan refleksi untuk kasus serupa dengan larangan
ekspor rotan mentah, yang muncul bukan saja produsen yang lebih efisien, tetapi
substitusi dan inovasi dengan munculnya rotan sintentis yang sekarang menjadi
lebih umum digunakan daripada rotan asli untuk mebel.

Sementara itu pada hilirisasi biji kakao pada 2011 lalu, peningkatan kapasitas
pemrosesan biji kakao telah berhasil dibangun di Indonesia, terutama oleh
perusahaan multinasional, berkat pajak ekspor namun tidak terjadi hilirisasi kakao
lebih lanjut, seperti ke kembang gula coklat ataupun meningkatnya ekspor hilir,
karena kurangnya akses terhadap bahan mentah lain seperti gula, susu, dan
kacang almond yang terjangkau. Lebih lanjut, produksi biji kakao saat ini berada
di bawah rata-rata produksi tahun 2000-an karena petani beralih ke produk lain
oleh karena harga yang lebih rendah dan impor biji kakao justru meningkat seiring
menurunnya produksi dalam negeri.

Intinya perlu di evaluasi dampak dari larangan ekspor terkait beberapa faktor:
kemungkinan terjadi inefisiensi produsen hilirisasi dan munculnya substitute,
dampak kepada sektor lain baik produsen maupun petani di sektor hilir dan
kepada sektor penguna/konsumen, dan dampak kepada lingkungan hidup. Kasus
dimana Indonesia adalah cadangan komoditas tersebut cukup signifikan di dunia
memang beda dengan dimana ada sumber lain seperti nikel, namun berbagai
pembelajaran diatas perlu juga diperhatikan seperti munculnya substitusi dari
nikel ke iron phosphate dalam pembuatan baterai untuk EV, dan bahwa untuk
memproduki bateri berbasis nikel memerlukan mineral lain seperti lithium yang
tidak dimiliki Indonesia. Ada alternatif instrumen lain seperti pajak ekspor, dimana
penghasilannya dapat digunakan untuk membantu mengelola dampak kepada
sektor hilir, dan harga tetap bergerak dengan harga dunia, ataupun dengan
pemberian insentif untuk melaksanakan hilirisasi.

Kedua, hilirisasi semua komoditas sumber daya alam perlu disertai strategi
yang komprehensif supaya efektif menghasilkan peningkatan produk
hilirisasi, menumbuhkan inovasi dan keberadaan supply chain hulu sampai
dengan hilir yang tangguh. Kementerian Investasi sudah melakukan pemetaan
komoditas potensial untuk hilirisasi dan gambaran pohon industri untuk setiap
komoditas. Daftar komoditas dan pohon industri ini perlu ditindak lanjuti dengan
pemilihan komoditas prioritas yang paling potensial untuk di lakukan hilirisasi
dalam 5 tahun ke depan dan pengunaan instrumen dan kerangka kebijakan
yang komprehensif. Diluar produk mineral, APINDO menyarankan agar program
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Hilirisasi dalam 5 tahun ke depan fokus pada komoditas agronomi (perkebunan,
pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan), karena sektor-sektor agronomi
tersebut menopang perekonomian 40,7 juta petani (BPS, Februari 2023), 1,3 juta
nelayan, dan jutaan peternak di Indonesia. Selain itu, Indonesia sudah memiliki
industri hilir yang kompetitif di sektor ini, misalnya Mayora dan Indofood yang
sukses mengekspor produknya menjadi penguasa pasar di berbagai negara.
Perusahaan-perusahaan hilir Indonesia berstandar global tersebut bisa menjadi
percontohan untuk membangun Perusahaan-perusahaan kelas global baru
yang mengolah bahan baku dari Indonesia, mayoritas pekerjanya dari Indonesia,
mengembangkan inovasi teknologi Indonesia, dan mengumpulkan keuntungan
ekonominya untuk memajukan Indonesia. Kesuksesan hilirisasi komoditas agro
akan mensejahterakan puluhan juta petani dan pekerja yang terlibat dalam rantai
pasok dari hulu hingga ke hilir, menghasilkan suatu vertical industry yang Tangguh
karena terintegrasi dari hulu sampai hilir. Keberpihakan pemerintah dalam
rangka hilirisasi suatu komoditas harus di sertai target pencapaian dan timeline
yang jelas kepada pelaku-pelaku industri yang terlibat. Targetnya harus detil untuk
setiap Perusahaan besar, misalnya target nilai ekspor, target pertumbuhan, target
penyerapan tenaga kerja (berdasarkan data BPJS), target anggaran R&D, dan lain-
lain agarmenghasilkan Global Champion dari Indonesia. Tidak kalah penting adalah
membangun perusahaan menengah dan kecil yang menjadi bagian dari supply
chain yang tangguh dan berdaya saing yang mendukung dari hulu sampai hilir.

Ketiga, teknologi dari hilirisasi disinyalir menghasilkan limbah yang sangat
mencemari lingkungan. Sebagai contoh, hilirisasi produk mineral seperti baja
diharapkan bisa diturunkan menjadi baterai, tetapi teknologi untuk melakukan
produksi baterai justru berpotensi untuk menghasilkan polusi yang membahayakan
dari limbahnya. Polusi yang dimaksud akan mencemari air, udara, dan tanah.
Polusi air yang akan muncul dari limbah logam berat, bahan kimia beracun, dan
minyak; polusi udara bersumber dari emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dalam
proses produksi; dan polusi tanah dihasilkan dari kontaminasi limbah apabila
tidak diolah dengan semestinya. Lebih lanjut, hilirisasi bisa jadi akan mencemari
lingkungan dan ekosistem lokal, seperti hutan, sungai, dan lahan basah lain.
Untuk menghindari hal ini, upaya hilirisasi industri perlu diiringi dengan investasi
pada teknologi bersih dan ramah lingkungan, memperbaiki praktik pengelolaan
limbah, dan mengadopsi praktik industri hijau.

Pemerintah perlu memiliki peta jalan yang jelas dari tiap upaya hilirisasi
industri yang ingin dilakukan. Dalam peta jalan ini, perlu juga dijelaskan tidak
hanya terkait alur produksi dari hulu ke hilir, tetapi juga manajemen limbah dan
bagaimana meningkatkan daya saing produk hilir tersebut di pasar internasional.
Selain itu, pemerintah perlu memperhitungkan biaya dan manfaat tidak hanya
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secara ekonomi tetapi juga bagi lingkungan pascahilirisasi. Harapannya, peta
jalan yang spesifik dapat membuat proses hilirisasi ke depan lebih terarah dan
Ssesuai sasaran.

E. Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)

APINDO mendukung peningkatan produk dalam negeri dan mengusulkan agar
kebijakan terkait, seperti TKDN dapat disempurnakan dengan penerapan yang
berbasis daya saing dan kinerja, dan dengan tahapan yang tidak menghambat
industri penguna dalam negeri yang lain maupun memberatkan konsumen.
Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dan penyempurnaan adalah sebagai
berikut. Pertama, kebijakan TKDN menciptakan biaya tinggi baik untuk produsen
maupun konsumen karena bilamana perusahaan domestik kurang efisien dalam
melakukan produksi dibandingkan impor, sehingga perlu ukuran kinerja dan
perbanding harga yang kompetitif. Selain itu, adanya kebijakan TKDN menghalangi
masuknya teknologi dan sumber daya dari luar negeri. Kedua, berkurangnya daya
saing juga disebabkan oleh enggannya perusahaan asing untuk masuk ke dalam
pasar Indonesia karena mereka perlu patuh pada kebijakan TKDN. Selain itu,
kebijakan TKDN dinilai tidak konsisten dengan aturan World Trade Organization
(WTQ) dan berbagai Free Trade Agremeent (FTA) karena mendiskriminasi produk-
produk asing (CSIS 2023; ERIA 2021). Meskipun demikian, tak dapat dimungkiri
bahwa kebijakan TKDN juga memiliki beberapa poin plus bagi iklim usaha Indonesia
dari segi dukungan terhadap industri domestik dan adanya transfer teknologi.
Pertama, adanya prasyarat untuk mencukupi persentase TKDN mendorong rantai
pasok domestik dan diharapkan bisa mengurangi ketergantungan terhadap impor.
Kedua, transfer teknologi akan ketika terdapat aturan bahwa perusahaan asing
harus bekerja sama dengan perusahaan domestik untuk memenuhi kebutuhan
TKDN. Maka yang penting adalah mencari keseimbangan dari kelemahan-
kelemahan tersebut dan manfaat yang diperoleh.

Di samping kelemahan tersebut, berbagai studi menunjukkan bahwa
implementasi dari kebijakan TKDN belum sesuai dengan tujuan awalnya, yakni
untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor. Tidak terdapat dampak
signifikan dari penerapan kebijakan TKDN terhadap penurunan ketergantungan
perusahaan terhadap impor (Negara 2016; ERIA 2023; CSIS 2023). Yang perlu
menjadi catatan adalah bahwa justru terdapat peningkatan impor pada barang
antara, terutama pada sektor elektronik yang merupakan sektor dengan sertifikat
TKDN terbanyak (CSIS 2023). Kemudian untuk indikator lainnya, terdapat temuan
yang berbeda-beda dari dampak kebijakan TKDN. Studi yang dilakukan CSIS (2023)
menunjukkann bahwa kebijakan TKDN belum bisa meningkatkan produktivitas,
output, ekspor, tenaga kerja, dan nilai tambah dari perusahaan manufaktur di
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Indonesia. Kita juga perlu belajar dari pengalaman di masa yang lalu dimana
TKDN tidak terlalu berhasil dan dimana berhasil. Misalnya peningkatan biaya
produksi dan harga yang diterima konsumen pada industri kendaraan bermotor
roda empat dengan kebijakan TKDN di industri otomotif di 1980an (Aswicahyono,
Basri, Hill 2000). Namun di sisi lain, terdapat studi yang menunjukkan bahwa
kebijakan TKDN mampu mendorong pembangunan industri secara signifikan
pada industri kendaraan bermotor beroda dua. (Thee 1997).

Maka dari itu, saran APINDO adalah perlu penyempurnaan implementasi
kebijakan TKDN. Hasil survei APINDO menunjukkan bahwa sebanyak 65%
persen pelaku usaha industri manufaktur memiliki sikap netral terhadap kebijakan
TKDN, sedangkan 209% merasa tidak setuju atau sangat tidak setuju dengan
kebijakan tersebut, lebih banyak dibandingkan pelaku usaha yang setuju. Evaluasi
dan penyempurnaan yang dilakukan diperlukan agar penerapan kebijakan
TKDN bisa semakin sesuai dengan tujuan awalnya, yakni untuk mengurangi
ketergantungan perusahaan lokal terhadap impor. Selain itu, hal-hal yang perlu
menjadi pertimbangan lainnya adalah dampak sampingan yang dari kebijakan
TKDN, seperti terhadap produktivitas, ketenagakerjaan, biaya produksi, dan lain
sebagainya.

F. Rantai Nilai Global dan Neraca Komoditas

Indonesia akan memperoleh dampak positif pembangunan dengan semakin
terlibat dalam rantai nilai global, tetapi Indonesia belum sepenuhnya
berpartisipasi dalam rantai nilai global tersebut. Laporan Bank Dunia (2020)
menekankan bahwa keterlibatan yang baik dalam rantai nilai global berkorelasi
dengan peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan penurunan
angka kemiskinan. Meskipun Indonesia telah melakukan transisi dari yang
sebelumnya hanya pengekspor komoditas, Bank Dunia masih menggolongkan
posisi Indonesia sebagai manufaktur terbatas. Hal ini berarti bahwa Indonesia
lebih tertinggal dibandingkan RRT dan India dalam partisipasi rantai nilai global. Di
samping itu, kendala utama yang dirasakan pelaku usaha dalam keterlibatannya
pada rantai nilai global datang dari disrupsi oleh pandemi Covid-19 dan kondisi
geopolitik internasional. Terdapat beberapa syarat yang perlu dipenuhi agar
Indonesia bisa, terlibat dalam rantai nilai global, seperti kebijakan yang lebih
terbuka, iklim investasi yang kondusif untuk menarik PMA, peningkatan dari
kualitas sektor jasa-jasa yang diperlukan agar sektor manufaktur bisa berdaya
saing, dan peningkatan keunggulan komparatif.

Pertama, kebijakan perdagangan yang lebih terbuka dan iklim investasi
yang kondusif untuk menarik PMA akan meningkatkan partisipasi Indonesia
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ke dalam rantai nilai global. Bukti dari berhasilnya pendekatan perdagangan
yang terbuka dan peran dari PMA dalam mempromosikan keterlibatan suatu
negara dalam rantai nilai global ditunjukkan oleh RRT dan Vietnam. Pada 2000,
transformasi struktural yang dilakukan RRT dari kebijakan perdagangan yang lebih
terbuka dan investasi untuk menarik PMA, mendorong produsen input antara
untuk melakukan diversifikasi produk. Upaya diversifikasi ini mendorong eksportir
RRT untuk lebih banyak menggunakan input domestik dibandingkan mengimpor.
Sedangkan di Vietnam, adaptasi teknologi dilakukan secara bersamaan dengan
kebijakan perdagangan yang lebih terbukan dan keterbukaan terhadap PMA,
termasuk menarik “anchor” PMA yang dapat menarik penumbuhan jaringan
supplier maupun penyebaran teknologi. Faktor-faktor yang mendukung kesuksesan
Vietnam dalam berpartisipasi di rantai nilai global adalah meningkatkan
konektivitas, seperti dalam penggunaan internet karena Vietnam memang
mempunyai strategi untuk mendominasi rantai nilai global teknologi informasi
dan komunikasi dan mengurangi ketergantungan impor dalam memperoleh input.

Kedua, Indonesia perlu mengembangkan sektor jasa-jasa yang efisien agar
semakin partisipatif dalam rantai nilai global, terutama dari segi logistik.
Aspek ini berperan penting dalam rantai nilai global karena jika sektor logistik
efisien, hal tersebut akan mengurangi biaya yang dikeluarkan perusahaan serta
meningkatkan ketepatan waktu dan fleksibilitas yang selain harga merupakan
hal penting untuk daya saing produk ekspor. Hal tersebut akan menunjang
keikutsertaan Indonesia dalam pasar internasional dan mata rantai global. Namun,
capaian logistik Indonesia belum bisa dikatakan telah mencapai titik optimal.
Berdasarkan Logistics Performance Index 2023 oleh Bank Dunia, Indonesia urutan
ke-61 dari 139 negara dengan skor 3. Angka ini lebih rendah dibandingkan 2018
lalu yang sebesar 3,15 dan menempati urutan lebih tinggi (ke-46).

Ketiga, Indonesia perlu mengidentifikasi keunggulan komparatif yang bisa
dimanfaatkan guna meningkatkan partisipasi dalam rantai nilai global, seperti
tenaga kerja dan sumber daya alam yang melimpah. Dengan bonus demografi
dan surplus tenaga kerja tidak terampil di pedesaan, diperkirakan Indonesia masih
mempunyai keunggulan komparatif untuk industri padat karya. Namun untuk bisa
beranjak ke mendorong pergeseran menuju industri padat modal yang memiliki
kompleksitas dan nilai tambah lebih tinggi, pemerintah perlu meningkatkan
investasi pada sumber daya manusia, adopsi teknologi, dan infrastruktur.

Di samping itu, salah satu kebijakan yang perlu menjadi perhatian berkaitan
dengan rantai nilai global adalah Neraca Komoditas. Survei APINDO
menunjukkan bahwa hanya 42% persen pelaku usaha industri manufaktur yang
mengetahui adanya kebijakan Neraca Komoditas. Akan tetapi, sekitar 64%
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persen dari responden menyambut kebijakan ini dengan baik. Meskipun kebijakan
Neraca Komoditas berpotensi untuk mendukung partisipasi Indonesia dalam
rantai nilai global dalam bentuk kemudahan untuk melakukan perencanaan
produksi, instrumen ini masih memiliki beberapa kelemahan, seperti sulitnya
untuk memastikan akurasi dan reliabilitas data, peningkatan biaya birokrasi, serta
peningkatan intervensi pemerintah dalam sektor perdagangan.

G. Industri berbasis berkelanjutan: industri hijau

Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan industri hijau. Potensi
ini datang dari letak geografis Indonesia yang dilewati oleh cincin api Pasifik,
sehingga Indonesia memiliki sumber daya energi terbarukan yang melimpah dari
panas bumi. Apabila dikelola dengan baik, panas bumi ini bisa menjadi sumber
energi bersih bagi industri manufaktur dan membuat proses produksi menjadi
semakin ramah lingkungan. Hal ini juga didukung oleh perubahan preferensi
konsumen dan investor terhadap produk yang lebih ramah lingkungan dan rendah
karbon. Selain itu, penerapan industri hijau juga bisa menarik investasi hijau dari
luar negeri yang bukan saja memiliki modal tetapi teknologi energi terbarukan
yang tentu akan bermanfaat bagi pengembangan industri manufaktur Indonesia,
apa lagi dengan tuntutan yang meningkat untuk menjadi bagian dari sustainable
supply chain dan tantangan untuk memenuhi produksi rendah karbon jika tidak
ingin dikenakan pajak (Cross Border Adjustment Mechanism) jika menjual ke
pasar Eropa Transisi energi yang saat ini didominasi oleh batu bara ke energi
terbarukan memang memerlukan biaya yang besar serta kerangka kebijakan
dan reformasi sektor energi yang dibahas di bab terkait energi dan sumber daya
alam. Pengembangan energi terbarukan dan elektrifikasi dari transportasi akan
menciptakan industri baru dan jenis pekerjaan baru di industri hijau antara lain
panel solar, wind trubine, kendaraan listrik dan baterai untuk kendaraan listrik.
Untuk dapat membangun industri hijau yang bisa bersaing di dalam dan di luar
negeri diperlukan teknologi, tenaga kerja trampil dan sumber daya mineral dan
bahan baku yang mendukung, termasuk dari dalam negeri.

Upaya Indonesia dalam membangun industri hijau tidak cukup hanya dengan
menerapkan Standar Industri Hijau (SIH). Masih banyak pelaku usaha yang
belum mengetahui adanya Sertifikat Industri Hijau sebagai bukti penerapan
Standar Industri Hijau. Hingga 2022, pengajuan Sertifikasi Industri Hijau baru
dilakukan oleh 111 perusahaan. Dari survei APINDO, hampir 60 persen dari pelaku
usaha industri manufaktur tidak mengetahui adanya SIH. Dan dari pelaku usaha
yang mengerti tentang SIH, mayoritas tidak memiliki sertifikat karena adanya
beban biaya yang tinggi, kualitas SDM yang belum mumpuni, dan kurangnya
penelitian dan pengembangan untuk mengimplementasikan industri hijau.
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Melihat kendala dari industri manufaktur untuk menerapkan industri hijau, terdapat
beberapa pendekatan yang perlu dilakukan pemerintah. Pertama, mengadopsi
pendekatan sistemik dan holistik, seperti rekayasa hijau (green engineering),
teknologi hijau (green technology), dan standar hijau (green standards), dan
pendekatan ini perlu mempertimbangkan siklus hidup dan proses produksi. Maka
dari itu, kebijakan Standar Industri Hijau (SIH) yang saat ini dimiliki pemerintah
tidak cukup untuk membangun ekosistem industri hijau di Indonesia. Kedua,
pemerintah perlu menciptakan lingkungan yang mendorong kolaborasi antara
stakeholders, seperti pembuat kebijakan, swasta, masyarakat, akademisi, dan
organisasi internasional. Beberapa kebijakan yang bisa diambil untuk keperluan
ini meliputi penyusunan strategi pertumbuhan hijau, pendanaan hijau, dan inovasi
hijau. Dalam hal ini, pemerintah juga perlu memastikan bahwa kebijakan-kebijakan
hijau yang diambil bisa terkoordinasi dan terintegrasi antarsektor dan tingkat
pemerintahan. Selain itu, pemerintah perlu memastikan pendanaan dan insentif
yang cukup untuk pembangunan industri hijau baik dari sektor publik maupun
swasta. Kemudian, peningkatan kesadaran dari stakeholders menjadi penting
untuk mendukung berjalannya kolaborasi.

Maka dari itu, pemerintah perlu lebih banyak menarik investasi hijau yang
digunakan untuk mengembangkan industri hijau. Harapannya, investasi hijau
ini bisa membiayai transisi hijau industri manufaktur di Indonesia agar lebih
ramah lingkungan, baik dari segi kolaborasi antar-stakeholders, teknologi, energi,
maupun kompetensi tenaga kerja.
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menjamin ketersediaan dan peraturan perundang-undangan prasarana, akurasi data dan sektor privat dalam upaya mencapai
keterjangkauan pangan sektor pertanian, kehutanan, implementasi teknologi menuju target bauran Energi Terbarukan dan
peternakan dan perikanan industri pertanian dan kehutanan Nationally Determined Contribution
berdaya saing tinggi dan berkelanjutan (NDC) melalui perdagangan karbon

Kerja sama multi-stakeholder untuk Resonansi dan pengarusutamaan Penyelesaian permasalahan tumpang Mewujudkan One Map Policy
mendorong iklim dan ekosistem ‘narasi tunggal’ pada komoditas tindih penggunaan kawasan untuk pembenahan regulasi dan
kemitraan usaha pertanian dan kehutanan hutan/lahan data spasial

Modernisasi pertanian dan kehutanan  Insentif fiskal bagi pelaku usaha yang Pengembangan Bahan Bakar Nabati
melalui percepatan mekanisasi dan menerapkan good practice di bidang dan EBT yang berasal dari produk
pemanfaatan teknologi digital pertanian dan kehutanan pertanian dan kehutanan



PERTANIAN

OBJEKTIF

Mewujudkan industri pertanian dalam pengertian luas yang maju dan berkelanjutan
melalui kemitraan inklusif dan kesinambungan data untuk mencapai ketahanan
pangan dan peningkatan daya saing.

REKOMENDASI UTAMA

Fundamental Berkelanjutan

1.

Mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui kemitraan antarpihak untuk
menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan.

Mewujudkan kepastian hukum dan berusaha melalui simplifikasi dan
debottlenecking peraturan perundang-undangan sektor pertanian, kehutanan,
peternakan dan perikanan.

Meningkatkan penyediaan sarana prasarana, akurasi data dan implementasi
teknologi menuju industri pertanian dan kehutanan yang berdaya saing tinggi
dan berkelanjutan.

Kolaborasi aktif pemerintah dan sektor privat dalam upaya mencapai target
bauran Energi Terbarukan dan Nationally Determined Contribution (NDC)
melalui perdagangan karbon.

Rekomendasi 5 Tahun

1.

Pengembangan kerja sama multi-stakeholder untuk mendorong iklim dan
ekosistem kemitraan usaha.

Resonansi dan pengarusutamaan ‘harasi tunggal’ pada seluruh komoditas
pertanian dan kehutanan.

Penyelesaian permasalahan dan tumpang tindih penggunaan kawasan hutan/
lahan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan UU Cipta Kerja yaitu untuk
memberikan kepastian hukum dan berusaha.

Mewujudkan One Map Policy untuk pembenahan regulasi dan data spasial.

Modernisasi pertanian dan kehutanan melalui percepatan mekanisasi dan
pemanfaatan teknologi digital.
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6. Memberikan insentif fiskal bagi pelaku usaha yang menerapkan good practice
di bidang pertanian dan kehutanan.

7.  Mendorong pengembangan Bahan Bakar Nabati (BBN) dan energi terbarukan
(EBT) lain yang berasal dari produk pertanian dan kehutanan.

PANDANGAN DUNIA USAHA

Agribisnis dan kehutanan merupakan sektor usaha yang krusial dan
perlu diprioritaskan untuk memastikan terwujudnya ketahanan pangan,
mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan lapangan kerja dan daya
saing komoditas ekspor di Indonesia. Berdasarkan data yang dilansir oleh BPS,
sektor pertanian merupakan salah satu kontributor terbesar PDB Indonesia pada
2022 dengan proporsi 12,4%, setelah sektor industri (18,3%) dan perdagangan
(12,89%). Sektor pertanian juga masih tercatat sebagai salah satu leading sector
lapangan usaha yang berperan penting bagi pertumbuhan ekonomi, meskipun
pertumbuhannya masih di bawah level prapandemi. Selain itu, sektor pertanian
juga menjadi penyumbang terbesar jumlah tenaga kerja dengan persentase
28,61% dari jumlah penduduk Indonesia yang bekerja pada 2022.

Sektor pertanian juga memiliki urgensi untuk menjaga stabilitas ekonomi
nasional di tengah dinamika global dengan mewujudkan ketersediaan pangan
nasional yang dapat dijangkau seluruh masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan
ketahanan pangan masih diperlukan untuk menjadi fokus kebijakan pemerintah
ke depan melalui pembangunan sektor pertanian yang berdaulat, mandiri dan
berdaya saing tinggi. Selain itu, Indonesia juga masih terus mengalami fenomena
bonus demografi yang akan mencapai puncak pada tahun 2050 mendatang. Pada
masa puncak tersebut, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai 330,9
juta jiwa (UN, 2019). Penyediaan kebutuhan pangan pada masa bonus demografi
juga perlu memerhatikan kualitas berkualitas untuk mewujudkan SDM Indonesia
yang unggul dan berdaya saing tinggi.

Tantangan besar dalam pembangunan pertanian yang masih dihadapi oleh
Indonesia adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang turut mampu
mengakselerasi pendapatan petani swadaya sebagai jantung dari sektor
pertanian. Meskipun menjadi penyumbang jumlah tenaga kerja terbesar, faktanya
rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian masih rentan terhadap kemiskinan.
Berdasarkan data BPS (2022), sebanyak 49,89% rumah tangga miskin memiliki
sumber penghasilan utama dari sektor pertanian. Untuk itu, peningkatan produksi
komoditas pertanian dan peningkatan daya saing produk pertanian perlu diarahkan
untuk mendongkrak PDB sektor pertanian dan hasilnya dirasakan oleh petani
dengan adanya kenaikan tingkat kesejahteraan petani.
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Peningkatan daya saing pertanian nasional juga krusial untuk mendorong
pertumbuhan agroindustri dan memacu ekspor komoditas pertanian serta
meningkatkan devisa negara. Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian,
ekspor pertanian masih didominasi oleh barang mentah seperti halnya komoditas
kelapa sawit. Total nilai ekspor komoditas pada sektor pertanian pada tahun 2022
sebesar Rp681,5 triliun. Selain sawit, terdapat pula beberapa komoditas unggulan
lainny seperti karet, kelapa, kakao dan kopi yang turut menyumbang nilai ekspor
yang cukup tinggi. Jika seluruh komoditas tersebut dapat dihilirisasi secara
optimal, maka akan tercipta berbagai multiplier effect terhadap perekonomian
dan masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, dalam periode 2024-2029 mendatang
Pemerintah perlu mempersiapkan kebijakan dan langkah-langkah strategis,
nyata dan konsisten di dalam upaya menyediakan pangan bagi seluruh
lapisan penduduk Indonesia serta meningkatkan daya saing pertanian untuk
mewujukan kesejahteraan petani. Dunia usaha melihat bahwa langkah menuju
ketahanan pangan dan gizi yang dianggap krusial oleh dunia usaha diantaranya
meliputi kemitraan dan pendampingan inklusif antarpihak, membentuk suatu
dokumen terpadu dan holistik (narasi tunggal) untuk seluruh komoditas,
penyelesaian permasalahan penggunaan kawasan hutan/lahan yang berkeadilan
dan mendukung kemudahan berusaha, percepatan mekanisasi dan pemanfaatan
teknologi digital dalam praktik pertanian.

Selain rekomendasi utama tersebut, berbagai isu krusial lainnya juga telah
dipotret oleh pelaku usaha agar mendapatkan perhatian dan intervensi
yang tepat untuk mencapai visi besar sektor pertanian dan kehutanan. Pada
sektor kehutanan misalnya, penerapan multiusaha kehutanan masih terkendala
akibat diperlukannya penambahan dokumen persetujuan lingkungan terhadap
penambahan usaha yang tidak mengubah bentang alam. Selain itu, proses
pembuatan AMDAL juga dikeluhkan tidak efektif dan efisien akibat adanya
bottleneck yang disebabkan oleh kebijakan sentralisasi ke pemerintah pusat. Pada
komoditas jagung, harga acuan yang tidak diperbarui setiap bulan menimbulkan
ketidakpastian harga dan kerugian bagi petani dan pelaku usaha. Di sisi lain,
ketidakpastian harga komoditas jagung lokal juga memengaruhi daya beli pakan
ternak oleh industri perunggasan. Saat ini, pelaku usaha pakan ternak kesulitan
mendapatkan pasokan jagung karena masih sulitnya untuk melakukan impor
dalam kondisi shortage ketersediaan jagung lokal.

Industri peternakan sapi potong juga mengalami tantangan karena belum

terbukanya akses bagi pelaku usaha untuk melakukan importasi sapi bakalan hidup
dari negara bebas penyakit kaki dan mulut (PMK) status zona. Selain itu, regulasi

176 | Roadmap Perekonomian



perdagangan juga perlu dilakukan evaluasi supaya dapat menyederhanakan
proses untuk mendapatkan izin impor produk sapi. Birokrasi perizinan yang
masih cenderung rumit juga dirasakan oleh industri tambak ikan. Kondisi tersebut
berpotensi menghilangkan potensi peningkatan lapangan kerja, khususnya di
daerah terpencil dan tertinggal yang perekonomiannya masih bergantung pada
sektor primer.

Berbagai rekomendasiisu krusial lainnya yang berhubungan dengan ketidakpastian
hukum dan berusaha seperti sengketa dan tumpang tindih lahan/hutan,
ketidakpastian harga serta inakurasi data neraca pertanian telah diuraikan secara
rinci pada matriks kebijakan.

A. Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi

A. 1. Kemitraan

Ketersediaan pangan Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan
negara-negara ASEAN lainnya, salah satunya diukur dari Global Food Security
Index (GFSI). Indeks yang dirilis oleh The Economist Intelligence Unit (EIU) tersebut
mengukur kinerja ketahanan pangan suatu negara dan membandingkannya dengan
negara lain berdasarkan aspek ketersediaan, keterjangkauan, serta kualitas dan
keamanan pangan. Pada 2022, ketahanan pangan Indonesia secara keseluruhan
berada pada peringkat 63 dengan skor 60,2. Meskipun posisi tersebut meningkat
dibandingkan posisi tahun sebelumnya, aspek ketersediaan (availability) justru
memiliki skor cenderung rendah yaitu 50,9 dan menduduki peringkat 84, paling
rendah dibandingkan negara ASEAN lainnya.

Beberapa faktor utama belum optimalnya ketersediaan pangan adalah masih
rendahnya akses terhadap faktor produksi, riset dan pengembangan teknologi
serta alih-fungsi lahan. Akses pembiayaan dan keuangan petani masih menjadi
salah satu tantangan utama dalam meningkatkan produktivitas. Tanpa akses
terhadap pembiayaan, petani swadaya tidak dapat membuka lahan perkebunan
baru atau melakukan penanaman kembali dengan bibit berkualitas rendah,
sehingga menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap ekonomi dan
lingkungan dalam jangka panjang (Singapore Institute of International Affairs,
2020). Isu mengenai masih minimnya penerapan riset dan teknologi pertanian
juga disorot sebagai penyebab rendahnya skor ketersediaan pangan Indonesia.
Berdasarkan survei yang dilakukan Apindo (2023), hanya sebanyak 8,4% pelaku
usaha bidang pertanian yang telah menerapkan teknologi modern sepenuhnya
dalam operasional bisnis. Sebaliknya, mayoritas pelaku usaha bidang pertanian,
peternakan dan perikanan (48,2% dari responden) masih belum menggunakan
teknologi digital atau sepenuhnya menggunakan mekanisme tradisional.

Kontribusi APINDO bagi Kepemimpinan Nasional 2024 - 2029 | 177



Solusi berupa kemitraan multipihak yang dilandaskan dengan pendampingan
inklusif dapat menjadijalan keluar bagi berbagai tantangan sektor pertanian.
Dalam mengakselerasi program kemitraan pertanian, dunia usaha telah
menginisiasi inclusive closed loop model, sebuah sistem yang mensinergikan
rantai pasok pertanian (mulai dari petani, perusahaan, lembaga keuangan dan
pemerintah) terintegrasi dari hulu ke hilir. Working Group Partnership for Indonesia
Sustainable Agriculture (PISAgro) merupakan bukti konkrit dan success story
dari dunia usaha dalam melakukan inclusive closed-loop system. Lebih dari 2
juta petani telah dilakukan pendampingan oleh perusahaan offtaker dan telah
meningkatkan produksi komoditas pangan secara berkelanjutan, meningkatkan
kesejahteraan para petani, serta mengurangi pelepasan emisi.

Dukungan penuh pemerintah sangat krusial dalam mewujudkan keberhasilan
inclusive closed loop system khususnya untuk melakukan koordinasi
antarpihak, memberikan akses lahan dan infrastruktur, sertifikasi lahan
pertanian serta penyediaan insentif fiskal. Pengembangan food estate dan
perluasan areal tanam baru (PATB) di berbagai agroekosistem perlu dilakukan
monitoring dan evaluasi secara menyeluruh agar dapat tepat sasaran untuk
memitigasi krisis pangan. Selain itu, percepatan pengembangan jaringan irigasi
tetes secara digital serta distribusi alat dan mesin pertanian kepada petani
swadaya juga diperlukan agar terciptanya peningkatan produktivitas dan hasil
panen.

Pemberian insentif pajak juga berpotensi menjadi katalis utama bagi
peningkatan partisipasi pelaku usaha pada ekosistem kemitraan multipihak.
Dunia usaha mendorong adanya perluasan subjek dan objek supertax deduction
sebagaimana yang telah diatur dalam PP No. 45/2019 dengan turut memasukkan
ekosistem kemitraan petani dan UMKM sebagai kriteria tambahan yang berhak
mendapatkan insentif.

Peran dari institusi finansial, seperti koperasi, bank, teknologi keuangan,
investor, dan teknologi agrikultur juga dibutuhkan untuk mendukung
ekosistem pertanian yang produktif, inovatif dan efisien. Dunia usaha
mengapresiasi upaya pemerintah untuk mengembangkan koperasi berbasis
inclusive closed loop melalui UU Cipta Kerja dan PP No. 7 tahun 2021 tentang
Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah. Ke depan, penguatan peran koperasi perlu difokuskan untuk
melakukan konsolidasi petani, menjadi hub produk pertanian dan menjamin
penerapan good agricultural practice. Selain itu, institusi finansial lainnya seperti
bank dan teknologi keuangan memberikan pendanaan modal, stimulus dan akses
keuangan digital kepada para petani dan UMKM.

178 | Roadmap Perekonomian



A. 2. Pengarusutamaan Narasi Tunggal pada Komoditas Pertanian dan
Kehutanan

Dinamika kebijakan perdagangan komoditas pangan dan perkembangan isu
negatif tingkat global menjadi ancaman serius terhadap pertumbuhan dan
daya saing produk pertanian. Salah satunya adalah kebijakan resolusi sawit
dan European Deforestation Free (EUDR) oleh Uni Eropa dengan tujuan untuk
menurunkan/menghentikan deforestasi dan emisi global dengan menempatkan
sejumlah komoditas khususnya minyak sawit sebagai forest risk commodity.
Padahal, kelapa sawit merupakan komoditas strategis dan kontributor utama
ekspor produk pertanian dengan proporsi lebih dari 73,8% dari total nilai ekspor
pertanian Indonesia (Kementerian Pertanian R, 2022). Kebijakan tersebut memiliki
implikasi besar bagi berbagai pihak seperti terjadinya peningkatan biaya produksi
untuk perusahaan skala besar yang berbasis ekspor serta ancaman keberlanjutan
petani skala kecil dari supply chain komoditas.

Dalam meningkatkan keberterimaan dan daya saing komoditas unggulan
Indonesia, pemerintah perlu mendorong adanya kesamaan perspektif dan narasi
tunggal. Apindo sangat menyadari bahwa diperlukannya narasi terpadu yang
membahas ketahanan pangan dari perspektif masing-masing komoditas secara
holistik mulai dari hulu hingga konsumen akhir yang disebut sebagai ‘narasi
tunggal’. Adapun, narasi tunggal tersebut meliputi profil komoditas, neraca
komoditas, faktor kunci keberhasilan, peta jalan serta kebijakan kunci. Narasi
tunggal akan memungkinkan Indonesia untuk membuat kebijakan dan strategi
yang disesuaikan untuk meningkatkan produktivitas, menciptakan pasar yang
lebih baik, meningkatkan distribusi dan akses serta memastikan keamanan,
kualitas dan gizi pangan.

Mendorong perumusan dan pengarusutamaan narasi tunggal untuk komoditas
prioritas yaitu kelapa sawit, beras, jagung-ternak, kopi dan kakao. Apindo melalui
working group dan perusahaan-perusahaan di bawahnya telah membangun
narasi tunggal komoditas sebagai referensi dan masukan kepada pemerintah
untuk perumusan kebijakan. Selanjutnya, dibutuhkan dukungan dari pemerintah
untuk dapat mengadopsi dan mengembangkan dengan melakukan kajian hilirisasi
komoditas serta kebijakan diplomasi mengenai posisi pemerintah Indonesia
dalam mendukung keberlanjutan dan pelestarian lingkungan.
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B. Kepastian Hukum dan Kemudahan Berusaha

B. 1. Percepatan Penyelesaian Permasalahan Penggunaan Kawasan Hutan/
Lahan melalui implementasi UU Cipta Kerja dan One Map Policy

Penyelesaian tumpang tindih lahan dengan kawasan hutan perlu sesuai dengan
semangat UU Cipta Kerja yaitu untuk memberikan kepastian dan kemudahan
berusaha. Fakta yang terjadi saat ini adalah fenomena tumpang tindih lahan dan
perambahan konsesi tidak ditindaklanjuti dengan kepastian penegakan hukum
dan berusaha bagi pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).
Dalam PP No. 24 Tahun 2021, penyelesaian tumpang tindih lahan dengan kawasan
hutan diklasifikasi menjadi dua ketentuan, yaitu bagi ‘perkebunan’ yang memiliki
perizinan berusaha dan ‘perkebunan’ yang tidak memiliki perizinan berusaha.
Dapat diartikan bahwa seluruh kebun di dalam HGU perusahaan pemegang
PBPH tersebut tetap masuk sebagai kawasan hutan dan dikembalikan ke negara
setelah 1 daur. Beleid tersebut juga menyebabkan perusahaan dikenakan sanksi
administratif berdasarkan Pasal 110B UU Cipta Kerja. Oleh karena itu, dunia usaha
memandang perlu untuk dilakukan revisi PP No. 24 Tahun 2021 agar dapat sejalan
dengan ketentuan UU Cipta Kerja dengan mempertimbangkan tidak dimasukkan
dalam kategori kawasan hutan bagi perusahaan dan masyarakat yang telah
memiliki hak atas tanah.

Inkonsistensi hukum juga tampak pada ketentuan PP No. 18 tahun 2021
berkaitan dengan adanya kewajiban pembangunan kebun masyarakat sekitar
‘paling sedikit’ 20% dari luas tanah yang diberikan HGU. Beleid tersebut
tidak sejalan dengan UU Cipta Kerja yang mengatur bahwa pembangunan
kebun masyarakat ’seluas’ 20% dari luas tanah HGU. Inkonsistensi regulasi
tersebut dapat berimplikasi pada adanya peraturan pelaksana (seperti halnya
peraturan daerah) yang kontraproduktif dengan ketentuan UU Cipta Kerja
dengan mensyaratkan pembangunan kebun masyarakat lebih dari 20%, padahal
perusahaan juga memiliki lahan yang terbatas.

Mendorong percepatan penyelesaian tumpang tindih dan klaim lahan sepihak
melalui uji coba penyelesaian melalui UU Cipta Kerja dengan memberikan
prioritas areal berizin PBPH tetap sebagai kawasan hutan. Melalui Pasal 110A
dan 110B UU Cipta Kerja, pemerintah mengakomodasi revisi UU No. 18 tahun 2013
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan untuk memberikan
jalan penyelesaian tumpang tindih lahan. Apindo juga berperan aktif untuk
mendorong peraturan pelaksana PP No. 24 tahun 2021 dan PermenLHK No. 7
tahun 2021 untuk mempercepat penyelesaian masalah tumpang tindih dengan
kawasan hutan. Saat ini telah terbit 15 SK Menteri LHK terkai data dan informasi
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kegiatan usaha yang telah terbangun di kawasna hutan yang membutuhkan
tindak lanjut penyelesaian dengan menggunakan pasal 110A dan pasal 110B UU
Cipta Kerja. Implementasi regulasi juga harus memperhatikan penegakan hukum
(law enforcement) didukung dengan perangkat yang lengkap di lapangan untuk
memberikan kepastian hukum dalam investasi dan berusaha.

Mempercepat proses sertifikasi lahan pertanian petani. Indonesia merupakan
salah satu negara dengan jumlah lahan bersertifikat paling rendah di Asia Tenggara
yang berpotensi untuk merintangi investasi serta menurunkan akses kredit petani.
Melalui Inpres No. 2 tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap (PTSL), diharapkan lahan pertanian akan mendapatkan kepastian dan
legalitas. Apindo akan mengawal pelaksanaan target sertifikasi lahan pertanian
sebanyak 11 juta bidang pada 2024 dan 3,5 juta bidang pada 2025. Sertifikasi
lahan pertanian juga memberikan kepastian hukum dan keberterimaan pasar
global komoditas pertanian yang berkelanjutan.

Pengusaha sangat mengharapkan percepatan penerapan one map policy
untuk sektor pertanian. Persoalan tumpang tindih penggunaan lahan/hutan
masih terus dihadapi oleh pelaku usaha maupun petani karena belum memiliki
rujukan data spasial yang rinci dan rigid. Berdasarkan laporan dari Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian RI, total luas tumpang tindih lahan nasional
telah mencapai 77,3 juta hektar yang mencakup isu tata ruang dan perizinan.
Dengan terbitnya Perpres No. 23 tahun 2021 untuk mengakselerasi penerapan
one map policy, Apindo terus mendukung sinkronisasi yang saat ini sedang
dilakukan serta solusi penyelesaian permasalahan lahan yang berkeadilan dan
memberikan kepastian.

Pengusaha industri kehutanan mengharapkan dilakukannya revisi PP 71 tahun
2014 jo PP 57 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem
Gambut. Saat ini telah dilakukan pemanfaatan areal gambut untuk PBPH hutan
tanaman dan menerapkan pengelolaan tata air dan sesuai fungsi hidrologis
gambut. Namun PP ini tertulis larangan pemanfaatan areal gambut pada fungsi
lindung, ada batasan tentang ketentuan tinggi muka air tanah di lahan gambut
maksimal 0,4 m yang menyebabkan produktifitas tanaman kayu menjadi rendah
dan ada ketentuan bahwa areal gambut yang telah dikelola berdasarkan izin yang
telah diperoleh sebeleum terbitnya PP tersebut tidak bisa diperpanjang. Usulan
perubahan kedua PP ini adalah bahwa areal gambut tetap dapat dimanfaatkan
dengan menerapkan tata kelola air (water management) untuk kegiatan hutan
tanaman.
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B. 2. Kebijakan dan Isu Harga

Isu harga masih terus menjadi tantangan pelaku usaha sektor pertanian.
Ketahanan pangan jelas ditentukan oleh faktor harga, terlebih produk pertanian
memiliki sifat sensitif (highly elastic) yang dipengaruhi oleh proyeksi pasar dan
prediksi kebutuhan impor. Dalam upaya penanggulangan dan penstabilan harga
produk pertanian, perlu didorongnya mekanisme proyeksi long-term effect produksi
dan penjualan produk pertanian serta mendorong inovasi dan pengembangan
risk-management tools untuk produk pertanian. Selain itu, mengontrol kenaikan
biaya input pada tingkatan perusahaan juga krusial untuk menjaga keberlanjutan
usaha pertanian.

Evaluasi kebijakan harga eceran tertinggi (HET) beras dan gabah. Pemerintah
perlu secara intens melakukan monitoring dan evaluasi penerapan HET serta harga
pembelian pemerintah (HPP) agar dapat tepat sasaran yaitu stabilisasi harga
beras dan kesejahteraan petani. Pasalnya, kebijakan single price seperti HET dan
HPP dapat menjadi disinsentif bagi para petani/pelaku usaha agroindustri untuk
berproduksi. Kebijakan ini menjadikan petani/pelaku usaha tidak bisa menjual
beras/produk dalam berbagai tingkat harga disesuaikan dengan kualitas beras
dan latar belakang konsumen. Pemerintah bersama pemangku kepentingan
lainnya perlu mengidentifikasi dan membenahi permasalahan yang mempengaruhi
stabilitas harga beras secara holistik seperti halnya rantai pasokan, tata niaga
dan logistik untuk dapat mewujudkan harga dan pasokan beras yang stabil.

Peternak ayam petelur juga dihadapkan persoalan pelik lantaran harga pakan
seperti jagung pakan dan bungkil kedelai semakin tinggi. Per September
2023, harga jagung pakan dari para petani lokal telah menyentuh Rp 7.500 per
kilogram, lebih tinggi dibandingkan harga acuan yang ditetapkan oleh Badan
Pangan Nasional. Di sisi lain, harga telur di tingkat konsumen masih sesuai
dengan harga acuan yang ditetapkan yaitu Rp22.000 per kilogram dan batas atas
Rp 24.000 per kilogram yang tak jarang di bawah biaya produksi. Kenaikan harga
jagung akan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha peternakan
pasalnya harga pakan berkontribusi lebih dari 509% terhadap biaya produksi.

Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan di sektor kehutanan. Saat ini penarikan
PBB kehutanan masih dilakukan pada seluruh areal kerja, sehingga menjadi beban/
biaya yang cukup besar bagi pemegang izin PBPH. Akibatnya terjadi peningkatan
beban biaya PBB bagi pemegang izin PBB yang tinggi. Permasalahannya adalah
peraturan terpentang PBB pada kawasan hutan yang dibebani izin PHPB belum
didasarkan kepada areal kerja tahunan sesuai dengan perencanaan dalam
dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT). Oleh sebab itu diusulkan untuk melakukan
beberapa revisi sebagai berikut :
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1. Percepatan revisi PP 12 tahun 2014 tentang PNBP Kehutanan.
2. Penyederhanaan /rasionalisasi PBB Sektor Kehutanan :

a. Peninjauan PMK Nomor 186/PMK.03/2019 dan Keputusan Dirjen Pajak
No. KEP/PJ/2020 untuk usaha sektor kehutanan dan penetapan dasar
penetapan besaran NJOP melalui Surat Keputusan Dirjen Pajak yang
berlaku untuk standarisasi seluruh Indonesia untuk menghindari biaya
ekonomi tinggi.

b. Penyesuaian istilah sesuai kondisi usaha sektor kehutanan untuk
penetapan areal produktif, areal belum produktif, areal tidak produktif,
areal emplasemen, areal pengaman, serta areal perlindungan dan
konservasi.

C. Penyediaan Sarana Prasarana, Akurasi Data dan Implementasi Teknologi
menuju Industri Pertanian yang Berdaya Saing Tinggi dan Berkelanjutan

C. 1. ModernisasiPertanian melalui Percepatan Mekanisasi dan Pemanfaatan
Teknologi Digital

Upaya modernisasi dan mekanisasi pertanian tetap harus dilanjutkan untuk
peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha. Selain untuk meningkatkan
produktivitas hasil pertanian, inovasi dibutuhkan untuk menjaga ketahanan pangan
di masyarakat. Pengembangan pertanian modern yang perlu menjadi prioritas
ke depan meliputi pengembangan pertanian presisi/smart farming, penerapan
bioteknologi, distribusi alat mesin pertanian yang tepat guna.

Percepatan penerapan bioteknologi di sektor pertanian. Inovasi bioteknologi
seperti pengembangan varietas unggul baru melalui produk rekayasa genetika
(PRG) dapat menjadi upaya kunci untuk mengantisipasi krisis pangan di masa
depan. Salah satu praktik PRG yang berkembang pesat adalah tanaman jagung
varietas hibrida-transgenik atau hasil rekayasa genetika (genetic modified
organism/GMQ) dan telah diadopsi di Filipina. Jagung bioteknologi juga berpotensi
meningkatkan pendapatan petani hingga 30% dibandingkan dengan praktik
konvensional yang diperoleh dari kombinasi hasil panen yang lebih tinggi dan
pengurangan biaya input (Bayer Corp Science, 2022).

Perlunya mendorong pertumbuhan perusahaan start up agritech di sektor
pertanian. Saat ini, ekosistem agritech telah berkembang pesat, dimana lebih
dari1.600 usaha agribisnis terhubung dengan perusahaan teknologi atau agritech
landscape. Berdasarkan survei Apindo (2023), lebih dari 75% pelaku usaha
pertanian telah memiliki literasi mengenai penggunaan teknologi digital yang dapat
diterapkan di sektor pertanian. Namun demikian, kesulitan untuk mendapatkan
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akses finansial masih dirasakan pada tingkat petani. Apindo berharap eksosistem
Start up agritech termasuk fintech semakin berkembang agar dapat meningkatkan
akses, produktivitas dan efisiensi khususnya bagi petani dan smallholder melalui
berbagai kemudahan fiskal dan nonfiskal yang ditawarkan.

Mendorong inovasi dan teknologi untuk efisiensi transportasi dan distribusi
komoditas pertanian dan kehutanan. Kebijakan zero Over-Dimension and Over-
Loading (ODOL) untuk truk logistik akan meningkatkan biaya distribusi dan
rantai pasok secara seketika karena diperlukan jumlah truk lebih banyak karena
terbatasnya daya angkut truk logistik saat ini. Selain kurang efisien, hal ini juga
akan mengakibatkan peningkatan kemacetan, pelemahan daya saing produk di
pasar ekspor dan peningkatan emisi karbon karena jumlah truk yang banyak.
Beberapa usulan solusi dibawah ini :

1. Pemerintah membuat peta jalan menuju penerapan Zero ODOL yang
mengakomodasi teknologi & memberikan periode transisi yang memadai
kepada dunia usaha.

2. Usulan untuk memperbaiki beberapa peraturan dibawah ini :

a. PP 30/2021: meningkatkan maksimum sumbu terberat (MST) kelas jalan
sebanyak 20% sd 309% dan PP 55/2012 tentang kendaraan : jumlah sumbu
kendaraan barang.

b. SE2/2008 Dirjen HubDar Kemenhub : merubah maksimum jumlah sumbu
dari 3 sumbu menjadi lebih dari 3 sumbu untuk truk rigid dan trailer.

3. Membuat kebijakan dan peraturan yang transparan tentang tata cara
kontribusi pihak ke 3 di dalam meningkatkan standar kualitas jalan di aturan
turunan UU 2/2022 tentang Jalan (PP & PerMen PUPR).

C. 2. Mewujudkan Data dan Tata Kelola Pertanian dan Kehutanan yang
Akurat

Lemahnya Akurasi Data Pangan. Akurasi data penting untuk proyeksi kebutuhan
impor, penetapan harga dan kuota. Kesimpangsiuran mengenai data pertanian
seperti luas areal tanam, luas panen dan produktivitas lahan tentu akan
menentukan besarnya data produksi dan ketersediaan pangan nasional.

Apindo secara aktif terlibat dalam memperbaiki dan meningkatkan akurasi
data pertanian dan kehutanan bersama pemerintah, termasuk dalam Sensus
Pertanian 2023. Hasil kerja kolektif pemerintah dan pelaku usaha terbukti telah
berhasil menekan inflasi pangan menjelang lebaran 2023 sehingga tingkat inflasi
bisa lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya (yoy). Melalui data-data
yang akurat, kebijakan yang diambil dapat tepat sasaran dan mencapai tujuan
ketahanan pangan.
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Evaluasi dan transformasi kebijakan subsidi input. Pemerintah telah
memperbarui aturan penyaluran pupuk bersubsidi melalui Permentan No. 10 tahun
2022 agar distribusi pupuk subsidi menjadi lebih optimal. Namun demikian, aturan
ini belum sepenuhnya optimal dalam mengatasi banyaknya persoalan pendataan,
mekanisme penyaluran dan praktik moral hazard yang terjadi di lapangan. Akibatnya
terdapat disparitas harga pupuk yang semakin tinggi dan distribusi pupuk yang
tidak tepat sasaran. Dunia usaha mengharapkan adanya transformasi keseluruhan
dari kebijakan subsidi, salah satunya dengan mempertimbangkan pengubahan
sistem subsidi, dari subsidi tanam menjadi subsidi hasil.

D. Kolaborasi aktif pemerintah dan sektor privat dalam Mencapai Target
Bauran Energi Terbarukan dan National Determined Contribution (NDC)
2030

D. 1. Mendukung Penyerapan Biodiesel dari Kelapa Sawit dan pemanfaatan
bio massa

Peningkatan penggunaan Bahan Bakar Nabati (BBN) biodiesel sebagai
campuran BBM guna mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT).
Program biodiesel sangat penting untuk keberlanjutan industri sawit. Penerapan
BBN biodiesel akan berdampak pada meningkatnya permintaan domestik akan
crude palm oil (CPQO), juga menimbulkan multiplier effect bagi sekitar 16,5 juta
petani kelapa sawit di Indonesia. Selain itu, penerapan biodiesel juga dapat
mengurangi ketergantungan atas minyak dunia dan penghematan impor solar
yang diproyeksikan senilai Rp 200 triliun pada skenario penerapan biodiesel 40%
(B40). Keberhasilan biodiesel akan menjadi sinyalemen positif untuk mendorong
pelaku usaha dalam mengembangkan sistem dan skema yang sama pada
komoditas pertanian lainnya.

Perlu dukungan penuh kepada petani dan pelaku usaha sawit untuk
mencapai target national energi mix 23% pada 2025 dan 31% pada 2050.
Dalam upaya meningkatkan penggunaan biodiesel, peningkatan produktivitas
sawit nasional perlu menjadi prioritas untuk memenuhi demand, salah satunya
melalui peremajaan sawit rakyat (replanting). Selain itu, kepastian dan percepatan
penyelesaian tenurial lahan sawit juga perlu dilakukan melalui pemberian legalitas,
memperluas sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Qil (ISPO) hingga hilir dan
Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO) bagi perkebunan. Selain itu, diplomasi dan
kerjasama internasional juga perlu terus didorong untuk mencapai keberterimaan
komoditas pertanian sebagai renewable energy dengan prinsip fairness and
transparency treatment of all vegetable oils.
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Peningkatan demand melalui pengembangan hilirisasi dalam negeri pada
sektor industri. Dunia usaha mengapresiasi upaya pemerintah dalam program
mandatory B30 dan B35 yang telah berjalan dengan baik dengan adanya dukungan
kapasitas produksi, uji kinerja dan pemantauan secara berkala atas kualitas dan
kuantitas oleh tim independen. Ke depan, dunia usaha Biodiesel B40 mencapai
15 juta KL, hydrotreated vegetable oil (HVO) berbasis sawit hingga 17 juta KL,
sustainable aviation fuel melalui bauran green avtur hingga 5% atau 630 ribu KL.
Selain itu, dapat memasukan rencana umum pembangkit listrik (RUPTL) berkaitan
dengan pengembangan CPO untuk existing dan future power plant. Pemanfaatan
bio massa dan mendorong Co-Firing dalam penggunaan energi untuk pembangkit
listrik akan mendukung upaya pengurangan emisi dan pencapaian NDC.

D. 2. Pemanfaatan Nilai Ekonomi Karbon (Carbon Pricing)

Potensi besar penyerapan CO2 dari komoditas pertanian dan kehutanan.
Indonesia berpotensi menjadi champion dari industri perdagangan karbon
karena kaya akan sumber daya alam. Salah satu industri yang potensial dalam
memasimalkan potensi carbon pricing adalah sektor kelapa sawit. Dengan potensi
lahan kelapa sawit sebesar 14 juta hektar, Indonesia berpotensi untuk menghasilkan
efek penyerapan CO, (carbon sink) sebesar 340 juta ton, hanya dari penanaman
perkebunan sawit. Lebih lanjut, jika mempertimbangkan hasil penyerapan karbon
dari sektor kehutanan lainnya seperti hutan tropis dan mangrove maka jumlah
kredit karbon yang dapat dihasilkan oleh Indonesia akan meningkat. Carbon
trading juga menjadi momentum dan pembuktian bagi melawan kampanye negatif
internasional terhadap komoditas pertanian dan kehutanan.

Ketidakjelasan kebijakan perdagangan karbon Indonesia dapat menghilangkan
momentum pasar karbon tingkat global. Saat ini, telah tersedia regulasi yang
mendukung sektor privat bidang kehutanan dalam melakukan perdagangan
karbon yaitu melalui skema result base payment dan cabon market di pasar
internasional yang diatur pada PermenLHK No. 7 tahun 2023. Namun demikian,
pada tataran fakta pemegang PBPH masih terkendala dalam memasuki pasar
karbon internasional. Apindo mendorong pemerintah untuk merampungkan
secepatnya berbagai aturan turunan dari Perpres No. 98 tahun 2021. Hal ini
ditujukan agar Peran dan kontribusi dunia usaha dalam aksi mitigasi perubahan
iklim dan berkontribusi pada pencapaian NDC Indonesia perlu diakselerasi melalui
percepatan penyelenggaraan NEK.

Dalam pemanfaatan nilai ekonomi karbon dari sektor kehutanan, saat ini pemegang
PBPH masih terkendala dalam memasuki pasar karbon internasional sehingga
potensi Multiusaha bagi PBPH dengan perdagangan karbon terkendala. Usulan
solusinya adalah sebagai berikut :
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1. Implementasi kebijakan pemanfaatan NEK dari hasil kinerja aksi mitigasi
dapat digunakan melalui mekanisme perdagangan karbon dalam negeri dan
perdagangan karbon luar negeri.

2. Penyederhanaan rekognisi atas skema karbon voluntary sebagai insentif untuk
pencapaian target NDC dan Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.

E. Isu Strategis Lainnya

E. 1. Industri Kehutanan.

Penyelesaian keterlanjuran pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan/lahan
di areal yang telah dibebani izin PBPH. Skema penyelesaian dalam UUCK tidak
memberikan kepastian hukum atas areal izin PBPH Hutan Tanaman, dimana
areal PBPH bisa dikurangi melalui skema pasal 110A & 110B, dengan pelepasan
areal dari kawasan hutan yang telah dibebani ini PBPH. Fakta di lapangan adalah
banyak klaim areal oleh oknum masyarakat/kelompok masyarakat pada areal
yang masih berhutan/belukar, yang merupakan bagian dari konsesi PBPH. Hal
ini mengancam keberlanjutan kegiatan PBPH dan pengurangan sumber bahan
baku industri penerima bahan baku. Usulannya agar percepatan penyelesaian
keterlanjuran pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan/lahan melalui ujicoba
penyelesaian dengan skema T10A dan 110B, dengan memberikan prioritas areal
berizin PBPH tetap sebagai kawasan hutan.

Implementasi Multiusaha Kehutanan pada PBPH. Dalam peraturan yang ada
belum mengatur untuk penambahan usaha pada PBPH dengan multiusaha
yang tidak ada perubahan bentang alam, sehingga penambahan usaha masih
diperlukan dokumen Persetujuan Lingkungan. Fakta dilapangan adalah PBPH
yang mengajukan Multiusaha masih terkendala dengan persyaratan perubahan
lingkungan, walaupun PBPH telah memiliki dokumen Persetujuan Lingkungan
(d/h AMDAL). Akibatnya penerapan multiusaha pada PBPH menjadi terkendala
dan lambat penyelesaiannya. Usulan perbaikan adalah penyederhanaan dokumen
Rencana Kerja Usaha untuk Multiusaha tanpa merubah dokumen Persetujuan
Lingkungan.

Sentralisasi proses AMDAL ke tingkat pusat (baik untuk AMDAL baru, revisi
atau integrasi) telah menimbulkan bottleneck & mengakibatkan tertundanya
persetujuan atas AMDAL, dengan konsekuensi menghambat kegiatan operasional
dan investasi. Permasalahannya adalah tidak ada pengaturan pemberian weweang
kepada instansi lingkungan hidup di daerah dalam proses AMDAL dan urutan
penyelesaian Persetujuan Teknis sebelum dokuman AMDAL sehingga menjadikan
proses persetujuan AMDAL terhambat dan lama. Usulan perbaikan adalah sebagai
berikut :
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1. Proses Persetujuan Teknis dilakukan setelah dokumen AMDAL melalui revisi
PP No 22 tahun 2021.

2. Streamlining proses AMDAL termasuk pendelegasian sebagian jenis AMDAL
ke tingkat daerah (propinsi atau kabupaten/kota) sesuai asesmen risiko yang
selaras dengan UUCK.

Penerapan pajak daerah yaitu PBJT (Pajak atas Barang dan Jasa Tertentu) atas
Tenaga Listrik tidak mengakomodasi prioritas nasional & kebijakan Presiden Joko
Widodo dalam Pengembangan pembangunan ekonomi hijau (green economy)
karena tarif pajak yang diberlakukan tidak memberikan insentif kepada pembangkit
tenaga listrik yang menggunakan sumber energi baru dan terbarukan (EBT). Akibat
lainnya dari pengenaan pajak daerah PBJT Tenaga Listrik ini adalah biaya produksi
menjadi meningkat, mengurangi iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja
karena hanya Indonesia yang menerapkan pajak listrik ini dikawasan ASEAN dan
juga mengurangi minat investasi di pembangkit listrik dengan sumber energi EBT.
Usulan solusi adalah perlu diberikannya insentif fiskal berupa tarif pajak PBJT
Tenaga listrik yang lebih rendah untuk konsumsi listrik dari pembangkit listrik
menggunakan sumber energi non-fosil baru terbarukan (EBT) dibandingkan dari
pembangkit listrik fosil. Insentif fiskal bisa diwujudkan melalui aturan setingkat
PP, Perpres atau Permen (Keuangan/ Dalam Negeri/ Energi) atau PERDA atau
PERKADA.

E. 2. Industri Perikanan

Sektor perikanan Indonesia memiliki potensi dan prospek ekonomi yang
sangat tinggi bahkan terbesar di dunia. Berdasarkan data Kementerian Kelautan
dan Perikanan RI, estimasi potensi sumber daya ikan domestik mengalami
peningkatan signifikan dengan rata-rata lebih dari 70% (dari 7,31 juta ton pada
2013 menjadi 12,54 juta ton 2017), kemudian sedikit menurun menjadi 12,01 juta
ton pada 2022. Di balik potensinya yang besar, kontribusi industri perikanan
terhadap perekonomian masih belum optimal yang baru menyumbang kurang
dari 3% terhadap PDB nasional. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang
berasal dari sektor perikanan kontribusinya juga masih sangat minim dibanding
sektor lainnya. Tingkat ekspor hasil perikanan domestik juga masih relatif minim,
dimana pangsa pasarnya masih kurang dari 2,94% (FAO, 2022).

Peluang pengembangan usaha perikanan masih diwarnai oleh berbagai
tantangan. Besarnya compliance cost untuk mengurus perizinan dan pungutan
lainnya masih dirasakan oleh pelaku usaha perikanan. Beberapa perizinan yang
masih menimbulkan ketidakpastian meliputi izin pembuatan usaha budidaya
perikanan dan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL).
Selain itu, adanya disparitas tarif pungutan hasil perikanan (PHP) antara kapal
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skala besar dan kecil yang diatur dalam PP No. 85 tahun 2021 berpotensi untuk
menghambat usaha penangkapan ikan skala besar. Besaran denda pelanggaran
wilayah penangkapan ikan juga perlu dilakukan penyesuaian untuk menjaga
keberlanjutan usaha perikanan.

Dibutuhkan pengelolaan sektor perikanan yang baik dan berkepastian,
sehingga dapat mewujudkan iklim usaha yang kondusif untuk meningkatkan
realisasi investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Rencana dan upaya
pemerintah dalam menyederhanakan perizinan serta menurunkan compliance
cost pada usaha perikanan perlu didukung dengan penegakan hukum yang
berkepastian hingga tingkat daerah. Selain itu, penguatan ekspor dan sektor
hulu perlu dipertimbangkan untuk menjadi prioritas pemerintah. Apabila sektor
hulu telah dikelola secara baik, tentunya akan lebih mudah untuk mengakselerasi
hilirisasi perikanan. Apindo terus berkomitmen untuk mitra pemerintah dalam
mengevaluasi seluruh peraturan perundang-undangan yang menghambat
percepatan industri perikanan nasional.

Perlunya pembenahan data estimasi potensi, volume produksi, dan volume
ekspor perikanan. Kebijakan perikanan dan kelautan harus perlu dirumuskan
dengan data yang akurat dan dapat diandalkan agar pembangunan dan
pengembangannya menjadi tepat sasaran. Adanya perbedaan data konsumsi
ikan antara BPS dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat menyebabkan
ketidakakuratan estimasi permintaan ikan yang pada gilirannya juga berdampak
pada rantai pasokan. Terbitnya PP No. 11 tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan
Terukur semakin menguatkan peran krusial data perikanan yang andal lantaran
keberlanjutan usaha perikanan akan bergantung pada kuota yang diatur oleh
pemerintah. Oleh karena itu, pembenahan data melalui sinkronisasi estimasi
angka potensi sumber daya ikan, fishing capacity, data produksi perikanan sangat
penting agar kebijakan serta penegakan hukum diimplementasikan berbasis data
perikanan yang valid.

E. 3. Industri Peternakan dan Perunggasan

Kebijakan Pemerintah berperan penting terhadap ketersediaan maupun harga
daging sapi. Lamanya pemeliharaan penggemukan sapi yang diatur pada UU No.
41/2014 menyebabkan tidak efisiennya usaha penggemukan sapi potong nasional.
Setelah 60 hari, respon Average Daily Gain (ADG) dengan formula pakan yang sama
menjadi tidak optimal bahkan cenderung menurun 1 kg/hari. Akibatnya, produk
daging sapi yang dihasilkan tidak memiliki daya saing dibandingkan produk negara
lainnya. Oleh karena itu, Apindo mendorong pemrintah untuk mengevaluasi UU
No. 41/2014 dan melakukan penyesuaian mengenai lama penggemukan sapi agar
lebih efisien dan produk yang dihasikan menjadi kompetitif.

Kontribusi APINDO bagi Kepemimpinan Nasional 2024 - 2029 | 189



Solusi tepat wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) agar tidak mendistorsi
usaha peternakan domestik. Wabah PMK memberikan dampak kerugian ekonomi
karena menyebabkan penurunan produksi daging dan susu, serta menghambat
perdagangan hewan ternak dan produk hewani. Berdasarkan kajian yang dilakukan
oleh Civas, Estimasi kerugian ekonomi di tingkat nasional jika terjadi wabah PMK
mencapai Rp9,9 Triliun per tahun (USS761,3 juta per tahun). Apindo mendorong
pemerintah untuk memprioritaskan vaksinasi ke wilayah yang belum tertular
wabah PMK serta memberikan bantuan dalam penanganannya terhadap usaha
peternakan. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan insentf maupun
kompensasi kepada peternak yang terdampak wabah PMK, salah satunya
kemudahan klaim asuransi atas ternak dan dukungan pembiayaan lainnya.

Importasi sapi bakalan dari negara bebas PMK berdasarkan zonasi. Dalam
mengantisipasi kelangkaan sapi akibat PMK, pemerintah menerbitkan PP No. 11
Tahun 2022 (revisi PP No. 4 Tahun 2016) tentang Pemasukan Ternak dan/atau
Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam
Suatu Wilayah. Beleid tersebut juga disebutkan bahwa pemasukan sapi bakalan
dari zona bebas PMK hanya dapat dilakukan oleh BUMN. Namun demikian, hingga
saat ini BUMN belum melakukan importasi sapi bakalan dari negara bebas PMK
status zona, melainkan masih berasal dari satu negara (single supplier). Kondisi
ini berpotensi menyebabkan adanya ketergantungan importasi sapi bakalan dari
satu negara serta penetapan harga sepihak. Untuk itu, importasi sapi dari negara
bebas PMK berdasarkan zonasi perlu diprioritaskan melalui keterlibatan pelaku
usaha selain BUMN untuk melakukan pemasukan produk sapi.

Inkonsistensi hukum importasi daging dari negara yang belum bebas PMK.
Saat ini, pemerintah masih melakukan importasi daging kerbau beku dari
India. Padahal, India merupakan negara yang belum bebas penyakit PMK baik
berdasarkan country-based maupun zone-based, sehingga bertentangan dengan
UU No. 41 Tahun 2014. Selain itu, tujuan pemerintah untuk mendorong segmentasi
pasar terhadap daging sapi dengan harga yang terjangkau tidak terwujud karena
pengawasan yang lemah serta tidak adanya kontrol jumlah daging kerbau yang
diimpor. Apindo mendorong pemerintah untuk melakukan moratorium importasi
daging kerbau beku dari India hingga terbit status negara bebas PMK dana tau
zona bebas.

Tantangan industri unggas akibat fluktuasi biaya pakan serta substitusi
produk yang belum optimal. Harga daging ayam dipengaruhi oleh harga bahan
pakan dan impor sebagai komposisi pengeluaran terbesar perusahaan peternakan
unggas. Saat ini, bahan pakan sebanyak 65% berasal dari lokal dan 35% dari
impor. Faktanya, harga jagung dan bungkil kedelai domestik yang tinggi dan
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keterbatasan supply juga turut berdampak langsung terhadap tingginya harga
pakan ternak. Di sisi lain, pemerintah juga membatasi impor jagung untuk pangan
yang diatur melalui Permendag No. 21 tahun 2018. Apindo mendorong evauasi
kebijakan kuota impor jagung untuk pakan dan merekomendasikan penerapan
bea masuk yang lebih baik dan transparan. Selain itu, pengoptimalan bibit unggul
(hibirida, bioteknologi, GMQO) sebagai upaya memenuhi ketersediaan jagung lokal.

Adanya oversupply dan fluktuasi ekstrim harga DOC final stock (FS) dan parent
stock (PS) merugikan pelaku usaha/peternak skala kecil dan menengah.
Apindo menyambut baik langkah pengaturan ketersediaan (supply) melalui
Permentan No. 32 tahun 2017 dan peraturan turunannya SE Dirjen PKH No. 09246T/
SE/PK/230./F/08/2020 mengenai mekanisme cutting telur tertunas (hatching egg/
HE) serta penyesuaian afkir dini parent stock (PS). Namun demikian, pelaksanaan
aturan ini masih penuh ketidakpastian dan belum mampu menjaga pasokan
supply lebih stabil dan cenderung tidak memperbaiki kondisi usaha perunggasan.
Ke depan, pemerintah perlu terus menyempurnakan program national stock
replacement (NSR) melalui monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan.

Dukungan untuk perlindungan dan pemberdayaan peternak unggas. Akibat
fenomena oversupply selama beberapa tahun terakhir, daya saing peternak
khususnya peternak mandiri menjadi semakin rendah. Peternak dihadapi oleh
harga sarana prasarana yang tinggi namun di sisi lain harga jual ayam hidup
dominan selalu dibawah harga pokok produksi. Oleh karena itu, perlu adanya
penguatan UU No. 6 tahun 2023 tentang perlindungan pelaku usaha peternakan
dalam negeri dari persaingan tidak sehat diantara pelaku usaha. Pemerintah juga
perlu mempertimbangkan program kredit usaha rakyat (KUR) khusus modal kerja
dan alat mesin pertanian/kandang untuk pemulihan peternak.
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PARIWISATA
PEREKONOMIAN
APINDO 2024-2029

Menciptakan pariwisata berkelanjutan dan berdaya saing
dengan mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, budaya
dan lingkungan, serta membangun sinergi antara pemerintah,
industri, dan masyarakat pariwisata.

REKOMENDASI UTAMA

A Fundamental B Jangka Pendek

* Berkelanjutan = (1-5 tahun)

2

Strategi pengembangan destinasi wisata
berdasarkan karakteristik dan daya saing
daerah wisata

Strategi terintegrasi pariwisata
berkelanjutan dari dimensi
ekonomi, sosial, budaya, dan
lingkungan hidup

Promosi destinasi wisata yang sinergis
sesuai dengan potensi daerah

Dukungan prasarana fisik: meningkatkan
kuantitas dan kualitas infrastruktur

Optimalisasi pariwisata sesual transportasi dan konektivitas

dengan potensi spesifik daerah

Dukungan Kebijakan: penyempurnaan
regulasi perizinan yang memberatkan
industri pariwisata

Kerjasama antara pemerintah,
pemda, dan pelaku usaha untuk

meningkatkan aksesibilitas, E h

amenitas, keberlanjutan dan Dukungan SDM: meningkatkan kualitas
atraksi wisata SDM sektor pariwisata dengan fokus
pelatihan literasi digital




PARIWISATA

OBJEKTIF

Menciptakan pariwisata berkelanjutan dan berdaya saing dengan
mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta membangun
sinergi antara pemerintah, industri, dan masyarakat pariwisata.

REKOMENDASI UTAMA

Fundamental Berkelanjutan

1.

Pengembangan pariwisata berkelanjutan dengan memperhatikan dampak
ekonomi, sosial, dan lingkungan; memenuhi kebutuhan pengunjung,
mendukung komunitas lokal, menciptakan lapangan pekerjaan, dan menjaga
lingkungan.

Optimalisasi pariwisata sesuai dengan potensi daerah dan tren pariwisata
untuk meningkatkan industri pariwisata.

Mendorong kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan
pelaku usaha untuk meningkatkan aksesibilitas, amenitas, dan atraksi wisata
dalam rangka pengembangan pariwisata.

Jangka Pendek (1-5 Tahun)

1.

Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur transportasi dan
konektivitas.

Revisi regulasi perizinan yang memberatkan industri pariwisata guna
meningkatkan daya saing sektor pariwisata.

Penciptaan nilai tambah bagi destinasi wisata di seluruh daerah di Indonesia
melalui identifikasi dan penyusunan strategi berdasarkan karakteristik daerah
wisata.

Promosi sinergis destinasi wisata yang sinergis sesuai dengan potensi daerah
untuk meningkatkan investasi dan kunjungan wisatawan.

Meningkatkan kualitas SDM di sektor pariwisata dengan fokus pada pelatihan
yang dibutuhkan oleh tren pariwisata saat ini seperti literasi digital.
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PANDANGAN DUNIA USAHA

Sektor pariwisata di Indonesia memiliki peran strategis yang signifikan sebagai
pendorong pertumbuhan ekonomi. Merujuk pada data yang dihimpun oleh Badan
Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2022, sektor pariwisata memberikan kontribusi
sekitar 4,2 % dari total nilai Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun tersebut.
Di tahun 2022, sektor pariwisata turut menyumbang penyerapan tenaga ketrja,
dengan sekitar 14,3 juta pekerja di sektor pariwisata. Data ini mengindikasikan
dampak positif sektor pariwisata terhadap perekonomian Indonesia.

Dilihat dari jumlah, perjalanan wisata yang dilakukan oleh wisatawan nusantara
(wisnus) di tahun 2022 mencapai 734,86 juta perjalanan, sekitar 1,76% lebih tinggi
dibandingkan tahun 2019. Dibandingkan dengan tahun 2021, jumlah perjalanan
wisata yang dilakukan oleh wisata mancanegara (wisman) juga naik dari 1,56 juta
kunjungan menjadi 5,89 juta kunjungan di tahun 2022. Dilihat dari karakteristik
kunjungan, lama kunjungan wisman rata-rata 14,32 malam dengan porsi terbesar
berkunjung untuk liburan. Meskipun sektor pariwisata mulai membaik, namun
rata-rata pengeluaran wisman selama berkunjung di tahun 2022 menurun 53,25%
menjadi 1.448 USD dengan porsi terbesar di akomodasi dan konsumsi.

Meskipun sektor pariwisata Indonesia menunjukkan tren yang membaik pasca
pandemi Covid-19, masih ada peluang untuk meningkatkan performa sektor
pariwisata. Merujuk pada laporan Travel and Tourism Development Index (TTDI)
2021 oleh World Economic Forum, Indonesia menduduki peringkat 32 dari 117
negara, yang merupakan negara dengan kenaikan ranking terbesar. Kenaikan ini
disebabkan oleh strategi prioritas untuk pariwisata, keberadaan sumber daya
alam, warisan budaya, biaya yang kompetitif, serta adanya permintaan sektor
pariwisata dan dampaknya bagi industri.

Mengingat pentingnya peran dan sumbangan sektor pariwisata dalam
perekonomian serta besarnya potensi pariwisata yang dimiliki oleh hampir
seluruh daerah di Indonesia, dibutuhkan rancangan strategi yang melibatkan
seluruh stakeholder seperti pemerintah, pelaku industri, serta masyarakat.
Hal ini guna mempertahankan momentum yang ada, meningkatkan performa
sektor pariwisata, serta mendatangkan investasi untuk memberikan dampak
berkelanjutan. Dalam pandangan pelaku usaha, terdapat tiga komponen utama
yang perlu diperhatikan yaitu akses, regulasi, dan destinasi.
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A. Akses

Komponen pertama yaitu akses, mencakup pembangunan infrastruktur
transportasi serta penyediaan koneksi antar daerah di Indonesia. Membangun
infrastruktur pendukung dapat memberikan kemudahan akses bagi para
wisatawan, khususnya wisatawan internasional, memiliki dampak yang signifikan
dalam membentuk persepsi dan impresi awal terhadap destinasi pariwisata
yang dituju.

A. 1. Meningkatkan konektivitas dan infrastruktur transportasi menuju
destinasi wisata

Konektivitas dan infrastruktur transportasi memiliki peran dalam mendukung
perkembangan sektor pariwisata. Kualitas yang optimal menjadi elemen utama
dalam menarik perhatian wisman dan wisnus. Hasil survei yang dilakukan oleh
APINDO menunjukkan bahwa sebagian besar responden, yakni sekitar 40%,
menyatakan bahwa perkembangan konektivitas dan infrastruktur telah mencapai
tingkat yang cukup memadai. Namun, perlu diakui bahwa masih banyak aspek
yang memerlukan perbaikan, seperti contohnya pengembangan transportasi
dari titik penghubung ke destinasi pariwisata akhir (last mile). Hasil survei juga
mengungkapkan bahwa para pelaku usaha merasa bahwa aksesibilitas moda
transportasi laut dan kereta api menjadi prioritas utama yang harus diperbaiki
dalam lima tahun mendatang.

Dalam konteks perbaikan konektivitas darat, berbagai upaya dapat diharapkan
dapat dilakukan oleh pemerintah, termasuk pembangunan jalan tol serta perluasan
jaringan rel kereta api sebagai jalur akses menuju destinasi wisata. Sementara
itu, upaya perbaikan konektivitas laut dapat dilakukan melalui pembangunan
pelabuhan dan dermaga yang memenuhi standar kebutuhan.

Untuk meningkatkan konektivitas udara, pemerintah perlu mengkaji regulasi yang
ada. Indonesia sebagai negara kepulauan sangat membutuhkan transportasi udara
sebagai sarana pendukung pergerakan wisatawan Nusantara, apalagi mengingat
mayoritas daerah diIndonesia sangat bergantung dari adanya pergerakan orang lintas
daerah (provinsi/kabupaten/kota) untuk meningkatkan perekonomian. Pemerintah
perlu mempertimbangkan untuk melakukan review terhadap sejumlah regulasi pada
industri penerbangan agar dampak terhadap Pembangunan diberbagai daerah
khususnya diluar pulau Jawa dapat semakin berkembang. Adapun review regulasi
yang diharapkan antara lain adalah meniadakan pungutan Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) dan pajak-pajak seperti suku cadang dan bahan bakar. Kehilangan
PNPB dan Pajak dari Industri Penerbangan akan berdampak penyebaran uang ke
setiap wilayah di Indonesia yang sudah pasti akan berdampak kepada peningkatan
perekonomia daerah. Hal ini terjadi karena harga tiket pesawat akan menjadi murah.
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Saat ini keluhan tingginya harga tiket pesawat yang selalu dikeluhkan Masyarakat
tidak kunjung ada jalan keluarnya.

Langkah-langkah ini diharapkan secara signifikan membantu dalam memudahkan
perjalanan wisatawan yang berencana mengunjungi destinasi pariwisata Indonesia.
Untuk ini, survei APINDO juga menyoroti pentingnya peran institusi pemerintah
sebagai pemangku kepentingan, di mana hampir 50% responden menyatakan
bahwa pemerintah daerah adalah institusi yang paling berpengaruh dalam upaya
mengembangkan aksesibilitas konektivitas yang lebih baik.

B. Regulasi dan kelembagaan

Regulasi memegang peran integral dalam membentuk kerangka kerja operasional
sektor pariwisata dengan potensi menjadi sumber peluang yang mendukung
performa sektoral, tetapi juga dapat menjadi hambatan pertumbuhan. Regulasi,
dalam konteks ini, mencerminkan kebijakan yang mengatur berbagai aspek
operasional sektor pariwisata. Mengingat dinamisnya sektor pariwisata, dampak
dari regulasi perlu dikaji oleh para pemangku kepentingan dalam merancang dan
menerapkan kebijakan.

B. 1. Merevisi regulasi tata ruang yang ditujukan untuk usaha di sektor
pariwisata serta mengawasi penerapan regulasi perizinan usaha

Perlunya revisi regulasi tata ruang yang ditujukan untuk usaha di sektor
pariwisata serta mengawasi penerapan regulasi perizinan usaha seperti
klasifikasi baku lapangan usaha. Munculnya usaha yang menyediakan jasa
akomodasi menunjukkan bahwa adanya permintaan yang tinggi dari wisatawan
dan berimplikasi positif bagi sektor pariwisata di Indonesia. Namun, kemunculan
ini juga dapat memberikan implikasi negatif, terutama dalam penataan tata ruang
yang masih belum diregulasi serta minimnya pengawasan terhadap perizinan
usaha. Hal ini dapat mengakibatkan penumpukan akomodasi di beberapa daerah,
memengaruhi keseimbangan lingkungan dan infrastruktur yang ada.

Selain penataan ruang, perizinan usaha juga seringkali tidak mendapat pengawasan
yang memadai, yang berpotensi menciptakan ketidaksetaraan dalam persaingan
bisnis sehingga mengorbankan standar pelayanan kepada pelanggan. Oleh karena
itu, diperlukan upaya untuk mengembangkan kerangka regulasi yang lebih kuat
dan pengawasan yang efektif untuk mendukung performa pariwisata di Indonesia.

Sebanyak 70% pelaku usaha di Indonesia berpendapat bahwa dibutuhkan penataan
ruang yang lebih baik dan pengawasan izin usaha yang lebih ketat. Sebagai contoh,
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merujuk pada Peraturan BPS No.2 tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan
Usaha Indonesia, minimnya pengawasan dari pemerintah daerah terhadap rumah
atau kos-kosan yang tetap dapat beroperasional untuk menyediakan akomodasi
jangka panjang tanpa memiliki perizinan. Hal ini dapat merugikan pemerintah
daerah yang tidak menerima pendapat asli daerah dari pajak penyedia akomodasi
jangka panjang. Selain itu, minimnya regulasi menciptakan persaingan yang tidak
sehat antara pelaku usaha karena perbedaan harga yang sangat signifikan.

Selain izin usaha dan pengawasan, penataan ruang juga dibutuhkan pada wilayah
dimana terkonsentrasi penyedia jasa akomodasi seperti hotel. Dibutuhkan
moratorium antar pemerintah dan pelaku usaha untuk meregulasi penggunaan
wilayah yang ditujukan untuk penyediaan akomodasi. Hal ini tidak hanya dapat
menjaga persaingan usaha yang adil, tetapi juga berdampak positif pada
pemeliharaan lingkungan sekitar untuk menjaga keberlanjutan dari wilayah
destinasi wisata tersebut.

B. 2. Mempertahankan dan meningkatkan kebijakan VoA untuk memudahkan
akses kunjungan wisatawan asing

Dibutuhkan evaluasi terhadap manfaat positif dari Visa on Arrival (VoA) dalam
merancang kebijakan yang berkaitan dengan sistem masuknya wisatawan
asing ke Indonesia, demi mencapai target nasional untuk jumlah kunjungan
wisman. Kebijakan Visa on Arrival (VoA) memungkinkan wisatawan asing untuk
mendapatkan visa saat tiba di bandara atau pelabuhan di Indonesia. Kemudahan
visa dapat menentukan sejauh mana suatu destinasi pariwisata dapat menarik
dan menerima wisatawan internasional. Oleh karena itu, peraturan VoA tidak
hanya memiliki dampak langsung pada arus kunjungan wisatawan, tetapi juga
berpengaruh terhadap perekonomian, industri pariwisata, dan citra negara.

Hasil survei yang dilakukan oleh APINDO mengungkapkan bahwa mayoritas dari
pelaku usaha sekitar 709% menyatakan regulasi mengenai VoA memiliki dampak
signifikan bagi para pelaku usaha, karena kebijakan ini memiliki potensi untuk
menarik wisatawan asing serta keterkaitannya dengan sektor bisnis. Lebih lanjut,
sekitar 60% dari pengusaha mengungkapkan kekhawatiran mereka bahwa jika
regulasi VoA diimplementasikan dengan batasan tertentu, hal ini dapat berdampak
negatif pada jumlah wisatawan asing yang berkunjung. Dalam konteks ini, regulasi
tentang kemudahan wisatawan mancanegara untuk berkunjung dapat memiliki
efek besar terhadap sektor pariwisata dan juga berpotensi mempengaruhi
pendapatan usaha, kontinuitas lapangan kerja, serta pertumbuhan bisnis di
sektor pariwisata.
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B. 3. Meregulasi bisnis Online Travel Agency (OTA) dan Virtual Hotel
Assistant (VHO) untuk memastikan penerapan regulasi yang adil dan
menjaga persaingan antara penyedia jasa pariwisata

Keberadaan Online Travel Agency (OTA) dan Virtual Hotel Assistant (VHO), baik
yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, memicu berbagai tanggapan
pelaku industri pariwisata. Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah
membuka peluang bagi OTA untuk memperkenalkan inovasi baru dalam industri
pariwisata, seperti memberikan kemudahan akses untuk mempersiapkan
perjalanan bagi para wisatawan. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa banyak
OTA asing yang menjalankan bisnisnya di Indonesia tanpa memiliki Perusahaan
terdaftar di Indonesia, hal ini sangat merugikan pelaku usaha akomodasi karena
pelaku usaha akomodasi dikenakan tambahan tax withheld sebesar 6% oleh
negara sebagai dampak negara tidak dapat mengambil pajak dari Perusahaan
asing tersebut. Sudah saatnya Pemerintah melindungi pelaku usaha pariwisata
dari perusahan-perusahaan asing yang melakukan bisnis di Indonesia namun
tidak memiliki kantor di Indonesia, sebagai contoh agoda.com, booking.com,
expedia.com, siteminder.com, staah.com dan lain sebagainya. Perlindungan
kepada pelaku usaha terhadap Perusahaan asing sudah pernah dilakukan dengan
melarang tiktok.

Kehadiran OTA dan VHO menjadi faktor penghambat bagi pelaku usaha akomodasi
untuk meningkatkan pendapatan, mengingat fee yang dikenakan oleh OTA terus
meningkat antara 179%-23%. Ketergantungan pelaku usaha terhadap teknologi
sebagai dampak tren kemudahan yang didapat oleh para wisatawan dengan
menggunakan teknologi digital dalam melakukan reservasi, membuat OTA dapat
memaksa pelaku usaha akomodasi untuk mengikuti aturan OTA yang mewajibkan
persamaan harga dan persamaan kesediaan kamar terhadap hotel yang menjadi
mitranya, sehingga hotel tidak dapat memasang harga lebih murah dari yang
ditampilkan di OTA. Hal ini sudah tentu sangat merugikan hotel, karena penjualan
kamar yang saat mayoritas kontribusinya melalui OTA sangat sulit untuk dialihkan
ke direct reservasi karena harganya tidak kompetitif. Sebagai gambaran kerugian
hotel jika menjual di OTA adalah bahwa pendapatan per kamar yang dijual di
OTA akan dikurangi dari fee OTA (17-22%) ditambah 21% (tax & service), belum
lagi dengan tambahan tax withheld sebesar 6% (jika menggunakan OTA asing).

Untuk itu, langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah terutama konteks
platform OTA/ VHO asing adalah mengatur platform dengan menerapkan
peraturan yang setara dengan perusahaan-perusahaan domestik. Hal ini
bertujuan untuk memastikan penerapan regulasi yang adil dan memberikan
kesempatan yang seimbang bagi semua pemangku kepentingan untuk bersama
mengembangkan industri pariwisata.
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B. 4. Merevisi dan mengawasi peraturan terkait pembuangan dan pengolahan
limbah serta penggunaan air untuk industri pariwisata

Diperlukan program bersama antara pemerintah dan pelaku usaha dalam
mempersiapkan infrastruktur pembuangan limbah B3, pengelolaan bank
sampah, serta pembangunan infrastruktur air yang lebih baik serta
permudahan izin administratif bagi usaha yang terpaksa harus memakai
air tanah. Pengolahan limbah yang efisien memiliki peran sentral dalam
operasi jasa pariwisata serta mengkatalisis perkembangan industri pariwisata
yang berkelanjutan, khususnya pada industri hotel dan restoran. Regulasi
dalam pengelolaan limbah diterapkan untuk memelihara destinasi wisata dan
lingkungannya, serta untuk menjaga reputasi dan daya tarik destinasi itu sendiri.
Untuk ini, pemerintah telah regulasi pengolahan limbah B3 melalui Permen LHK
12 Tahun 2020 tentang Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Namun, dalam penerapan dari Permen tersebut masih ditemukan beberapa
tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha di bidang hotel dan restoran. Menurut
survei APINDO, 509% dari pelaku usaha merasa bahwa penerapan regulasi
yang ada masih belum dapat diterapkan secara maksimal. Sebagai contoh,
biaya pembuangan dan izin tempat penyimpanan limbah sementara yang telah
ditentukan oleh Permen tidak sepadan dengan limbah yang dihasilkan. Untuk
itu, dibutuhkan klasifikasi biaya pembuangan berdasarkan jenis usaha dan
juga jumlah limbah untuk memudahkan pelaku usaha dalam menerapkan
regulasi yang ada. Dari sisi infrastruktur, banyak dari daerah kabupaten/ kota
yang masih belum memiliki fasilitas pemungut dan pembuangan akhir limbah
B3. Hal ini mempersulit pelaku usaha dalam upaya pembuangan limbah sesuai
dengan regulasi yang telah ada atau biaya pembuangan limbah menjadi sangat
mahal. Untuk ini, diperlukan program bersama antara pemerintah dan pelaku
usaha dalam mempersiapkan infrastruktur pembuangan limbah B3.

Tantangan yang sama juga dihadapi pelaku usaha dalam pengelolaan sampah
pada bank sampah sesuai dengan Permen LHK No. 14 Tahun 2021, di mana banyak
pemerintah daerah yang masih belum memiliki bank sampah yang memadai.
Sampah yang telah dipilah oleh hotel atau restoran kemudian dicampur kembali
ketika sampai di tempat pembuangan akhir. Implikasinya, kebijakan yang telah
dibuat oleh pelaku usaha dalam mendukung wisata berkelanjutan tidak dapat
diterapkan. Hal ini dapat berdampak pada ekonomi nasional, di mana hilangnya
potensi wisatawan yang concern terhadap wisata berkelanjutan untuk melakukan
kunjungan.

Selain pengolahan limbah, regulasi yang berhubungan dengan lingkungan lainnya
yang masih dirasa oleh pelaku usaha belum diterapkan secara optimal adalah
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penggunaan sumber daya air yang diregulasi dalam SKB Kementerian ESDM,
Kementerian PUPR, dan Kementerian BKPM. Menurut survei APINDO, belum
optimalnya penerapan regulasi ini dirasakan oleh hampir 60% pelaku usaha. Bagi
tempat usaha yang belum tersambung dengan infrastruktur PDAM, pembuatan
surat izin untuk pemakaian air tanah masih terhambat dikarenakan tingginya biaya
dan hambatan administrasi. Bagi tempat usaha yang sudah tersambung, kualitas
air yang ada kurang baik sehingga menghambat operasional tempat usaha.

B. 5. Merumuskan strategi khusus untuk perjanjian ketenagakerjaan bagi
pekerja di sektor pariwisata

Diperlukan strategi khusus untuk perjanjian tenaga kerja sesuai dengan
karakteristik pekerjaan di sektor pariwisata. Tenaga kerja dalam sektor
pariwisata memiliki karakteristik yang berbeda dengan pekerja pada sektor industri
lainnya. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh dinamika dari pasar tenaga kerja
yang mengikuti perubahan musim pariwisata seperti periode low season dan high
season. Selain itu, strategi penyegaran yang lazim dilakukan di sektor pariwisata,
mempengaruhi penerapan regulasi yang ada saat ini seperti perjanjian waktu
kerja tertentu, waktu kerja dan istirahat, serta hari libur.

Meskipun 60% responden pelaku usaha merasa bahwa pemerintah telah memiliki
strategi bagi pekerja di sektor pariwisata, namun ada beberapa aspek yang masih
dapat ditingkatkan. Seperti terkait UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja; PP 35
tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan
Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja; serta Permenaker No.7 tahun
2016 tentang Biaya Service pada Usaha Hotel dan Usaha Restoran di Hotel.
Karakter usaha di sektor pariwisata yang mengikuti musim, mengakibatkan
adanya lonjakan kebutuhan pekerja untuk memenuhi kebutuhan peningkatan
pengunjung. Untuk ini, pelaku usaha harus menambah pekerja daily worker dengan
perjanjian waktu kerja tertentu. Perjanjian waktu kerja tertentu juga dibutuhkan
dalam mempekerjakan tenaga kerja skill, seperti General Manager dan Manager.
Hal ini dikarenakan Industri Hotel dan Restoran memiliki karakteristik yang selalu
membutuhkan penyegaran management yang pada umumnya dilakukan paling
lama setiap 3 tahun.

Industri Pariwisata, khususnya sektor usaha hotel yang jam operasionalnya adalah
24 jam dan menerapkan 3 shift memerlukan kebijakan khususnya terkait waktu
istirahat, dimana setiap pekerja akan menerima waktu istirahat mingguan yang
selalu berubah, karena adanya perpindahan jadwal shift. Waktu istirahat mingguan
pekerja di setiap bulannya bisa didapat dibawah 6 hari atau bisa didapat setelah
bekerja 9 hari. Karakteristik ini tentu memerlukan regulasi khusus yang tidak
bisa disamakan dengan sektor lainnya.
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Selain kontrak ketenagakerjaan, penerapan regulasi terkait hari libur juga masih
menjadi hambatan bagi industri dalam menjalankan usaha pada Industri pariwisata,
khususnya pekerja hotel dan restoran tidak dapat memberikan libur di saat libur
resmi dan libur nasional dikarenakan di sektor usaha pariwisata peningkatan
jumlah pengunjung umumnya terjadi pada saat libur resmi dan libur nasional.
Pekerja di sektor usaha Hotel dan Restoran pada umumnya menerima pendapatan
uang service yang meningkat pada hari-hari libur tersebut jika dibandingkan hari
biasa, seiring dengan adanya peningkatan pengunjung. Untuk itu, tenaga kerja
di sektor usaha hotel dan restoran diberikan hari libur pengganti sejumlah hari
libur nasional untuk memastikan pekerja mendapatkan istirahatnya.

C. Destinasi

Komponen ketiga adalah manajemen destinasi yang mencakup pengembangan
pariwisata yang berkelanjutan, penciptaan nilai tambah destinasi, strategi
pemasaran destinasi pariwisata, peningkatan keterampilan sumber daya
manusia, serta inovasi di sektor pariwisata. Dengan memajukan pengembangan
pariwisata berkelanjutan, diharapkan dapat mendukung komunitas lokal,
membuka lapangan pekerjaan, serta memelihara lingkungan dan komunitas.
Selain itu, upaya pemasaran yang terarah sesuai dengan karakteristik daerah
akan meningkatkan daya tarik destinasi wisata, yang juga diharapkan dapat
meningkatkan minat para pariwisata domestik. Peningkatan keterampilan sumber
daya manusia dalam industri pariwisata dan inovasi akan mendukung pemenuhan
permintaan wisatawan sesuai dengan perkembangan tren pariwisata saat ini.

C. 1. Pengembangan sektor pariwisata berkelanjutan dengan memperhatikan
dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan di daerah destinasi wisata

Pariwisata yang berkelanjutan mengedepankan dampak ekonomi, sosial, dan
lingkungan yang akan terjadi baik dalam masa kini maupun di masa mendatang.
Konsep pariwisata berkelanjutan juga menekankan pentingnya memenuhi
kebutuhan pengunjung, mendukung komunitas lokal, merawat lingkungan alam,
serta mendorong ekonomi lokal dan nasional.

Untuk mencapai tujuan ini, dibutuhkan strategi implementasi pariwisata yang
ramah lingkungan, seperti pengurangan emisi dan penghematan energi. Dalam
menciptakan pariwisata berkelanjutan, pelaku usaha dapat memperhatikan sistem
operasional yang lebih hijau, serta dukungan pemerintah dalam menerapkan
kebijakan yang mendukung upaya ini menjadi krusial, seperti kebijakan
tentang pengelolaan limbah dan penggunaan energi yang berkelanjutan.
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Selain kolaborasi pelaku usaha dan pemerintah dalam mendukung operasi yang
ramah lingkungan, juga perlu pengelolaan dan pemeliharaan objek wisata yang
memperhatikan kapasitas daya dukungnya. Destinasi yang menerima banyak
wisatawan harus memastikan bahwa pertumbuhan performa tidak merusak
kualitas destinasi atau objek wisata. Untuk itu, baik pelaku usaha dan masyarakat
perlu mengedepankan pemeliharaan objek wisata. Terkhusus pemerintah,
perlu melakukan analisis dan penerapan strategi tentang daya dukung dan
pemeliharaan objek wisata agar tetap dapat dinikmati secara berkelanjutan.

Ketiga, pentingnya melibatkan komunitas lokal dalam pengembangan sektor
pariwisata. Destinasi pariwisata memiliki potensi untuk menghidupkan
ekonomi di sekitarnya, sehingga pemerintah perlu menciptakan strategi yang
mendukung partisipasi ekonomi masyarakat setempat yang menguntungkan
komunitas lokal dan juga pelaku usaha. Di sisi lain, pelaku usaha juga dapat
berkontribusi dengan bekerjasama dengan UMKM lokal, seperti mengajak UMKM
lokal sebagai pemasok untuk hotel atau restoran. Selain itu, UMKM setempat
dapat dipromosikan oleh pelaku usaha di industri pariwisata serta pemerintah
untuk membantu meningkatkan penjualan, sehingga terjadi multiplier-effect
positif dari perkembangan destinasi wisata.

C. 2. Pengembangan keterampilan sumber daya manusia sektor pariwisata
mengikuti kebutuhan tren pariwisata saat ini

Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam
mengembangkan SDM pariwisata dengan keterampilan yang relevan dengan
kebutuhan industri pariwisata saat ini. Seiring dengan pertumbuhan industri
pariwisata yang terus berkembang, baik di tingkat nasional maupun global, peran
sumber daya manusia dalam menyediakan layanan berkualitas dan memenuhi
harapan wisatawan menjadi semakin penting. Pada tingkat individu, peningkatan
keterampilan memungkinkan para pekerja di sektor pariwisata untuk menghadapi
tuntutan yang beragam dari pelanggan, mengikuti perkembangan teknologi terkini,
dan menghadapi perubahan dalam tren perjalanan dan ekspektasi wisatawan.
Sedangkan pada tingkat industri dan ekonomi, investasi dalam pengembangan
keterampilan SDM dapat meningkatkan daya saing destinasi pariwisata.

Merujuk pada data BPS di tahun 2019, sekitar 11,83% dari total tenaga kerja
di Indonesia bekerja di sektor pariwisata, yang menunjukkan bahwa sektor
pariwisata memiliki peran yang signifikan dalam menyerap tenaga kerja. Terdapat
peluang untuk meningkatkan kualitas SDM di sektor pariwisata, khususnya dalam
meningkatkan skill-skill yang dibutuhkan pada pariwisata seperti kemampuan
literasi digital, mengingat tuntutan pariwisata yang semakin berbasis digital.
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Dengan demikian, SDM di sektor pariwisata dapat menjadi lebih produktif dan
dapat meningkatkan daya saing industri pariwisata di Indonesia.

C. 3. Penciptaan nilai tambah bagi destinasi wisata dengan memperhatikan
karakteristik yang ada

Diperlukan kolaborasi aktif antara pelaku industri pariwisata dan pemerintah,
dengan fokus pada strategi pengembangan added-value, guna meningkatkan
daya saing pariwisata Indonesia yang sesuai dengan karakteristik destinasi
serta permintaan tren wisatawan nusantara dan mancanegara. Merujuk
pada TTDI WEF tahun 2021, salah satu pilar dari index pariwisata Indonesia yang
meningkat baik adalah sumber daya alam dan warisan budaya di Indonesia. Dalam
konteks ini, terbuka peluang strategis bagi Indonesia untuk mengoptimalkan pilar
ini dengan menciptakan nilai tambah pada destinasi pariwisata yang ada dengan
mendalami potensi wisata dari berbagai wilayah di Indonesia sesuai dengan
karakteristik dan kapabilitasnya.

Hingga saat ini, potensi pariwisata di berbagai destinasi masih terfragmentasi
dan belum sepenuhnya dioptimalkan, di mana pengembangan destinasi wisata
hanya berfokus pada satu aspek saja. Sebagai contoh, destinasi Labuan Bajo
yang telah menarik banyak wisatawan, hanya dikembangkan potensi alamnya
saja. Padahal, terdapat peluang untuk menambahkan konsep lifestyle tourism
yang tengah menjadi tren dalam industri pariwisata global. Potensi integrasi
konsep ini di destinasi seperti Labuan Bajo akan memungkinkan para wisatawan
untuk tidak hanya melihat keindahan alam, tetapi juga dapat menikmati lifestyle
di Labuan Bajo dengan hadirnya fasilitas dan jasa pendukung.

C. 4. Promosi wisata yang sinergis dan tepat sasaran sesuai untuk
meningkatkan investasi

Dibutuhkan sinergitas serta sosialisasi antar stakeholder dalam membentuk
branding dan mengaplikasikannya pada level operasional. Branding dan promosi
yang efektif memiliki peran sentral dalam meningkatkan visibilitas destinasi
pariwisata dan menciptakan citra yang positif. Dengan adanya sinergi dalam
pembentukan citra pariwisata antara institusi di pemerintahan serta pelaku usaha,
dapat membentuk branding yang kuat, dan diharapkan dapat mendatangkan
investasi. Oleh karena itu, perlu upaya dan kolaborasi pemerintah dan pelaku
industri pariwisata dalam mengidentifikasi dan merancang strategi promosi dan
berorientasi pada tren terkini serta karakteristik destinasi.

Sebanyak lebih dari 709% pengusaha yang berpartisipasi dalam survei APINDO
mengungkapkan pandangan positif terkait upaya promosi yang telah dilakukan
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oleh pemerintah dalam menarik wisatawan, terutama dalam konteks branding
destinasi. Saat ini, pengusaha merasa bahwa sektor pariwisata alam, kuliner, dan
religi, telah mendapatkan perhatian yang baik dari pemerintah, yang berdampak
positif pada citra dan daya tariknya. Namun, masih dibutuhkan sinergitas serta
sosialisasi antar stakeholder dalam membentuk branding dan mengaplikasikannya
dalam level operasional.

Selain penguatan branding, peningkatan fokus promosi pada saat low-season juga
dibutuhkan. Untuk itu, dibutuhkan strategi dan inisiatif dalam meningkatkan
kedatangan wisatawan saat musim rendah, seperti program promosi
khusus atau insentif bagi wisatawan, khususnya bagi wisatawan nusantara
yang dapat menjadi target utama mobilitas wisatawan saat low season.
Pemerintah dan pelaku usaha juga dapat memanfaatkan momentum MICE dalam
menarik wisatawan. Seperti contoh, penyelenggaraan MotoGP Mandalika, yang
memberikan dampak ekonomi secara langsung sebesar 3,9 triliun, yang meliputi
investasi, pembangunan, operasional, dan pengeluaran penonton. Selain itu,
dampak tidak langsung dari penyelenggaraan MotoGP Mandalika juga terlihat
pada penyerapan tenaga kerja, akomodasi, jasa hiburan, dan lainnya. Dengan
demikian, akan terbentuk stabilitas dalam arus wisatawan sepanjang tahun serta
mendatangkan investasi yang berdampak besar bagi perekonomian nasional.
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ENERGI DAN HOSOMIE

PEREKONOMIAN

SUMBER DAYA

) OBJEKTIF ¢

Mempercepat transisi energi yang berkeadilan, membuka peluang transisi
energi untuk membangun ekonomi hijau dan memastikan pemenuhan
berkelanjutan terhadap ketahanan, keterjangkauan dan aksesibilitas
energi untuk mendukung transformasi ekonomi Indonesia yang
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ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

OBJEKTIF

Mempercepat transisi energi yang berkeadilan, membuka peluang transisi energi
untuk membangun ekonomi hijau dan memastikan pemenuhan berkelanjutan
terhadap ketahanan, keterjangkauan dan aksesibilitas energi untuk mendukung
transformasi ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.

REKOMENDASI UTAMA

Fundamental Berkelanjutan untuk peningkatan produktivitas dan daya saing:

1. Mengembangkan Rencana Energi Nasional yang menjamin Keamanan Energi
dan memfasilitasi Transisi Energi

2. Advokasi Kebijakan Energi Terbarukan, Minyak & Gas serta kebijakan untuk
Transisi Energi.

3. Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja sebagai respons terhadap Transisi
Energi.

4. Pembentukan Pusat Unggulan Dekarbonisasi Inovasi Teknologi dalam Transisi
Energi.

5. Percepatan Hilirisasi Sektor Gas dan Mineral Utama.

6. Mendorong Pengembangan UMKM untuk mendukung transisi energi dan
ekonomi hijau.

PANDANGAN DUNIA USAHA

Pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan akan terus tumbuh sebesar 5%
menempatkan Indonesia pada posisi yang baik untuk menjadi salah satu ekonomi
terbesar di dunia. Peningkatan industrialisasi di berbagai sektor, termasuk
komoditas (misalnya minyak dan gas, batu bara dan logam) telah memicu
pertumbuhan ini. Secara tradisional, pertumbuhan ekonomi Indonesia disokong
oleh pembangunan yang didominasi oleh energi berbasis fosil dengan adanya
sumber daya bahan bakar fosil yang cukup besar — cadangan batu sebesar 35
miliar ton, cadangan minyak sebesar 4,17 miliar barel dan cadangan gas alam
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sebesar 49,7 triliun kaki kubik. Bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi,
Indonesia telah mengumumkan komitmen net zero ditahun 2060 dan secara global
berkomitmen untuk mencapai target penurunan emisi lebih tinggi sebesar 31,89%
(tanpa syarat) dan 43,2% (dengan syarat) dibandingkan dari yang sebelumnya
sebesar 29% dan 41%, sesuai Peningkatan NDC Paris Agreement. Hal ini telah
diterjemahkan lebih lanjut dan terperinci dalam rencana dan kebijakan jangka
panjang nasional. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk mengejar jalur
pertumbuhan yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi namun juga
mempercepat transisi energi.

Beberapa sektor yang menjadi kontributor utama terhadap pertumbuhan
ekonomi dan transisi energi adalah sektor energi dan sumber daya mineral. Pada
pertumbuhan ekonomi, energi (termasuk Minyak dan Gas) dan Ekstraksi Sumber
Daya Mineral menyumbang rata-rata 33% total PDB (menurut rata-rata 5 tahun
dari 2018-2022). Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021 - 2030
memperkirakan kebutuhan listrik Indonesia akan terus naik sebesar 4,9% dan
mencapai 445 TWh di tahun 2030. Pada transisi energi, data Climate Watch
menunjukkan bahwa energi (termasuk sektor sumber daya mineral) menyumbang
>44% emisi nasional sejak 2020 - menyalip sektor Kehutanan dan Penggunaan
Lahan Lainnya (Forestry and Other Land Use/ FOLU).

Menyikapi kondisi di atas, dunia usaha berkehendak mendukung ambisi nasional
untuk mempercepat transisi energi yang berkeadilan, membuka peluang
transisi energi untuk membangun ekonomi hijau dan memastikan pemenuhan
berkelanjutan terhadap ketahanan, keterjangkauan dan aksesibilitas energi untuk
mendukung transformasi ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.

Untuk pencapaian tujuan di atas memerlukan kolaborasi antar lembaga
pemerintah terkait dengan pelaku publik dan swasta yang relevan. Rekomendasi
ini bermaksud menguraikan dukungan yang dibutuhkan pelaku bisnis dalam
mendorong pertumbuhan sektor ini dan mendukung upaya transisi energi di 5
tahun mendatang. Rekomendasi itu termasuk penetapan rencana dan kebijakan
yang jelas agar ada kepastian untuk investasi, insentif untuk menarik investasi,
dan keterlibatan di upaya transisi energi. Selain itu, semakin meningkatnya
risiko lingkungan yang mendalam dari perubahan iklim telah mendorong perlunya
langkah-langkah mitigasi yang lebih kuat. Langkah-langkah ini dapat dikuatkan
dengan kejelasan peraturan pemerintah yang dirancang untuk membangung
kesadaran dan memberi insentif bagi para pemain untuk terlibat dalam inisiatif
transisi energi. Ini penting untuk menjaga ekonomi proyek dan tingkat adopsi
inisiatif transisi energi ke depannya.
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Rekomendasi dunia usaha yang memuat gagasan-gagasan utama perlu dijabarkan
operasionalisasinya dalam setiap aspeknya berikut.

1. Membuat Jalur dan Rencana Energi Nasional untuk Memastikan Keamanan
Energi dan Memfasilitasi Transisi

a.

Mengamankan pasokan bahan bakar fosil untuk mendukung ketahanan
energi (termasuk mengurangi ketergantungan pada impor).

Terlibat di inisiatif dekarbonisasi dan berkelanjutan (sustainability) sektor
minyak dan gas dan pertambangan (misalnya praktik pertambangan
berkelanjutan (sustainable)).

Mempercepat implementasi teknologi carbon sink, CCS/ CCUS, sebagai
enabler jalur transisi energi Indonesia.

Mempercepat pertumbuhan yang kompetitif dari sumber energi
terbarukan, termasuk penyimpanan berbasis baterai, sebagai alternatif
untuk energi berbasis fosil.

Mengoptimalkan potensi energi terbarukan Indonesia untuk
memaksimalkan pendapatan nasional dari pasar regional dan global.
Memastikan pasokan gas yang stabil dan terjangkau untuk mendukung
transisi energi. Mempercepat modernisasi dan ekspansijaringan transmisi
dan distribusi untuk memasok energi terbarukan ke daerah-daerah dengan
permintaan tinggi

Mengamankan akses ke pembiayaan hijau untuk mendukung pengiriman
cepat dari energi terbarukan, pensiun dini bahan bakar fosil, dan
modernisasi jaringan.

2. Mengadvokasi Kebijakan Energi Terbarukan, Minyak & Gas serta kebijakan
lain untuk mempercepat implementasi Transisi Energi

a.

Memprioritaskan adanya dan terpeliharanya kerangka peraturan yang
stabil guna mendorong investasi jangka panjang pada sektor energi dan
mineral.

Mengefisienkan proses perizinan untuk mengurangi penundaan dan
ketidakpastian untuk bisnis yang ingin mengembangkan proyek.
Membuat kebijakan yang saling terkait dan lengkap untuk memungkinkan
transisi energi pada sektor energi dan sektor-sektor penting terkait yang
mendukung transisi energi.

Membuat kebijakan yang memungkinkan pensiun dini energi berbasis
fosil sehingga bisa membuka ruang untuk energi terbarukan.

Mengadvokasi hukum energi baru dan energi terbarukan ke pemangku
kepentingan terkait.
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Memberi insentif untuk menarik investasi pada proyek energi terbarukan
dan teknologi lain.

Mengaktivasi mekanisme power wheeling untuk percepatan pengembangan
EBT.

Mempercepat implementasi pasar karbon dan pajak karbon untuk
mempercepat adopsi Energi Terbarukan dan teknologi CCS/CCUS.

3. Peningkatan Keterampilan (Upskilling) dan Pelatihan Ulang (Reskilling) Transisi
Energi untuk SDM

a.

Menilai kesiapan dan kemampuan SDM untuk mengikuti program transisi
energi.

Mendapatkan pembelajaran dan mempelajari inisiatif peningkatan
keterampilan dan pelatihan ulang skala besar di negara maju untuk
merancang program percontohan/pilot.

Meluncurkan program percontohan / pilot untuk peningkatan keterampilan
dan pelatihan ulang serta meningkatkan kesuksesan implementasi
program ke depannya.

4. Pendirian Center of Excellence Dekarbonisasi untuk Inovasi Teknologi dalam
Transisi Energi

a.
b.

Mengevaluasi teknologi baru yang mendukung upaya dekarbonisasi.

Mengembangkan Center of Excellence Dekarbonisasi berdasarkan
program yang sukses di negara maju untuk mendorong inovasi.

Memberi dukungan keuangan dan/atau insentif (misal hibah penelitian/
fasilitas pengurangan pajak biaya R&D) untuk mempercepat inovasi
teknologi pada transisi energi, terutama untuk mendukung implementasi
proyek percontohan/pilot.

Memperkuat kemitraan perguruan tinggi dan korporasi baik domestik
atau internasional di berbagai tahapan riset dan pengembangan terkait
transisi energi, termasuk memastikan keseimbangan realokasi dana dan
hibah riset di semua pemangku kepentingan.

5. Mempercepat Aktivitas Hilirisasi Sektor Gas dan Mineral Utama

a.

Menganalisis potensi hilir mineral utama dan memprioritaskannya agar
selaras dengan tujuan transisi energi dan dekarbonisasi pemerintah.

Mengidentifikasi program dukungan dan insentif yang diperlukan untuk
mempercepat aktivitas hilir di sektor gas dan mineral utama.

Meninjau insentif fiskal dan non-fiskal yang ada untuk mempercepat
pengembangan hilirisasi mineral dan batu bara.
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6. Mendorong Pengembangan UMKM untuk mendukung transisi energi dan
ekonomi hijau Indonesia

a. Mengidentifikasi peluang potensial yang akan menjamin partisipasi UMKM
di jalur energi.

b. Memfasilitasi pertumbuhan industri terkait yang berkontribusi ke transisi
energi, misalnya panel PV dan manufaktur baterai.

A. SEKTOR MINYAK dan GAS
Ikhtisar Sektor Minyak & Gas

Komunitas bisnis sektor Minyak & Gas Indonesia berpandangan bahwa akan
ada pertumbuhan stagnan dan juga mengakui adanya tantangan signifikan.
Sektor ini beroperasi di pasar global yang ditandai oleh fluktuasi harga minyak
dan persaingan investasi yang ketat. Selama lima tahun mendatang, sektor ini
akan menghadapi tantangan serius, termasuk meningkatkan efisiensi eksplorasi
dan produksi, optimasi cadangan, dan mengatasi masalah lingkungan. Untuk
melewati semua hal ini dengan sukses, komunitas bisnis memandang penting
untuk adanya kerangka kebijakan yang saling terkait dan mendorong transparansi
peraturan dan berorientasi ke pertumbuhan. Selain itu, kita harus berinvestasi pada
pengembangan tenaga kerja lewat pendidikan dan pelatihan sambil merumuskan
strategi promosi investasi yang efektif.

Tantangan Sektor Hulu

Daritanggapan survei, para pemimpin industri sektor hulu menyatakan keprihatinan
atas efektivitas instrumen peraturan saat ini, misalnya Kontrak Bagi Hasil (PSC)
dan Daftar Positif Investasi. Kekhawatiran khusus mengenai kerentanan kontrak
kerja sama (KKS) di kerangka PSC pada perubahan peraturan selama masa berlaku
kontrak. Namun, di awal tahun 2020, Indonesia menerbitkan “Permen ESDM
Nomor 12 Tahun 2020” mengenai peraturan PSC Gross-Split, yang membuka pintu
bagi investor migas untuk memilih memakai skema cost recovery konvensional
lama, yang dianggap memberi hasil investasi lebih baik, dengan harapan dapat
menarik lebih banyak investor di waktu dekat (ESDM, 2020).

Survei juga menyebutkan sektor ini harus memprioritaskan tinjauan peraturan yang
menyeluruh, termasuk mengenai Kewajiban Pasar Domestik (DMO), persyaratan
kepemilikan dan penyerahan data geologi ke ESDM, dan partisipasi usaha dari
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sejumlah elemen ini memerlukan pemeriksaan
cermat dan kemungkinan revisi agar dapat selaras dengan tujuan industri dan
keharusan pertumbuhan berkelanjutan.
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Tantangan Sektor Hilir

Di sektor hilir, komunitas bisnis memandang adanya dua tantangan utama dari
peraturan yang ada. Pertama, seputar persyaratan dan perizinan aktivitas hilir
seperti ritel, transportasi, dan komersial (perdagangan). Kerumitan dan ketatnya
proses-proses ini menjadi tantangan bisnis. Mengefisienkan persyaratan sambil
memastikan kepatuhan sangat penting untuk menciptakan lingkungan hilir yang
kondusif.

Kedua, terkait insentif pajak. Peserta survei menyoroti perlunya skema insentif
pajak yang lebih bersaing untuk menarik investasi dan merangsang pertumbuhan
sektor. Meninjau ulang dan kemungkinan penambahan insentif dapat mendorong
partisipasi dan investasi lebih besar di kegiatan hilir sehingga bisa memperkuat
kontribusi ekonomi dan perannya pada lanskap energi yang lebih luas.

Tantangan dan Peluang Transisi Energi

Komunitas bisnis dan pakar melihat tren industri yang signifikan berdasarkan
pengamatan lima tahun terakhir dan diperkirakan akan berlanjut di lima tahun
mendatang. Tren tersebut terkait dampak penting transisi energi dan mencakup
tiga bidang utama. Pertama, fokus yang berkembang untuk efisiensi operasional
dan konservasi energi, di mana organisasi mengadopsi beragam strategi optimasi
proses operasional sambil mengurangi konsumsi energi. Kedua, penyempurnaan
praktik pemeliharaan untuk mencegah kebocoran dan meminimalkan gangguan
operasional, menunjukkan peningkatan komitmen pada keandalan aset. Terakhir,
pergeseran nyata ke integrasi teknologi rendah emisi seperti Pembangkit Listrik
Tenaga Surya (PLTS) selaras dengan tujuan keberlanjutan dan berkontribusi pada
transisi energi yang lebih luas.

Namun, penting dicatat bahwa transisi energi di Indonesia bukannya bebas
tantangan. Ini termasuk masalah dengan pembangunan infrastruktur, kerangka
peraturan, dan hambatan pembiayaan. Perluasan sumber energi terbarukan dan
integrasi teknologi rendah emisi membutuhkan investasi infrastruktur yang nyata.
Kerangka peraturan perlu diperbarui untuk mendukung transisi dan memberi
insentif ke praktik berkelanjutan (sustainable). Juga, mengamankan pembiayaan
proyek-proyek skala besar juga dapat menjadi rintangan karena investor semakin
mencari peluang investasi hijau. Selain itu, kebutuhan mengembangkan SDM
terampil, seperti disebut sebelumnya, adalah tantangan lain yang perlu diatasi
perusahaan di Indonesia untuk dapat menjalankan transisi energi. Mengatasi
tantangan ini akan sangat penting untuk mewujudkan potensi penuh praktik
energi berkelanjutan (sustainable) di sektor energi Indonesia. Dalam wawancara
dengan BCG baru-baru ini, CEO Pertamina, Nicke Widyawati, menyebut Pertamina
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akan membangun pusat pelatihan khusus untuk peningkatan keterampilan dan
pelatihan ulang para pekerja yang saat ini memiliki spesialisasi bahan bakar fosil
untuk beralih ke ekosistem keberlanjutan, termasuk keterampilan yang terkait
energi terbarukan, biofuel, dan ekonomi sirkular untuk membekali talenta yang
ada dengan skill of the future (BCG, 2022).

Komunitas bisnis juga menyoroti 2 tantangan utama Sektor Minyak dan Gas, yaitu:

1.

Banyak peraturan dan kebijakan tampaknya kurang sinkron dalam kerangka
kerja saat ini. Khususnya, peraturan dan kebijakan tertentu, seperti Kontrak
Bagi Hasil (PSC), Daftar Positif Investasi, Perizinan Ritel, dan Insentif Pajak,
sepertinya kurang selaras dengan tujuan mendorong pertumbuhan bisnis
dan mendorong investasi.

Tantangan multifaset, dari ketidakpastian dari kondisi geopolitik, adanya
pesaing baru dari luar sektor, dan kendala yang ditimbulkan dari keterbatasan
SDM yang terampil.

Komunitas bisnis memandang penting untuk memiliki:

Menetapkan kebijakan yang terkait untuk mendukung dekarbonisasi sektor
minyak dan gas.

Strategi untuk menarik investasi dengan mempertimbangkan revisi Daftar
Positif Investasi, menawarkan kejelasan insentif, dan mengefisienkan proses
perizinan.

Jalur transisi energi menyeluruh yang menimbang peran sektor minyak dan
gas di masa depan. Ini harus mendasari rencana jangka panjang sektor migas
di masa depan.

Informasi yang lebih jelas dan komprehensif atas prospek sumber daya untuk
sedikit mengurangi risiko eksplorasi bagi calon investor - terutama untuk
frontier basin.

Insentif khusus eksplorasi dan pengembangan untuk basin yang menantang
(mis. frontier basin) seperti fleksibilitas lebih besar dalam mengelola
pembagian produksi.

Insentif khusus untuk mempercepat Enhanced QOil Recovery (EOR) terutama
di brownfield dan aset jatuh tempo untuk meningkatkan produksi.

Stabilitas, kejelasan dan konsistensi implementasi kebijakan yang sudah ada
untuk mengurangi ketidakpastian bagi investor mengingat semakin ketatnya
ketersediaan modal investasi berbasis fosil.

Meningkatkan kemudahan berbisnis di sektor Minyak dan Gas Bumi seperti
percepatan proses perizinan Kebijakan Pelayanan Satu Pintu.
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« Lingkungan kondusif untuk memanfaatkan solusi inovatif baik dalam
mengurangi risiko investasi dan meningkatkan produksi (misalnya berbagi
data).

o Program pengembangan SDM terampil dengan berinvestasi pada pendidikan
dan pelatihan dan berkolaborasi dengan institusi untuk stabilitas pasokan
para profesional terampil.

o Insentif tertarget untuk mempercepat pelatihan ulang SDM yang ada agar
memiliki kemampuan yang dibutuhkan di masa depan.

¢ Insentif tertarget untuk mendukung UMKM mengejar peluang pada transisi
energi.

Sejumlah inisiatif di atas sangat penting untuk memastikan pasokan bahan
bakar fosil berkelanjutan (sustainable) untuk memenuhi peningkatan permintaan
(misalnya keamanan energi) sambil mempercepat dekarbonisasi dan transisi
energi di sektor ini.

B. SEKTOR PERTAMBANGAN
Ikhtisar Sektor Pertambangan

Sektor pertambangan batu bara di Indonesia mengantisipasi adanya pertumbuhan
di beberapa tahun ke depan guna mendukung pertumbuhan ekonomi ke depannya
- terutama untuk memenuhi kebutuhan listrik untuk mendukung kegiatan
hilirisasi mineral. Penjualan batu bara ke luar negeri akan mengalami stagnasi
dengan menurunya permintaan batu bara di Amerika Serikat, Uni Eropa dan juga
Jepang. Peningkatan jumlah pembangkit energi baru dan terbarukan akan terus
menggerus porsi pembangkitan berbasis batu bara.

Sektor pertambangan mineral di Indonsia mengantisipasi adanya stagnasi
pertumbuhan apabila tantangan besar tidak dapat diatasi dengan baik.
Besarnya sumber daya mineral Indonesia mendudukan pertambangan sebagai
kontributor penting perekonomian bangsa. Namun, dengan deposit mineral
tertentu (khususnya saprolit nikel) yang telah menipis, perusahaan pertambangan
diharuskan untuk menggunakan pendekatan strategis, mencari area baru dan
mengadopsi teknik ekstraksi canggih untuk menjaga tingkat produksi. Tantangan
ini terjadi bersamaan dengan bergesernya paradigma ke praktik pertambangan
bertanggung jawab (responsible mining), dengan penekanan kuat pada pengelolaan
sumber daya berkelanjutan (sustainable), pengelolaan lingkungan, dan keterlibatan
masyarakat sebagai komponen penting untuk mengamankan izin sosial untuk
beroperasi.
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Persiapan masa depan sektor pertambangan menuntut investasi teknologi
pertambangan mutakhir, manajemen sumber daya bertanggung jawab, dan
pengembangan SDM di mana semuanya penting untuk membuka potensi penuh
sektor ini. Juga, keterlibatan aktif investor lewat langkah dan strategi keberlanjutan
dan jelas menjadi langkah penting untuk pengamanan pendanaan yang diperlukan
terutama untuk inisiatif pertambangan berkelanjutan (sustainable).

Tantangan Sektor Pertambangan

Di sektor pertambangan, sama dengan industri Minyak & Gas, banyak dinamika
peraturan dan pasar yang menimbulkan tantangan besar, masing-masing dengan
implikasi yang berbeda.

Dalam pertambangan batu bara, kebijakan DMO telah menjadi isu yang
diperdebatkan di industri pertambangan Indonesia. Walau awalnya dirancang
untuk mempromosikan pertumbuhan industri pengolahan domestik Indonesia,
peraturan tersebut dipandang menghambat pertumbuhan industri. Kebijakan ini
berimplikasi luas pada produksi dan dinamika pasar karena tiga alasan utama
(S&P Global, 2022). Pertama, mengurangi daya saing perusahaan pertambangan
Indonesia di pasar global, memaksa mereka menjual batu bara dengan harga lebih
rendah di dalam negeri. Kedua, menghambat investasi sektor pertambangan,
karena investor mewaspadai ketidakpastian seputar kebijakan DMO. Ketiga,
DMO pembatasan ekspor menurunkan produksi batu bara karena mempengaruhi
daya saing perusahaan tambang. Kebijakan dan implementasi yang dinamis dan
beragam (seperti peraturan and implementasi peraturan DMO) juga meningkatkan
ketidakpastian dan menyebabkan turunnya minat investor ke dalam industri
pertambangan.

Dalam pertambangan mineral, peraturan seputar Environmental, Social and
Governance (ESG) dapat menjadi tantangan daripada dukungan. Kurangnya
penegakan prinsip-prinsip ESG berpotensi untuk menghalangi prospek investasi
ke sektor hilir pertambangan Indonesia. Namun, pelaksanaan inisiaitif ESG dapat
meningkatkan biaya sehingga berpengaruh buruk terhadap daya saing pelaku
bisnis. Contohnya, biaya pembuangan limbah asam dari proses ekstraksi nikel
dan menjadi tambang kelas dunia yang ESG-compliant bisa mempengaruhi daya
saing pelaku dari segi biaya terutama dengan investasi dari Cina yang melimpah
dan kompetitif.

Secara keseluruhan, turunnya minat investor dalam bisnis pertambangan dan
bisnis berbasis fosil secara keseluruhan dan potensi stagnasi pertumbuhan
menjadi tantangan dalam industri ini. Tantangan multifaset ini butuh solusi inovatif
agar dapat menghidupkan kembali minat investor dan mendorong stabilitas
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sektor jangka panjang, misalnya penerapan teknologi baru. Industri pertambangan
bergumul dengan keterbatasan teknologi, utamanya kekurangan solusi untuk
meningkatkan efisiensi di sepanjang rantai nilai. Keterbatasan ini menghambat
inovasi dan proses pemecahan masalah sehingga butuh upaya bersama untuk
mengatasi hambatan ini.

Tantangan dan inisiatif pertambangan berkelanjutan (sustainable)

Pertambangan berkelanjutan (sustainable) selaras dengan tren pasar saat ini,
menekankan diversifikasi investasi, praktik bertanggung jawab, dan mengurangi
ketergantungan ke bahan bakar fosil. Namun, dari hasil survei, pencapaian
keberlanjutan menghadapi tantangan yang berakar di aspek fundamental izin
pertambangan (IUP dasar) di Indonesia. Penerbitan IUP Dasar tanpa analisis
dampak lingkungan yang tepat dan terbatasnya kapasitas teknis dan keuangan
dari beberapa perusahaan pertambangan telah menjadi hambatan signifikan untuk
menggulirkan praktik pertambangan berkelanjutan (sustainable) di Indonesia.
Untungnya, pemerintah Indonesia telah menyadari tantangan ini dan mengambil
langkah untuk mempromosikan praktik pertambangan berkelanjutan (sustainable)
diIndonesia. Menurut Menteri ESDM Arifin Tasrif, pemerintah telah menunjukkan
komitmen dengan menerapkan dua peraturan utama: PP No 96 Tahun 2021
tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara, dan
UU Nomor 3 Tahun 2020, yang memandatkan lima prinsip dasar pengelolaan
subsektor pertambangan mineral dan batu bara nasional. Prinsip-prinsip ini
termasuk pertumbuhan ekonomi, keamanan energi, pencegahan kelangkaan
sumber daya, perlindungan lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan
(sustainable). Peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing global
sektor pertambangan Indonesia di masa depan.

Dalam lima tahun mendatang, bisnis Indonesia berkomitmen penuh untuk
menerapkan inisiatif penting dalam mempromosikan praktik pertambangan
berkelanjutan (sustainable). Inisiatif ini mencakup beragam strategi yang bertujuan
meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi konsumsi sumber daya, dan
mengurangi dampak lingkungan kegiatan pertambangan. Prioritas diberikan
bagi praktik pemeliharaan lanjutan untuk mencegah kebocoran dan gangguan
operasional, semuanya untuk mengejar tanggung jawab lingkungan dan konservasi
sumber daya. Indonesia juga berencana untuk memanfaatkan teknologi rendah
emisi seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk mendukung operasi
pertambangan, yang secara signifikan mengurangi jejak karbon dari sektor ini.
Langkah penting lain, seperti memakai teknologi yang lebih efisien dan rendah
emisi, termasuk transisi ke bahan bakar yang lebih bersih, juga dilakukan untuk
menuju keberlanjutan secara keseluruhan.
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Selain itu, diperlukannya upaya mendorong kolaborasi di semua rantai pasokan
dengan pemasok, vendor, dan mitra bisnis untuk adopsi teknologi rendah emisi,
termasuk transportasi listrik untuk barang dan jasa. Upaya kolaboratif ini akan
semakin mengurangi dampak lingkungan dari sektor ini dan menjaga keberlanjutan
(sustainability). Inisiatif lengkap ini memperkuat komitmen kuat Indonesia atas
praktik pertambangan bertanggung jawab, pengelolaan lingkungan, dan evolusi
menuju sektor pertambangan yang lebih berkelanjutan (sustainable) dan layak
secara ekonomi.

Komunitas bisnis menyoroti tantangan utama sehubungan Sektor Pertambangan:

1. Tantangan pasar dan investasi termasuk pertumbuhan pasar di bawah
standar, rezim fiskal tidak selaras (misalnya tarif royalti), tantangan terkait
keberlanjutan (sustainability), dan berkurangnya minat investor dalam usaha
bahan bakar fosil bisa menghambat pertumbuhan dan investasi masa depan
dalam praktik yang lebih berkelanjutan (sustainable).

2. Keterbatasan teknologi, ditandai oleh kurangnya solusi efisien di semua rantai
nilai, menghambat proses pemecahan masalah dan inovasi.

Komunitas bisnis memandang bahwa penting sekali adanya keselarasan kebijakan
dengan tren pasar untuk beragam investasi, praktik penambangan berkelanjutan
(sustainable), dan mengurangi ketergantungan ke bahan bakar fosil. Persiapan
masa depan melibatkan investasi teknologi pertambangan canggih, manajemen
sumber daya yang bertanggung jawab, dan pengembangan keterampilan untuk
memaksimalkan potensi sektor ini. Juga, melibatkan investor lewat langkah
keberlanjutan dan jelas akan mengamankan pendanaan penting untuk inisiatif
pertambangan berkelanjutan (sustainable) ke depannya. Ini dapat dijabarkan lebih
lanjut ke beberapa hal:

o Investasi R&D untuk mengatasi keterbatasan teknologi bidang pertambangan,
mendorong inovasi dan pemecahan masalah.

o Keterlibatan investor di langkah keberlanjutan (sustainability) dan rencana
yang jelas untuk mendapatkan lagi kepercayaan mereka, mengamankan
pendanaan untuk inisiatif pertambangan berkelanjutan (sustainable).

« Insentif khusus untuk mengurangi risiko dan meningkatkan kegiatan eksplorasi
greenfield sehingga bisa menambah cadangan.

» Meningkatkan kebijakan yang ada untuk meningkatkan iklim investasi (misalnya
proses kompleks dan berlapis untuk divestasi kepemilikan saham asing).

o Stabilitas, kejelasan, dan konsistensi implementasi kebijakan yang ada
(misalnya larangan ekspor) untuk mengurangi ketidakpastian bagi investor.
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e Insentif khusus untuk mendukung “hilirisasi” industri pertambangan mineral
untuk mendukung ekonomi bagi investasi yang dibutuhkan - terutama bagi
komoditas utama seperti nikel.

o Dukungan untuk memastikan produk olahan dari komoditas utama bisa
masuk ke pasar ekspor utama mengingat pengetatan peraturan dan/atau
standar di berbagai pasar (misalnya CBAM UE dan CRMA, IRA AS).

« Menetapkan kebijakan yang terkait untuk mendukung dekarbonisasi sektor
pertambangan.

« Program pengembangan SDM terampil dengan berinvestasi pada pendidikan
dan pelatihan dan berkolaborasi dengan institusi untuk stabilitas pasokan
para profesional terampil.

o Insentif khusus untuk mempercepat pelatihan ulang SDM yang ada agar
memiliki kemampuan yang dibutuhkan di masa depan.

e Insentif khusus untuk mendukung UMKM mengejar peluang pada transisi
energi.

Sejumlah inisiatif di atas sangat penting untuk memastikan pasokan bahan
bakar fosil berkelanjutan (sustainable) untuk memenuhi peningkatan permintaan
(misalnya keamanan energi) sambil mempercepat dekarbonisasi dan transisi
energi di sektor ini.

C. SEKTOR TENAGA LISTRIK
Ikhtisar Sektor Tenaga Listrik

Sektor tenaga listrik Indonesia, dari perspektif bisnis, menunjukkan pertumbuhan
tingkat moderat kurang dari 3%. Namun, sektor ini juga bergulat dengan
beberapa tantangan. Prioritas utama sektor ini adalah memenuhi peningkatan
permintaan energi, memastikan keandalan jaringan, menjaga stabilitas peraturan,
mempercepat phase out atau phase down PLTU, dan mengintegrasikan sumber
energi terbarukan ke dalam sistem kelistrikan untuk mendukung transisi energi.
Lima tahun mendatang, tantangan kritis termasuk ekspansi infrastruktur jaringan,
mengurangi emisi karbon, dan memastikan akses energi terjangkau.

Tantangan di Sektor Tenaga Listrik

Responden survei telah menyoroti tiga masalah peraturan dan kebijakan penting
yang menghambat pertumbuhan sektor tenaga listrik Indonesia. Pertama,
ketimpangan pembagian risiko dan manfaat dalam perjanjian jual beli tenaga listrik
saat ini antara penghasil energi dan utilitas yang berakibat ketidakpastian bagi
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investor, khususnya terkait risiko force majeure pemerintah dan klaim Sertifikat
Energi Terbarukan. Kedua, struktur pasar yang saat ini menghambat percepatan
EBT dan sektor tenaga listrik Indonesia. Ketiga, prosedur perizinan yang rumit
dan tidak kondusif bagi kegiatan kelistrikan, dan fragmentasi peraturan sektor,
memunculkan tantangan besar dalam mengoordinasikan kebijakan sektor dan
mencapai tujuan transisi energi.

Selain itu, keandalan jaringan listrik masih jadi perhatian (Bank Dunia, 2021).
Kompleksitas geografi negara kepulauan butuh dukungan pemerintah untuk
membangun infrastruktur penting guna memastikan akses energi berkelanjutan
(sustainable) dan memfasilitasi transisi energi yang lancar.

Tantangan dan Peluang Dekarbonisasi dan Transisi Energi

Responden survei kami menggarisbawahi perlunya kejelasan peraturan,
pelaksanaan transisi yang hemat biaya, dan peningkatan kesadaran di antara
pemilik bisnis mengenai dampak lingkungan perubahan iklim demi kesuksesan
implementasi inisiatif dekarbonisasi dan transisi energi.

Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa langkah penting untuk
mendukung transisi energi. Pertama, di tahun 2017, mengenalkan Rencana Umum
Energi Nasional (RUEN), yang menguraikan target adopsi energi terbarukan
pada bauran energi nasional dari 2015 hingga 2050. Dengan RUEN, Indonesia
ingin mencapai pangsa energi terbarukan 23% di tahun 2025 dan 31% di tahun
2050. Walau target tidak tercapai, dengan realisasi hanya 12,3% di tahun 2022,
pemerintah berencana mengganti RUEN dengan ketetapan strategi lebih baik
yaitu Grand Strategi Energi Nasional (GSEN). GSEN menetapkan tujuan ambisius
untuk sepenuhnya memenuhi permintaan energi baru dari energi terbarukan di
tahun 2060, dengan total kapasitas 700 Gigawatt (GW).

Kedua, PLN telah merevisi kontrak dengan penambang batu bara agar dapat
beralih dari kontrak fleksibel ke kontrak tetap jangka panjang dan secara simultan
menjalankan Keputusan Menteri ESDM Nomor 139 Tahun 2021 tentang Pemenuhan
Kebutuhan Batu bara Dalam Negeri (ESDM, 2022). Langkah penting ini selaras
dengan rencana strategis pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Namun, beberapa tantangan harus diatasi untuk memastikan dekarbonisasi dan
transisi energi dapat berjalan dengan lancar. Menurut laporan Bank Dunia tentang
Transisi Energi di Indonesia (Bank Dunia, 2021), sektor tenaga listrik menghadapi
kendala teknis dan ekonomi, termasuk keterbatasan ruang untuk integrasi energi
terbarukan, kompleksitas jaringan pulau yang membatasi potensi impor daya
listrik, kelebihan daya dari pembangkit listrik (reserve margin), potensi penguncian
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karbon, dan hambatan peraturan. Terlepas dari sejumlah tantangan ini, masih
adanya peluang untuk pengembangan lebih lanjut di sektor kelistrikan.

Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai emisi net zero di tahun 2060 atau
lebih awal. Analisis dari ESDM dan IEA menunjukkan target ini dapat dicapai lewat
sumber daya energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi, elektrifikasi, dan
interkoneksi jaringan (IEA, 2022). Untuk mendukung upaya penting ini, IEA telah
mengembangkan roadmap lengkap untuk mencapai emisi net zero di tahun 2060
di Indonesia, yang mencakup banyak aspek seperti transisi yang berpusat pada
manusia, pengurangan penggunaan batu bara, pengembangan energi terbarukan,
ekspansi dan penguatan jariangan transmisi dan distribusi, persyaratan investasi
dan pembiayaan, dan pengamanan mineral kritis.

Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank) telah memainkan peran
penting untuk mendukung akses energi berkelanjutan (sustainable) di Indonesia
timur lewat Program Pengembangan Jaringan Listrik (Tahap 2). Selain itu, Badan
Energi Terbarukan Internasional (IRENA) telah berkolaborasi dengan Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia dalam memetakan jalur dekarbonisasi
untuk Indonesia menjelang tahun 2050, menyelaraskan negara dengan tujuan
Iklim Paris.

Selain itu, Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan (JETP) adalah inisiatif penting
yang ingin menggerakan pembiayaan publik dan swasta awal sebesar $20 miliar
untuk dekarbonisasi sektor energi Indonesia. Upaya multifaset ini menggabungkan
hibah, pinjaman lunak, pinjaman tingkat pasar, jaminan, dan investasi swasta
untuk memfasilitasi transisi secara efektif.

Komunitas bisnis menyoroti 4 tantangan utama sehubungan dengan Sektor

Tenaga Listrik:

1. Kekurangan pada perjanjian pembelian listrik dan struktur tarif listrik membawa
hambatan besar dalam mendorong pertumbuhan bisnis dan menarik investasi
di sektor ini.

2. Kerumitan dan tidak kondusifnya prosedur perizinan untuk kegiatan listrik,
plus keterbatasan partisipasi entitas swasta, membutuhkan peninjauan ulang
peraturan.

3. Menurunya minat investor di usaha berbasis bahan bakar fosil telah mendorong
perusahaan untuk mengkaji ulang strategi investasi dan pendanaan di sektor
ini.

4. Keandalan jaringan dan pembangunan infrastruktur penting (misalnya jalan,
pelabuhan, bandara) di dan di luar Jawa untuk mendukung transisi energi.
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Komunitas bisnis memandang bahwa penting untuk memiliki kebijakan dan
peraturan yang saling terkait untuk membuat perjanjian jual beli listrik, tarif,
dan perizinan lingkungan bisnis yang lebih menguntungkan. Persiapan masa
depan juga melibatkan transisi ke sumber energi lebih bersih, sehingga perlu
juga mendorong partisipasi sektor swasta, dan investasi pada teknologi jaringan
pintar untuk memastikan pasokan listrik berkelanjutan (sustainable), terjangkau,
dan andal karena komposisi energi terbarukan meningkat di bauran energi.
Secara simultan, keterlibatan investor aktif lewat proses yang transparan dan
jelas serta komitmen pada efisiensi akan membangun ulang kepercayaan dan
mengamankan pendanaan untuk pertumbuhan. Ini dapat dijabarkan lebih lanjut
ke beberapa hal:

e Jalur transisi energi dan rencana implementasi nasional bisa memetakan
jalan Indonesia menuju net zero.

« Insentif khusus yang melibatkan PLN, Independent Power Producer (IPP) dan
captive power producer untuk berpartisipasi dalam program pensiun dini
pembangkit listrik berbasis fosil.

Menyusun skema komersial bagi proyek terbarukan untuk pembagian risiko
lebih seimbang.

 Memasukkan pengaturan power wheeling atau kerjasama jaringan ke dalam
RUU Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dimana ada kewajiban bagi pemegang
wilayah usaha untuk memenuhi kebutuhan listrik dari sumber EBT sehingga
diharapkan mempercepat kapasitas terpasang EBT.

» Peningkatan kebijakan yang ada untuk mengurangi risiko dan mempercepat
sebaran energi terbarukan dan perluasan transmisi (misalnya proses
pengadaan, pembebasan lahan, penyederhanaan perizinan).

« Penilaian ulang kebijakan yang terkait insentif fiskal dan non-fiskal untuk
mendorong daya saing energi terbarukan.

o Akses ke produk pembiayaan yang menarik dan kompetitif (misalnya pinjaman
lunak dan hibah yang mendukung pensiun dini, percepatan sebaran energi
terbarukan dan perluasan jaringan transmisi dan modernisasi) — khususnya
untuk koneksi antar pulau.

« Mendorong kebijakan yang memungkinkan pengembangan industri lokal
sehingga dapat meningkatkan nilai tambah kepada ekonomi Indonesia di
sepanjang rantai energi terbarukan (misalnya penyelarasan ulang ambang
batas kandungan lokal di industri terkait). Kebijakan yang juga mendorong
pengembangan industri yang terkait lainnya untuk mendorong pengembangan
ekonomi hijau.

» Kejelasan kerangka kerja untuk memastikan transisi energi selalu mengikuti
prinsip transisi “adil”.
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« Program pengembangan SDM terampil dengan berinvestasi pada pendidikan
dan pelatihan dan berkolaborasi dengan institusi untuk stabilitas pasokan
para profesional terampil.

o Insentif khusus untuk mempercepat pelatihan ulang SDM yang ada agar
memiliki kemampuan yang dibutuhkan di masa depan.

o Insentif tertarget untuk mendukung UMKM mengejar peluang pada transisi
energi.

Sejumlah inisiatif di atas sangat penting untuk memastikan pengurangan emisi
(dari pensiun dini generasi berbasis fosil dan phased down), diversifikasi bauran
energi dengan energi rendah emisi dan mendorong aksesibilitas energi hijau
(lewat ekspansi dan modernisasi jaringan) sambil mematuhi prinsip transisi “adil”
untuk memastikan inklusivitas dalam transisi ini.
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